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Assalamu’alaikum Wr. Wb
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddaya,
Salam Kebajikan dan Sejahtera bagi kita
semua.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-
Nya, Laporan Tahunan Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Bandar
Lampung tahun 2025 dapat diselesaikan
sebagai bentuk pertanggung- jawaban
kinerja kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan.  Laporan
tahunan ini tidak hanya dokumen
administratif semata, tetapi juga
cerminan  perjalanan, kerja   keras,    serta
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 komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan amanah pengawasan Obat
dan Makanan di wilayah Provinsi Lampung. Setiap capaian yang tertuang di
dalamnya merepresentasikan dedikasi, kolaborasi, serta semangat
pengabdian dalam melindungi masyarakat, khususnya di tengah dinamika
dan tantangan yang terus berkembang sepanjang tahun 2025.

Dalam Laporan Tahunan 2025 ini, Balai Besar POM di Bandar Lampung
menyajikan capaian kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara
komprehensif, yang mencakup pengawasan pre-market dan post-market
sebagai satu kesatuan sistem pengawasan yang utuh dan berkelanjutan.
Pada tahap pre-market, penguatan pengawasan Obat dan Makanan
dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan pelaku usaha untuk
memastikan pemenuhan aspek perizinan serta penerapan standar sesuai
ketentuan. Sementara itu, pada tahap post-market, pengawasan
dilaksanakan secara intensif melalui kegiatan sampling, pengujian
laboratorium, inspeksi sarana, pengawasan iklan dan penandaan, serta
dukungan intelijen dan penegakan hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Pengawasan ini semakin diperkuat melalui kegiatan intensifikasi pada
momentum strategis seperti Idul Fitri dan Natal Tahun Baru (Nataru), dengan
fokus pada pencegahan peredaran produk Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa,
rusak, maupun yang mengandung bahan berbahaya, termasuk pada
komoditas pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik. Di sisi lain, upaya
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terus dioptimalkan melalui kolaborasi
lintas sektor dan pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan
edukasi kepada masyarakat.

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari penguatan kelembagaan yang
berkelanjutan, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan
berintegritas, pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten, serta
ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain menjalankan
fungsi pengawasan rutin, pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandar
Lampung juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas
pelayanan serta penguatan kemandirian pelaku usaha, khususnya UMKM,
melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran izin
edar obat dan makanan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh
pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
BBPOM di Bandar Lampung sepanjang tahun 2025. Semoga upaya yang telah
dilakukan menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat Lampung
yang terlindungi dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi
ketentuan.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung,

Bagus Heri Purnomo, S.Si., Apt.

${ttd_pengirim}${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran
penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang
beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk
dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban
fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional, dengan bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui
evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya
melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan
konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Balai Besar POM di Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Badan POM yang berada di Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
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Gambar 1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

Bagus Heri Purnomo, S.Si., Apt.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

BBPOM di Bandar Lampung dalam struktur organisasinya terdiri dari Kepala
Balai, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang
memiliki tugas fungsi Ketatausahaan, fungsi Pengujian, fungsi Pemeriksaan,
fungsi Penindakan dan fungsi Infokom (Informasi dan Komunikasi).

Secara geografis, provinsi Lampung terletak pada 105°45’BT sampai 103°48’BT
dan 3°45’LS sampai 6°45’LS, yang meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km²,
termasuk pulau-pulau kecil pada bagian paling ujung tenggara Pulau
Sumatera. Provinsi Lampung dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan
Bengkulu di sebelah Utara, Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di
sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat. Secara administratif,
Provinsi Lampung dibagi menjadi 15 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari
215 kecamatan dan 2.463 desa.

BBPOM di Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis
operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cakupan
pengawasan BBPOM di Bandar Lampung meliputi 10 Kabupaten/Kota dari total
15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Cakupan wilayah pengawasan BBPOM
di Bandar Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten
Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat,
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu,
Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat (Gambar 2).
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Dalam melaksanakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan
olahan, BBPOM di Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan;
Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan;
Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan;
Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam
rangka investigasi dan penyidikan;
Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan melalui siber;

Gambar 2. Cakupan Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

1. Tugas Pokok dan Fungsi
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Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di
bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan;
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain fungsi di atas, sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80
Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh
Kementerian/Lembaga termasuk BBPOM di Bandar Lampung diberi amanat
untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas,
fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Hal ini tertuang pada Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional yaitu dengan penerapan pengarusutamaan gender
guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan
nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi
BBPOM di Bandar Lampung. BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya
mengambil langkah-langkah signifikan dalam Pengarusutamaan Gender dan
Inklusi Sosial (PUGIS), terutama dalam hal pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan serta penyediaan layanan publik yang aksesibel. Untuk
mencapai hasil yang lebih substansial, BBPOM di Bandar Lampung senantiasa
memperkuat komitmen dan memperluas implementasi PUGIS.

Kontribusi BBPOM di Bandar Lampung terhadap kesehatan publik sangat
signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BBPOM di Bandar Lampung
membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa
masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas.
Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup
masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk
yang tidak memenuhi standar.

BBPOM di Bandar Lampung beroperasi dalam konteks yang dinamis dan
penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat
industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan
perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BBPOM di
Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam
mengawasi produk yang beredar di pasar.
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2. Visi dan Misi

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting
yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah
penjelasan dari rumusan visi tersebut:

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan
farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini
mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak
memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat
terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan
farmasi dan pangan olahan.
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya
memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan
yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan
produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap
standar nasional dan internasional.
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM
mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional
termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan
upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap
inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

a.

b.

c.

VISI
BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan
unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab dalam pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan wilayah kerja yang telah
ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029,
yaitu:

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi
dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu
yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung
kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah
internasional.

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman,
bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat
dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas
2045”

Visi

Pendahuluan
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Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen
BBPOM di Bandar Lampung dalam melindungi kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi
dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta
pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya
saing.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang
akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi
BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan)
misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana
penjelasan pada gambar berikut:

Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM
adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap
produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan
berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BBPOM di
Bandar Lampung terhadap peningkatan daya saing produk sediaan
farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk
UMKM) lokal.

Gambar 3. Asta Cita Presiden

d.

MISI
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BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang
disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita
lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada
gambar 3 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai
visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan
Masyarakat

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka
membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh
terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi
menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.
BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi
antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama
ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan
terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan
secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi
kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan
terpercaya. 

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas,
tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini
mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan
dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan
serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku
usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan
produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi
nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global. 
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Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama
seluruh pemangku kepentingan. 

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk
yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini
dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan
keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku
kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung
edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas
sekaligus pengawas sosial yang kritis.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk
memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan 

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good
governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk
memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi
pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan
publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan
kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien
dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya
tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan
pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

BBPOM di Bandar Lampung sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh
pelaksanaan misi BPOM.

3. Budaya Organisasi
Core Values ASN BerAKHLAK resmi diluncurkan dan disahkan oleh Presiden
Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Peluncuran ini dibarengi dengan
employer branding "Bangga Melayani Bangsa" untuk menyeragamkan
nilai-nilai dasar ASN di seluruh Indonesia Penjabaran masing-masing nilai
BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, Kolaboratif).
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Gambar 4. Core Values ASN BerAKHLAK
Sumber gambar: Buku Pedoman BerAKHLAK BPOM RI 
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A. Lingkungan Eksternal 
Berbicara tentang pertumbuhan organisasi, analisis kondisi eksternal menjadi
salah satu hal penting. Analisis kondisi eksternal ini berkonsentrasi pada apa
yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan memahami kondisi eksternal,
dapat teridentifikasi tantangan serta kesempatan yang dihadapi sehingga
dapat merumuskan strategi apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan
tugas dan fungsi dengan baik.

1. Data Umum Wilayah Kerja
Provinsi Lampung adalah provinsi yang terletak pada bagian sebelah paling
ujung tenggara pulau Sumatera. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18
Maret 1964 dengan ditetapkannya PP Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian
menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi
Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi
Sumatera Selatan. Batas wilayah administratif Provinsi Lampung, yakni:

Sebelah utara: Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu 
Sebelah timur: Laut Jawa
Sebelah selatan: Selat Sunda
Sebelah barat: Samudera Indonesia

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Gambar 5. Peta Provinsi Lampung
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Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung memiliki wilayah
yang relatif luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya
bernama Panjang dan Bakauheni. Secara geografis Provinsi Lampung
terletak pada kedudukan:

Timur – Barat berada antara: 103°40’ - 105°50’ Bujur Timur 
Utara – Selatan berada antara: 6°45’ - 3°45’ Lintang Selatan

a. Luas Wilayah Kerja 

b. Jumlah kabupaten/kota 

Daerah Provinsi Lampung yang merupakan wilayah kerja BBPOM di
Bandar Lampung meliputi area daratan seluas 20.805,28 km². Dengan
rincian luas per Kabupaten/Kota seperti pada Tabel 1.

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi
dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota seperti
terlihat pada Gambar 5 Cakupan kerja Balai
Besar POM di Bandar Lampung meliputi 8
kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten
Lampung Tengah, Kabupaten Lampung
Selatan dengan, Kabupaten Pesawaran,
Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung
Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten
Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota
Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Tabel 1. Luas Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah Jumlah Penduduk

1 Lampung Barat 2.107,99 km² 31,930

2 Tanggamus 2.947,59 km² 67,802

3 Lampung Selatan 2.227,38 km² 1.133,39

4 Lampung Timur 3.860,92 km² 1.164,70

5 Lampung Tengah 4.559,57 km² 1.541,43

6 Pesawaran 1.288,08 km² 50,626

7 Pringsewu 617,19 km² 42,974

8 Pesisir Barat 2.939,60 km² 17,486

9 Bandar Lampung 183,75 km² 1.226,21

10 Metro 73,21 km² 17,752

Gambar 6. Peta Cakupan Kerja Balai
Besar POM di Bandar Lampung

LAPORAN
TAHUNAN 2025
Balai Besar POM di Bandar Lampung 11



c. Pola transportasi 
Topografi daerah Lampung dapat dibagi 5 unit topografi yaitu:

Daerah berbukit sampai bergunung,
Daerah berombak sampai bergelombang,
Daerah dataran alluvial,
Daerah dataran rawa pasang surut,
Daerah river basin.

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

d. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Namun demikian, akses ke tiap-tiap ibukota Kabupaten dapat ditempuh
melalui jalan darat.

Lama waktu perjalanan ke seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di
Bandar Lampung cukup bervariasi dengan waktu tempuh paling lama
adalah 6 hingga 8 jam dan waktu yang paling singkat adalah 0,5 jam.
Data tentang lama waktu perjalanan ke wilayah kerja selengkapnya
ditampilkan pada lampiran Tabel 24. 

e. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja 
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan
pengawasan di satu wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung
rata-rata adalah 5 jam, sedangkan waktu yang diperlukan paling lama
adalah 3 hari dan waktu paling singkat adalah selama 3 jam.

2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota
Sarana produksi Obat dan Makanan yang berada di cakupan kerja Balai
Besar POM di Bandar Lampung terdiri dari Industri Farmasi Bahan Baku Obat
(IF BBO), Unit Pengelola Darah (UPD), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT),
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), industri kosmetik, industri pangan
olahan serta Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Jumlah sarana produksi
Obat dan Makanan yang terdata pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel
2.
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No. Kabupaten/Kota Jumlah

1. Industri Farmasi Bahan Baku Obat (IF BBO) 1

2. Unit Transfusi Darah (UTD) 1

3. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 7

4. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1

5. Industri Kosmetik 9

6. Industri Pangan 393

7. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 5351

TOTAL 5763

No. Kabupaten/Kota Jumlah

1. Pedagang Besar Farmasi (PBF) 50

2. Apotek 1344

3. Toko Obat 98

4. Instalasi Farmasi Pemerintah 11

5. Rumah Sakit 66

6. Puskesmas 221

7. Klinik 355

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai
Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2025

Tabel 3. Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan dan Sarana Pelayanan
Kefarmasian Tahun 2025

Sedangkan sarana distribusi Obat dan Makanan dan sarana pelayanan
kefarmasian yang berada di wilayah cakupan kerja Balai Besar POM di
Bandar Lampung meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF), apotek, Toko Obat
(TO), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Rumah Sakit (RS), Puskesmas, klinik
kesehatan, sarana distribusi Obat Tradisional, sarana distribusi Suplemen
Kesehatan, sarana distribusi kosmetik, klinik kecantikan dan sarana distribusi
pangan olahan seperti pada tabel 6 di bawah ini.
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No. Kabupaten/Kota Jumlah

8. Sarana Distribusi Obat Bahan Alam 153

9. Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan 65

10. Sarana Distribusi Kosmetik 641

11. Sarana Distribusi Pangan Olahan 7896

TOTAL 10.900

Sedangkan sarana distribusi Obat dan Makanan dan sarana pelayanan
kefarmasian yang berada di wilayah cakupan kerja Balai Besar POM di
Bandar Lampung meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF), apotek, Toko Obat
(TO), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Rumah Sakit (RS), Puskesmas, klinik
kesehatan, sarana distribusi Obat Tradisional, sarana distribusi Suplemen
Kesehatan, sarana distribusi kosmetik, klinik kecantikan dan sarana distribusi
pangan olahan seperti pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 4. Jumlah Sekolah dan Siswa Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di
Wilayah Cakupan Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

No. Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Jumlah Siswa

1. Lampung Barat 216 28122

2. Tanggamus 404 57035

3. Lampung Selatan 505 99536

4. Lampung Timur 576 84319

5. Lampung Tengah 758 120311

6. Pesawaran 304 42361

7. Pringsewu 268 38409

8. Pesisir Barat 127 18205

9. Kota Bandar Lampung 245 91275

10. Kota Metro 64 16535

TOTAL 3.467 596.108
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Memahami kondisi internal organisasi sangat penting untuk memastikan
kelancaran operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam
konteks pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, seperti yang
dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung, pemahaman yang
mendalam terhadap kondisi internal organisasi akan mempengaruhi
efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, memahami kondisi internal juga memungkinkan pengelolaan
sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Dengan mengetahui
keterbatasan dan potensi yang ada, Balai Besar POM di Bandar Lampung
dapat merancang strategi yang lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas
yang dimiliki. Hal ini juga penting untuk mengoptimalkan penggunaan
teknologi dalam sistem pengawasan, serta memperkuat koordinasi antar
departemen dalam organisasi.

Secara keseluruhan, memahami kondisi internal organisasi menjadi dasar
yang kuat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program
kerja yang lebih efektif. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan,
pemahaman ini akan sangat berpengaruh dalam menciptakan sistem
pengawasan yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan yang terus
berkembang.

B. Lingkungan Internal

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Balai Besar POM Bandar Lampung terletak di Jl. Dr. Susilo No. 101-105,
Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, menempati lahan seluas 8040 m2
sesuai Sertifikat Hak Pakai no 78 dan lahan rumah dinas seluas 755 m2
sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 7. Status Kepemilikan adalah Sertifikat Hak
Pakai PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN REPUBLIK INDONESIA.

1. Luas Tanah dan Bangunan
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Sarana penerangan Balai Besar POM di Bandar Lampung
menggunakan fasilitas PLN dengan daya total 197 KVA, dan
2 mesin generator set dengan daya 100 KVA. Sumber air berasal
dari air tanah yang dibor dengan kedalaman lebih kurang
50 meter dengan debit air yang cukup. 

Balai Besar POM di Bandar Lampung memiliki 
beberapa sarana komunikasi, seperti saluran telepon,
HP, e-mail, subsite, serta media sosial
seperti instagram, facebook, X, Tiktok, dan Youtube.
Sarana komunikasi Balai Besar POM di Bandar
Lampung adalah sebagai berikut:

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Luas bangunan keseluruhan adalah 3436m2, terdiri dari
gedung kantor 1553m2, laboratorium 1.576m2, dan Luas
bangunan keseluruhan adalah 3853m2, terdiri dari gedung
kantor seluas 1634m2, gedung laboratorium seluas 1.566m2,
rumah dinas seluas 252m2, gedung ibadah seluas 55m2,
gedung pertemuan seluas 278m2 , pos satpam seluas 12m2
dan bangunan lainnya seluas 56m2.

Laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung, terdiri dari
Laboratorium Kimia Pangan, Laboratorium Kimia Obat
Tradisional, Laboratorium Kimia Kosmetik, Laboratorium Kimia
Obat/NAPZA, dan Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi
Molekuler. Selain itu terdapat juga 2 (dua) ruang reagensia, 2
(dua) ruang penyimpanan sampel dan 2 (dua) ruang tempat
penyimpanan barang bukti.

@bpom.bandarlampung BBPOM Lampung

lampung.pom.go.id

bpom_lampung@pom.go.id

0821-6008-8080

0821-8074-2174

0812-7878-7711

@bpom.bandarlampung

@bpomlampung

Layanan Pengaduan Langsung ke Kepala BBPOM di Bandar
Lampung (LANGSUNG KE BOSS)

Layanan Sertifikasi

bpom.bandarlampung
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Kegiatan komunikasi melalui internet di lingkungan Balai Besar POM di
Bandar Lampung didukung dengan akses Internet 400 Mbps 1:1
(dedicated). 

Untuk menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, tersedia
kendaraan operasional 12 unit kendaraan roda empat dan 2 unit
kendaraan roda dua. Kendaraan-kendaraan tersebut selain untuk
menjalankan fungsi perkantoran, juga digunakan untuk melaksanakan
fungsi pelayanan publik dan laboratorium

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

2. Sumber Daya Manusia 

a. Penggolongan Berdasarkan Usia

PROFIL SDM ASN MENURUT USIA

Pada tahun 2024, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar POM
di Bandar Lampung sebanyak 113 orang yang terdiri dari 64 SDM Teknis,
16 SDM Administrasi, 11 PPPK, dan 20 Outsourcing.

Dari jumlah ASN Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 91
orang, 14 orang (15%) diantaranya berusia 20-30 tahun, 28 orang
(31%) berusia 31- 40 tahun, 23 orang (25%) berusia 41-50 tahun, dan
26 orang (29%) berusia 51-60 tahun. Berdasarkan profil tersebut,
dimana banyak pegawai yang berada pada rentang umur
mendekati purnabakti, maka Balai Besar POM di Bandar Lampung
harus menyiapkan pegawai-pegawainya dengan kompetensi
memadai untuk dapat bertugas pada posisi-posisi strategis. Tidak
hanya kompetensi teknis tetapi kemampuan manajerial yang
mumpuni untuk mempersiapkan leader di Balai Besar POM di Bandar
Lampung.

20-30 31-40 41-50 51-60

Usia
0
5

10
15
20
25
30

14

28
23 26

Gambar 7. Profil SDM ASN Menurut Usia
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Sementara itu pegawai Outsourcing di Balai Besar POM di Bandar
Lampung seperti terlihat pada Gambar 7. memperlihatkan mayoritas
berada pada rentang umur 20-40 tahun yakni sebesar 65% dari total
pegawai Outsourcing yang berjumlah 20 orang.

PROFIL SDM OUTSOURCING MENURUT USIA

PROFIL SDM MENURUT UNIT KERJA

20-30 31-40 41-50 51-60
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Tata Usaha Pengujian Pemeriksaan Penindakan Infokom

Unit Kerja
0
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30
27

30

19
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Gambar 8. Profil Outsourcing Menurut Usia

Gambar 9. Profil SDM Menurut Unit Kerja

b. Penggolongan Berdasarkan Unit Kerja

Profil SDM di Balai Besar POM di Bandar Lampung berdasarkan unit
kerja/substansi seperti terlihat pada Gambar 8. Penugasan SDM
pada masing-masing substansi berdasarkan kompetensi pegawai
serta kebutuhan organisasi.
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S1
29.7%

S2
23.1%

Apoteker
20.9%

D3
14.3%

SLTA/sederajat
12.1% No. Pendidikan Jumlah

1. SLTA/sederajat 11

2. D3 13

3. S1 27

4. Apoteker 19

5. S2 21

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

d. Penggolongan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 91 pegawai di Balai Besar POM di Bandar Lampung, 23 pegawai
(25%) berpendidikan S2, 18 pegawai (20%) berpendidikan profesi
apoteker, 27 pegawai berpendidikan S1 (29%), 13 pegawai (14%)
berpendidikan D3, dan 11 pegawai (12%) berpendidikan
SLTA/sederajat.

Profil pegawai Balai Besar POM di Bandar Lampung berdasarkan jenis
kelamin per substansi seperti terlihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Profil SDM Menurut Strata Pendidikan

Gambar 11. Profil SDM Menurut Jenis Kelamin

PROFIL SDM MENURUT UNIT KERJA
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PROFIL SDM ASN MENURUT JENIS KELAMIN PERSENTASE JENIS KELAMIN
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62.6%
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c. Penggolongan Berdasarkan Strata Pendidikan
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PROFIL OUTSOURCING BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Perempuan Laki-laki

Laki-laki
80%

Perempuan
20%

Gambar 12. Profil Outsourcing Menurut Jenis Kelamin

4. Pelatihan Uji Profisiensi
Uji profisiensi merupakan salah satu metode yang umum digunakan
untuk membandingkan kinerja dan kompetensi laboratorium yang
melakukan pengujian di bidang tertentu. Tujuan dari uji profisiensi
adalah untuk mengevaluasi kemampuan laboratorium dalam
melakukan pengujian dengan metode yang ditentukan dan
menghasilkan hasil yang konsisten dengan tingkat akurasi yang tinggi. 

Sementara itu, profil Outsourcing berdasarkan jenis kelamin. Dengan
jenis kelamin perempuan, yakni 4 orang (20%). Sementara laki-laki
berjumlah 16 orang (80%).

3. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji 
Berdasarkan jumlah sampel yang diuji oleh laboratorium pengujian
Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2025 sebanyak 5044
sampel dengan tenaga penguji 27 orang. Sehingga rata-rata
kemampuan kerja tenaga penguji yaitu 186,81 sampel/orang/tahun.
Sedangkan total parameter dengan 5044 sampel tersebut yaitu 23.451
parameter, sehingga rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji
sebanyak 868,56 parameter/orang/tahun. Profil kemampuan kerja
tenaga penguji pada masing-masing laboratorium dapat dilihat pada
Lampiran Tabel 29.
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No. Laborator
ium

Judul Uji Profisiensi /
Kolaborasi

Penyelenggara
(Provider)

Jumlah
peserta

Waktu
Pelaksanaan Hasil

1 Pangan Penetapan Kadar NaCl dalam
Garam PPPOMN 49 Oktober 2025 Memuaskan (Z score : 0,03)

2 Pangan Penetapan Kadar BHA, BHT dan
TBHQ dalam Minyak Goreng PPPOMN 47 Juli 2025

BHA : Memuaskan ( Z score -0,08)

BHT : Memuaskan ( Z score: -0,94)

TBHQ : Memuaskan ( Z score: 0,10)

3 Pangan Penetapan Kadar Pb, Cd dalam
Sirup PPPOMN 36 Juli 2025

Pb : Memuaskan ( Z score: 0,02)

Cd : Memuaskan ( Z score: 0,24)

4 Pangan

Determination of Metals in Food
(BQSF ME 01-68): total As,

inorganic As, Cd, Fe, total Hg, Zn
and Sn in Squid.

BQSF Thailand 43 Mei 2025

Total As : Memuaskan ( Z score: 1,4)

Cd : Memuaskan ( Z score: 1,0)

Fe : Memuaskan ( Z score: -1,3)

Hg : Memuaskan ( Z score: 1,6)

Zn : Memuaskan ( Z score: 1,2)

Sn : Memuaskan ( Z score: -0,3)

5 Obat
Penetapan Kadar Cemaran

Etilen Glikol dan Dietilen Glikol
dalam sediaan cair oral

PPPOMN 32 Agustus 2025
Etilen Glikol : Memuaskan (Z score : -0,3)

Dietilen Glikol : Memuaskan (Z score :
-0,01)

6 Obat
Penetapan kadar Zat Terlarut
Hasil Disolusi Metformin HCl

Tablet
BBPOM Serang 7 Juni 2025 Hasil Uji Banding 7 laboratorium peserta

tidak berbeda signifikan

7 Obat
Penetapan Kadar Zat Terlarut

Hasil Disolusi Metronidazol
Tablet

BBPOM Serang 10 Juni 2025 Memuaskan (Z score : -1,45)

8
Obat

Bahan
Alam

Identifikasi Bahan Kimia Obat
dalam Obat Bahan Alam

sediaan padat (Difenhidramin
HCl, Klorfeniramin Maleat,

Prometazin HCl) 

PPPOMN 32 Juli 2025 Memuaskan (Nilai 100)

Tabel 5. Pelaksanaan Uji Profisiensi dan Uji Banding Tahun 2024

Uji profisiensi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap hasil pengujian laboratorium, karena
menunjukkan bahwa laboratorium mampu menghasilkan data yang
akurat. Uji profisiensi dilakukan untuk semua jenis produk, seperti Obat,
Obat Bahan Alam, Kosmetik, Pangan, dan Mikrobiologi. Pada tahun 2025,
laboratorium pengujian di Balai Besar POM di Bandar Lampung telah
melaksanakan 11 uji profisiensi/uji banding/kolaborasi yang diadakan
oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN)
dan Balai Besar POM di Serang. Selain itu juga melaksanakan uji
profisiensi yang diselenggarakan oleh eksternal Badan POM seperti
BQSF Thailand. Seluruh uji profisiensi yang dilaksanakan diperoleh hasil
inlier/memuaskan. Uji profisiensi/uji banding/uji kolaborasi Balai Besar
POM di Bandar Lampung tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.
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No. Laboratorium Judul Uji Profisiensi /
Kolaborasi

Penyelenggara
(Provider)

Jumlah
peserta

Waktu
Pelaksanaan Hasil

9 Kosmetik

Identifikasi Bahan Dilarang
Dalam Kosmetik Sediaan Untuk

Kulit Berjerawat/Acne Skin
Product (Resorsinol,

Kloramfenikol, Betametason)

PPPOMN 34 Agustus 2025 Memuaskan (Nilai 100)

10 Mikrobiologi

Deteksi Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa dan

Candida albicans pada
Sediaan Kosmetik

PPPOMN 43 Juni 2025 Memuaskan 

11 NAPPZA
Identifikasi Psikotropika dalam

serbuk secara Kromatografi
Lapis Tipis

PPPOMN 34 Juni 2025 Baik (Nilai 83)

5. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal 
      Laboratorium UPT BPOM 

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Peran laboratorium pengujian harus selalu ditingkatkan, seiring dengan
semakin beragamnya obat dan makanan yang beredar. Salah satu
cara penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium yaitu dengan
tersedianya peralatan laboratorium yang memadai. Dalam kegiatan
pengujian, alat laboratorium merupakan unsur utama selain sumber
daya manusia. Setiap tahun laboratorium mengadakan penambahan
alat untuk memenuhi standar tersebut.
Standar Minimum Peralatan Laboratorium disusun berdasarkan:

Pengelompokan unit pelaksana teknis sebagai Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Pengawas Obat dan
Makanan, 
Sesuai dengan jumlah sampel yang diuji seperti tercantum pada
Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023, dengan pembagian
kelompok sebagai berikut:

Kelompok I : Balai Besar POM dengan jumlah sampel lebih dari
3000. 
Kelompok II : Balai Besar/ Balai POM dengan jumlah sampel 2000
- 3000.
Kelompok III : Balai POM dengan jumlah sampel 1000 - 2000.
Kelompok IV : Balai POM dengan jumlah sampel kurang dari 1000
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Jumlah peralatan laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar
Lampung (termasuk sebagai Laboratorium kelompok II) sudah sesuai
Standar Minimal Laboratorium. Laboratorium pengujian Balai Besar POM
di Bandar Lampung telah dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk
menunjang serangkaian proses pengujian yang dilakukan, sehingga
diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Daftar Standar
Minimum Peralatan Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Balai Besar
POM di Bandar Lampung dapat dilihat pada Lampiran Tabel 31A dan 31B.

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Sistem mutu ISO 9001 mengakomodasi persyaratan-persyaratan yang
harus dipenuhi organisasi dalam membentuk suatu sistem manamejen
mutu. Dengan berpedoman pada ISO 9001:2015 sebuah
organisasi/perusahaan dapat melakukan evaluasi apakah produk
(barang/jasa) dan proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut
dapat memenuhi keinginan/persyaratan dari pelanggan secara
konsisten. Selain itu, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
juga dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang
dihasilkan sesuai dengan persyaratan perusahaan atau pun
pelanggan serta mencegah terjadi kegagalan mutu produk atau jasa
sepanjang proses produksi. Di Indonesia standar sistem manajemen
mutu ISO 9001:2015 diadopsi identik menjadi sebuah standar sistem
oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 9001:2015

Pengawasan obat dan makanan yang efektif membutuhkan kerja
sama lintas sektor yang kokoh. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas
tantangan dalam menjamin keamanan serta mutu obat dan makanan
yang tidak dapat ditangani oleh satu lembaga atau sektor secara
mandiri. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Bandar Lampung
senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai sektor,
organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, hingga perguruan tinggi
demi meningkatkan efektivitas pengawasan.

6. Sertifikasi dan Akreditasi

7. Kerja Sama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja 
     Sama (PKS)
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Kerja sama tersebut memungkinkan terciptanya sinergi antara Balai
Besar POM di Bandar Lampung dengan para pemangku kepentingan
lainnya. Meski setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang
spesifik, kontribusi tersebut saling melengkapi dalam mengatasi
berbagai kendala di lapangan. Melalui hubungan lintas sektor yang
harmonis, pengawasan obat dan makanan, edukasi kepada
masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat akan
menjadi lebih terarah dan terkoordinasi, sehingga perlindungan
terhadap kesehatan masyarakat dari produk beresiko tidak aman
dapat dilakukan secara optimal. Sinergi ini merupakan kunci utama
dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tepercaya bagi
konsumen di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tahun 2025, Balai Besar POM
di Bandar Lampung telah menyepakati Perjanjian Kerja Sama dan Nota
Kesepahaman dengan berbagai pihak eksternal di Provinsi Lampung.
Perincian mengenai bentuk kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat
dilihat pada Lampiran Tabel 33A.

Keadaan Umum dan Lingkungan
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BBPOM di Bandar Lampung telah melaksanakan sinergi pengawasan
dan pelayanan publik melalui Nota Kesepakatan dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Ruang lingkup kegiatan yang
telah dijalankan meliputi pengawasan terpadu serta
penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang obat
dan makanan. Selain itu, dilakukan pula pembinaan dan
pendampingan bagi pelaku usaha, pertukaran data atau informasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga
penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik
Lampung Selatan yang dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali
pada hari Jumat.

a. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Gambar 13. Layanan informasi BBPOM di Bandar Lampung di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Lampung Selatan
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b. Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Lampung dalam rangka  
      Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penegakan Hukum di Bidang  
      Pengawasan Obat dan Makanan

Keadaan Umum dan Lingkungan
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Dalam rangka memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di
bidang obat dan makanan, Balai Besar POM di Bandar Lampung telah
menjalin perjanjian kerjasama strategis dengan Kepolisian Daerah
(Polda) Lampung. Kolaborasi ini mencakup ruang lingkup yang
komprehensif, dimulai dari aspek pertukaran data serta informasi
guna mendukung akurasi pengawasan di lapangan dan melalui
pengawasan obat dan makanan secara terpadu, yang didukung oleh
penguatan teknis berupa pengujian dan pengembangan
laboratorium dan juga bantuan pengamanan dalam setiap proses
pelaksanaan tugas risiko tinggi.

Kerjasama ini merupakan perpanjangan dari Kerjasama sebelumnya,
dilakukan dengan membuka layanan informasi BBPOM di Bandar
Lampung di Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Kabupaten
Lampung Tengah (1 kali dalam sebulan/setiap hari Kamis pada
minggu kedua).

c. Kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
     Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

Gambar 14. Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Lampung
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Gambar 15. Layanan informasi BBPOM di Bandar Lampung di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Lampung Tengah

Sepanjang tahun 2025, Balai Besar POM di Bandar Lampung telah
menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sebagai berikut:

8. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

a. Kerjasama dengan Badan Gizi Nasional
BBPOM di Bandar Lampung telah terlibat dalam pendampingan bagi
SPPG dan pelaku usaha mikro kecil dalam pemenuhan standar
produksi yang baik. Fokus pengawasan juga diarahkan pada sarana
produksi, rantai pasok dalam penanganan KLB Keracunan Pangan,
serta pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan MBG.
Selain itu, dilakukan pula upaya peningkatan kapasitas laboratorium
pangan dan penguatan kompetensi melalui pendampingan atau
bimbingan teknis kepada tenaga penjamah pangan pada SPPG
guna menjamin keamanan pangan secara menyeluruh. 

Gambar 16. Kerjasama dengan BGN dalam kegiatan Pengarah dan Evaluasi
kepada Kasatpel, Yayasan, dan Mitra SPPG

Keadaan Umum dan Lingkungan
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Gambar 17. Kerjasama dengan BGN dalam Kegiatan Pendampingan SPPG dan
Pelaku Usaha Mikro Kecil

Kerjasama ini juga diperkuat dengan dibentuknya Surat Keputusan
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program
Makan Bergizi Gratis yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung, dan
beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar
Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dan
Kota Metro di mana BBPOM di Bandar Lampung menjadi bagian dari
Tim Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis ini.

b. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait Tim Cepat Tanggap 
      Kejadian Luar Biasa 

BBPOM di Bandar Lampung bekerja sama dengan pemerintah provinsi
dan daerah di Lampung untuk meningkatkan kinerja, respons cepat,
serta koordinasi dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
penyakit menular dan keracunan pangan melalui pembentukan Tim
Cepat Tanggap. Keterlibatan Balai Besar POM dalam tim ini mencakup
pengambilan atau penerimaan sampel pangan dari Dinas Kesehatan
setempat, pengujian sampel beserta pelaporan hasilnya, serta
pengkajian dan evaluasi untuk menyimpulkan agen penyebab. Selain
itu, BBPOM di Bandar Lampung juga berperan dalam mengendalikan
faktor risiko, melakukan pengawasan dan tindak lanjut jika KLB diduga
berasal dari pangan olahan, serta berkoordinasi dengan Dinas
Kesehatan mengenai langkah penanganan yang diperlukan terhadap
pangan olahan tersebut. 
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Data yang berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa bisa dilihat pada
Tabel 19 pada bagian Lampiran. 

c. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi 
     Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM)
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BBPOM di Bandar Lampung juga telah melakukan koordinasi terkait
Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan
Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
(TKPPOM) di semua kab/kota di wilayah pengawasannya berupa :

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersama dengan
Pemerintah daerah, seperti intensifikasi pengawasan pangan di
bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri serta Natal dan tahun baru.
Advokasi/audiensi/pertemuan dengan Pemerintah daerah
Koordinasi penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
Koordinasi dan pengawasan KLB keracunan pangan MBG, dan
Menjadi narasumber pada beberapa kegiatan Pemerintah Daerah

Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
(TKPPOM) sudah ada di beberapa kabupaten/kota dan tim jejaring
keamanan pangan dan satuan tugas pangan pada kabupaten/kota
yang lain.
Selain kerjasama BBPOM di Bandar Lampung juga sepanjang tahun
2025 berhasil meraih berbagai penghargaan sebagai berikut:

1.Penghargaan Pengarusutamaan Gender (PUG) atas Hasil
Pemantauan Komitmen Unit Kerja dalam rangka Penguatan
Kelembagaan dan Implementasi PUGIS Tahun 2025 Termin I di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

2.Penghargaan Balai Besar Terbaik 3 pada Kategori Pemetaan
Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2025.

3.Penghargaan Gold Winner Anugerah Humas Indonesia pada
Kategori Pelayanan Informasi Publik Informatif, Subkategori Ruang
Fisik Pelayanan Informasi Publik.

4.Penghargaan Bronze Winner Anugerah Humas Indonesia pada
Kategori PPID Terbaik, Subkategori PPID Pelaksana.

5.Penghargaan PPID dengan nilai 100 pada Anugerah Keterbukaan
Informasi Publik Provinsi Lampung.

6.Penghargaan PPID Terbaik 1 untuk Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengawas Obat dan Makanan kategori Balai Besar.

7.Penghargaan atas komitmen nyata dalam melakukan perbaikan
berkelanjutan untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dalam Pengawasan Obat dan
Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
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8.Penghargaan Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik II
kategori Balai Besar di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan.

9.Penghargaan Terbaik I Satuan Kerja dengan jumlah Transaksi Kartu
Kredit Pemerintah dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Provinsi Lampung.

BBPOM di Bandar Lampung melakukan pemanfaatan sistem
pengadaan dengan mempertimbangkan 5 indikator yaitu Persentase
Rencana Umum Pengadaan yang telah diumumkan dalam aplikasi
Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya,
persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan
barang/jasa, persentase penyelesaian paket hingga status paket
selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing), persentase
penerapan proses non E- Tendering dan non E-Purchasing pada
aplikasi SPSE, serta persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE.

Roda empat : 9 (Sembilan) 
Roda dua  : 2 (Dua)

Gambar 18. Beberapa Penghargaan yang diraih

9. Kendaraan

10. Pengadaan Barang/Jasa

Keadaan Umum dan Lingkungan
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Pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar
POM di Bandar Lampung menggunakan anggaran yang tersedia pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar POM di Bandar
Lampung berdasarkan Nomor: SP DIPA-063.01.2.432850/ 2025 tanggal 2
Desember 2024 sebesar Rp. 31.915.508.000. Anggaran yang terserap
untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di
Provinsi Lampung sebesar Rp. 21.534.812.503  atau 67,47%. Rincian
realisasi anggaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

11. Anggaran 

12. Laporan Penerimaan

Gambar 19. Rincian Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Sumber Anggaran

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 yang
berasal dari sampel kepolisian dalam rangka pro justitia, sampel
sediaan farmasi dan pangan olahan dari pihak ketiga (sampel luar)
dan penerbitan surat keterangan impor/ekspor sebesar Rp. 79.149.979
atau 17,77% dari target Rp. 445.450.000. Persentase capaian PNBP pada
tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 50,5% dibandingkan tahun
2024. Adanya perubahan tarif uji untuk sampel kepolisian dalam
rangka pro justitia di lingkungan BPOM membuat pihak luar memilih
melakukan pengujian di tempat lain sehingga berdampak pada
realisasi dan capaian penerimaan PNBP BBPOM di Bandar Lampung.

Keadaan Umum dan Lingkungan
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Gambar 20. Fasilitas Parkir Khusus Difabel

Keadaan Umum dan Lingkungan
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13. Implementasi PUG

Sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, Balai Besar POM di Bandar Lampung
mengupayakan penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada
kesamaan hak, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, serta fasilitas
dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Balai Besar POM di Bandar
Lampung terus berkomitmen mendukung pengarusutamaan gender
sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik. Melalui
kebijakan, tata kelola, dan budaya kerja yang responsif gender, Balai
Besar POM di Bandar Lampung memastikan bahwa setiap layanan
diberikan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Upaya ini
diwujudkan dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan
memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat salah
satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Parkir Khusus
Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menyediakan tempat
parkir khusus difabel yang strategis dan mudah dijangkau. Fasilitas
ini memastikan bahwa penyandang disabilitas, termasuk perempuan
dan laki-laki dengan keterbatasan fisik, dapat mengakses bangunan
dengan lebih mudah dan aman. Area parkir khusus penyandang
disabilitas terletak pada jalur terdekat dengan fasilitas yang dituju
dengan jarak kurang dari 60 m dari pintu masuk.
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b. Jalur Pemandu (Guiding Block)

c. Jalan Landai dengan Pegangan Rambat

Guiding block atau jalur
pemandu bagi penyandang
disabilitas merupakan elemen
penting dalam mewujudkan
aksesibilitas dan kemandirian di
ruang publik. Fasilitas ini
dirancang untuk membantu,
khususnya bagi penyandang
disabilitas netra, dalam
mengenali arah, perubahan jalur,
maupun potensi hambatan
melalui pola dan tekstur
permukaan yang khas. Kehadiran
guiding block tidak hanya
meningkatkan keselamatan dan
kenyamanan mobilitas, tetapi
juga mencerminkan komitmen
terhadap prinsip inklusivitas dan
kesetaraan hak. Balai Besar POM
di Bandar Lampung telah
menyediakan jalur pemandu dari
pintu masuk hingga ke meja
layanan.

Balai Besar POM di Bandar
Lampung telah menyediakan
jalan landai dengan pegangan
rambat yang merupakan jalur
sirkulasi yang memiliki bidang
dengan kemiringan tertentu,
sebagai alternatif bagi orang
yang tidak dapat melalui tangga
dan sebagai pemandu arah bagi
penyandang disabilitas netra dan
penahan roda kursi roda agar
tidak terperosok keluar ram.
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Gambar 21. Fasilitas Jalur Pemandu
(Guiding Block)

Gambar 22. Fasilitas Jalan Landai
dengan Pegangan Rambat
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d. Ruang Tunggu Khusus

e.  Loket Khusus

Balai Besar POM di Bandar Lampung juga menyediakan ruang
tunggu khusus untuk tempat duduk prioritas bagi pengguna
layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu.

Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menyediakan jalan landai
dengan pegangan rambat yang merupakan jalur sirkulasi yang
memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi
orang yang tidak dapat melalui tangga dan sebagai pemandu arah
bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda
agar tidak terperosok keluar ram.

Gambar 23. Fasilitas Ruang Tunggu Khusus

Gambar 24. Fasilitas Loket Khusus Layanan Prioritas

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

LAPORAN
TAHUNAN 2025
Balai Besar POM di Bandar Lampung 33



Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

f.Toilet Khusus

g. Arena Bermain Anak

Penyediaan toilet khusus
bagi kelompok rentan
merupakan bagian penting
dari upaya menciptakan
lingkungan layanan publik
yang ramah, aman, dan
inklusif. Balai Besar POM di
Bandar Lampung telah
menyediakan toilet khusus
yang dapat dimanfaatkan
oleh penyandang disabilitas,
lanjut usia, ibu hamil, dan
kelompok rentan lainnya
dengan fasilitas pintu geser,
ruang gerak untuk pengguna
kursi roda, toiletries,
pegangan tangan di sisi
kloset, wastafel, serta
penerangan cukup, ventilasi
dan exhaust.

Gambar 25. Fasilitas Toilet Khusus

Balai Besar POM di Bandar Lampung juga menyediakan ruang
bermain anak yang aman dan nyaman, memungkinkan anak-anak
yang datang dengan orang tua mereka, baik laki-laki maupun
perempuan dapat bermain dengan bebas dan tanpa hambatan.
Arena bermain anak telah dilengkapi peralatan bermain yang aman,
menarik, dan sesuai dengan usia dan kebutuhan anak-anak.

Gambar 26. Fasilitas Arena Bermain Anak
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i. Alat Bantu

Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menyediakan ruang
laktasi untuk pemenuhan kebutuhan layanan bagi ibu menyusui
dengan memperhatikan privasi, kenyamanan ibu dan bayi dengan
lokasi yang layak, bersih, nyaman, mudah dilihat dan dicapai
dilengkapi dengan penanda yang informatif. Ruang laktasi
dilengkapi dengan lemari pendingin, meja, kursi dengan sandaran,
AC, tempat sampah, tisu, bantal dispenser dan kebutuhan lainnya.

untuk mendukung layanan publik yang inklusif, Balai Besar POM di
Bandar Lampung juga menyediakan beberapa alat bantu seperti
kursi roda, tongkat, kruk, alat bantu dengar, kacamata plus, serta
buku Standar Pelayanan dengan huruf braille.

Gambar 27. Fasilitas Ruang Laktasi

Gambar 28. Fasilitas Alat Bantu
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j. Petugas Pembantu
Selain sarana dan prasarana, Balai Besar POM di Bandar Lampung
juga menyediakan petugas khusus yang dapat memandu
pengguna layanan jika mengalami kesulitan. 

Berbagai fasilitas yang dihadirkan Balai Besar POM di Bandar Lampung
mencerminkan upaya kepedulian terhadap keberagaman kebutuhan
pengguna, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan layanan
yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Upaya ini
tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, tetapi
juga menjadi bagian dari tanggung jawab institusi dalam menjamin
kesetaraan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak setiap
individu tanpa diskriminasi.

Data distribusi gender per bidang di Balai Besar POM di Bandar
Lampung, terlihat adanya kecenderungan dominasi gender di
beberapa bidang serta komposisi yang lebih seimbang di bidang
lainnya. Berikut ini adalah analisis terhadap kondisi tersebut:

Gambar 29. Petugas Pembantu

Tabel 6. Distribusi gender per bidang

Kelompok Substansi Jumlah Laki-Laki Jumlah Perempuan

Kepala Balai Besar 1 (100%) -

Tata Usaha 14 (54%) 12 (46%)

Pengujian 5 (17%) 25 (83%)

Pemeriksaan 8 (42%) 11 (58%)

Penindakan 4 (57%) 3 (43%)

Infokom 2 (25%) 6 (75%)

Total 34 (37%) 57 (63%)
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Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dominasi
perempuan di beberapa bidang teknis dan administratif seperti
pengujian, pemeriksaan, dan infokom. Sementara bidang penindakan
dan tata usaha cenderung didominasi oleh laki-laki. Meskipun
demikian, penting untuk terus memastikan bahwa pengarusutamaan
gender tidak hanya fokus pada distribusi gender secara kuantitatif,
tetapi juga memastikan adanya kesetaraan dalam peluang
pengembangan karir, akses ke posisi strategis, serta pemberdayaan
perempuan dan laki-laki di semua bidang.

Selain distribusi gender per bidang, Pengarusutamaan Gender
berdasarkan pendidikan dan status pernikahan juga menjadi bagian
penting dalam memahami karakteristik serta pembagian tugas dan
potensi karir. Tingkat pendidikan dan status pernikahan merupakan
variabel sosial yang dapat mempengaruhi akses, peran, serta
partisipasi individu dalam penugasan karier dalam lingkungan kerja.
Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, dapat diperoleh
gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi perbedaan
pengalaman, tantangan, maupun peluang yang dihadapi oleh setiap
kelompok. 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan S2,
profesi, dan S1 didominasi oleh perempuan. Sedangkan tingkat
pendidikan D3 dan SLTA didominasi oleh laki-laki. Data tersebut
mengindikasikan bahwa akses dan keterwakilan perempuan dalam
pendidikan tinggi relatif baik. Hal ini juga menggambarkan bahwa
prinsip kesetaraan telah tercermin melalui keterwakilan perempuan
yang kuat, khususnya pada pendidikan tinggi. 

1.   Tingkat Pendidikan dan Gender

Tingkat Pendidikan Jumlah Laki-Laki Jumlah Perempuan

S2 4 (19,1%) 17 (80,9%)

Profesi 8 (42,1%) 11 (57,9%)

S1 7 (25,9%) 20 (74,1%)

D3 8 (61,5%) 5 (38,5%)

SLTA 7 (63,6%) 4 (36,4%)

Total 34 (37%) 57 (63%)

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Berdasarkan Gender
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Balai Besar POM di Bandar Lampung memberi perhatian lebih dalam
hal ini terutama memberikan motivasi, peluang, dan dukungan bagi
laki-laki agar melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi,
demi menciptakan keseimbangan dalam pengembangan kapasitas
pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Dari analisis berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, status
pernikahan dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Bandar
Lampung telah menciptakan ruang yang lebih terbuka dan setara bagi
perempuan dalam hal pendidikan, terutama di tingkat pendidikan
tinggi dan profesi. Selain itu, meskipun perempuan banyak yang tetap
aktif bekerja setelah menikah, data menunjukkan bahwa perlu ada
lebih banyak perhatian terhadap kelompok perempuan dengan status
pernikahan yang berbeda (belum menikah dan janda). Implementasi
PUG di Balai Besar POM di Bandar Lampung terus diupayakan untuk
memastikan kesetaraan akses pendidikan, peluang karir, dan
dukungan bagi perempuan dan laki-laki, serta kelompok rentan
lainnya dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan spesifik
yang dihadapi oleh individu.

Berdasarkan data yang tersedia jumlah penduduk mencapai
9.522,91 ribu jiwa, yang terdiri dari 4.857,47 ribu (51%) laki-laki dan
4.665,44 ribu (49%) perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan
(Sumber: Badan Pusat Statistik).

2.   Status Pernikahan dan Gender

3.   Data Terpilah di Lingkungan Eksternal 

Status Pernikahan Jumlah Laki-Laki Jumlah Perempuan

Kawin 29 (40%) 44 (60%)

Belum Kawin 5 (33,3%) 10 (66,7%)

Janda/Duda 0  3 (100%)

Total 34 (37%) 57 (63%)

Tabel 8. Status Pernikahan Berdasarkan Gender

Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Lampung Wilayah Pengawasan
BBPOM di Bandar Lampung Berdasarkan Umur
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Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, kelompok usia 0–4 tahun
merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar yaitu
sekitar 796,36 ribu jiwa, diikuti oleh kelompok 10–14 tahun (777,38
ribu jiwa) dan 5–9 tahun (772,83 ribu jiwa). Hal ini menunjukkan
bahwa struktur penduduk didominasi oleh usia muda.

No Kelompok Umur
(tahun)

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin (ribu jiwa)

Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 0-4 406.4 389.97 796.36

2 5-9 395.26 377.58 772.83

3 10-14 397.33 380.05 777.38

4 15-19 376.92 354.67 731.59

5 20-24 373.95 353.62 727.57

6 25-29 381.5 365.23 746.73

7 30-34 377.28 362.32 739.6

8 35-39 372.39 359.33 731.72

9 40-44 353.91 341.77 695.68

10 45-49 332.47 321.64 654.11

11 50-54 294.56 284.82 579.38

12 55-59 248.53 239.79 488.32

13 60-64 200.07 193.47 393.54

14 65-69 149.24 142.73 291.97

15 70-74 101.32 98.25 199.57

16 75+ 96.35 100.21 196.56

Jumlah 4857.47 4665.44 9522.91

Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
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Seiring bertambahnya usia jumlah penduduk cenderung menurun
secara bertahap. Misalnya pada kelompok 40–44 tahun jumlahnya
sekitar 695,68 ribu jiwa kemudian terus menurun hingga kelompok
70–74 tahun yang berjumlah 199,57 ribu jiwa. Pada kelompok usia
75 tahun ke atas jumlah penduduk tercatat 196,56 ribu jiwa.

Dari sisi jenis kelamin pada sebagian besar kelompok umur jumlah
laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada
kelompok usia 75 tahun ke atas jumlah perempuan (100,21 ribu
jiwa) sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki (96,35 ribu jiwa),
yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki
harapan hidup lebih.
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Secara umum data ini menggambarkan struktur penduduk yang
didominasi usia muda dengan penurunan jumlah penduduk pada
kelompok usia yang lebih tua serta perbandingan jumlah laki-laki
dan perempuan yang relatif seimbang panjang dapat dilihat di
Tabel 8 di atas.

Peserta Didik di Provinsi Lampung

Berdasarkan data yang tersedia jumlah peserta didik di Provinsi
Lampung mencapai 1.298.591 siswa yang terdiri dari 668.635 laki-
laki dan 629.956 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
siswa laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan siswa perempuan.

Dilihat dari sebaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah memiliki
jumlah peserta didik terbesar yaitu sekitar 248.528 siswa, diikuti oleh
Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 208.452 siswa serta
Kabupaten Lampung Timur sekitar 192.308 siswa. Sementara itu
jumlah peserta didik paling sedikit terdapat di Kabupaten Pesisir
Barat dengan sekitar 34.463 siswa serta Kabupaten Lampung Barat
sekitar 54.235 siswa.

Berdasarkan jenjang pendidikan, Sekolah Dasar (SD) memiliki
jumlah peserta didik paling banyak dibandingkan jenjang lainnya.
Hal ini wajar karena jenjang SD menampung usia sekolah dasar
yang jumlahnya relatif besar. Setelah itu diikuti oleh jenjang SMP,
SMA, dan SMK, yang menunjukkan adanya penurunan jumlah
peserta didik seiring meningkatnya jenjang pendidikan.

Pada jenjang pendidikan anak usia dini seperti TK, KB, TPA, dan SPS
jumlah peserta didik juga cukup signifikan yang menandakan
adanya perhatian terhadap pendidikan usia dini di Provinsi
Lampung. Sementara itu, SLB memiliki jumlah peserta didik yang
relatif lebih sedikit karena diperuntukkan bagi peserta didik dengan
kebutuhan khusus.

Secara umum data ini menggambarkan sebaran peserta didik di
Provinsi Lampung yang cukup merata antar wilayah dengan
dominasi pada jenjang pendidikan dasar serta komposisi jenis
kelamin yang relatif seimbang dengan sedikit dominasi siswa laki-
laki dapat dilihat di tabel 9.
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Tabel 10. Peserta Didik di Provinsi Lampung

No. Wilayah
Total TK KB

Jml L P Jml L P Jml L P

1 Kab. Lampung Tengah 248.528 127.99 120.538 22.725 11.837 10.888 4.584 2.378 2.206

2 Kota Bandar Lampung 219.14 111.9 107.24 17.907 9.234 8.673 4.384 2.234 2.15

3 Kab. Lampung Selatan 208.452 107.826 100.626 11.889 6.122 5.767 11.791 6.022 5.769

4 Kab. Lampung Timur 192.38 99.135 93.245 17.986 9.3 8.686 8.786 4.484 4.302

5 Kab. Tanggamus 112.437 58.616 53.821 7.094 3.685 3.409 5.868 2.983 2.885

6 Kab. Pringsewu 90.251 46.293 43.958 5.991 3.071 2.92 3.029 1.579 1.45

7 Kab. Pesawaran 82.939 42.907 40.032 5.218 2.688 2.53 4.31 2.236 2.074

8 Kota Metro 55.766 28.333 27.433 4.859 2.515 2.344 1.238 636 602

9 Kab. Lampung Barat 54.235 27.77 26.465 3.755 1.903 1.852 765 413 352

10 Kab. Pesisir Barat 34.463 17.865 16.598 2.669 1.387 1.282 644 347 297

TOTAL 1298.591 668.635 629.956 100.093 51.742 48.351 1452.99 1417.916 1271.836

No. Wilayah
TPA SPS PKBM

Jml L P Jml L P Jml L P

1 Kab. Lampung Tengah 48 28 20 174 103 71 4.518 2.811 1.707

2 Kota Bandar Lampung 39 18 21 953 475 478 5.473 3.267 2.206

3 Kab. Lampung Selatan 64 32 32 332 165 167 5.769 3.813 1.956

4 Kab. Lampung Timur 129 62 67 664 332 332 2.461 1.551 910

5 Kab. Tanggamus 125 58 67 516 256 260 3.977 2.446 1.531

6 Kab. Pringsewu 36 17 19 630 299 331 707 484 223

7 Kab. Pesawaran 81 41 40 472 231 241 1.031 612 419

8 Kota Metro 124 70 54 0 0 0 1.286 834 452

9 Kab. Lampung Barat 36 18 18 166 96 70 464 291 173

10 Kab. Pesisir Barat 0 0 0 0 0 0 148 90 58

TOTAL 682 344 338 3907 1957 1950 1343.515 2324.888 2242.4

No. Wilayah
SKB SD SMP

Jml L P Jml L P Jml L P

1 Kab. Lampung Tengah 462 334 128 120.066 62.115 57.951 51.151 26.154 24.997

2 Kota Bandar Lampung 207 134 73 90.71 46.505 44.205 46.056 23.495 22.561

3 Kab. Lampung Selatan 359 236 123 99.186 51.191 47.995 37.991 19.41 18.581

4 Kab. Lampung Timur 96 72 24 84.272 43.582 40.69 40.85 20.837 20.013

5 Kab. Tanggamus 151 91 60 57.011 29.659 27.352 19.147 9.999 9.148

6 Kab. Pringsewu 234 152 82 38.297 19.773 18.524 18.199 9.42 8.779

7 Kab. Pesawaran 246 144 102 42.099 21.662 20.437 15.92 8.338 7.582

8 Kota Metro 434 254 180 16.599 8.552 8.047 12.328 6.202 6.126

9 Kab. Lampung Barat 243 122 121 28.052 14.413 13.639 10.187 5.114 5.073

10 Kab. Pesisir Barat 0 0 0 18.153 9.402 8.751 6.654 3.404 3.25

TOTAL 2432 1539 893 594.445 306.854 287.591 258.483 132.373 126.11

k
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No. Wilayah
SMA SMK SLB

Jml L P Jml L P Jml L P

1 Kab. Lampung Tengah 23.999 9.92 14.079 20.634 12.221 8.413 167 89 78

2 Kota Bandar Lampung 29.983 13.486 16.497 22.818 12.652 10.166 610 400 210

3 Kab. Lampung Selatan 19.814 8.479 11.335 21.016 12.201 8.815 241 155 86

4 Kab. Lampung Timur 17.977 7.468 10.509 19.029 11.371 7.658 130 76 54

5 Kab. Tanggamus 9.954 4.443 5.511 8.501 4.929 3.572 93 67 26

6 Kab. Pringsewu 10.584 3.936 6.648 12.32 7.436 4.884 224 126 98

7 Kab. Pesawaran 8.086 3.816 4.27 5.441 3.118 2.323 35 21 14

8 Kota Metro 9.124 3.782 5.342 9.459 5.305 4.154 315 183 132

9 Kab. Lampung Barat 6.758 3.145 3.613 3.809 2.255 1.554 0 0 0

10 Kab. Pesisir Barat 4.22 2.007 2.213 1.937 1.203 734 38 25 13

TOTAL 140.499 60.482 80.017 124.964 72.691 785.539 1853 1142 711

k

Jumlah Guru di Provinsi Lampung

Berdasarkan data yang tersedia jumlah guru di Provinsi Lampung
mencapai sekitar 88.393 orang yang terdiri dari 25.477 guru laki-laki
dan 65.013 guru perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
guru perempuan jauh lebih banyak dibandingkan guru laki-laki
terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini dan sekolah
dasar.

Jika dilihat berdasarkan wilayah Kabupaten Lampung Tengah
memiliki jumlah guru terbanyak yaitu sekitar 16.891 orang, diikuti
oleh Kabupaten Lampung Timur sebanyak 12.920 orang, serta
Kabupaten Lampung Selatan sekitar 12.417 orang. Sebaliknya
wilayah dengan jumlah guru paling sedikit adalah Kabupaten
Pesisir Barat dengan sekitar 3.105 orang, serta Kota Metro sekitar
3.889 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan, Sekolah Dasar (SD) memiliki
jumlah guru paling banyak dibandingkan jenjang lainnya. Hal ini
disebabkan karena SD memiliki jumlah sekolah dan peserta didik
yang lebih besar sehingga membutuhkan tenaga pendidik yang
lebih banyak. Setelah itu diikuti oleh jenjang SMP, SMA, dan SMK
yang juga memiliki jumlah guru cukup signifikan.

Pada jenjang pendidikan anak usia dini seperti TK, KB, TPA, dan SPS,
jumlah guru perempuan terlihat lebih dominan dibandingkan laki-
laki. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah seperti
SMA dan SMK komposisi guru laki-laki dan perempuan cenderung
lebih seimbang.
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k

Secara umum data ini menunjukkan bahwa sebaran guru di
Provinsi Lampung cukup merata di berbagai kabupaten/kota
dengan dominasi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar
serta komposisi guru perempuan yang lebih besar dibandingkan
guru laki-laki. Data tersebut juga menggambarkan pentingnya
peran tenaga pendidik dalam mendukung penyelenggaraan
pendidikan di berbagai jenjang di Provinsi Lampung dapat dilihat di
tabel 11.
Tabel 11. Jumlah Guru di Provinsi Lampung

No. Wilayah
Total TK KB

Jml L P Jml L P Jml L P

1 Kab. Lampung Tengah 6 1 5 574 16 558 474 25 449

2 Kota Bandar Lampung 17 5 12 2 23 2 542 23 519

3 Kab. Lampung Selatan 14 3 11 2 59 2 342 14 328

4 Kab. Lampung Timur 13 4 9 1 8 1 687 6 681

5 Kab. Tanggamus 12 3 9 982 10 972 1 25 1

6 Kab. Pringsewu 9 2 6 681 17 664 640 12 628

7 Kab. Pesawaran 6 2 4 473 11 462 240 6 234

8 Kota Metro 4 1 3 250 6 244 62 4 58

9 Kab. Lampung Barat 4 1 3 419 1 418 128 0 128

10 Kab. Pesisir Barat 3 903 2 228 7 221 52 1 51

TOTAL 88 925 65 3612 158 3544 3168 116 3077

No. Wilayah
TPA SPS PKBM

Jml L P Jml L P Jml L P

1 Kab. Lampung Tengah 7 1 6 41 0 41 37 21 16

2 Kota Bandar Lampung 4 0 4 23 3 20 182 89 93

3 Kab. Lampung Selatan 9 0 9 92 2 90 214 71 143

4 Kab. Lampung Timur 11 0 11 43 2 41 103 55 48

5 Kab. Tanggamus 8 0 8 41 1 40 218 110 108

6 Kab. Pringsewu 7 0 7 48 1 47 119 63 56

7 Kab. Pesawaran 2 0 2 45 2 43 30 13 17

8 Kota Metro 1 0 1 9 0 9 40 10 30

9 Kab. Lampung Barat 23 0 23 0 0 0 74 31 43

10 Kab. Pesisir Barat 0 0 0 0 0 0 9 2 7

TOTAL 72 1 71 342 11 331 1026 465 561
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No. Wilayah
SKB SD SMP

Jml L P Jml L P Jml L P

1 Kab. Lampung Tengah 5 1 4 3 746 2 1 335 774

2 Kota Bandar Lampung 9 3 6 8 2 6 3 1 2

3 Kab. Lampung Selatan 13 3 10 5 924 4 3 817 2

4 Kab. Lampung Timur 12 7 5 6 2 4 2 911 2

5 Kab. Tanggamus 8 2 6 5 1 4 2 659 2

6 Kab. Pringsewu 8 5 3 5 1 3 1 477 974

7 Kab. Pesawaran 9 3 6 3 694 2 1 381 782

8 Kota Metro 11 4 7 2 577 1 978 326 652

9 Kab. Lampung Barat 8 2 6 1 268 804 795 258 537

10 Kab. Pesisir Barat 0 0 0 2 482 1 713 255 458

TOTAL 83 30 53 39 3697 832 2501 4420 4184

No. Wilayah
SMA SMK SLB

Jml L P Jml L P Jml L P

1 Kab. Lampung Tengah 543 171 372 370 143 227 7 2 5

2 Kota Bandar Lampung 2 539 1 1 651 677 43 11 32

3 Kab. Lampung Selatan 2 601 1 2 488 1 103 13 90

4 Kab. Lampung Timur 1 466 757 1 636 672 23 6 17

5 Kab. Tanggamus 1 436 797 1 500 691 46 11 35

6 Kab. Pringsewu 662 224 438 603 246 357 20 7 13

7 Kab. Pesawaran 664 253 411 812 395 417 49 14 35

8 Kota Metro 504 176 328 318 133 185 0 0 0

9 Kab. Lampung Barat 614 208 406 672 291 381 84 29 55

10 Kab. Pesisir Barat 293 88 205 135 61 74 18 7 11

TOTAL 3286 3162 3716 2915 3544 3682 393 100 293

k

3.   Data Terpilah di Lingkungan Eksternal 
a. Balai Besar POM di Bandar Lampung selalu berupaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inklusivitas dengan
mengacu pada:

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional.
Keputusan Kepala Badan POM nomor 46 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang
Pengawasan Obat dan Makanan
Surat Keputusan Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS 2025-2029
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b.

c.

Komitmen dalam hal pembentukan serta penugasan Sub Pokja
PUG di lingkungan BBPOM di Bandar Lampung

Implementasi pengarusutamaan gender di BBPOM di Bandar
Lampung

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di BBPOM di Bandar
Lampung bertujuan untuk memastikan bahwa perspektif gender
terintegrasi secara sistematis dalam seluruh proses perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan
pengawasan obat dan makanan. Secara khusus, tujuan tersebut
meliputi:

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
lingkungan kerja, dengan memberikan kesempatan, akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi pegawai laki-
laki maupun perempuan dalam pengembangan karier,
peningkatan kompetensi, serta pengambilan keputusan.
Meningkatkan kualitas kinerja organisasi, melalui kebijakan dan
program yang responsif gender sehingga mampu
mengoptimalkan potensi seluruh sumber daya manusia secara
adil dan proporsional.
Memastikan layanan publik yang inklusif dan responsif gender,
khususnya dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan
pelaku usaha, komunikasi informasi dan edukasi, serta
pelayanan laboratorium, sehingga manfaat pengawasan dapat
dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Mendukung kebijakan nasional tentang PUG, sebagai bagian
dari komitmen instansi pemerintah dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
berkeadilan.

Dengan implementasi PUG yang konsisten, BBPOM di Bandar
Lampung diharapkan mampu membangun budaya kerja yang
profesional, inklusif, serta berorientasi pada prinsip keadilan gender
dalam mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan di
wilayah Provinsi Lampung.

Sebagai wujud komitmen terhadap kebijakan nasional
Pengarusutamaan Gender (PUG), BBPOM di Bandar Lampung telah
membentuk dan menetapkan Sub Kelompok Kerja (Sub Pokja) PUG
di lingkungan unit kerja. 
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Pembentukan Sub Pokja ini bertujuan untuk memastikan integrasi
perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Sub Pokja
PUG diberikan mandat untuk mengkoordinasikan penyusunan
perencanaan responsif gender, pengelolaan data terpilah, serta
pelaporan pelaksanaan PUG sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui
langkah ini, BBPOM di Bandar Lampung menegaskan komitmennya
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,
inklusif, dan berkeadilan gender dalam mendukung efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan.

Kepala BBPOM di Bandar Lampung telah membentuk tim PUG
melalui Surat Keputusan Nomor HK.02.02.6A.10.25.235 Tahun 2025
tentang Penetapan Tim Pengarusutamaan Gender di Lingkungan
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
Tahun 2025.

d. Komitmen Dalam Hal integrasi PUG pada 7 Proses Pembangunan
Sebagai bentuk komitmen dalam implementasi Pengarusutamaan
Gender (PUG), BBPOM di Bandar Lampung mengintegrasikan
perspektif gender ke dalam tujuh proses pembangunan, yaitu
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, serta pengawasan.
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Integrasi ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa
setiap kebijakan dan program pengawasan Obat dan Makanan
mempertimbangkan aspek kesetaraan akses, partisipasi, kontrol,
dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, unit kerja
mendorong penyusunan program yang responsif gender berbasis
data terpilah. Pada tahap pelaksanaan hingga pengawasan,
dilakukan pemantauan dan evaluasi yang memperhatikan
dampak program terhadap kelompok sasaran secara adil dan
proporsional. Selanjutnya, hasil pelaksanaan PUG
didokumentasikan dalam pelaporan kinerja sebagai bagian dari
akuntabilitas institusi.

Dalam proses perencanaan program, BBPOM di Bandar Lampung
memanfaatkan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar
identifikasi kebutuhan dan potensi kesenjangan antara laki-laki
dan perempuan. Data tersebut dianalisis melalui pendekatan
gender untuk memastikan setiap program dan kegiatan dirancang
secara responsif, tidak menimbulkan ketimpangan, serta
memberikan manfaat yang adil bagi seluruh sasaran. Integrasi
data terpilah dan analisis gender ini menjadi bagian dari upaya
mewujudkan perencanaan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan
akuntabel.

Berikut daftar kegiatan atau Rincian Ouput (RO) BBPOM di Bandar
Lampung yang di tagging Anggaran Responsif Gender.

e.

f.

Implementasi Data Terpilah dan Analisis Gender pada Proses
Perencanaan Program

Daftar RO yang ditanggung Anggaran Responsif Gender (ARG)

Kode Kegiatan/Rincian Output

3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE

3165.QDB.002 Desa Pangan Aman

3165.QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

3165.CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia

3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai SKL

3165.QDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Tabel 12.  Daftar RO yang di tagging ARG
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Data persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap total
anggaran BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025 pada tabel
berikut.

g. Data Persentase ARG Terhadap Total Anggaran BBPOM di Bandar
Lampung

Kode Kegiatan/Rincian Output Jumlah (Rp)

3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan
pengetahuannya melalui KIE 2.824.155.000

3165.QDB.002 Desa Pangan Aman 782.221.000

3165.QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 126.919.000

3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di
Seluruh Indonesia 50.000.000

3165.CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di
Indonesia 1.318.662.000

3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan
Makanan yang sesuai SKL 2.187.493.000

3165.QDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan
keamanan pangan  469.164.000

Total 7.758.614.000

Tabel 13. Data Persentase ARG

Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar POM
di Bandar Lampung berdasarkan Nomor: SP DIPA-063.01.2.432850/
2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 31.915.508.000 dan
Rincian Ouput (RO) Balai Besar POM di Bandar Lampung yang di
tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) sejumlah Rp.
7.758.614.000 atau sebanyak 24,3%.

Penyajian persentase ARG adalah sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan pengarusutamaan gender, sekaligus
sebagai bahan evaluasi terhadap komitmen BBPOM di Bandar
Lampung dalam mendukung pembangunan yang inklusif. Melalui
informasi ini, dapat dilihat kecenderungan alokasi anggaran
responsif gender serta perkembangannya dibandingkan dengan
total anggaran yang tersedia.
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Internalisasi dan implementasi PUGIS (Pengarusutamaan Gender
Inklusif dan Sosial) di BBPOM di Bandar Lampung dilakukan melalui
penguatan pemahaman pegawai serta integrasi prinsip
kesetaraan dan inklusivitas dalam setiap kegiatan unit kerja.
Internalisasi dilaksanakan melalui sosialisasi, pembahasan dalam
rapat kerja, serta penguatan peran Sub Pokja PUG sehingga
perspektif gender menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Implementasinya tercermin dalam pelaksanaan program dan
layanan pengawasan yang mempertimbangkan kesetaraan akses,
partisipasi, serta manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat
tanpa diskriminasi. Selain itu, prinsip PUGIS juga diterapkan dalam
pengelolaan SDM, pembinaan pelaku usaha, serta kegiatan
komunikasi, informasi, dan edukasi. Dengan pendekatan tersebut,
PUGIS tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi
terimplementasi secara nyata dalam kegiatan operasional unit
kerja.

Internalisasi PUGIS di BBPOM di Bandar Lampung dilakukan secara
berkelanjutan melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai, baik
pada saat apel pagi maupun dalam kegiatan Zoomba OCE.
Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian
nilai-nilai kesetaraan gender, inklusivitas, serta pentingnya integrasi
perspektif gender dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui program internalisasi tersebut, pemahaman mengenai
PUGIS diharapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi tertanam
dalam budaya kerja organisasi. Implementasi ini sekaligus
memperkuat penerapan nilai ASN BerAKHLAK, khususnya dalam
aspek berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis, sehingga
tercipta lingkungan kerja yang profesional, saling menghargai, dan
berkeadilan.

h. Internalisasi dan implementasi PUGIS pada Kegiatan BBPOM di
Bandar Lampung

Keadaan Umum dan Lingkungan
Balai Besar POM di Bandar Lampung
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Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

A.  Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

1.   Sampling dan Pengujian 

Berbicara tentang pertumbuhan organisasi, analisis kondisi eksternal menjadi
salah satu hal penting. Analisis kondisi eksternal ini berkonsentrasi pada apa
yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan memahami kondisi eksternal,
dapat teridentifikasi tantangan serta kesempatan yang dihadapi sehingga
dapat merumuskan strategi apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan
tugas dan fungsi dengan baik.

Balai Besar POM di Bandar Lampung50
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Pengujian merupakan bagian penting dari sistem pengawasan yang
dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung. Melalui pengujian,
kami memastikan bahwa sediaan farmasi dan makanan yang beredar di
wilayah Provinsi Lampung memenuhi standar keamanan, mutu, dan
manfaat.

Pengujian dilakukan terhadap sampel produk yang diperoleh melalui
kegiatan pengawasan rutin, intensifikasi pengawasan, maupun tindak
lanjut atas laporan masyarakat. Sampel tersebut kemudian dianalisis di
laboratorium menggunakan metode pengujian yang tervalidasi dan sesuai
standar nasional maupun internasional. Parameter yang diuji meliputi
kandungan bahan aktif, cemaran mikroba, bahan kimia berbahaya, logam
berat, hingga kesesuaian label dan komposisi produk. Hasil uji laboratorium
menjadi alat bukti ilmiah untuk menentukan apakah suatu produk
memenuhi ketentuan atau mengandung bahan yang dilarang. Dengan
demikian, pengujian tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif
dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. 

Sampel produk obat yang diterima dan diuji di laboratorium kimia berasal
dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai POM di Tulang Bawang, serta
sampel program Regionalisasi Laboratorium dari Balai Besar POM di
Palembang, Loka POM di Lubuk Linggau, Balai POM di Jambi, Loka POM di
Bungo, Balai Besar POM di Pekanbaru, Loka POM di Dumai, Loka POM di
Indragiri Hulu, Balai POM di Pangkal Pinang, dan Loka POM di Belitung.
Sampel pengujian kimia sesuai regionalisasi laboratorium dapat dilihat
pada Lampiran Tabel 1D.

Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian kimia sampel obat
terdiri dari parameter fisika dan parameter kimia sesuai dengan pedoman
sampling. Parameter fisika yang diujikan antara lain adalah pemerian, pH,
waktu hancur, dan disolusi. Parameter kimia yang diujikan antara lain
adalah identifikasi, keseragaman sediaan, penetapan kadar zat aktif, dan
penetapan cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Rincian
jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat
dilihat pada Grafik 8 dan Lampiran Tabel 2A.

Balai Besar POM di Bandar Lampung



Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat yang Diterima Tahun 2025

Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat per UPT yang Melakukan Sampling

Memenuhi Syarat
99,8%

Tidak Memenuhi Syarat
0,2%
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401 MS

1 TMS

Keterangan:
MS : Memenuhi Syarat
TMS: Tidak Memenuhi Syarat

Gambar 30. Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat yang Diterima Tahun 2025
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Gambar 31. Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat per UPT yang Melakukan Sampling

Sementara itu, sampel obat yang diterima di laboratorium mikrobiologi
meliputi sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai POM di
Tulang Bawang, serta sampel program Regionalisasi Laboratorium dari
Balai Besar POM di Palembang, Loka POM di Lubuk Linggau, Balai POM di
Jambi, Loka POM di Bungo, Balai Besar POM di Pekanbaru, Loka POM di
Dumai, Loka POM di Indragiri Hulu, Balai POM di Pangkal Pinang, dan Loka
POM di Belitung.
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Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi sampel
obat antara lain adalah Angka Lempeng Total (ALT), Uji Endotoksin Bakteri,
Uji Potensi Antibiotik, Uji E.coli, dan Uji Angka Kapang Khamir (AKK). Rincian
jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat
dilihat pada Gambar 30 dan Lampiran Tabel 2G.

Memenuhi Syarat
100%

Gambar 32. Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat yang Diterima Tahun 2025
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Gambar 33. Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat per UPT yang Melakukan
Sampling

Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat yang Diterima Tahun 2025

Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat per UPT yang Melakukan Sampling
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Selain sampel acak dan targeted, baik yang berasal dari hasil sampling
BBPOM di Bandar Lampung maupun dari hasil sampling Regionalisasi,
BBPOM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian terhadap sampel
kasus penindakan maupun pihak ketiga. Data dapat dilihat pada Tabel 14
atau pada Lampiran Tabel 1B.

Asal Sampel Jumlah
Sampel

MS
(Memenuhi

Syarat)

TMS (Tidak
Memenuhi

Syarat)

HPST (Hasil Pengujian
Seperti Tersebut)

Kasus Penindakan 2 0 0 2

Pihak Ketiga 0 0 0 0

Jumlah 2 0 0 2

Tabel 14. Pengujian Sampel Kasus Pihak Ketiga Obat

Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri
Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.
Provinsi Lampung memiliki industri farmasi yang tersertifikasi Cara Produksi
Obat yang Baik (CPOB) yaitu bahan baku obat PT Bromelain Enzym di
Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, di Provinsi Lampung juga terdapat
sarana produksi produk biologi yakni Unit Transfusi Darah Palang Merah
Indonesia (UTD PMI) Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 

Pada tahun 2025, meskipun tidak memiliki target pemeriksaan produksi obat
namun BBPOM di Bandar Lampung melakukan pengawasan ke sarana UTD
PMI Provinsi Lampung dan PT Bromelain Enzym di Kabupaten Lampung
Tengah. Kendala dalam pelaksanaan inspeksi adalah karena belum
tersedianya Inspektur CPOB di Balai Besar POM di Bandar Lampung yang
memiliki kualifikasi yang sesuai untuk melakukan inspeksi mandiri. Pada
saat pelaksanaan inspeksi dilakukan secara kolaborasi dengan Inspektur
CPOB dari Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Obat NPP Badan POM
sehingga pelaksanaan pengawasan industri farmasi dapat dilaksanakan. 

2.  Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi
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Rantai distribusi obat memegang peran strategis dalam memastikan
setiap produk yang sampai ke masyarakat tetap terjaga mutu dan
keamanannya. Dalam konteks tersebut, pemeriksaan Pedagang Besar
Farmasi (PBF) menjadi salah satu langkah penting untuk menilai
kepatuhan sarana terhadap standar Cara Distribusi Obat yang Baik
(CDOB). Sepanjang tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung melakukan
pemeriksaan terhadap 14 sarana PBF sebagai bagian dari komitmen
menjaga integritas sistem distribusi obat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar sarana telah
melakukan praktek Cara Distribusi Obat yang Baik, yaitu 11 sarana
Memenuhi Ketentuan (79%) dan masih terdapat 3 sarana yang Tidak
Memenuhi Ketentuan (21%) seperti terlihat dalam grafik dibawah ini.

Sarana PBF tidak memenuhi ketentuan (TMK) pada umumnya
disebabkan:

Pelanggaran Administrasi
Surat Pesanan (SP) dari pelanggan tidak ditandatangani
penanggung jawab sarana, tidak ada dokumentasi SP di sarana,
menerima SP kosong dari outlet.
Faktur penerimaan tidak ditandatangani penerima.
Pengisian kartu stok tidak konsisten.
Perbedaan nomor bets yang tertulis di faktur dan di kemasan
obat yang diterima/yang dikirimkan.
Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga tidak mutakhir.

3. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan
Kefarmasian
a. Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi (PBF)

PEMERIKSAAN PBF TAHUN 2025

MK
78.6%

TMK
21.4%

14 SARANA

11 MK

3 TMK

Gambar 34. Hasil Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Tahun
2025
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Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Penyimpanan obat tidak sesuai
Penyimpanan obat tidak sesuai:
Penyimpanan obat (CCP, suhu sejuk) tidak sesuai ketentuan. 
Sistem FIFO/FEFO tidak berjalan.
Tidak ada pengendalian dan pemantauan suhu ruangan.
Termometer pemantau suhu ruang atau chiller tidak dikalibrasi.
Kapasitas gudang tidak sesuai dengan jumlah barang
Kebersihan gudang tidak terjaga
Penyimpanan obat di gudang bercampur dengan produk
komoditi lain. 
Tidak memiliki gudang khusus untuk barang recall/produk retur
dan produk rusak/ kadaluarsa.

Oprasional
SOP tidak lengkap
PBF tidak mempunyai prosedur terkait kualifikasi pelanggan
dalam hal evaluasi terhadap kewajaran jumlah pesanan 
PBF tidak memastikan pelanggan yang memesan CCP memiliki
tempat menyimpan yang sesuai ketentuan
Tidak dilakukan inspeksi rutin dan pelatihan personil secara
berkala
Tidak dilakukan validasi pengiriman vaksin dan CCP

Melalui proses pengawasan yang berkesinambungan, pemeriksaan PBF
tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga
sebagai sarana pembinaan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong
peningkatan kepatuhan sarana, memperkuat rantai distribusi obat, serta
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas obat yang beredar
di Provinsi Lampung.
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Instalasi Farmasi Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin
ketersediaan dan pengelolaan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan,
khususnya dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Oleh
karena itu, pemeriksaan terhadap sarana ini menjadi bagian strategis
untuk memastikan proses perencanaan, penyimpanan, hingga
pendistribusian obat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip pelayanan
kefarmasian yang baik.

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan
pemeriksaan ke 1 Instalasi Farmasi Provinsi dan 10 Instalasi/Gudang
Farmasi Kabupaten/Kota. Hasil pemeriksaan yakni sarana Memenuhi
Ketentuan berjumlah 8 sarana (73%) dan sarana   Tidak Memenuhi
Ketentuan berjumlah 3 sarana (27%)   seperti terlihat pada Grafik
dibawah ini.

Hasil pemeriksaan menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan perbaikan
berkelanjutan, sehingga pengelolaan obat di Instalasi Farmasi
Pemerintah semakin mampu mendukung layanan kesehatan yang
berkualitas dan merata bagi masyarakat.

Gambar 35. Pemeriksaan Instalasi Farmasi Pemerintah

b. Pemeriksaan Instalasi Farmasi Pemerintah
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MK
59.5%

TMK
40.5%

c. Pemeriksaan Apotek

Balai Besar POM di Bandar Lampung

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Apotek merupakan garda terdepan dalam pelayanan kefarmasian yang
berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga penerapan standar
pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian yang baik menjadi kunci
dalam menjamin keamanan dan efektivitas terapi obat. Pemeriksaan
apotek dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan obat yang
diserahkan kepada pasien dikelola secara tepat, mulai dari
penyimpanan, penyerahan, hingga pemberian informasi obat.

Pemeriksaan apotek selama tahun 2025 telah dilakukan sebanyak 126
sarana dari total 1344 sarana yang ada di Provinsi Lampung. Hasil
pemeriksaan yakni sarana MK berjumlah 75 sarana (60%) dan sarana
TMK berjumlah 51 sarana (40%) seperti terlihat pada Gambar 34.

126 SARANA

75 MK

51 TMK

PEMERIKSAAN APOTEK TAHUN 2025

Gambar 36. Hasil Pemeriksaan Apotek Tahun 2025

Pemeriksaan apotek di tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar
sarana telah berupaya menerapkan standar pengelolaan obat dan
pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan. Namun demikian, masih
ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang bersifat administratif maupun
teknis operasional. Temuan umum yang sering dijumpai meliputi
ketidaktertiban pencatatan stok dan dokumentasi, penerapan prinsip
FEFO/FIFO yang belum konsisten, serta pemantauan suhu penyimpanan
yang belum dilakukan secara optimal.
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Selain itu, pengelolaan obat-obat tertentu masih memerlukan
penguatan, khususnya terkait kelengkapan pencatatan, penyimpanan
terpisah, dan pelaporan. Pada aspek pelayanan kefarmasian,
pemeriksaan juga menunjukkan bahwa praktik konseling dan
dokumentasi pelayanan obat belum sepenuhnya dilaksanakan secara
konsisten, serta kehadiran apoteker pada jam pelayanan masih menjadi
perhatian di beberapa sarana.

Temuan tersebut mencerminkan bahwa tantangan pengelolaan apotek
tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif,
tetapi juga konsistensi penerapan praktik kefarmasian yang berorientasi
pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan tahun
2025 menjadi dasar pelaksanaan pembinaan berkelanjutan guna
memperkuat kepatuhan sarana, meningkatkan kualitas pelayanan
kefarmasian, dan memastikan pengelolaan obat di tingkat pelayanan
berjalan lebih tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan
kebutuhan masyarakat.

Toko Obat Berizin memiliki peran penting dalam menyediakan obat
bebas dan obat bebas terbatas yang aman, bermutu, dan mudah
diakses masyarakat. Sebagai salah satu titik distribusi obat di tingkat
komunitas, pengelolaan obat di sarana ini perlu memenuhi ketentuan
yang berlaku agar penggunaan obat oleh masyarakat tetap rasional
dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemeriksaan Toko Obat Berizin
menjadi bagian dari upaya menjaga distribusi obat yang memenuhi
ketentuan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

Gambar 37. Pemeriksaan Apotek

d. Pemeriksaan Toko Obat Berizin
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73.9%

TMK
26.1%

23 SARANA

17 MK

6 TMK

BBPOM di Bandar Lampung melaksanakan pemeriksaan terhadap Toko
Obat Berizin untuk menilai kepatuhan sarana terhadap aspek
penyimpanan, penyaluran, serta penandaan obat yang diperbolehkan
untuk diedarkan. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan agar
pelaku usaha semakin memahami batas kewenangan penjualan obat
dan penerapan praktek distribusi yang baik.

Pada tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung melakukan pemeriksaan
terhadap 23 sarana Toko Obat (TO) Berizin dari total sarana yang
terdaftar di cakupan kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung. Hasil
pemeriksaan yakni sarana MK berjumlah 17 sarana (74%) dan sarana
TMK berjumlah 6 sarana (26%) seperti terlihat pada Gambar 38.

PEMERIKSAN TOKO OBAT BERIZIN 2025

Gambar 38 Hasil Pemeriksaan Toko Obat Berizin Tahun 2026

Secara umum, pelanggaran yang paling sering ditemukan meliputi
ketidaktertiban penataan obat sesuai prinsip kedaluwarsa (FEFO/FIFO),
pemantauan kondisi penyimpanan yang belum terdokumentasi secara
konsisten, serta pencampuran obat layak edar dengan obat
kedaluwarsa atau rusak. Selain itu, masih dijumpai praktik penjualan
obat di luar kewenangan Toko Obat Berizin, seperti penyerahan obat
keras tanpa resep atau penyediaan produk yang seharusnya hanya
dapat disalurkan melalui sarana kefarmasian tertentu.

LAPORAN
TAHUNAN 2025
Balai Besar POM di Bandar Lampung

LAPORAN
TAHUNAN 2025
Balai Besar POM di Bandar Lampung 59



Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki
peran strategis dalam pengelolaan dan penggunaan obat, mulai dari
perencanaan kebutuhan, penyimpanan, distribusi internal, hingga
pelayanan kepada pasien. Kompleksitas layanan di rumah sakit
menuntut penerapan standar pengelolaan obat dan pelayanan
kefarmasian yang konsisten guna menjamin keselamatan pasien serta
efektivitas terapi pasien.

Jumlah rumah sakit di Provinsi Lampung sebanyak 66 sarana, dimana
pada tahun 2025 ditargetkan dilakukan pemeriksaan sebanyak 20
sarana. Hasil pemeriksaan sarana MK berjumlah 15 sarana (75%) dan
sarana TMK berjumlah 5 sarana (25%) seperti terlihat pada Gambar 39.

Berikut pelanggaran yang paling sering ditemukan di Instalasi Farmasi
Rumah Sakit (IFRS) dalam pemeriksaan pengelolaan obat dan
pelayanan kefarmasian:

Ketidaktertiban pencatatan dan pengendalian stok
Ketidaksesuaian antara stok fisik dengan kartu stok/sistem.
Dokumentasi penerimaan, distribusi internal, dan retur obat belum
lengkap.
Pemantauan obat kedaluwarsa belum dilakukan secara berkala.

Penyimpanan obat belum memenuhi standar
Pemantauan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan tidak
konsisten atau tidak terdokumentasi.
Obat rantai dingin tidak dipantau secara kontinu.
Obat LASA/high alert belum dipisahkan atau diberi penandaan
yang memadai.

e. Pemeriksaan Rumah Sakit

MK
75%

TMK
25%

20 SARANA

15 MK

5 TMK

PEMERIKSAAN RUMAH SAKIT 2025

Gambar 39. Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit 2026
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Pengelolaan obat narkotika, psikotropika, dan obat tertentu
Pencatatan penggunaan tidak lengkap atau tidak real time.
Penyimpanan belum memenuhi persyaratan keamanan.
Pelaporan SIPNAP secara berkala belum tepat waktu.

Distribusi internal obat belum optimal
Penerapan sistem unit dose atau floor stock tidak terdokumentasi
dengan baik.
Penelusuran obat hingga unit pelayanan belum memadai
(traceability).
Pengendalian obat retur dari ruangan belum tertib.

Penanganan obat kadaluarsa dan rusak
Pemisahan belum jelas.
Proses pemusnahan belum terdokumentasi lengkap.
Penarikan obat (recall) belum memiliki prosedur yang berjalan
efektif.

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan dan penggunaan
obat yang rasional di masyarakat. Pengelolaan obat di puskesmas
mencakup proses perencanaan, penyimpanan, distribusi internal, hingga
pelayanan kefarmasian kepada pasien, sehingga penerapan standar yang
baik menjadi faktor kunci dalam mendukung mutu layanan kesehatan
dasar.

Dari total puskesmas sebanyak 221 sarana dilakukan pemeriksaan
terhadap 32 sarana, melebihi target pada tahun 2025 yaitu 30 sarana. 
Hasil pemeriksaan sarana MK berjumlah 26 sarana (81%) dan sarana  TMK
berjumlah 6 sarana (19%)  seperti terlihat pada Gambar 38.

MK
81.3%

TMK
18.8%

Gambar 40. Hasil Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2025

32 SARANA

26 MK

6 TMK

PEMERIKSAAN PUSKEMAS 2026

f. Pemeriksaan Puskesmas

LAPORAN
TAHUNAN 2025
Balai Besar POM di Bandar Lampung 61



Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Temuan ketidaksesuaian yang diperoleh
selama pemeriksaan menjadi pengingat
bahwa pengelolaan obat di puskesmas
tidak hanya bergantung pada
ketersediaan sumber daya, tetapi juga
konsistensi penerapan prosedur dan
koordinasi antar unit pelayanan. Dinamika
kebutuhan obat program, keterbatasan
tenaga kefarmasian, serta tantangan
logistik di wilayah pelayanan turut
mempengaruhi praktik pengelolaan obat
di puskesmas. Oleh karena itu, hasil
pemeriksaan tahun 2025 dimaknai
sebagai pijakan untuk memperkuat
pembinaan berkelanjutan, mendorong
perbaikan sistem, dan memastikan
pelayanan kefarmasian di tingkat primer
semakin adaptif dalam mendukung
kesehatan masyarakat.

Klinik kesehatan memegang peran penting sebagai fasilitas yang
menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap tersedianya layanan
medis yang cepat dan terjangkau. Pengelolaan obat di klinik kesehatan
menjadi komponen penting karena berkaitan langsung dengan
keberhasilan terapi, sehingga diperlukan sistem penyimpanan,
pencatatan, dan penyerahan obat yang sesuai ketentuan.

Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap 26 klinik kesehatan
dari total klinik sebanyak 355 sarana. Hasil pemeriksaan sarana MK
berjumlah 17 sarana (52%) dan sarana TMK berjumlah 9 sarana (48%)
seperti terlihat pada Grafik 17.

Gambar  41. Pemeriksaan
Puskesmasg. Pemeriksaan Klinik Kesehatan
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TMK
34.6% 26 SARANA

17 MK
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PEMERIKSAAN KLINIK KESEHATAN 2026

Gambar 42. Hasil Pemeriksaan Klinik Kesehatan Tahun 2025
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Pelaksanaan pemeriksaan tersebut tidak hanya bertujuan menilai
kesesuaian terhadap regulasi, tetapi juga mengidentifikasi peluang
perbaikan dalam praktik pengelolaan obat di klinik. Hasilnya diharapkan
dapat memperkuat pembinaan, meningkatkan kesadaran kepatuhan,
dan mendorong klinik kesehatan untuk menghadirkan pelayanan
kefarmasian yang lebih aman, terstruktur, dan berorientasi pada
kebutuhan pasien.

Pengawasan mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat merupakan proses
yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari
sistem pengelolaan di sarana hingga perilaku penggunaan obat oleh
masyarakat. Sepanjang pelaksanaan pengawasan tahun 2025, BBPOM di
Bandar Lampung mengidentifikasi bahwa capaian kepatuhan sarana tidak
hanya ditentukan oleh pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga
kesiapan operasional dan kapasitas sumber daya yang tersedia.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi hasil pengawasan antara
lain:

Sistem tata kelola di sarana, termasuk konsistensi penerapan standar
distribusi, produksi, dan pelayanan kefarmasian serta kelengkapan
dokumentasi dan ketertelusuran obat.
Sumber daya manusia, terutama kompetensi tenaga kefarmasian,
ketersediaan apoteker, dan pemahaman terhadap regulasi
penggunaan obat yang rasional.
Sumber daya manusia, terutama kompetensi tenaga kefarmasian,
ketersediaan apoteker, dan pemahaman terhadap regulasi
penggunaan obat yang rasional.
Sarana dan prasarana penyimpanan, seperti pengendalian suhu dan
kelembaban, fasilitas cold chain product, serta pengamanan obat-obat
tertentu.
Rantai pasok dan distribusi, mencakup kepatuhan terhadap jalur resmi,
perencanaan kebutuhan, serta pengendalian stok untuk mencegah
kedaluwarsa dan kekosongan obat.
Praktik penggunaan obat di pelayanan kesehatan, termasuk ketepatan
peresepan, konseling, monitoring terapi, dan pengendalian penggunaan
obat berisiko tinggi seperti antibiotik.
Faktor eksternal, seperti perkembangan penjualan obat secara digital,
perubahan pola konsumsi masyarakat, serta dinamika ketersediaan
obat secara nasional.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

4. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Pengawasan Mutu,
Keamanan dan Kemanfaatan obat

LAPORAN
TAHUNAN 2025
Balai Besar POM di Bandar Lampung 63



Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPPZA
merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum. Salah satu indikator penting dalam
pengawasan tersebut adalah hasil pengujian laboratorium terhadap
barang bukti yang diserahkan oleh aparat penegak hukum, seperti
kepolisian maupun instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti kasus
NAPPZA selama periode pelaporan, diketahui bahwa sebagian besar
sampel yang diterima terbukti mengandung zat narkotika atau psikotropika
yang dikendalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis
sampel yang paling banyak diuji adalah shabu kemudian ekstasi,
tembakau sintesis, alprazolam, trihexypenidil, dan rokok vape.

Jumlah sampel NAPPZA yang diuji tahun 2025 sebanyak 96 sampel dengan
hasil 74 sampel positif dan 22 sampel negatif.

Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif)

B.

Secara keseluruhan, hasil pengawasan menunjukkan bahwa peningkatan
mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat memerlukan pendekatan yang
komprehensif. Penguatan kapasitas sarana, pembinaan berkelanjutan,
serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan sistem
pengelolaan obat semakin tangguh dan responsif terhadap perubahan
kebutuhan layanan kesehatan.

Positif
77.1%

Negatif
22.9%

96 SAMPEL

22 NEGATIF

74 POSITIF

Gambar 43. Hasil Uji Nappza Tahun 2025

HASIL UJI NAPPZA
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Sampel obat bahan alam yang diuji secara kimia di laboratorium
Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di
Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter
uji yang dilakukan pada pengujian kimia sampel obat bahan alam
terdiri dari parameter fisika dan parameter kimia sesuai
denganpedoman sampling. Parameter fisika yang diujikan antara
lain adalah organoleptis dan kadar air. Parameter kimia yang
diujikan antara lain adalah Cemaran Logam Berat, Kadar Etanol dan
Metanol, Penetapan Kadar Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna,
Pengawet, Pemanis buatan, Etilen Glikol dan Dietilen Glikol), dan
Identifikasi Bahan Kimia Obat. Rincian jumlah dan hasil pengujian
sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran
Tabel 2B. 

Sampel obat bahan alam yang diuji secara mikrobiologi di
laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai
Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang.
Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi
sampel obat bahan alam antara lain adalah Angka Lempeng Total
(ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), Uji E.coli, Salmonella sp, Shigella,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridia, dan
angka Enterobacteriaceae. Rincian jumlah dan hasil pengujian
sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran
Tabel 2G.

Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian
terhadap sampel kasus dan pihak ketiga, rinciannya dapat dilihat
pada Lampiran Tabel 1B.

C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan
Alam dan Obat Kuasi

Sampling dan Pengujian1.
a. Obat Bahan Alam
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Gambar 44. Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat Bahan Alam Tahun 2025

HASIL PENGUJIAN KIMIA SAMPEL OBAT BAHAN
ALAM TAHUN 2025

HASIL PENGUJIAN KIMIA SAMPEL OBAT BAHAN ALAM TAHUN
2025 BERDASARKAN UPT  YANG MELAKUKAN SAMPLING
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Gambar 45. Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat Bahan Alam Tahun
2025 Berdasarkan UPT  yang Melakukan Sampling

HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SAMPEL OBAT BAHAN
ALAM TAHUN 2025

HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SAMPEL OBAT BAHAN ALAM
TAHUN 2025 BERDASARKAN UPT  YANG MELAKUKAN SAMPLING
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Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian
terhadap sampel kasus dan pihak ketiga, rinciannya dapat dilihat
pada Lampiran Tabel 1B.

LAPORAN
TAHUNAN 2025
Balai Besar POM di Bandar Lampung 67



Asal Sampel Jumlah sampel MS TMS HPST

Kasus Penindakan 27 6 21 0

Pihak Ketiga 3 0 3 0

Jumlah 30 6 24 0

Tabel 15. Pengujian Sampel Kasus Pihak Ketiga Obat Bahan Alam Tahun
2025

Sampel obat kuasi yang diuji secara kimia di laboratorium BBPOM di
Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung
dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter uji yang dilakukan
pada pengujian kimia sampel obat kuasi terdiri dari parameter fisika
dan parameter kimia sesuai dengan pedoman sampling. Parameter
fisika yang diujikan adalah organoleptis. Parameter kimia yang
diujikan antara lain adalah Identifikasi dan Penetapan Kadar Asam
Salisilat serta Identifikasi Metil Salisilat. Rincian jumlah dan hasil
pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada
Tabel 2C. Sampel obat kuasi yang diuji secara mikrobiologi di
laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung juga berasal dari
Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang
Bawang. 

Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi
sampel obat kuasi terdiri dari Angka Lempeng Total, Angka Kapang
Khamir, Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa.

b. Obat Kuasi
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Gambar 46. Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat Kuasi Tahun 2025
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Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat Kuasi
Tahun 2025 Berdasarkan UPT yang Melakukan

Sampling
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Gambar 47. Hasil Pengujian Mikrobilogi Sampel Obat Kuasi Tahun 2025 per UPT yang
Melakukan Sampling

0 0

HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SAMPEL
OBAT KUASI TAHUN 2025

Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Bahan Alam

Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional

2.

3.

Perkembangan penggunaan obat bahan alam mendorong
meningkatnya kebutuhan akan jaminan mutu dan keamanan produk
obat tradisional yang diproduksi di daerah. Proses produksi yang
terstandar menjadi faktor penting agar manfaat produk tetap terjaga
serta risiko terhadap konsumen dapat diminimalkan sejak tahap awal
pembuatan. Penerapan standar produksi yang baik menjadi kunci untuk
memastikan bahan baku, proses, hingga produk jadi memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

Sarana produksi obat tradisional yang berada di provinsi Lampung
dengan kategori usaha kecil obat tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT). Jumlah UKOT sebanyak 3 sarana dengan
target yang diperiksa 3 sarana pada tahun 2024, diperoleh hasil
pemeriksaan yaitu 2 sarana UKOT dengan kesimpulan MK dan 1 sarana
UMOT tutup.

Keberhasilan pemanfaatan obat bahan alam tidak hanya ditentukan
oleh proses produksi, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan distribusinya.
Sarana distribusi memiliki tanggung jawab menjaga kondisi produk
selama penyimpanan dan penyaluran agar khasiat dan keamanannya
tetap terpelihara hingga diterima oleh konsumen.

Balai Besar POM di Bandar Lampung
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Jumlah sarana distribusi obat tradisional 153 di cakupan kerja Balai
Besar POM di Bandar Lampung dengan target pengawasan pada tahun
2025 adalah 57 sarana. Hasil pemeriksaan yakni sarana MK sebanyak 38
sarana (67%) dan sarana TMK sebanyak 19 sarana (33%) seperti terlihat
pada grafik 

MK
64.8%

TMK
35.2%

PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OT TAHUN
2025

57 SARANA

38 MK

19 TMK

Gambar 48. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tahun 2025

Gambar 49. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tahun 2025

Sarana tidak memenuhi ketentuan karena:
Mengedarkan produk Obat Bahan Alam  Tanpa Izin Edar/dilarang
Mengedarkan produk dengan label yang tidak memenuhi ketentuan
Ditemukan produk kadaluarsa/ rusak

Pengawasan obat bahan alam dan obat kuasi dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang berkaitan dengan proses produksi, hingga perilaku
penggunaan masyarakat. 

Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Mutu, Keamanan dan
Kemanfaatan Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi

4.
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Kompleksitas komposisi bahan alam, variasi klaim produk kuasi, serta
luasnya jalur distribusi menjadikan pengawasan memerlukan
pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa faktor
utama yang berpengaruh meliputi:

Kualitas bahan baku dan standardisasi, termasuk konsistensi sumber
bahan alam, proses sortasi, serta pengendalian cemaran kimia,
mikroba, dan logam berat.
Penerapan standar produksi, seperti konsistensi proses, validasi
formulasi, pengendalian mutu antara dan produk jadi, serta
pemenuhan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik.
Penandaan dan klaim produk, terutama kesesuaian klaim manfaat
obat tradisional dan klaim fungsi agar tidak menyesatkan konsumen.
Sistem distribusi dan penyimpanan, yang mempengaruhi stabilitas
produk, ketertelusuran, dan pencegahan peredaran produk tidak
memenuhi ketentuan.
Sumber daya manusia dan pemahaman regulasi, baik di sarana
produksi maupun distribusi, termasuk kemampuan menjaga
konsistensi mutu produk.
Perilaku konsumsi masyarakat, seperti penggunaan mandiri (self-
medication), preferensi produk herbal, serta pengaruh pemasaran
digital.
Perkembangan perdagangan daring dan inovasi produk, yang
mempercepat peredaran produk namun meningkatkan tantangan
pengawasan, khususnya terhadap klaim berlebih dan produk tanpa
izin edar.
Pembinaan dan intensitas pengawasan, termasuk tindak lanjut
temuan, pengujian laboratorium, serta koordinasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan obat bahan alam dan obat
kuasi sangat bergantung pada keterpaduan antara standarisasi bahan,
konsistensi proses, pengendalian distribusi, serta literasi pelaku usaha
dan masyarakat. Pendekatan berbasis risiko dan pembinaan
berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan produk yang beredar
tetap aman, bermutu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.. 
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Sampel suplemen kesehatan yang diuji secara kimia di laboratorium
Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di
Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter uji
yang dilakukan pada pengujian kimia sampel suplemen kesehatan
terdiri dari parameter fisika dan parameter kimia sesuai dengan
pedoman sampling. Parameter fisika yang diujikan antara lain adalah
organoleptis dan kadar air. Parameter kimia yang diujikan antara lain
adalah Identifikasi Bahan Kimia Obat, Penetapan Kadar Vitamin,
Penetapan Kadar Glukosamin, Penetapan Kadar Etilen Glikol dan Dietilen
Glikol, serta Penetapan Kadar Etanol dan Metanol. Rincian jumlah dan
hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada
Lampiran Tabel 2D.

Sampel suplemen kesehatan yang diuji secara mikrobiologi di
laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung juga berasal dari Balai
Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis
parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi sampel
suplemen kesehatan antara lain adalah Angka Lempeng Total (ALT),
Angka Kapang Khamir (AKK), Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
dan Salmonella sp. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap
jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2G.

D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen
Kesehatan

Sampling dan Pengujian1.
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Gambar 50. Hasil Pengujian Kimia Sampel Suplemen Ksehatan Tahun 2025 per
UPT yang Melakukan Sampling
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Gambar 51. Hasil Pengujian Mikrobilogi Sampel Suplemen Kesehatan Tahun 2025
per UPT yang Melakukan Sampling
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Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan2.
Sarana distribusi suplemen kesehatan merupakan sarana dimana
produk-produk suplemen kesehatan dapat diakses oleh konsumen,
umumnya dapat berupa Distributor Resmi, fasilitas Penjualan Online,
Apotek, Supermarket dan Minimarket. Pengelolaan penyimpanan,
penyaluran, serta ketertelusuran produk menjadi aspek utama yang
menentukan kualitas suplemen kesehatan ke tangan masyarakat.
Jumlah sarana distribusi suplemen kesehatan adalah 65 sarana di
cakupan kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan target
pengawasan pada tahun 2025 adalah 17 sarana. Hasil pemeriksaan
yakni sarana MK sebanyak 16 sarana (92%) dan 1 sarana Tidak Memenuhi
Ketentuan (6%)

Sampel kosmetik yang diuji secara kimia di laboratorium Balai Besar
POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar
Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter uji yang
dilakukan pada pengujian kimia sampel kosmetik terdiri dari parameter
fisika dan parameter kimia sesuai dengan pedoman sampling.
Parameter fisika yang diujikan adalah organoleptis, sedangkan untuk
parameter kimia terdapat 58 jenis parameter uji. Rincian jumlah dan
hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada
Lampiran Tabel 2E.

E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik
Sampling dan Pengujian1.
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Sedangkan sampel kosmetik yang diuji secara mikrobiologi di
laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai
Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis
parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi sampel
kosmetik antara lain adalah Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang
Khamir (AKK), Staphylococcus aureus, Candida albicans, dan
Pseudomonas aeruginosa. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel
dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2G.
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Gamber 52. Hasil Pengujian Kimia Sampel Kosmetik Tahun 2025 

Gamber 53. Hasil Pengujian Mikrobiolgi Sampel Kosmetik Tahun 2025 
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Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian
terhadap sampel kosmetik kasus dan pihak ketiga. Rincian dapat dilihat
pada Gambar 54 dan Lampiran Tabel 1B.

Gambar 54. Hasil Pengujian Sampel Kasus dan Pihak Ketiga Kosmetik Tahun 2025

Hasil Pengujian Sampel Kasus dan Pihak Ketiga Kosmetik Tahun 2025
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Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik2.
Dalam rangka melindungi masyarakat dari resiko penggunaan produk
kosmetik yang tidak bermutu dan berbahaya, Balai Besar POM di Bandar
Lampung secara rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana
produksi kosmetik. Melalui pemeriksaan langsung ke sarana produksi,
Balai Besar POM di Bandar Lampung juga dapat memberikan
pembinaan ataupun rekomendasi kepada pelaku usaha terkait
penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). 

Jumlah sarana produksi
kosmetik yang ada di
wilayah kerja Balai Besar
POM di Bandar Lampung
adalah sebanyak 9 sarana.  
Target pemeriksaan sarana
produksi kosmetika pada
tahun 2025 adalah
sebanyak 4 sarana dengan
hasil sebanyak 2 sarana
(50%) memenuhi ketentuan
dan 2 sarana (50%) tidak
memenuhi ketentuan. 
Diatas ini adalah grafik hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi
kosmetik pada tahun 2025.
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Gambar 55. Hasil Pemeriksaan Sarana
Produksi Kosmetik Tahun 2025
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Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya
disebabkan oleh : 

Sertifikat CPKB sudah tidak berlaku
Pelaksanaan sanitasi dan higiene tidak konsisten
Alat timbang yang digunakan dalam proses produksi belum
terkalibrasi
Ketidaksesuaian dalam penomoran bets produk jadi
Tidak terdapat dokumen catatan produksi
Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap bahan awal dan/atau produk
jadi
Ketidaksesuaian pada kondisi penyimpanan produk jadi

Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik2.
Seiring dengan semakin maraknya peredaran kosmetik di masyarakat,
maka potensi ditemukannya produk kosmetik ilegal yang berbahaya
dan tidak memenuhi standar mutu pun akan semakin meningkat. Dalam
rangka melindungi masyarakat dari potensi tersebut, Balai Besar POM di
Bandar Lampung secara rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan
terhadap sarana distribusi kosmetik yang ada di wilayah kerja Balai
Besar POM di Bandar Lampung.

Gambar 56. Pemeriksaan Sarana Distibusi Kosmetik
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Jumlah sarana distribusi
kosmetik yang ada di
wilayah kerja Balai Besar
POM di Bandar Lampung
adalah sebanyak 641
sarana. Target pemeriksaan
sarana produksi kosmetika
pada tahun 2025 adalah
sebanyak 193 sarana,
namun realisasi jumlah
sarana yang diperiksa
selama tahun 2025 adalah
sebanyak 205 sarana yang
terdiri dari 18 sarana BUPN
(Badan Usaha Pemilik
Nomor Notifikasi Kosmetik)
dan 187 sarana distribusi
kosmetik Non BUPN dengan
hasil yaitu sebanyak 138
sarana (67,3%) memenuhi
ketentuan dan 67 sarana
(32,7%) tidak memenuhi
ketentuan. Dibawah ini
adalah grafik hasil
pemeriksaan sarana
distribusi kosmetik tahun
2025.
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Gambar 57. Hasil Pemeriksaan Sarana
Distibusi Kosmetik Tahun 2025

Gambar 58. Pemeriksaan Sarana Distibusi
Kosmetik

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya
disebabkan oleh : 

Ditemukan produk kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE)
Ditemukan produk kosmetik rusak dan/atau kedaluwarsa
Ditemukan produk kosmetik dengan label yang tidak memenuhi
ketentuan
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Sampel pangan yang diuji secara kimia di laboratorium Balai Besar POM
di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung,
Balai POM di Tulang Bawang, Balai Besar POM di Palembang, Loka POM di
Lubuk Linggau, Balai POM di Jambi, Loka POM di Bungo, Balai Besar POM
di Pekanbaru, Loka POM di Dumai, Loka POM di Indragiri Hulu, Balai POM di
Pangkal Pinang dan Loka POM di Belitung. Sedangkan sampel pangan
yang diuji secara mikrobiologi berasal dari Balai Besar POM di Bandar
Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Data dapat dilihat pada
Lampiran Tabel 1D dan gambar 59.

F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan
Kemasan Pangan

Sampling dan Pengujian1.
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Gambar 59. Hasil Pengujian Kimia Sampel Pangan Tahun 2025 
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Gambar 60. Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Pangan Tahun 2025 
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Pengujian Non-rutin
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Gambar 61. Hasil Pengujian Non Rutin Pangan Tahun 2025 

Hasil Pengujian Sampel Non Rutin Pangan Tahun 2025

Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian kimia sampel
pangan terdiri dari parameter fisika dan parameter kimia sesuai dengan
pedoman sampling. Parameter fisika yang diujikan adalah organoleptis,
kadar air, dan padatan total; dan untuk parameter kimia terdapat 61
jenis parameter uji. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap
jenis parameter uji dapat dilihat pada Tabel 2F. Sedangkan jenis
parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi sampel
pangan antara lain adalah Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang
Khamir (AKK), MPN Coliform, Angka Clostridium perfringens, Angka
Enterobacteriaceae, Angka P. aeruginosa penyaringan, Angka E.coli,
Staphylococcus aureus, Salmonella sp, Bacillus cereus, Listeria
monocytogenes, MPN E.coli, Angka E.coli penyaringan, dan Angka
Coliform penyaringan. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari
tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.

Sampel TMS parameter uji fisika paling banyak karena kadar air melebihi
batas persyaratan. Sementara sampel TMS parameter uji kimia antara
lain TMS Identifikasi boraks, TMS Rasio BTP Pewarna dan pengawet, serta
TMS penetapan kadar protein, benzoat, sorbat, sakarin, vitamin A,
pewarna (Tartrazine, Sunset Yellow, Allura Red, Carmoisine, Ponceau 4R,
Eritrosin, Brilliant Blue), siklamat, Logam Pb, Logam Cd, dan Logam As.
Untuk hasil uji mikrobiologi terdapat beberapa sampel TMS yaitu antara
lain parameter Angka Lempeng Total, Angka Kapang Khamir, Angka
Enterobacteriaceae, Angka Pseudomonas aeruginosa Penyaringan,
Angka Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella sp, Bacillus
cereus dan Angka Coliform Penyaringan dapat dilihat pada Lampiran
Tabel 1A,1D, 2E dan 2F.

Selain sampel rutin, Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan
pengujian sampel non rutin, yaitu sampel kasus penindakan dan
pihak ketiga. Data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1B.

Balai Besar POM di Bandar Lampung
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Balai Besar POM di Bandar Lampung juga memberikan pelayanan dan
perlindungan kepada masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap
kesehatan melalui laboratorium keliling. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan rapid test. Parameter yang diuji antara lain kandungan
formalin, boraks, rhodamin B, dan metanil yellow. Data dapat dilihat
pada Lampiran Tabel 1C.

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar
dimasyarakat, Balai Besar POM di Bandar Lampung secara rutin melaksanakan
kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Pemeriksaan sarana
produksi pangan olahan tersebut dilakukan terhadap Industri Pangan MD dan
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Jumlah Industri Pangan yang ada di
wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah sebanyak 393
sarana MD dan 5351 sarana IRTP.
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Gambar 62. Hasil Pengujian Uji Cepat Sampel Pangan Tahun 2025 

Sampel Uji Cepat (Rapid Test)3.

G. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan 

Pemeriksaan Sarana Industri Pangan MD1.
Target pemeriksaan Sarana Industri Pangan MD pada tahun 2025 adalah
sebanyak 120 sarana Industri Pangan MD Non Fortifikasi dan 24 sarana
Industri Pangan MD Fortifikasi. Hasil pemeriksaan terhadap 120 sarana
Industri Pangan Non Fortifikasi adalah sebanyak 76 sarana (63,3%)
memenuhi ketentuan, 37 sarana (30,8%) tidak memenuhi ketentuan, 6
sarana (5,0%) tutup permanen, dan 1 sarana (0,8%) tidak dapat diperiksa. 
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Hasil pemeriksaan terhadap 26 sarana Industri Pangan MD Fortifikasi
adalah sebanyak 16 sarana (61,5%) memenuhi ketentuan dan 10 sarana
(38,5%) tidak memenuhi ketentuan. Dibawah ini adalah gambar hasil
pemeriksaan sarana Industri Pangan MD.

Gambar 63. Hasil Pemeriksaan Sarana Industri
Pangan MD Fortifikasi Tahun 2025

Gambar 64. Hasil Pemeriksaan Sarana Industri
Pangan MD Non Fortifikasi Tahun 2025

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya
disebabkan oleh : 

Higiene dan sanitasi yang masih kurang
Belum menerapkan CPPOB secara tertib dan menyeluruh
Ketidaksesuaian dalam penyimpanan bahan baku, bahan kemasan,
ataupun bahan jadi
Sarana dan prasarana produksi dalam kondisi tidak terawat
Ketidaksesuaian pada label/kemasan produk jadi
Program pengendalian hama tidak dilaksanakan dengan baik

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Target pemeriksaan Sarana IRTP pada tahun 2025 adalah sebanyak 9
sarana. Hasil pemeriksaan terhadap 9 sarana IRTP adalah sebanyak 1
sarana (11,1%) memenuhi ketentuan dan 8 sarana (88,9%) tidak memenuhi
ketentuan. Dibawah ini adalah grafik hasil pemeriksaan terhadap sarana
IRTP pada tahun 2025.

Balai Besar POM di Bandar Lampung
Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya
disebabkan oleh : 

Higiene dan sanitasi yang masih kurang
Ketidaksesuaian dalam penyimpanan bahan baku, bahan kemasan,
ataupun bahan jadi
Ketidaksesuaian pada label kemasan produk jadi
Tidak tersedianya dokumen catatan produksi
Tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan
yang bekerja di produksi

Pemeriksaan Sarana Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP)2.
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HASIL PEMERIKSAAN SARANA IRTP TAHUN 2025

Gambar 65. Hasil Pemeriksaan Sarana IRTP
Tahun 2025

Gambar 66. Pemeriksaan Sarana IRTP 
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Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pemeriksaan rutin di
sarana distribusi pangan olahan seperti gudang distributor pangan, sarana
ritel modern (supermarket/hypermarket/minimarket), dan sarana ritel
tradisional (toko/warung/kios). Tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap
sarana distribusi adalah untuk memastikan produk pangan olahan yang
beredar tetap terjaga mutu dan keamanannya sampai ke tangan
konsumen.

Jumlah sarana distribusi pangan olahan yang ada di wilayah kerja Balai
Besar POM di Bandar Lampung adalah sebanyak 7896 sarana. Target
pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan tahun 2025 adalah sebanyak
128 sarana, namun realisasi jumlah sarana yang diperiksa selama tahun
2025 adalah sebanyak 133 sarana dengan hasil yaitu sebanyak 101 sarana
(75,9%) memenuhi ketentuan dan 32 sarana (24,1%) tidak memenuhi
ketentuan. Dibawah ini adalah grafik hasil pemeriksaan terhadap sarana
distribusi pangan tahun 2025.

Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan3.

Gambar 67. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan
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Gambar 68. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2025
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Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya
disebabkan oleh : 

Mengedarkan produk Tanpa Izin Edar (TIE)
Ditemukan produk kedaluwarsa
Ditemukan produk rusak/penyok
Kurangnya kebersihan tempat penyimpanan produk
Ketidaksesuaian dalam penyimpanan produk
Tidak terdapat prosedur dan fasilitas pengendalian hama

Pada tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung mencatat 28 kasus keracunan
yang dilaporkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mitra di Provinsi Lampung,
hal ini menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai faktor
penyebab keracunan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan laporan yang diterima melalui aplikasi SPIMKer-KLB KP (Sistem
Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan – Kejadian Luar Biasa Keracunan
Pangan), berbagai komoditi menjadi pemicu utama dalam kejadian
keracunan di Provinsi Lampung. 

Dua puluh delapan (28) kasus
keracunan yang terjadi
sepanjang tahun 2025, terdiri
dari 1 kasus disebabkan oleh
kosmetika, 20 kasus
disebabkan oleh makanan, 2
kasus disebabkan oleh
minuman, 1 kasus disebabkan
oleh napza, dan 4 kasus
disebabkan oleh obat.
Adapun penyajian data kasus
keracunan berdasarkan
komoditi dapat dilihat pada
gambar 65.

Dari penyebab terbanyak yang menimbulkan keracunan adalah makanan,
yaitu tercatat 20 dari 28 kasus yang dilaporkan. Hal ini menggambarkan
bahwa masih banyak masyarakat yang belum maupun kurang peduli dengan
keamanan pangan atau bahkan tidak paham tentang keamanan pangan.
Kondisi inilah yang mendorong BPOM berkomitmen untuk mengawal Pangan
Aman melalui Penyebaran Informasi dan Edukasi yang masif tentang
Keamanan Pangan kepada masyarakat.

Gambar 69. Distribusi Frekuensi Kasus Keracunan Berdasarkan
Penyebabnya

H. Pemetaan Data Kasus Keracunan
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Selain pencatatan laporan kasus keracunan, ada juga laporan insiden
keracunan dari FasYanKes Mitra di Provinsi Lampung. Tahun 2025 tercatat ada
7 laporan insiden dari 4 Fasyankes dengan penyebab insiden keracunan yang
terbanyak adalah makanan olahan Jasa Boga sebanyak 4 insiden. Penyebab
lainnya adalah pangan olahan rumah tangga 2 insiden dan minuman ringan 1
insiden. 

Terkait Aplikasi SPIMKER, UPT
BBPOM di Bandar Lampung juga
bertugas menyampaikan laporan
KLB-KP yang terjadi di wilayah
kerjanya. KLB KP yaitu suatu
kejadian ketika ada dua orang
atau lebih yang menderita sakit
dengan gejala yang sama atau
hampir sama setelah
mengkonsumsi pangan yang
sama, dan berdasarkan analisis
pangan tersebut terbukti sebagai
sumber keracunan berdasarkan
analisis epidemiologi.

Pada tahun 2025 dilaporkan ada
14 Kejadian KLB-KP dengan
rincian 10 kejadian disebabkan
oleh pangan menu MBG, 2
kejadian disebabkan pangan
jajanan di kantin sekolah, dan 2
kejadian disebabkan oleh
masakan olahan rumah tangga.
Agent penyebab hasil uji
laboratorium mayoritas adalah
mikrobiologi yaitu 12 Kejadian dan
2 lainnya karena cemaran kimia.
Data lengkap terkait KLB dapat
dilihat pada tabel (19D).

Gambar 70. Salah satu berita kejadian keracunan
makanan di Provinsi Lampung
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Badan POM menginisiasi Program Desa atau Kelurahan Pangan Aman yang
merupakan program aksi nasional intervensi keamanan pangan dan
melibatkan masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pemenuhan
keamanan pangan di desa atau kelurahan. Pengembangan program ini
dilatarbelakangi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan yang menyebutkan bahwa pembangunan keamanan pangan dimulai
dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Pelaksanaan program Desa
Pangan Aman sudah dilakukan sejak tahun 2020 sampai 2025 dengan
mengandalkan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa serta seluruh
lapisan masyarakat untuk menentukan keberhasilan program. Adapun tujuan
dari pelaksanaan intervensi keamanan pangan di desa atau kelurahan ini,
yaitu:

meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat desa; 
mendorong kemandirian masyarakat dalam melakukan pengawasan
keamanan pangan; 
memperkuat ekonomi desa melalui program Keamanan Pangan Desa.

Sebaran Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan pelaksanaan program Desa
Pangan Aman yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2020 sampai 2025
sebanyak 47 desa dapat terlihat pada Gambar 67 berikut.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

I. Intervensi Desa Pangan Aman

2025
Lampung Selatan

Sidoharjo,
Titiwangi,
Margodadi,

Bumidaya,
Sripendowo

Sebaran Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman
Tahun 2020 -2025
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Gambar 71. Sebaran Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Provinsi Lampung Tahun
2020-2025 (2025 di Kab lampung selatan : Sidoharjo, Titiwangi,

Margodadi, Bumidaya, Sripendowo)
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Program Desa Pangan aman memiliki indikator keluaran yang diharapkan
akan terbentuk, yaitu:

1.Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) aktif yaitu KKPD yang melaksanakan
kegiatan keamanan pangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan
monitoring serta evaluasi secara berkelanjutan.

2.Komunitas desa yang terpapar keamanan pangan meliputi masyarakat
desa (ibu rumah tangga, remaja, komunitas sekolah (guru, penjaja kantin,
dan siswa), pelaku usaha pangan di desa (industri rumah tangga pangan,
warung makan, PKL, ritel/toko, Koperasi Usaha Desa (KUD), Kelompok Usaha
Bersama (KUB) dll).

3.Dokumen rencana program keamanan pangan mandiri adalah dokumen
yang disusun bersama oleh masyarakat desa yang pelaksanaannya
menggunakan anggaran desa/ dana mandiri (swakelola masyarakat
desa)/integrasi dengan program rutin di desa). 

Gambar 72. Kegiatan Desa Pangan Aman

Capaian dari indikator keluaran program desa atau kelurahan pangan aman
dapat dilihat pada tabel 15 dan gambar 73.
Tabel 16. Jumlah Kader dan Komunitas Desa dari Tahun 2020-2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kader (Orang) 105 135 135 120 135 31

Komunitas (Orang) 331 450 450 400 450 152
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Tahun 2025, Program Desa Pangan Aman diimplementasikan di Kabupaten
Lampung Selatan dengan 5 lokus desa yaitu:

Desa Sripendowo, Kecamatan Ketapang
Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas
Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro
Desa Margodadi. Kecamatan Jati Agung
Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji

Kader Komunitas
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Gambar 73. Output Kader dan Komunitas yang Dilatih Keamanan Pangan

Gambar 74. Berbagai Kegiatan dari Kader dan Komunitas Desa Tahun 2025
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Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman terus
dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional pada RPJMN (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, namun mengalami
perubahan nomenklatur dari sebelumnya program PJAS. Perubahan ini
dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran
serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di
lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan
intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling
dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan
pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan
sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi
satu dengan tahapan monev pemberdayaan kader. 

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan
kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan
pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka
pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah
khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan
perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari
pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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J. Intervensi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan
Keamanan Pangan

Gambar 75. Kegiatan Sosialisasi Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan
Pangan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
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Sumber daya manusia yang
berkualitas dapat diwujudkan
dengan menyediakan pangan yang
akan dikonsumsi dalam kondisi
aman, bermutu dan bergizi. Pangan
yang dikonsumsi komunitas sekolah
dapat berupa pangan jajanan yang
tersedia di dalam maupun di luar
lingkungan sekolah. Umumnya terdiri
dari pangan siap saji, pangan segar,
dan pangan olahan terkemas.
Pangan olahan yang beredar saat ini,
dihasilkan oleh produsen pangan,
diantaranya Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP), industri besar (MD/ML)
dan Jasa Boga. Keamanan dan mutu
produk pangan yang beredar di
lingkungan sekolah ditentukan oleh
kebijakan sekolah, praktik keamanan
pangan pengelola kantin sekolah
dan penjaja pangan di sekitar
lingkungan sekolah, kesadaran
memilih pangan dari komunitas
sekolah serta pengawasan dan
pembinaan aktif OPD terkait.

Salah satu elemen penting dalam
kemandirian sekolah adalah
komunitas sekolah (kepala sekolah,
guru, komite sekolah, siswa, orang
tua siswa, pedagang) yang
berpartisipasi aktif dalam
mewujudkan program keamanan
pangan di sekolah termasuk
mensosialisasikan secara aktif pesan
keamanan pangan.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Gambar 76. Beberapa Kegiatan Sertifikasi dan
Sosialisasi Program Sekolah yang

Membudayakan Keamanan Pangan di
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025
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Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan
pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan
Sekolah, sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan
pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan
pada komunitas sekolah.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung memiliki
komitmen tinggi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi
diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.

Kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
tahun 2025 ini difokuskan di Kabupaten Lampung Selatan. Pedoman
pelaksanaan mengacu kepada Kerangka Acuan Kegiatan Sekolah Yang
Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 (advokasi,
sosialisasi, bimtek, monev dan sertifikasi, serta pengawalan). Indikator
keluaran dari Program ini adalah Jumlah Kader Keamanan Pangan Sekolah,
terlaksananya bimtek keamanan pangan di sekolah serta peningkatan
pengetahuan dan pemahaman kader keamanan pangan sekolah. 

Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
tahun 2025 diberikan kepada 12 sekolah. Sosialisasi perluasan juga dilakukan
kepada 38 sekolah sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan
pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan
Sekolah, sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan
pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan
pada komunitas sekolah.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung memiliki
komitmen tinggi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi
diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.

Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan
pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan
Sekolah, sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan
pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan
pada komunitas sekolah.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung memiliki
komitmen tinggi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi
diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.

Kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
tahun 2025 ini difokuskan di Kabupaten Lampung Selatan. Pedoman
pelaksanaan mengacu kepada Kerangka Acuan Kegiatan Sekolah Yang
Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 (advokasi,
sosialisasi, bimtek, monev dan sertifikasi, serta pengawalan). Indikator
keluaran dari Program ini adalah Jumlah Kader Keamanan Pangan Sekolah,
terlaksananya bimtek keamanan pangan di sekolah serta peningkatan
pengetahuan dan pemahaman kader keamanan pangan sekolah. 

Gambar 77. Kegiatan Bimbingan Teknis Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan
Pangan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025
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Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
tahun 2025 diberikan kepada 12 sekolah. Sosialisasi perluasan juga dilakukan
kepada 38 sekolah sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Gambar 78. Kegiatan Sertifikasi Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan di
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025

Daftar Sekolah yang telah di Intervensi pada Tahun 2025 di Kabupaten
Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 16. 
Tabel 17. Data Sekolah Intervensi Program Sekolah Yang Melaksanakan
Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Selatan

LAPORAN
TAHUNAN 2025

Data Sekolah Intervensi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan
Pangan di Kabupaten Selatan

SD N 2 Jatimulyo SMP N 1 Jati Agung

SD N 1 Tanjung Sari SMP N 1 Tanjung Bintang

SD N 1 Way Urang SMP N 1 Kalianda

SD N 2 Hajimena SMP N 1 Penengahan

MIN 5 Lampung Selatan MTsN 2 Lampung Selatan

MIN 1 Lampung Selatan MTs Al Furqon Rawi
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Pemberian Sertifikat Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan
Pangan diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada sekolah yang memiliki
komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan
melalui rencana aksi program keamanan pangan di sekolah dan
memberdayakan Kader Keamanan Pangan Sekolah. Tujuan pelaksanaan
sertifikasi tersebut adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi
persyaratan keamanan pangan setelah sebelumnya sekolah melakukan
evaluasi mandiri (self assessment) pemenuhan kriteria Sekolah yang
Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Seluruh sekolah intervensi di
Tahun 2025 telah tersertifikasi dan telah menerima Sertifikat Sekolah yang
Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar
di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan
mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM
melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi
Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, yaitu pasar yang didalamnya
terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan
pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk
intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas
sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan
pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan
monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun
sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Gambar 79. Pemberian Sertifikat Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan di
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025

K. Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
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Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan
keamanan pangan dalam setiap aktivitasnya dan melibatkan seluruh
komunitas pasar serta aman dari bahan berbahaya. Kepala BPOM telah
mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan
Olahan di Sarana Peredaran, untuk itu pelaku usaha (pedagang pasar)
dihimbau untuk selalu mematuhi regulasi, menerapkan Cara Peredaran
Pangan Olahan yang Baik, dan memastikan protokol kesehatan diterapkan di
tempat usaha.

Dalam rangka memberdayakan komunitas pasar untuk melaksanakan
pengawasan keamanan pangan secara mandiri, sekaligus sebagai strategi
implementasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, BBPOM di
Bandar Lampung telah melakukan survei dan advokasi pada tahun 2025.
Berdasarkan hasil tersebut, Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung terpilih sebagai lokasi intervensi program untuk tahun 2025,
dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Sebagai langkah awal pelaksanaan program ini, diperlukan kegiatan
audiensi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang
dilanjutkan dengan advokasi serta penggalangan komitmen. Langkah ini
penting untuk memastikan dukungan lintas sektor, memperkuat sinergi
antar lembaga, dan menciptakan rasa kepemilikan bersama atas program
keamanan pangan di daerah. 

Melalui pendekatan intervensi yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan
Kabupaten Lampung Selatan dapat menjadi model pengembangan
keamanan pangan berbasis masyarakat yang berkelanjutan, sekaligus
memperkuat jejaring pengawasan pangan di wilayah strategis Provinsi
Lampung.

Advokasi1.

Gambar 80. Advokasi Program Prioritas Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan tahun 2025

Melalui pendekatan intervensi
yang terintegrasi dan kolaboratif,
diharapkan Kabupaten Lampung
Selatan dapat menjadi model
pengembangan keamanan
pangan berbasis masyarakat
yang berkelanjutan, sekaligus
memperkuat jejaring
pengawasan pangan di wilayah
strategis Provinsi Lampung.
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Kegiatan audiensi ini dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 bertempat di
Aula Krakatau Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Kegiatan audiensi ini dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan dan OPD
lainnya. Pada kegiatan audiensi ini dilakukan penentuan lokus pasar yang
akan diintervensi oleh Balai POM di Bandar Lampung dilakukan melalui
koordinasi langsung dengan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
serta Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung
Selatan. Kriteria penentuan lokus pasar yang diinterevensi sebagai berikut :

Ditemukan adanya potensi peredaran bahan berbahaya yang
disalahgunakan dalam pangan di pasar tersebut berdasarkan survei
Balai Besar/Balai POM dengan menggunakan Mobil Laboratorium
Keliling.
Ditemukan peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya
berdasarkan hasil sampling dan uji Balai Besar/Balai POM.
Adanya dukungan/antusiasme dari Pemda dan pimpinan pasar
setempat dan atau Pasar yang menjadi pilot project Pasar Sehat
Kementrian Kesehatan.
Pasar yang menjadi pilot project Pasar Sehat Kementrian Kesehatan.

Survei Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar

2.

3.

Berdasarkan hasil penilaian atau
survei pasar menggunakan form
P01, yang dilakukan oleh Petugas
Balai Besar POM di Bandar
Lampung, dari hasil rekapitulasi
identifikasi pasar, Pasar Natar
mendapatkan nilai YA dengan
persentase 85,29 % , dan
mendapatkan nilai tidak dengan
persentase 14,70 % sehingga
kesimpulan identifikasi pasar
berkategori BAIK. Gambar 81. Survei Pasar Pangan Aman

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar dalam bentuk
pemberian materi dan edukasi yang disampaikan oleh Narasumber dari
Balai Besar POM di Bandar Lampung. 
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Materi yang diberikan meliputi materi Program Pasar Sehat di Kab Lampung
Selatan, Pengenalan Badan POM dan tugas fungsinya, Program Pasar
Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), 5 Kunci Keamanan pangan di
Sarana Ritel, Bahan Berbahaya pada Pangan, NIE, Cek KLIK, dan Cara
Menggunakan Aplikasi Bpom Mobile dan Aplikasi SPPIRT. Kegiatan
Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar dilaksanakan pada
tanggal 15 Mei 2025 di Aula Pasar Natar, Lampung Selatan. Kegiatan ini
dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung
Selatan, Kepala dan Pengelola UPT Pasar Natar, UPT Pasar Kalianda, UPT
Pasar Titiwangi, UPT Pasar Palas, Perwakilan paguyuban pasar dan Para
pedagang Pasar Natar.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan
Penyuluhan Komunitas di Pasar Natar
bertujuan meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, pemberdayaan, dan
kemandirian komunitas pasar
tentang keamanan pangan dan ikut
serta dalam mengawasi pangan
yang beredar di pasar serta
meningkatkan partisipasi komunitas
pasar dalam menerapkan Cara
Peredaran Pangan Olahan yang Baik
di pasar rakyat. Kegiatan ini juga
mendorong komunitas pasar dalam
memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile
sebagai sarana pengawasan
mandiri. Melalui program ini, telah
terbentuk kader pasar yang memiliki
pemahaman dasar untuk melakukan
edukasi serta pengawasan
keamanan pangan di lingkungan
pasar.

Gambar 82. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan
Pasar Pangan Aman di Pasar Natar Kab.

Lampung Selatan
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Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar Natar dilaksanakan
diantaranya melalui pembuatan dan sosialisasi konten terkait Pasar
Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Keamanan Pangan melalui media
sosial atau media grup whatsapp web. Konten terkait Pasar Pangan Aman
Berbasis Komunitas, Keamanan Pangan, Cek KLIK dan Aplikasi BPOM
Mobile/Cek BPOM, Call Center BPOM, dan ULPK UPT BPOM.

Kegiatan sosialisasi langsung dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 dan
dihadiri oleh 28 peserta, pada kegiatan sosialisasi dilakukan juga sosialisasi
dan demo tentang cara pengujian cepat terhadap empat bahan
berbahaya (boraks, formalin, rhodamine b, dan methanyl yellow)
menggunakan test kit kepada kader dan petugas pasar. Dilakukan juga
sampling terhadap beberapa sampel dan diuji dengan test kit terhadap
empat bahan berbahaya tersebut. 

Kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan konten dan sosialisasi keamanan
pangan ke pedagang pasar dan pengunjung pasar secara langsung, pada
kegiatan sosialisasi langsung disampaikan penjelasan melalui alat peraga
dan pembagian brosur terkait keamanan pangan (brosur cek BPOM Mobile,
brosur empat bahan berbahaya yang sering ditambahkan ke dalam
pangan). Kegiatan sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti
penyebaran konten/materi tentang keamanan pangan, Cek KLIK, dan BPOM
Mobile pada platform grup whatsapp komunitas atau paguyuban pasar
dan media sosial seperti Instagram Balai Besar POM di Bandar Lampung
dan Istagram Pasar Natar.

Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar3.

Gambar 83. Kegiatan Sosialisasi Pasar Pangan Aman di Pasar Natar Kab. Lampung Selatan
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Daftar konten yang telah dibuat pada kegiatan Sosialisasi Keamanan
Pangan kepada Komunitas Pasar di Pasar Natar dapat dilihat pada tabel
berikut :

No Nama Kader
/ Komunitas Judul Konten Tanggal

Share Metode Jumlah
Penerima

1 Komunitas
Pasar Natar

5 Kunci Keamanan
Pangan Ritel di Pasar
Tradisional

11 Jun 2025 Video Konten Instagram
@uptdpasarnatar

Like: 35,
Jangkauan: 1323

2 Komunitas
Pasar Natar

Bahan Berbahaya pada
Pangan 13 Jun 2025 Video Konten Instagram

@uptdpasarnatar
Like: 30,
Jangkauan: 1167

3 Komunitas
Pasar Natar

Sosialisasi keamanan
pangan di pasar Natar 28 Mai 2025 Sosialisasi keamanan

pangan secara langsung
28 orang
komunitas pasar

Koordinasi teknis selanjutnya dilaksanakan dengan petugas pengelola
pasar (Ka UPT Pasar dan staf) untuk mempertahankan keamanan pasar
dari pangan yang mengandung bahan berbahaya di lokasi Pasar Natar
Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 18. Daftar konten yang telah dibuat pada kegiatan Sosialisasi
Keamanan Pangan

Gambar 84. Konten Kolaborasi antara UPTD Pasar Natar dan Balai Besar POM di
Bandar Lampung
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Dalam rangka melaksanakan pengawasan
keamanan pangan pasar secara mandiri oleh
pengelola pasar, maka BPOM melaksanakan
kegiatan pengawasan Implementasi Pasar
Pangan Aman Berbasis Komunitas melalui
sosialisasi keamanan pangan oleh petugas
pengawas pasar. Hasil pengawasan yang
dilakukan bisa disampaikan kepada UPT BPOM
setempat dan dilaporkan kepada Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pangan Olahan.
Kegiatan pengawasan keamanan pangan di
pasar dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi
tentang keamanan pangan, bahan berbahaya
dan Cek KLIK sebanyak 40 sampel pangan olahan
serta mengisi Form P01. Kegiatan pengawasan
dilakukan oleh petugas pengelola pasar yang
telah dilatih dan didampingi oleh petugas Balai
Besar POM di Bandar Lampung. Selain itu petugas
pasar bersama dengan komunitas pasar didorong
untuk membuat rencana aksi tahun 2026 untuk
meningkatkan keamanan pangan di pasar.
Kegiatan pengawasan telah dilakukan oleh
Pengelola pasar meliputi kegiatan pengawasan
sampling pangan oleh dan terhadap produk yang
disampling dilakukan Cek KLIK ( Cek Kemasan,
Label, Izin Edar dan Kedaluarsa), kegiatan
sampling ini disupervisi oleh petugas Balai Besar
POM di Bandar Lampung. Hasil pengawasan Cek
KLIK diperoleh 48 sampel dengan 45 sampel
memenuhi syarat dan 3 sampel tidak memenuhi
syarat. Kader dan Komunitas pasar juga telah
melakukan sosialisasi konten edukasi dengan di
media sosial seperti grup whatsapp.
UPT Pasar Natar juga telah membuat rencana aksi
untuk Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan
keamanan pangan di pasar.

4. Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Natar

Gambar 85. Pengawasan Pasar
Pangan Aman di Pasar Natar
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Dalam rangka kegiatan pengawalan program pasar pangan aman
berbasis komunitas dan dalam rangka melaksanakan pengawasan
keamanan pangan pasar secara mandiri, maka perlu dilakukan kegiatan
pengawalan kepada pasar yang diintervensi tahun 2021- 2024 agar
peredaran bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan serta kegiatan
PPABK terus berjalan.

Hasil pengawalan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
(PPABK) di tiga lokasi yaitu Pasar Cimeng dan Tamin di Kota Bandar
Lampung dan Pasar Liwa di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan
capaian positif. Pasar Cimeng mencatat antusiasme komunitas dalam
pengawasan mandiri dengan rekomendasi penguatan kapasitas kader dan
penyediaan media KIE visual. Di Pasar Liwa, tiga kader telah terlatih dan
rutin melaksanakan sosialisasi keamanan pangan secara berkala.
Sementara itu, pengawasan di Pasar Tamin memastikan seluruh produk
pangan bebas dari empat bahan berbahaya, yakni boraks, formalin,
rhodamin B, dan kuning metanil. Sinergi antar pemangku kepentingan
menjadi kunci keberlanjutan pengawasan pangan di wilayah tersebut.

Dari tahun 2020 hingga tahun 2025 sudah ada 14 pasar yang telah
diintervensi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di provinsi
Lampung.

5. Pengawalan Pasar Aman

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Sertifikasi Produk serta Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan
Makanan adalah salah satu kegiatan utama pengawasan pre-market yang
dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kegiatan ini
memiliki tujuan untuk memastikan bahwa produk Obat dan Makanan yang
akan diedarkan sudah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui proses sertifikasi dan pemberian rekomendasi, BPOM memastikan
bahwa fasilitas produksi dan distribusi telah menerapkan standar dan cara
kerja yang baik, sehingga produk yang dihasilkan dan diedarkan aman bagi
masyarakat.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

L. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi
Obat dan Makanan

Gambar 86. Sertifikasi ke Pelaku Usaha

Pada tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di
Bandar Lampung melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk serta Fasilitas
Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang meliputi:

1.Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP
CPPOB);

2.Penerbitan Rekomendasi Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
3.Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Obat

Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertahap;
4.Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Kosmetik

yang Baik (CPKB);
5.Penerbitan Surat Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik;
6.Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor

(SKE);
7.Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
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Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BBPOM di
Bandar Lampung dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif,
sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sebagai
konsumen.

Setiap pangan olahan yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki Perizinan
Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU) berupa izin edar
atau Nomor Izin Edar (NIE). Izin edar ini diterbitkan oleh BPOM setelah pelaku
usaha memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, salah satunya
memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).
IP CPPOB adalah bukti bahwa sarana produksi sudah memenuhi prinsip
Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), yaitu pedoman untuk
memastikan proses produksi dilakukan sesuai ketentuan sehingga produk
yang dihasilkan aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Penilaian terhadap
pengajuan IP CPPOB dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kecukupan
pemenuhan persyaratan tersebut. Layanan penerbitan IP CPPOB ini tidak
dikenakan biaya (gratis).

Pengajuan IP CPPOB dilakukan secara daring melalui sistem e-sertifikasi
yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) pada laman e-
sertifikasi.pom.go.id dengan mengunggah dokumen persyaratan sesuai
ketentuan. Mekanisme penerbitan IP CPPOB dibedakan berdasarkan skala
usaha.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi pangan
dengan tingkat risiko rendah dan sedang, IP CPPOB diterbitkan berdasarkan
evaluasi dokumen tanpa pemeriksaan sarana terlebih dahulu. Pemeriksaan
sarana akan dilakukan paling lambat 12 bulan setelah izin diterbitkan
sebagai bentuk verifikasi komitmen penerapan CPPOB.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP
CPPOB)

1.

Gambar 87. Kegiatan Sosialisasi dan BIMTEK CPPOB
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Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), setiap Pedagang
Besar Farmasi (PBF) maupun cabang PBF wajib menerapkan Pedoman
Teknis CDOB. Penerapan pedoman tersebut dibuktikan dengan kepemilikan
Sertifikat CDOB sebagai jaminan bahwa proses distribusi obat dilakukan
sesuai standar yang ditetapkan.

Pengajuan Sertifikat CDOB dilakukan secara daring melalui laman
www.sertifikasicdob.pom.go.id dan dievaluasi oleh Direktorat Pengawasan
Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM.
Dalam pelaksanaannya, BBPOM di Bandar Lampung bertugas melakukan
pemeriksaan lapangan serta evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan
(Corrective Action and Preventive Action/CAPA) berdasarkan surat
pendelegasian dari Direktur terkait. Ketentuan tarif atas penerbitan Sertifikat
CDOB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selama tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung menerima pendelegasian
pemeriksaan lapangan dalam rangka sertifikasi dan resertifikasi CDOB
sebanyak 9 pengajuan yang berasal dari 5 sarana Pedagang Besar
Farmasi (PBF). Seluruh sarana tersebut (100%) telah menyelesaikan
tindakan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan.

Atas pemenuhan tersebut, BPOM telah menerbitkan 9 Sertifikat CDOB, yang
terdiri atas 1 sertifikat kategori Narkotika, 5 sertifikat kategori Obat Lain, dan
3 sertifikat kategori Cold Chain Product (CCP).

Sementara itu, bagi pelaku usaha menengah dan besar (non-UMK) dengan
tingkat risiko rendah dan sedang, IP CPPOB diterbitkan setelah dilakukan
pemeriksaan sarana produksi dan seluruh hasil temuan telah
ditindaklanjuti serta dinyatakan memenuhi ketentuan oleh BBPOM di
Bandar Lampung.

Sepanjang tahun 2025, telah diterbitkan sebanyak 96 IP CPPOB, yang terdiri
atas 75 untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta 21 untuk pelaku usaha
menengah dan besar.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Distribusi Obat yang
Baik (CDOB)

2.
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Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional
yang Baik (CPOTB) secara bertahap bertujuan untuk memberikan
kemudahan dan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) Obat Bahan Alam (OBA) dalam memenuhi aspek CPOTB
secara bertahap dan berkelanjutan. Skema ini memungkinkan pelaku
usaha meningkatkan pemenuhan standar produksi secara progresif
sebagai persyaratan dalam pendaftaran produk di Badan POM. Layanan
penerbitan rekomendasi CPOTB Bertahap ini tanpa dikenakan biaya
(gratis).

Bagi sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), sertifikasi CPOTB
dapat diperoleh melalui tiga tahap, sedangkan bagi Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT) melalui dua tahap. Penerapan CPOTB secara bertahap
tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat CPOTB Bertahap sesuai
tahapan yang telah dipenuhi.

Dalam rangka mendukung pemenuhan sertifikasi CPOTB Bertahap, pada
tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung telah melaksanakan pendampingan
kepada 1 (satu) UKOT untuk memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap Tahap I.
Selama tahun 2025, 1 (satu) pengajuan Sertifikasi CPOTB Bertahap Tahap I
dari UKOT telah ditindaklanjuti, dan Sertifikat CPOTB Bertahap untuk UMKM
Obat Bahan Alam tersebut telah diterbitkan oleh BPOM.

Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Obat
Tradisional (CPOTB) Bertahap

3.

Gambar 88. Fasilitasi Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam (OBA)
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Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) atau Sertifikat
Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB adalah bukti bahwa suatu industri atau
produsen kosmetik telah menerapkan standar CPKB dalam proses
produksinya. Penerapan standar ini untuk memastikan bahwa kosmetik
yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai
ketentuan yang berlaku.

Sertifikat CPKB menjadi salah satu persyaratan bagi produsen dalam
mengajukan notifikasi produk kosmetik ke Badan POM. Permohonan
rekomendasi SPA CPKB diajukan secara daring melalui sistem yang dikelola
oleh Badan POM, kemudian dilakukan evaluasi dan pemeriksaan sesuai
ketentuan. Layanan penerbitan rekomendasi SPA CPKB ini diberikan tidak
berbiaya (gratis).

Selama tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung menerima 2 (dua)
pengajuan SPA CPKB. Seluruh permohonan tersebut telah ditindaklanjuti,
dan SPA CPKB untuk 2 (dua) UMKM kosmetik telah diterbitkan oleh BPOM
pada tahun 2025.

Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik diberikan kepada importir
kosmetik, pelaku usaha perorangan, maupun badan usaha di bidang
kosmetik yang melakukan kerja sama produksi (maklon) dengan industri
kosmetik yang telah memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
(CPKB). Rekomendasi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus
dipenuhi sebelum pelaku usaha maklon dapat mengajukan notifikasi
produk kosmetik ke BPOM.

Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Kosmetik
yang Baik (CPKB)

Penerbitan Surat Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik

4.

5.

Gambar 89. Audit Sarana Kosmetik
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Pengajuan Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik dilakukan secara
daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, permohonan tersebut diverifikasi dan
dievaluasi oleh BBPOM untuk memastikan kelengkapan dokumen serta
kesesuaian kerja sama produksi dengan industri yang telah tersertifikasi
CPKB. Layanan penerbitan rekomendasi ini diberikan secara gratis tanpa
biaya.

Melalui rekomendasi ini, BBPOM memastikan bahwa pelaku usaha telah
memenuhi ketentuan administratif dan memiliki kerja sama produksi yang
sah dengan industri yang telah tersertifikasi CPKB.

Pada tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung menerima 6 (enam)
pengajuan Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik. Seluruh
permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dan rekomendasi diterbitkan
pada tahun yang sama.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) diterbitkan
sebagai instrumen pengawasan untuk mengendalikan produk yang masuk
ke dan keluar dari wilayah Indonesia. Penerbitan surat keterangan untuk
memastikan bahwa produk obat dan makanan yang diperdagangkan
lintas negara sudah memenuhi ketentuan keamanan, mutu, serta
persyaratan regulasi yang berlaku.

Pengajuan SKI dan SKE dilakukan secara daring melalui sistem e-BPOM (e-
bpom.pom.go.id) yang terintegrasi dengan sistem Indonesia National
Single Window (INSW), sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan
secara efektif, transparan, dan terintegrasi dengan instansi terkait lainnya.

Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)/ Surat Keterangan Ekspor (SKE)6.
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Pada tahun 2025, realisasi penerbitan SKI dan SKE menunjukkan
peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Sepanjang tahun
2025 telah diterbitkan sebanyak 1.097 surat keterangan, yang terdiri atas 120
Surat Keterangan Impor (SKI) dan 977 Surat Keterangan Ekspor (SKE).
Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang tercatat
sebanyak 301 surat keterangan.

Ketentuan tarif penerbitan SKI dan SKE mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat
dan Makanan.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang
strategis dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya
produk obat dan makanan yang aman dan bermutu guna menjaga
kesehatan masyarakat. Selain itu, UMKM turut berkontribusi dalam
menggerakkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumber daya
lokal serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat..

Pendampingan UMKM7.

Gambar 91. Kegiatan Desk Mandiri Registrasi Pangan Olahan

Gambar 90. Sosialisasi SKI/SKE Kepada UMKM
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Oleh karena itu, diperlukan dukungan melalui kemudahan berusaha serta
peningkatan kapasitas UMKM agar mampu menghasilkan produk obat dan
makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing secara berkelanjutan

Sebagai bentuk dukungan tersebut, pada tahun 2025 BPOM melalui BBPOM
di Bandar Lampung menyelenggarakan program pendampingan bagi
UMKM di Provinsi Lampung yang meliputi:

UMK pangan olahan dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan
yang Baik (CPPOB)
UMKM kosmetik dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
(CPKB)
UMKM Obat Bahan Alam (OBA) dalam penerapan Cara Pembuatan
Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). 

Penerapan CPPOB, CPKB, dan CPOTB merupakan salah satu persyaratan
penting bagi produsen untuk memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM.
Program ini juga bersinergi dengan kegiatan magang mahasiswa melalui
Program SAPA KAMPUS, di mana mahasiswa berperan sebagai fasilitator
pendamping UMK Pangan Olahan di bawah supervisi petugas BBPOM.
Kolaborasi ini memperkuat kapasitas UMKM sekaligus memberikan
pengalaman praktik lapangan bagi mahasiswa.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara komprehensif, meliputi:
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek)
Fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB, CPKB, dan CPOTB
Fasilitasi pengujian produk
Pendampingan proses desk registrasi

Pada tahun 2025, jumlah sarana yang didampingi sebanyak 21 pelaku
usaha, terdiri atas:

19 UMK Pangan Olahan
1 UMKM Kosmetik
1 UMKM Obat Bahan Alam (OBA)

Gambar 92. Bimtek Pendampingan Pelaku UMK
Pangan Olahan (Daring)110
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Dalam pelaksanaan seluruh layanan sertifikasi dan pendampingan
seperti yang sudah diuraikan di subbab 7.1. sampai dengan 7.7, BBPOM di
Bandar Lampung telah menerapkan prinsip Pengarusutamaan Gender
(PUG) dan layanan inklusif dalam seluruh proses sertifikasi dan
pendampingan, sehingga seluruh masyarakat memperoleh
kesempatan yang sama untuk mengakses layanan.

Layanan untuk Subbab 7.1 – 7.6 dilakukan dalam kerangka mata
anggaran BAH.001 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang
Diselesaikan oleh UPT), sedangkan kegiatan pendampingan UMKM pada
Subbab 7.7 dilaksanakan melalui mata anggaran QDG.001
(Fasilitasi/Pendampingan UMKM). Implementasi PUG dilakukan secara
terintegrasi pada kedua mata anggaran tersebut.

Dengan implementasi di mata anggaran BAH.001 dan QDG.001, BBPOM di
Bandar Lampung berusaha memastikan bahwa layanan sertifikasi dan
pendampingan terlaksana dengan baik. Selain memenuhi ketentuan
teknis dan regulasi, layanan tersebut juga diupayakan agar dapat
diakses oleh setiap kelompok masyarakat secara setara.

Pelaksanaan layanan sertifikasi dan keputusan layanan publik
sebagaimana diuraikan pada Subbab 7.1 sampai dengan 7.6 juga
telah menerapkan prinsip kesetaraan gender dan layanan inklusif.
Penerapan prinsip kesetaraan gender dan inklusivitas dilaksanakan
oleh BBPOM di Bandar Lampung dengan cara sebagai berikut:

Penyediaan sarana dan prasarana ramah gender dan
disabilitas, seperti parkir khusus perempuan dan disabilitas,
guiding block, jalur landai, toilet terpisah dan toilet disabilitas,
ruang laktasi, ruang bermain anak, area prioritas, kursi roda,
alat bantu dengar, kruk, kacamata baca, serta SOP layanan
dalam huruf Braille.
Penggunaan logo “Setara Berdaya” pada media layanan
serta penyediaan buku panduan Braille untuk registrasi
pangan olahan.
Pemberian opsi kepada pelanggan untuk berinteraksi dengan
petugas laki-laki atau perempuan sesuai kenyamanan.

Kesetaran Gender dan Layanan Inklusif
Kesetaran Gender dan Layanan Inklusif Layanan Sertifikasi dan
Pendampingan

Layanan Sertifikasi dan Keputusan Layanan Publik (BAH.001)

8.
a.
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Layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan
WhatsApp dan chatbot sertifikasi, serta sistem daring (e-
sertifikasi dan e-BPOM terintegrasi OSS dan INSW).
Peningkatan kapasitas pegawai melalui Pelatihan E-Learning
PUG dan kerja sama dengan tenaga ahli bahasa isyarat.

Melalui berbagai fasilitas dan mekanisme tersebut, BBPOM di Bandar
Lampung berupaya agar layanan benar-benar dapat digunakan
oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Berdasarkan data pendampingan UMKM Pangan Olahan Tahun
2022–2025, dari total 105 UMKM yang didampingi, sebanyak 78
pelaku usaha (74,3%) adalah perempuan dan 27 pelaku usaha
(25,7%) adalah laki-laki.
Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Lampung, komposisi penduduk usia produktif di Provinsi Lampung
relatif seimbang, yaitu 51% laki-laki dan 49% perempuan. Data
tersebut menunjukkan bahwa peserta pendampingan masih
didominasi oleh pelaku usaha perempuan dibandingkan laki-laki.
Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang
berasal dari internal program maupun dari lingkungan eksternal
pelaku usaha.
Faktor internal, antara lain:

Belum terintegrasinya perspektif Pengarusutamaan Gender
(PUG) saat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Belum adanya kebijakan untuk proporsi target jumlah
partisipasi peserta laki-laki dan perempuan.
Materi bimtek dan sosialisasi belum memasukkan perspektif
kesetaraan gender dalam isu keamanan pangan.

Faktor eksternal, antara lain:
Adanya persepsi bahwa bidang pangan dan keamanan
pangan adalah domain perempuan.
Struktur pelaku UMKM yang secara umum lebih banyak
dikelola perempuan.Dalam beberapa kasus, perempuan
sebagai pelaku usaha belum memiliki kontrol penuh dalam
pengambilan keputusan usaha, sebagian besar menunggu
persetujuan dari suami (pasangan).

Pendampingan UMKM (QDG.001)

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Ke depan, perlu dilakukan beberapa perbaikan agar pelaksanaan
Program Pendampingan UMKM semakin responsif terhadap isu
kesetaraan gender, antara lain:

Mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan Program
Pendampingan UMKM
Menyusun target partisipasi peserta yang seimbang baik jenis
kelamin (antara perempuan dan laki-laki) maupun keterwakilan
kelompok usia produktif dan kelompok lanjut usia/rentan (di
atas 60 tahun)
Melakukan pengumpulan dan analisis data berdasarkan jenis
kelamin dan kelompok usia secara konsisten sebagai dasar
monitoring dan evaluasi program
Memperkuat materi sosialisasi dengan memasukkan perspektif
kesetaraan gender
Mendorong keterlibatan laki-laki dalam isu keamanan pangan

Oleh karena itu, penentuan peserta pendampingan ke depan
sebaiknya mempertimbangkan hasil analisis data tersebut agar
keterwakilan peserta menjadi lebih seimbang. Selain itu, dalam
kegiatan luring tetap diperhatikan fasilitas responsif gender dan
ramah kelompok rentan, seperti toilet terpisah dan disabilitas,
pengaturan tempat duduk yang nyaman, serta fasilitas bagi peserta
yang membawa anak.

Target Penerima Manfaat tahun 2025 adalah Masyarakat luas baik laki -
laki maupun perempuan di Kab. Lampung Selatan terutama
Kelurahan/desa dengan kader dan komunitas keamanan pangan di desa
serta Stakeholder / dinas instansi terkait dengan proporsi sebanyak 35%
laki-laki dan 65% perempuan.

Sesuai dengan data pada Gender Analysis Pathway (GAP) dari data
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, Pihak - pihak yang terlibat
dalam kegiatan Desa Pangan aman yang diselenggarakan Balai POM di
Bandar Lampung didominasi oleh perempuan dengan persentase 72 %
perempuan (110 orang) dan 28 % laki-laki ( 43 orang). Dalam Pelaksanaan
Program Desa Pangan Aman Tahun 2025 belum mencapai target yaitu
65% perempuan dan 35% laki-laki. Pihak - pihak yang dimaksud terdiri
atas peserta dari kader, komunitas keamanan pangan dan Lintas Sektor
terkait

Kesetaran Gender dan Layanan Inklusif Program Kegiatan Desa
Pangan Aman

b.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

LAPORAN
TAHUNAN 2025
Balai Besar POM di Bandar Lampung 113



Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Jumlah Penduduk Desa Intervensi tahun 2025 di Kabupaten Lampung
Selatan menurut data BPS Tahun 2025, yaitu 1.146.074 Jiwa , Laki-Laki :
582.291 Jiwa, Perempuan : 563.783 Jiwa.

Berdasarkan data jumlah kader dan komunitas pada program Pasar
Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025, jumlah kader dan
komunitas sebanyak 49 orang dengan jumlah perempuan sebanyak 27
orang (55,10%) dan laki-laki sebanyak 22 orang (45,90%).

Berdasarkan data jumlah kader dan komunitas pada program Sekolah
yang membudayakan keamanan pangan pada tahun 2025, jumlah kader
perempuan sebanyak 10 orang (41,67%) dan laki-laki sebanyak 14 orang
(58,33%) dan untuk komunitas jumlah perempuan sebanyak 205 (89,52%)
dan laki-laki sebanyak 24 (10,48%).

Kesetaran Gender dan Layanan Inklusif Program Kegiatan Pasar
Pangan Aman Berbasis Komunitas

Kesetaran Gender dan Layanan Inklusif Program Kegiatan Sekolah
yang Membudayakan Keamanan Pangan

c.

d.

Perempuan
55,1%

Laki-laki
44,9%

Laki-laki
58,3%

Perempuan
41,7%

49 ORANG

24 ORANG

JUMLAH KADER DAN KOMUNITAS PROGRAM PASAR PANGAN AMAN
BERBASIS KOMUNITAS

JUMLAH KADER DAN KOMUNITAS PADA PROGRAM SEKOLAH YANG
MEMBUDAYAKAN KEAMANAN PANGAN PADA TAHUN 2025

22 LAKI-LAKI

14 LAKI-LAKI

27 PEREMPUAN

10 PEREMPUAN

Gambar 92. Jumlah kader dan komunitas program Pasar Pangan Aman Berbasis
Komunitas

Gambar 94. Jumlah kader dan komunitas pada program Sekolah
yang membudayakan keamanan pangan pada tahun 2025
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Upaya yang telah dilaksanakan tentang PUG dalam program prioritas
nasional tahun 2025 antara lain:

Telah disusun Kerangka Acuan Kerja dengan Gender Budgeting
statement dengan target peningkatan kesetaraan gender.
Telah disampaikan dalam Advokasi Keamanan Pangan di
Kabupaten Lampung Selatan tentang PUG terhadap Kepala Desa
dan lintas sektor terkait.
Telah disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Kader Keamanan
Pangan tentang PUG dan ditekankan bahwa Keamanan Pangan
bukanlah tanggung jawab Perempuan saja tetapi juga laki-laki
harus berperan dalam mendukung percepatan penurunan
stunting.
Telah disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas
Keamanan Pangan tentang PUG dan ditekankan bahwa
Keamanan Pangan bukanlah tanggung jawab Perempuan saja
tetapi juga laki-laki harus berperan dalam mendukung percepatan
penurunan stunting. 
Belum dicantumkan ketentuan PUG dalam Undangan Kegiatan
Advokasi, Pelatihan Kader dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa
Daftar Hadir telah menambahkan Kolom keterangan Jenis Kelamin
dan Usia. 

Partisipasi peserta masih didominasi oleh perempuan
Materi dan informasi dalam Pelatihan kader dan Bimbingan
Teknis Komunitas Keamanan Pangan lebih ditujukan untuk ibu
rumah tangga 
Anggapan Aparat Desa bahwa Kader dan Komunitas
Perempuan lebih aktif dibandingkan laki-laki

Belum tersampaikan Materi tentang Pengarusutamaan Gender
(PUG) kepada aparat Desa, sudah disampaikan saat Advokasi
dengan Kepala Desa tetapi tidak tersampaikan kepada
Sekretaris Desa yang mengurus teknis Pemilihan kader dan
Komunitas Keamanan Pangan
Anggapan Masyarakat bahwa urusan Keamanan Pangan atau
dapur hanya tanggung jawab gender perempuan
Sumber kader keamanan pangan salah satunya adalah
anggota PKK yang sebagian besar terdiri dari gender
perempuan

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Eksternal
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Materi Desa banyak memuat tentang pemilihan bahan pangan
dan aktivitas memasak di rumah yang tugasnya didominasi
oleh gender perempuan pada sebagian besar rumah tangga
Belum diatur strategi Desa Pangan Aman di dalam juknis
mengenai Pengarusutamaan gender peserta kegiatan Desa
Pangan Aman Kesadaran dan Pengetahuan Tentang PUG
Aparat Desa yang mengurusi Teknis Pemilihan Peserta masih
kurang

Sebab Kesenjangan Internal

M. Pemantauan Iklan dan Label
Pemantauan iklan dan label produk menjadi salah satu instrumen penting
dalam memastikan informasi yang diterima masyarakat mengenai obat, obat
bahan alam, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, serta produk
tembakau dan/atau rokok elektronik disampaikan secara benar, jelas, dan
tidak menyesatkan. Informasi pada label dan materi promosi berperan
langsung dalam membentuk persepsi serta keputusan konsumsi masyarakat,
sehingga pengawasannya dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Realisasi Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Bandar
Lampung dapat dilihat pada Tabel 18.

Pengawasan iklan dilakukan pada berbagai media seperti media luar ruang,
media cetak, media elektronik, dan media daring. Hasil pengawasan iklan
selama tahun 2025 pada berbagai media dapat dilihat pada Lampiran Tabel
10. 

Tabel 19. Realisasi Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Terhadap Target Tahun 2025

No. Komoditi Target Realisasi Capaian (%)

1. Obat 171 171 100 %

2. Obat Tradisional 120 120 100 %

3. Suplemen Kesehatan 32 32 100 %

4. Kosmetik 352 352 100 %

5. Pangan Olahan 272 272 100 %

TOTAL 947 947 100 %
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Pengawasan iklan Obat dan Makanan dilaksanakan pada berbagai media,
meliputi media luar ruang, cetak, elektronik, dan terutama media daring yang
menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Dinamika promosi
iklan melalui platform digital dan media sosial menjadi tantangan tersendiri
karena faktor penyebaran informasi yang cepat, luas, dan sulit dikendalikan.

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan sesuai masing-masing komoditas. Pada tahun 2025, pelanggaran
iklan obat masih ditemukan, terutama terkait penempatan dan tata cara
penayangan yang tidak sesuai ketentuan. Sementara itu, pada iklan obat
tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, pelanggaran yang dominan
berupa klaim berlebihan yang menyatakan dapat menyembuhkan penyakit
tertentu, promosi produk Tanpa Izin Edar (TIE), penggunaan testimoni,
pencantuman anjuran tenaga kesehatan, serta penyertaan logo instansi
pemberi sertifikat seperti BPOM dan Majelis Ulama Indonesia secara tidak
tepat.

Pada iklan kosmetik, pelanggaran yang sering ditemukan meliputi klaim
berlebihan atau menyesatkan, iklan produk Tanpa Izin Edar (TIE), serta
pencantuman logo/nama instansi yang berpotensi menimbulkan persepsi
seolah-olah telah mendapatkan persetujuan khusus. Adapun pada iklan
pangan olahan, pelanggaran umumnya berupa klaim kesehatan yang tidak
sesuai ketentuan, penggunaan testimoni, pemakaian istilah yang dilarang,
serta klaim yang melampaui ruang lingkup yang diizinkan.

Pengawasan penandaan untuk produk pangan olahan minimal harus
memuat informasi tentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat
bersih atau Isi bersih, nama dan alamat produsen/importir, halal bagi yang
dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluarsa, nomor izin
edar, asal usul bahan pangan tertentu. Pelanggaran yang sering ditemukan
pada pengawasan penandaan pangan olahan MD, antara lain: tidak
mencantumkan kode produksi dan label tidak sesuai dengan yang sudah
disetujui oleh Badan POM pada saat registrasi. Pelanggaran yang sering
ditemukan pada pengawasan penandaan pangan olahan PIRT, antara lain:
komponen tidak lengkap, tidak mencantumkan kode produksi, netto, dan
kadaluarsa.
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Pelanggaran yang sering ditemukan pada pengawasan penandaan Obat
Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yakni karena tidak
mencantumkan nomor bets dan tanggal kadaluarsa. Pelanggaran yang sering
ditemukan pada pengawasan penandaan Kosmetik yakni pencantuman
tanggal kadaluarsa tidak sesuai ketentuan, tidak mencantumkan barcode 2D,
nomor bets, berat bersih, klaim berlebihan, alamat produsen tidak lengkap.
Sementara itu, pelanggaran yang ditemukan pada pengawasan penandaan
Obat yakni tidak mencantumkan interaksi obat. Hasil pengawasan penandaan
tahun 2025 dapat dilihat di Lampiran Tabel 11. 

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta
penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat
dan daerah di Deputi Penindakan ada 4 Direktorat yaitu Direktorat Cegah
Tangkal, Direktorat Siber, Direktorat Intelijen, dan Direktorat Penyidikan. Hal ini
sebagai upaya Badan POM dalam memaksimalkan fungsi pencegahan dan
menempatkan proses penindakan hukum sebagai upaya terakhir dengan
lebih mengutamakan pembinaan (Ultimum Remidium). Namun demikian
proses penegakan hukum juga dilakukan jika diperlukan untuk melindungi
masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan ilegal dan tidak memenuhi
persyaratan serta juga memberikan keadilan dan peluang berusaha bagi
para pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.12 Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan
Makanan, fungsi cegah tangkal dilakukan dalam bentuk kegiatan
pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, penyusunan analisis
kejahatan Obat dan Makanan dan penggalangan pemangku kepentingan.

Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk
melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi
kejahatan yang akan terjadi, digunakan sebagai bahan dalam
merumuskan strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau
mencegah kejahatan Obat dan Makanan. Data kerawanan kejahatan Balai
Besar POM di Bandar Lampung didapatkan melalui berbagai sumber yaitu
dari kegiatan intelijen dan penyidikan, hasil pengawasan, dari institusi lain,
data permintaan hasil pengujian laboratorium dan permintaan ahli.

N. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan1.
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Data Kerawanan Kejahatan
apabila dilihat berdasarkan
wilayah Kabupaten/Kota,
trend kasus yang terjadi di
wilayah Balai Besar POM di
Bandar Lampung adalah di
Kota Bandar Lampung yaitu
sebanyak 51 Kasus (30%).
Berikut data kerawanan
kejahatan per
Kabupaten/Kota di wilayah
Balai Besar POM di Bandar
Lampung pada tahun 2025.

Data kerawanan kejahatan
Obat dan Makanan Balai
Besar POM di Bandar
Lampung pada tahun 2025
berdasarkan komoditi yaitu
Obat sebanyak 74 kasus
(43%), kosmetik sebanyak
49 kasus (29%), obat bahan
alam sebanyak 36 kasus
(21%), pangan olahan
sebanyak 10 kasus (6%), dan
suplemen kesehatan
sebanyak 2 kasus (1%).

Gambar 95. Tren Kerawanan Kejahatan Berdasarkan
Kabupaten/Kota Tahun 2025

Gambar 96. Data Kerawanan Kejahatan berdasarkan
komoditi Tahun 2025

Selain penyusunan dan pemutakhiran data kerawanan kejahatan Obat dan
Makanan, strategi cegah tangkal juga diperkuat melalui pendekatan yang
lebih proaktif dan kolaboratif, yaitu kegiatan penggalangan. Sepanjang Tahun
2025, Balai Besar POM di Bandar Lampung secara intensif membangun
komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan.
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Upaya tersebut mencakup penguatan jejaring dalam lingkup Criminal
Justice System, kolaborasi lintas sektor dalam Sistem Pengawasan Obat
dan Makanan. Pendekatan penggalangan dilaksanakan melalui
mekanisme komunikasi dua arah yang konstruktif, antara lain dalam
bentuk audiensi dan rapat koordinasi, guna menyamakan persepsi,
memperkuat komitmen bersama, serta membangun dukungan terhadap
upaya penegakan hukum dan pencegahan.

Adapun kegiatan audiensi dan koordinasi yang telah dilaksanakan adalah
sebagai berikut:

Gambar 97. Audiensi dengan Kejaksaan Tinggi
Lampung pada tanggal 23 Oktober 2025

Gambar 99. Koordinasi dengan BNNP Lampung
dalam rangka pemusnahan barang bukti tindak

kejahatan narkotik pada tanggal 18 November 2025

Gambar 101. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri
Lampung dalam rangka pemusnahan barang bukti

tindak pidana umum pada tanggal 20 Agustus
2025

Gambar 100. Koordinasi dengan Asperindo DPW
Lampung dalam rangka Musyawarah Wilayah pada

tanggal 25 Oktober 2025

Gambar 98. Audiensi dengan Direktorat Reserse Kriminal
Khusus POLDA Lampung pada tanggal 06 November 2025
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BPOM melakukan perkuatan fungsi dan perannya terhadap perkembangan
teknologi dan informasi dengan membentuk Direktorat Siber Obat dan
Makanan. Pelaksanaan penjejakan digital berupa kegiatan Profiling
Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ini
diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan kemajuan
teknologi yang mengakibatkan pergeseran pola promosi, pola konsumsi
dan pola distribusi dalam peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan.
Hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2025 menemukan
sarana yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi
ketentuan yaitu tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan
berbahaya sebanyak 40 akun. Untuk mencegah atau mengurangi
maraknya peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan di beberapa
marketplace, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan
pemantauan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan melalui
patroli siber dengan merekomendasikan takedown pada akun-akun
penjualan yang mengiklankan sediaan farmasi dan pangan olahan yang
tidak memenuhi ketentuan. Dari hasil patroli siber tersebut 212 akun telah
direkomendasikan untuk dilakukan takedown dan 205 akun telah dilakukan
tindak lanjut takedown yaitu sebanyak 96,70%.

Pemantauan Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber1.

Tabel 20. Total Tautan yang telah Di-takedown

No.
Jumlah Hasil Kegiatan Profiling
Pelanggaran/Kejahatan Siber

Obat dan Makanan

Jumlah Tautan
yang

Direkomendasi
kan Takedown

Total Tautan
yang telah 

Di-takedown

Persentase Tautan yang
telah Di-takedown

1. 40 212 205 96.70%

0 50 100 150 200 250

Jumlah Tautan yang Direkomendasikan Takedown

Total Tautan yang telah Di-takedown

212

205

Gambar 102. Data Takedown Tahun 2025
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Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan merupakan serangkaian kegiatan
yang dilaksanakan oleh Petugas Intelijen dalam melakukan pencarian,
pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi terkait adanya dugaan
tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara
mandiri dan memerlukan perencanaan khusus berdasarkan adanya
laporan, data, informasi, hasil pemeriksaan, serta hasil pengamatan yang
kejadiannya tidak dapat diprediksi sebelumnya secara tepat dan rinci
waktu serta lokasinya. Peran Intelijen Obat dan Makanan dibutuhkan guna
meningkatkan pengawasan peredaran sediaan farmasi dan pangan
olahan secara premarket maupun postmarket. 

Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan kegiatan intelijen dengan
sumber informasi awal baik dari informasi masyarakat, pengaduan dan
juga dari hasil pengawasan daring atau melalui kegiatan patroli siber yang
telah dilakukan. Pada tahun 2025 telah dilakukan kegiatan intelijen di
bidang Obat dan Makanan dengan produk Laporan Informasi sebanyak 33
laporan dan Laporan Intelijen sebanyak 2 laporan. Operasi intelijen berupa
pengamatan, pengumpulan bahan keterangan dan pengawasan secara
terbuka. Dari 35 laporan tersebut, sebanyak 22 laporan (62,86%) dilakukan
pengawasan dan 3 laporan (8,57%) dinaikkan ke tahap projusticia karena
pelanggaran atau perbuatan telah dilakukan secara berulang.

Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan2.

Gambar 103.  Hasil Pelaksaan Operasi Intelijen Tahun 2025
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Pada tahun 2025 telah dilakukan penindakan terhadap 3 (tiga) perkara ke
Tahap Pro justitia. Perkara yang ditangani Balai Besar POM di Bandar
Lampung yaitu : 

Perkara mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar melalui daring
di Wilayah Kota Bandar Lampung pada bulan Mei 2025. Jumlah barang
bukti yang diamankan sebanyak 21 item dengan nilai nominal ekonomi :
Rp. 32.939.000. Perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari
pengadilan yaitu pidana penjara waktu tertentu selama 1 (satu) bulan
15 (lima belas) hari.
Perkara memproduksi dan mengedarkan obat bahan alam tanpa izin
edar melalui daring di Wilayah Kabupaten Pesawaran pada bulan Juli
2025. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 131 item dengan
nilai nominal ekonomi Rp.273.472.000,-.Perkara tersebut telah
mendapatkan putusan dari pengadilan yaitu pidana penjara waktu
tertentu selama 3 (tiga) bulan.
Perkara mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar di Wilayah Kota
Bandar Lampung pada bulan Oktober 2025. Jumlah barang bukti yang
diamankan sebanyak 58 item dengan nilai nominal ekonomi Rp. 20.945
000,-. Perkara tersebut sedang dalam proses persidangan.

Dari 3 perkara tersebut, dikenakan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat
(3) yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak
memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/
kemanfaatan dan mutu sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan.

Penanganan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan3.

Gambar 104. Operasi Penindakan pada sarana daring di Wilayah BBPOM di Bandar
Lampung
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Balai Besar POM di Bandar Lampung masih mempunyai 1 perkara carry over
yaitu perkara tahun 2018 yang belum dapat diselesaikan karena tersangka
melarikan diri (DPO).

No Komoditi Bulan Status Ket

1 Obat Tradisional  Tanpa Izin Edar Jul 2018 SPDP Tersangka melarikan diri

Selain penanganan perkara penyidikan oleh PPNS Balai Besar POM di
Bandar Lampung juga melayani permintaan ahli untuk perkara yang
ditangani oleh Kepolisian di wilayah Provinsi Lampung dan Denpom II/3
Lampung. Permohonan ahli untuk perkara pada tahun 2025 sejumlah 37
(tiga puluh tujuh) yaitu 14 (empat belas) perkara dari Polres Lampung
Timur, 8 (delapan) perkara dari Polres Pringsewu, 7 (tujuh) perkara dari
Polres Metro, 3 (tiga) perkara dari Direktorat Reserse Krimsus Polda
Lampung, 1 (satu) perkara Polairud, 1 (satu) perkara dari Polres Lampung
Tengah, 1 (satu) perkara dari Polres Lampung Selatan dan 2 (dua) perkara
dari Denpom II/3 Lampung.

Tabel 21. Data Perkara carry over

Gambar 105. Data Permohonan Ahli Tahun 2025
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Untuk mendukung pelaksanaan tugas penindakan baik pencegahan, siber,
intelijen, maupun penyidikan diperlukan SDM yang kompeten. Peningkatan
kompetensi dilakukan melalui pelatihan terstruktur yang diselenggarakan
oleh PPSDM dan Deputi Penindakan secara terpadu pusat-balai, serta
pelatihan mandiri sesuai kebutuhan Balai Besar POM di Bandar Lampung.
BBPOM di Bandar Lampung menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek)
dengan narasumber dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM
dengan tema teknik penindakan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal
secara daring pada 18 September 2025. Kegiatan ini bertujuan
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam pengawasan
dan penindakan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal
secara online, sehingga perlindungan masyarakat dapat semakin optimal.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Substansi Penindakan4.

Gambar 106. Bimtek Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

 Konferensi Forum Intelijen diadakan oleh Direktorat Intelijen Obat dan
Makanan pada tanggal 11-12 November 2025 bertujuan untuk
mengidentifikasi jaringan kejahatan trans nasional dalam peredaran obat
palsu, narkotika dan pangan olahan ilegal pada gray market dan black
market serta dampaknya terhadap ketahanan nasional. Peran intelijen
tidak hanya mendukung penindakan, tetapi juga sebagai early detection
system terhadap ancaman keamanan obat dan makanan. Deteksi dini
dilakukan sejak tahap bahan baku, impor bahan aktif, hingga distribusi
produk secara daring melalui kolaborasi internal dan lintas sektor,
penyusunan database bahan berisiko tinggi, serta peningkatan
kompetensi SDM.
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Dalam pelaksanaannya, analisis intelijen menggunakan metode ilmiah
untuk meminimalkan bias dan meningkatkan objektivitas, sehingga
menghasilkan kesimpulan berbasis bukti. Intelijen harus mampu
mengidentifikasi unsur ancaman yang meliputi niat, kapabilitas, dan
peluang, serta tidak hanya memprediksi risiko, tetapi juga menyiapkan
strategi antisipasi melalui skenario yang tepat guna mencegah terjadinya
strategic surprise.

Gambar 107. Bimtek Refreshment Operasional Siber

Bimtek Refreshment operasional siber yang diadakan Direktotrat Siber Obat
dan Makanan pada tanggal 13 November 2025 bertujuan untuk
menghasilkan penguatan tata kelola pengawasan digital, antara lain
melalui penetapan Pedoman Operasi Siber Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan, penataan fungsi Patroli, Profiling, dan Forensik Siber, serta
penegasan definisi operasional untuk mendukung konsistensi pelaksanaan.
Implementasi Engine Data Crawler 2025 dengan fitur AI Text Recognition, AI
Image Matching, pengembangan dashboard termasuk Chat AI, dan
integrasi sistem pengaduan Instansi KOMDIGI diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi, akurasi monitoring, serta sinergi lintas instansi.
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BPOM meyakini bahwa keterlibatan masyarakat melalui aspek
pemberdayaan menjadi elemen krusial dalam menyokong pengawasan
obat dan makanan demi meningkatkan level kesehatan publik. Langkah ini
ditempuh agar tercipta konsumen berwawasan yang dapat melindungi diri,
keluarga, hingga lingkungan sekitar dari risiko produk obat dan makanan
yang tidak sesuai standar.

Selaras dengan target tersebut, BPOM Pusat beserta seluruh Unit Pelaksana
Teknis (UPT) telah memprioritaskan strategi preventif dalam menjalankan
pengawasan berbasis risiko. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya
pencegahan lewat penerapan Risk Management Program oleh para pelaku
usaha yang divalidasi oleh regulator, serta melalui penyampaian
komunikasi risiko yang strategis.

Implementasi konkret dari strategi ini telah dituangkan dalam bentuk
pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi (KIE).
Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Balai Besar POM di
Bandar Lampug meliputi :

Pemberdayaan Masyarakat/KonsumenO.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)1.

Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan
berbahaya dilakukan melalui kegiatan penyebaran informasi serta
pemberdayaan masyarakat atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mampu membentengi diri serta
memilih produk obat dan makanan yang aman bagi kesehatan melalui
penyuluhan, baik secara daring maupun luring. Pelaksanaan kegiatan
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tahun 2025 oleh Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan.
Kegiatan KIE di Balai Besar POM di Bandar Lampung meliputi KIE Rutin/Tatap
Muka, KIE Media Sosial, KIE Non Media Sosial, dan KIE Tematik.

Pada tahun anggaran 2025, kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat telah
dilaksanakan di 10 lokasi bekerja sama dengan tokoh masyarakat
Lampung, yang mana setiap lokasi dihadiri oleh 200 peserta. Materi yang
disampaikan meliputi keamanan pangan, penggunaan obat secara
cerdas, cara cerdas memilih kosmetik yang aman, cerdas memilih obat
bahan alam dan juga pangan olahan yang aman, pencegahan stunting,
anti hoaks dan cara menggunakan BPOM Mobile dan edukasi Cek KLIK guna
mewujudkan konsumen yang cerdas. 
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Selain itu, KIE juga dilaksanakan di area car free day, pasar kuliner mingguan di
wilayah Kota Bandar Lampung, pameran skala provinsi dan kabupaten/kota,
serta tur edukasi GALAKSI terkait obat dan makanan serta tupoksi BPOM
kepada pelaku UMKM pangan, pelajar/mahasiswa pada kegiatan tur edukasi
GALAKSI ataupun memenuhi berbagai undangan eksternal seperti dari
Pemerintah Daerah, Badan Gizi Nasional, Instansi lainnya ataupun berbagai
komunitas seperti komunitas dari peserta kontes Beauty pageant seperti putri
indonesia lampung atau kontes muli mekhanai di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil evaluasi KIE, KIE rutin secara tatap muka menggunakan DIPA
dengan capaian 3495 orang ( 1495 KIE Rutin dan 2000 KIE bersama Tokoh
Masyarakat) dengan Capaian sebelum efisiensi anggaran 37.65 % dan 153 %
tercapai dengan target setelah efisiensi anggaran. Untuk KIE Non DIPA dengan
capaian 16.177 Orang. KIE Media Sosial terlaksana dengan baik setiap bulannya
secara NON DIPA dengan akun official, melalui platform Instagram, Facebook,
Subsite, Youtube, X, Whatsapp dan Tiktok, sedangkan untuk Threads belum
terlaksana optimal. KIE Non Media Sosial terlaksana dengan menggunakan
kanal non media sosial berupa media digital/online, media elektronik, media
cetak, dan media luar ruang. Hasil Survei Efektivitas KIE Secara keseluruhan
mencapai 92,71 dengan capaian 103,47 %, dengan rincian KIE Tatap muka
mencapai 91.69 dengan capaian 102,33 % dan KIE Media sosial dengan
capaian 93.74 dengan capaian 104.62 %. Secara Keseluruhan hasil survei
menunjukkan bahwa KIE BBPOM di Bandar Lampung telah efektif dalam
menyampaikan pesan-pesan utama yang relevan dengan kebutuhan
konsumen untuk mengkonsumsi produk obat dan makanan yang aman, selain
itu pencapaian indikator kinerja utama nilai efektifitas KIE melebihi target.

Capaian jumlah KIE ini dipengaruhi oleh strategi pelaksanaan yang adaptif,
kolaboratif, dan inovatif di tengah keterbatasan anggaran. Kebijakan efisiensi
anggaran yang diterapkan tidak menjadi hambatan signifikan, karena BBPOM
di Bandar Lampung mampu mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai
pemangku kepentingan lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah,
perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, maupun dunia usaha. Lintas
sektor antara lain Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Kwarcab
dan Kwarda Pramuka, Perguruan tinggi dan komunitas budaya anak Lampung,
Dinas Pendidikan, Bank Indonesia, Badan Gizi Nasional , Kejaksaan, ASDP
Bakauheni , Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan lainnya. Pola kolaborasi ini
memungkinkan pembiayaan bersama, pemanfaatan sarana dan prasarana
mitra, serta integrasi kegiatan KIE dengan agenda besar yang telah
direncanakan oleh mitra kerja, sehingga kegiatan edukasi tetap terlaksana
secara masif dengan biaya yang relatif minimal.
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Peningkatan Indeks Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BBPOM
di Bandar Lampung pada tahun 2025 dipengaruhi oleh strategi pelaksanaan
yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif di tengah keterbatasan anggaran.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak menjadi hambatan
signifikan, karena BBPOM di Bandar Lampung mampu mengoptimalkan
kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik
pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas,
maupun dunia usaha. Lintas sektor antara lain Dinas Pariwisata Ekonomi
Kreatif Provinsi Lampung, Kwarcab dan Kwarda Pramuka, Perguruan tinggi dan
komunitas budaya anak Lampung, Dinas Pendidikan, Bank Indonesia, Badan
Gizi Nasional , Kejaksaan, ASDP Bakauheni , Dinas Kepemudaan dan Olahraga,
dan lainnya. Pola kolaborasi ini memungkinkan pembiayaan bersama,
pemanfaatan sarana dan prasarana mitra, serta integrasi kegiatan KIE
dengan agenda besar yang telah direncanakan oleh mitra kerja, sehingga
kegiatan edukasi tetap terlaksana secara masif dengan biaya yang relatif
minimal.

Keberhasilan pelaksanaan KIE juga didukung oleh luasnya jangkauan sasaran
edukasi yang mencakup pelajar, mahasiswa, pemuda, pelaku usaha, tenaga
kesehatan, komunitas budaya, pengguna sarana transportasi, hingga
masyarakat umum di ruang publik. Partisipasi BBPOM di Bandar Lampung
dalam berbagai kegiatan strategis, seperti festival pariwisata dan ekonomi
kreatif, pameran ekonomi syariah, kegiatan kepramukaan, pameran bersama
aparat penegak hukum, edukasi di perguruan tinggi, serta KIE langsung di
pelabuhan dan kapal penyeberangan, menjadikan pesan keamanan obat dan
makanan lebih mudah menjangkau masyarakat secara langsung dan
kontekstual. Pendekatan ini meningkatkan visibilitas peran BPOM sekaligus
memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penggunaan
produk obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang aman,
bermutu, dan berizin edar.

Selain itu, inovasi metode dan media KIE menjadi faktor penting dalam
peningkatan kinerja. Pelaksanaan KIE tidak hanya mengandalkan metode
konvensional, tetapi dikembangkan melalui pendekatan kreatif dan tematik,
seperti KIE Kosmetik Aman dalam festival estetika, edukasi Obat Bahan Alam
dan Suplemen Kesehatan kepada pelaku usaha toko jamu, KIE Antimicrobial
Resistance (AMR) bersama organisasi profesi kesehatan, KIE bertema stunting
di daerah prioritas, serta inovasi BPOM Sunmorfe di area Car Free Day. Inovasi
lainnya adalah penguatan fungsi Galeri dan Layanan Edukasi (Galaksi) melalui
Tur Edukasi yang melibatkan Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi, sehingga
KIE tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif dan berkelanjutan.
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Pemanfaatan media komunikasi yang beragam turut memberikan kontribusi
signifikan terhadap peningkatan Indeks Efektivitas KIE. Selain kegiatan tatap
muka, BBPOM di Bandar Lampung secara aktif menyebarluaskan informasi
melalui media sosial, media digital, media elektronik, media cetak, serta media
luar ruang seperti baliho. Strategi multi-kanal ini memungkinkan pesan KIE
menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif
di media digital, sekaligus memperkuat pengulangan pesan (message
reinforcement) agar informasi yang disampaikan lebih melekat dan mudah
diingat.
Rincian seluruh layanan KIE yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di
Bandar Lampung, baik yang bersumber dari anggaran DIPA maupun Non-DIPA,
tersedia pada lampiran Tabel 15A, 15B, 15C, dan 15D.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakata.
Upaya pengembangan komunikasi risiko strategis memerlukan partisipasi
lintas sektor serta keterlibatan masyarakat dan komunitas sebagai target
penerima manfaat. Kontribusi dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah
Daerah, berfungsi untuk memperkuat efektivitas program pemberdayaan
masyarakat, terutama dalam menjangkau wilayah kabupaten/kota yang
terpencil. Di samping itu, peran tokoh masyarakat menjadi penggerak
utama dalam mengoordinasikan kegiatan, khususnya dalam membangun
sinergi dengan otoritas daerah setempat.

Sebagai bentuk konkret, telah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai
keamanan obat dan makanan dengan menghadirkan Anggota Komisi IX
DPR RI, Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn sebagai narasumber. Rangkaian
kegiatan ini berlangsung selama periode April dan Juni tahun 2025 yang
tersebar di 10 lokasi di wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung
Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus. Dalam
pelaksanaannya, setiap titik lokasi dihadiri oleh 200 peserta.

Gambar 108. Kegiatan KIE Bersama Anggota Komisi IX DPR RI
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Kegiatan KIE Langsung kepada Masyarakat/Konsumen
Pada tahun 2025 Kegiatan KIE Langsung kepada Masyarakat/Konsumen
dilaksanakan sebanyak 18 kegiatan yaitu :

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung kepada
Masyarakat/Konsumen

b.

No Kegiatan Waktu

1 KIE Kosmetik Aman SMP N 5 Tulang Bawang Barat 8 Februari 2025

2 Sosialisasi PJAS Aman untuk Kader Keamanan Pangan Junior 14 Mei 2025

3 KIE Cara Cerdas Memilih Kosmetik yang Aman pada Persiapan Muli Mekhanai
Lampung 19 Mei 2025

4 Talkshow Interaktif tentang kesehatan kulit dan kosmetik aman di Pameran
Aesthetic Clinic Wonderland Mall Boemi Kedaton 23 Juli 2025

5
KIE Stunting dan Keamanan Pangan, Peran Keluarga Dalam Mencegah Stunting
dan melindungi generasi emas, Pemenuhan Gizi yang Seimbang untuk
pencegahan Stunting

16 Agustus 2025

6 KIE Kegiatan Pembekalan Pemilihan Muli Mekhanai UNILA 19 September 2025

7
Sosialisasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjamin Keamanan dan
Mutu Obat Bahan Alam serta Memahami Peran Badan POM dalam Pengawasan
Obat Bahan Alam

20 September 2025

8 Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Peningkatan Layanan di Aula Galaksi 22 September 2025

9 Sosialisasi Saka POM, Keamanan Pangan dan Kosmetik, Cek KLIK, ING, KIE di
Lanalike, Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran 10 Oktober 2025

10 Sosialisasi Keamanan Pangan di Pelabuhan Bakauheni ASDP Eksekutif dan Kapal
ASDP Batu Mandi 15 November 2025

11 Press release Refleksi Kinerja dan Outlook Kinerja BBPOM di Bandar Lampung 18 Desember 2025

Tabel 22. Kegiatan KIE Langsung kepada Masyarakat/Konsumen
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Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Melalui Pameran
Kegiatan Pameran adalah aktivitas atau kegiatan dan komunikasi
secara langsung dengan menyajikan hasil karya, kinerja dan program-
program serta inovasi yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di
Bandar Lampung kepada masyarakat/konsumen. Komunikasi secara
langsung dengan masyarakat luas digunakan sebagai wahana untuk
memperkenalkan Badan POM/Balai Besar POM beserta tugas pokok
dan fungsinya. Dalam kegiatan tersebut juga menggugah kesadaran
masyarakat mengenai efektifitas, kualitas dan keamanan produk serta
cara penggunaan produk sehingga menjadi konsumen yang cerdas.
Selain mendirikan stan Pameran, Balai Besar POM di Bandar Lampung
juga memajang produk Obat dan Makanan Ilegal hasil tangkapan di
Provinsi Lampung, Membuka Layanan Uji Sampel Makanan secara
Gratis, Layanan Pengaduan dan Informasi, dan Layanan Sertifikasi
UMKM BERJAYA. Pada Tahun 2025 KIE melalui Kegiatan Pameran
dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan yaitu :

No Kegiatan Waktu

1 Pameran Festival Ekonomi Syariah di Lampung City Mall 20 - 25 Juni 2025

2
Pameran UMKM Mitra Adhyaksa (UMA) di Bandar Lampung dengan
menampilkan produk omka yang berbahaya, dialog interaktiif,
Narasumber sertifikasi dan layanan PPID

17 dan 19 Oktober 2025

3
Pameran UMKM Mitra Adhyaksa (UMA) di Lampung Tengah dengan
menampilkan produk omka yang berbahaya, dialog interaktiif,
Narasumber sertifikasi dan layanan PPID

20 dan 21 November 2025

4 Pameran Pelindungan Usaha Mikro Kementrian UMKM RI di Kota Metro 8 Desember 2025

Tabel 23. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Melalui Pameran

Gambar 109. KIE melalui Kegiatan Pameran
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KIE pada Kegiatan Car Free Day BPOM SUNMORFE (Sunday/Saturday
Morning Fun n Education)

BPOM SUNMORFE merupakan
Inovasi unggulan Balai Besar
POM di Bandar Lampung
dimana melakukan Kegiatan
KIE dan mendirikan stan
Pameran serta membuka
Layanan di setiap hari
Sabtu/Minggu pagi. Balai
Besar POM di Bandar
Lampung hadir di area
terbuka publik/pusat
keramaian seperti Car Free
Day (CFD), Lapangan/Sentra
UMKM, baik di dalam Kota
Bandar Lampung ataupun di
Kabupaten/Kota lain di
Provinsi Lampung. Kegiatan
BPOM SUNMORFE dikemas
dengan mendirikan Stand KIE
yang dibuat menarik untuk
mengedukasi
Masyarakat/Konsumen.
Badan POM juga hadir
dengan menampilkan produk
informasi, membuka Layanan
Informasi dan Pengaduan,
Layanan Sertifikasi Gratis,
Layanan Uji Cepat Makanan
Gratis dan banyak Doorprize
menarik untuk pengunjung,
Balai Besar POM di Bandar
Lampung hadir lebih dekat
dengan
Masyarakat/Konsumen. Pada
Tahun 2025 BPOM SUNMORFE
dilaksanakan sebanyak 2 kali
yaitu yang pertama dalam
rangka Kegiatan HUT BPOM ke
24, berkolaborasi dengan
Pemerintah Kota Bandar
Lampung di Tugu Adipura
pada tanggal 19 Januri 2025.

Gambar 110. KIE melalui Inovasi BPOM
SUNMORFE
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Tur Edukasi GALAKSI (Galeri Layanan Edukasi)
Balai Besar POM di Bandar Lampung memiliki Galeri Layanan Edukasi
(GALAKSI) yang merupakan Inovasi berkonsep pameran edukasi
permanen yang instagramable, dengan memanfaatkan ruangan yang
dulunya tidak terpakai atau gudang menjadi suatu tempat seperti
Galaksi/luar angkasa yang menarik, dibuka untuk umum, dan
merupakan bagian dari rangkaian dari Tur Edukasi masyarakat
Lampung yang ingin berkunjung ke Balai Besar POM di Bandar
Lampung. Tur Edukasi memiliki rangkaian kegiatan kunjungan ke
GALAKSI, Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait
penyampaian materi obat dan makanan yang aman, kunjungan ke
Laboratorium, kunjungan keliling Kantor Balai Besar POM di Bandar
Lampung dialog interaktir, diskusi dan tanya jawab, pembagian produk
informasi.

GALAKSI yang letaknya di bagian depan Gedung Layanan, dan
langsung terkoneksi dengan Aula GALAKSI, Total Kunjungan dalam Tur
Edukasi ini meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan adanya GALAKSI
ini menjadikan Balai Besar POM di Bandar Lampung menjadi Tujuan
Utama dalam Tur Edukasi anak sekolah, mahasiswa maupun
komunitas masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang
obat dan makanan aman. Pada Tahun 2025 Kegiatan Tur Edukasi
GALAKSI dilaksanakan sebanyak 26 kali kunjungan dengan total
peserta sebanyak xx orang, dengan daftar kunjungan sebagai berikut :
Tabel 24. Data Tur Edukasi

No Kegiatan Waktu

1 Kunjungan Tur Edukasi Universitas Tulang Bawang 16 Januari 2025

2 Kunjungan Tur Edukasi SMK Yadika Pagelaran Pringsewu 23 Januari 2025

3 Kunjungan Tur Edukasi MI Mathlaul Anwar Sinar Gading 4 Februari 2025

4 Kunjungan Tur Edukasi SMPN 5 Tulang Bawang Barat 5 Februari 2025

5 Kunjungan Tur Edukasi SD Xaverius 2 Panjang  6 Februari 2025

6 Kunjungan Tur Edukasi SMPIT Baitul Jannah 11 Februari 2025

7 Kunjungan Tur Edukasi SMP AL-Kautsar 13 Februari 2025

8 Kunjungan Tur Edukasi SMPN 3 Banjar Margo Tuba 8 Februari 2025

9 Kunjungan Tur Edukasi SMK Farmasi Cefada 19 Februari 2025

10 Kunjungan Tur Edukasi SDN 5 Sukajawa 20 Februari 2025
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No Kegiatan Waktu

11 Pembekalan Mahasiswa PKPA ITB & Unsri 17 April 2025

12 unjungan Tur Edukasi SMP Muh. Ahmad Dahlan Metro 14 Mei 2025

13 Kunjungan Tur Edukasi Prodi Pendidikan Ekonomi Unila 23 Juli 2025

14 Kunjungan Tur Edukasi Duta Universitas Terbuka 30 Juli 2025

15 Kunjungan Tur Edukasi Prodi Teknologi Pangan Itera 19 Agustus 2025

16 Kunjungan Tur Edukasi SMP IT Insantama 4 September 2025

17 Kunjungan Tur Edukasi SMA IT Da'arul Ilmi Bandar Lampung 7 Oktober 2025

18 Kunjungan Tur Edukasi Jurusan Farmasi Malahayati 16 Oktober 2025

19 Kunjungan Tur Edukasi MIN 2 Bandar Lampung 30 Oktober 2025

20 Kunjungan Tur Edukasi KKL Farmasi UTB 31 Oktober 2025

21 Kunjungan Tur Edukasi SMKS Taman Siswa Bandar Lampung 8 Desember 2025

22 Kunjungan Tur Edukasi MIN 5 Bandar Lampung 9 Desember 2025

23 Kunjungan Tur Edukasi MIN 5 Bandar Lampung 10 Desember 2025

24 Kunjungan Tur Edukasi SMP Xaverius 1 Bandar Lampung 10 Desember 2025

25 Kunjungan Tur Edukasi MIN 5 Bandar Lampung 11 Desember 2025

26 Kunjungan Tur Edukasi MIN 5 Bandar Lampung 12 Desember 2025

27 Kunjungan Tur Edukasi SMPN 1 Pubian Lampung Tengah 15 Desember 2025

28 Kunjungan Tur Edukasi SMK Yadika Pagelaran Pringsewu 16 Desember 2025

29 Kunjungan Tur Edukasi SDIT Tunas Insan Lampung Selatan 17 Desember 2025

30 Kunjungan Tur Edukasi SMK Cefada Bandar Lampung 18 Desember 2025
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Gambar 111. Kegiatan KIE melalui Inovasi Tur Edukasi GALAKSI

PIOM PINTAS (Pengawasan dan Pelayananan Informasi Obat dan
makanan di Pintu Masuk Sumatera)

PIOM PINTAS merupakan inovasi Balai Besar POM di Bandar Lampung
dalam melakukan Kegiatan Pengawasan dan Layanan Informasi dan
Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), bekerjasama
dengan Lintas Sektor terkait seperti Pemerintah Daerah, ASDP, Bea
Cukai, POLRI, Angkasa Pura dalam hal Pengawasan dan Pelayanan
kepada Masyarakat. Saat ini Kegiatan PIOM PINTAS telah dilaksanakan
di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
dan di atas Kapal Fery penyeberangan Bakauheni - Merak. Kegiatan
dilakukan dengan penyebaran brosur, pemasangan spanduk edukasi
di titik keramaian penumpang di pelabuhan, KIE langsung dengan
menghampiri penumpang di Pelabuhan dan Kapal, serta pemutaran
video informasi dan edukasi di Layar Monitor Kapal Fery tujuan
Bakauheni –Merak. 
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Dengan adanya PIOM PINTAS ini menajdi sarana yang baik untuk
memberikan informasi kepada masyarakat terutama pengunjung
pelabuhan yang ingin menyeberang ataupun yang masuk ke wilayah
Sumatera. Pada Tahun 2024 Kegiatan PIOM PINTAS dilaksanakan
sebanyak 3 kali kegiatan di bulan April, September dan Desember.

Gambar 112. Kegiatan KIE melalui Inovasi PIOM PINTAS  di Pelabuhan Bakauheni dan Kapal Fery
Rute Bakauheni - Merak

Gambar 113. Beberapa contoh KIE melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok dan X

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Melalui Media Sosial
Balai Besar POM di Bandar Lampung memiliki akun media sosial resmi
yaitu:

@bpom.bandarlampung BBPOM Lampung

lampung.pom.go.id

bpom_lampung@pom.go.id

0821-6008-8080

@bpom.bandarlampung

@bpomlampung

bpom.bandarlampung
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Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

JUMLAH KONTEN MEDIA SOSIAL BERBAGAI PLATFORM

Balai Besar POM di Bandar Lampung

Jumlah konten yang
ditayangkan melalui
akun resmi tersebut
selama Tahun 2025
yaitu sebanyak 575 non
repost dan 93 repost.
Tayangan konten
terbanyak melalui Akun
Instagram sebanyak
694 konten yang
ditayangkan.

Gambar 114. KIE melalui Akun Media Sosial

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Melalui Media Cetak dan
Elektronik

Sepanjang tahun 2026 Balai Besar POM di Bandar Lampung juga
melaksanakan KIE melalui media cetak sebanyak 7 tayangan (Koran),
media elektronik sebanyak 18 tayangan (Talkshow/ Dialog Interaktif/
Live Report, Radio, Podcast), media digital (Artikel Berita Online, Subsite)
sebanyak 82 tayangan, media luar ruang (baliho, spanduk, videotron)
sebanyak 9 tayangan.

Gambar 115. Kegiatan KIE Melalui Media Elektronik (TVRI dan Radio Sai Lampung)
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Gambar 116. Kegiatan KIE Melalui Media Online dan Cetak

Gambar 117. Kegiatan KIE Melalui Media Digital/Online (Subsite lampung.pom.go.id)
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Gambar 118. Kegiatan KIE Melalui Media Luar Ruang (Videotron Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung)

Live Bagi-Bagi ‘KOMISI’ (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
Live Bagi-Bagi ‘KOMISI’ merupakan inovasi dengan menggunakan
podcast sebagai alatatau media interaksi, disiarkan secara live melalui
akun media sosial Instagram @bpom.bandarlampung dan Youtube
BBPOM Lampung. Dilaksanakanan rutin setiap bulan, dan setiap acara
menghadirkan Narasumber dari Internal Balai Besar POM di bandar
Lampung, Lintas Sektor, Influencer/Selebgram sesuai dengan tema yang
akan dibawakan, dan tema informasi yang berbeda beda, dan diselingi
pemutaran video edukasi, performance musik dari band internal
maupun professional musisi/artis ibukota, agar lebih menarik perhatian
penonton. Pada sesi akhir dilakukan pembagian ‘KOMISI’/hadiah kepada
3 followers beruntung yang memiliki pertanyaan terbaik atau yang bisa
menjawab QUIZ dari host. Pada Tahun 2025 Kegiatan Live Bagi-Bagi
‘KOMISI’ dilaksanakan sebanyak 12 episode/kegiatan dengan tema yang
berbeda-beda di setiap bulannya, sebagai berikut : 
Tabel 25. Data Live Bagi-bagi KOMISI 2025

No Tema Waktu

1 Dirgahayu BPOM - Hadirkan Inovasi dan Kolaborasi untuk Negeri, Wujudkan BPOM
Mendunia yang Menjulang, Membumi dan Mengakar Raih Indonesia Emas 2025. 30 Januari 2025

2 Konsumsi Obat dan Makanan Aman, Konsumen Nyaman 28 Februari 2025

3 Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat, Mengawasi Sepenuh Hati di Bulan Suci,
QnA Ask BPOM 26 Maret 2025

4 INOVASI QRIS-PUSAKA 3.0 PRO UMKM BERJAYA (BERKELAS, SEJAHTERA YANG
MENDUNIA) bersama rora.store99 28 April 2025

5 Konsumsi Jamu Aman, Kearifan Lokal untuk Indonesia Sehat 26 Mei 2025

6 Wujud Nyata Pelayanan Publik Prima di BBPOM Bandar Lampung 25 Juni 2025

140
LAPORAN

2025 TAHUNAN
Balai Besar POM di Bandar Lampung



No Tema Waktu

7 Sinergi untuk Edukasi, Bangun Inovasi, Gencarkan Edukasi 30 Juli 2025

8 Beauty Talk: Tips Aman Pilih Kosmetik 28 Agustus 2025

9 Bersama Masyarakat, Wujudkan Negeri Sehat dan Aman 29 September 2025

10 Kolaborasi Edukasi, Generasi Emas Berdaya, Jaga Pangan Jajanan Aman 27 Oktober 2025

11 Pengarusutamaan Gender dan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 27 November 2025

12 Refleksi Kinerja KIE Program Nasional Keamanan Pangan dan Pemberdayaan
Masyarakat wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025 11 Desember 2025

Gambar 119. Kegiatan KIE melalui Inovasi Live Bagi-Bagi ‘KOMISI’ di Instagram
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No. Kegiatan Tanggal

1. Standar Kebijakan Layanan dan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang
Pengawasan Obat dan Makanan

17 September
2025

2. BPOM Mengawasi Dengan Sepenuh Hati (Hasil pengawasan BPOM Tahun 2025) 20 November
2025

CCB merupakan inovasi yang Layanan Informasi dan Kegiatan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang bekerja sama dengan
media elektronik seperti radio dan televisi. Cawa-cawa merupakan
Bahasa Lampung yang artinya ngobrol-ngobrol, dengan
menggunakan anggaran DIPA dan juga non DIPA, BPOM sebagai
narasumber dan juga berkolaborasi dengan pihak eksternal dalam
setiap topik informasi atau trending topik yang ingin didapatkan oleh
Masyarakat/Konsumen. Kegiatan CCB rutin dilaksanakan minimal 1 kali
dalam sebulan. Pada Tahun 2025 Kegiatan Cawa-Cawa bareng BPOM
dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan, sebagai berikut:

Pesatnya perkembangan teknologi informasi berdampak pada semakin
banyaknya jenis obat dan makanan yang diproduksi. Hal ini memicu
beragamnya pertanyaan dari konsumen yang ingin memastikan produk
pilihan mereka telah sesuai dengan kebutuhan. Di tengah kondisi tersebut,
pemenuhan syarat utama produk yang beredar di Indonesia, yakni aman,
berkhasiat atau bermanfaat, serta bermutu, tetap menjadi prioritas yang
tidak boleh terabaikan.

Cawa-Cawa bareng BPOM (CCB)

Tabel 26. Data CAWA-CAWA BARENG BPOM (CCB)

Gambar 120. Kegiatan KIE melalui Inovasi Cawa-Cawa bareng BPOM (CCB)

Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan2.
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Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Layanan Pengaduan
dan Informasi Konsumen, baik di tingkat pusat maupun balai, untuk
senantiasa menyajikan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan terkini
kepada masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,
Badan POM telah membentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di
pusat serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di Indonesia, yang juga diperkuat
oleh layanan Contact Center HALO BPOM 1500533. Kehadiran unit-unit ini
bertujuan memberikan akses seluas-luasnya bagi para pemangku
kepentingan untuk mencari informasi maupun menyampaikan keluhan,
baik yang bersifat ilmiah maupun masalah lain terkait pengawasan obat
dan makanan yang menjadi kewenangan Badan POM.

Balai Besar POM di Bandar Lampung, sebagai salah satu unit pelaksana
teknis, turut menyelenggarakan layanan tersebut melalui berbagai kanal
seperti tatap muka secara langsung, SMS, media sosial, surat, hingga
inovasi unggulan berupa layanan WhatsApp Call Me Back (CMB) "Ulun
Lampung" di nomor 082180806008. Sepanjang tahun 2025, Balai Besar POM
di Bandar Lampung mencatatkan total 410 layanan informasi, 8 layanan
pengaduan. Di Balai Besar POM di Bandar Lampung juga terdapat 6
layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengenai preferensi masyarakat dalam mengakses layanan informasi,
tercatat sebanyak 234 layanan dilakukan secara langsung, 115 layanan
melalui WhatsApp CMB Ulun Lampung, 44 layanan lewat telepon, dan 16
layanan melalui media sosial Instagram. Berdasarkan latar belakang
profesi konsumen, layanan ini diakses oleh 129 pelaku usaha, 103
masyarakat umum, 80 anggota PNS/TNI/Polri, 48 pelajar atau mahasiswa,
28 karyawan, 11 apoteker, 4 tenaga kesehatan lainnya, 3 wartawan, 1 dokter,
serta 1 perwakilan LSM. Dengan proporsi mencapai 31%, pelaku usaha
menjadi kelompok yang paling banyak mengajukan permohonan
informasi. Sementara itu, seluruh pengaduan yang masuk sebanyak 8
kasus telah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan serta penindakan
dan kini statusnya telah dinyatakan selesai atau ditutup (closed).
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Guna mengoptimalkan
pelayanan, Balai Besar POM di
Bandar Lampung menghadirkan
inovasi CMB Ulun Lampung yang
dirancang untuk memudahkan
masyarakat. Melalui fitur ini,
pengguna cukup mengirimkan
pesan WhatsApp, SMS, atau
melakukan panggilan tak
terjawab (missed call) ke nomor
082180806008. Petugas
kemudian akan menghubungi
kembali pelanggan tersebut
sehingga mereka tidak perlu
khawatir mengenai biaya pulsa
saat berkonsultasi. Layanan
CMB Ulun Lampung ini
beroperasi secara daring
selama 24 jam nonstop setiap
harinya.

Gambar 121. Layanan Call Me Back Ulun Lampung

BBPOM di Bandar Lampung
memiliki Indeks pelayanan
Publik dengan predikat “
Pelayanan Prima” dengan
motto Layanan “ Sikam Betik
Melayani, Haga Kuti Bahagia
“ Indeks Pelayanan Publik
(IPP) adalah indeks yang
digunakan untuk mengukur
kinerja pelayanan publik di
lingkungan K/L/D
berdasarkan 6 (enam)
aspek meliputi:

Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
Profesionalitas SDM (25%);
Sarana Prasarana (18%);
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
(11%);
Konsultasi dan Pengaduan (10%);
Inovasi (12%).

Pelayanan Informasi Obat dan Makanan di Mal Pelayanan Publik3.
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Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada
UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Selain adanya ULPK di Ruang layanan Balai Besar POM di Bandar Lampung,
Namun juga bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota untuk
mendekatkan diri kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Bandar Lampung memaksimalkan
kualitas pelayanan dengan menghadirkan layanan informasi di MPP
Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan MPP Kabupaten Lampung
Selatan, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung sudah ada sebelum tahun
2025. Program MPP ini sendiri dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagai bagian dari
transformasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik.

Melalui pengintegrasian berbagai jenis layanan kementerian secara
terpadu di satu lokasi, MPP menyederhanakan prosedur sehingga
masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan sekaligus meningkatkan
kepercayaan terhadap penyelenggara publik. Adapun jenis layanan yang
disediakan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung di MPP meliputi
layanan pengaduan dan informasi, serta layanan sertifikasi izin edar obat
dan makanan. Adapun lokasi dan Jadwal Piket Mal Pelayanan Publik BBPOM
di Bandar Lampung, sebagai berikut :

MPP Kota Bandar LampungMPP Kota Bandar Lampung
4 kali dalam sebulan4 kali dalam sebulan
Setiap hari rabu & kamisSetiap hari rabu & kamis
Pukul 09.00 WIB - 15.00 WIBPukul 09.00 WIB - 15.00 WIB
Jl. Dr. Susilo, No. 02, Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk
Betung Utara, Kota Bandar Lampung
Jl. Dr. Susilo, No. 02, Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk
Betung Utara, Kota Bandar Lampung

MPP Kota MetroMPP Kota Metro
1 kali dalam seminggu1 kali dalam seminggu

Setiap hari RabuSetiap hari Rabu
Pukul 09.00 WIB - 15.00 WIBPukul 09.00 WIB - 15.00 WIB

Jl. AH Nasution No.7, Imopuro, Kec. Metro
Pusat, Kota Metro, Lampung 34124

Jl. AH Nasution No.7, Imopuro, Kec. Metro
Pusat, Kota Metro, Lampung 34124

MPP Kab. Lampung TengahMPP Kab. Lampung Tengah
1 kali dalam sebulan1 kali dalam sebulan
Setiap hari KamisSetiap hari Kamis
Pukul 09.00 WIB - 15.00 WIBPukul 09.00 WIB - 15.00 WIB
Jl. Raya Padang Ratu No.999, Gn. Sugih, Kec. Gn.
Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 
Jl. Raya Padang Ratu No.999, Gn. Sugih, Kec. Gn.
Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 

MPP Kab. Lampung SelatanMPP Kab. Lampung Selatan
2 kali dalam sebulan2 kali dalam sebulan

Setiap hari JumatSetiap hari Jumat
Pukul 08.00 WIB - 15.00 WIBPukul 08.00 WIB - 15.00 WIB

Jl. Lintas Sumatra, Simpang Fajar, Kedaton,
Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
Jl. Lintas Sumatra, Simpang Fajar, Kedaton,

Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan

Gambar 122. Jadwal Pelayanan Informasi di MPP
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Gambar 123. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi di Mal Pelayanan Publik

Keterbukaan Informasi Publik
Landasan Filosofis dan Strategis Keterbukaan Informasi Publik

4.
a.

Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Balai Besar POM di Bandar
Lampung bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif terhadap
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, melainkan instrumen vital dalam
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.
Dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan, keterbukaan informasi
berfungsi sebagai jembatan kepercayaan antara otoritas pengawas
dan masyarakat.
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Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang prima bertujuan untuk:
Mitigasi Risiko Integritas - Mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN) melalui mekanisme check and balances oleh publik,
guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(good and clean governance).
Perlindungan Masyarakat - Memastikan informasi terkait keamanan
produk obat dan makanan tersampaikan secara cepat, akurat, dan
tidak menyesatkan, sehingga masyarakat dapat mengambil
keputusan yang tepat untuk kesehatan mereka.
Partisipasi Publik - Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam
pengawasan obat dan makanan melalui akses informasi yang
mudah dan terintegrasi.

Komitmen Terhadap Standar Pelayanan Publik

Peran Strategis PPID Pelaksana dan Mekanisme Akses Informasi

b.

c.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Badan POM termasuk Balai Besar POM
di Bandar Lampung secara konsisten mengintegrasikan budaya
keterbukaan ke dalam setiap aspek layanan. Hal ini diwujudkan melalui
partisipasi rutin dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan
Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi, baik di
tingkat pusat maupun provinsi.
Partisipasi ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana evaluasi
mandiri (self-assessment) untuk mengukur:

Kualitas Informasi: Apakah informasi yang disajikan sudah mutakhir
dan relevan.
Keragaman Akses: Kemudahan publik dalam menjangkau informasi
melalui berbagai kanal (digital maupun non-digital).
Komitmen Pimpinan: Sejauh mana dukungan manajerial dalam
penguatan fungsi PPID di daerah.

Dengan menjadikan Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari
nilai organisasi, Balai Besar POM di Bandar Lampung memastikan bahwa
setiap data publik yang dikelola adalah aset yang harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas demi terwujudnya visi
pengawasan obat dan makanan yang andal.

Penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung merupakan manifestasi
langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai garda terdepan dalam
pelayanan informasi, PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam
mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan
informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan
cara yang sederhana.
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PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung menjamin hak
publik untuk tahu melalui pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) yang
mutakhir. Berdasarkan ketentuan regulasi, informasi dikategorikan dan
dikelola sebagai berikut:

Informasi Publik Secara Berkala - Informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan secara rutin tanpa adanya permohonan. Ini
mencakup profil kelembagaan, ringkasan laporan kinerja, laporan
keuangan yang telah diaudit, serta prosedur pelayanan pengawasan
obat dan makanan. Informasi ini dipublikasikan secara transparan
melalui subsite resmi dan papan pengumuman fisik.
Informasi Publik Serta Merta - Informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Dalam konteks Unit
Pelaksana Teknis, ini mencakup public warning terkait temuan produk
obat, kosmetik, atau pangan berbahaya/ilegal yang beredar di
wilayah Lampung, serta informasi mengenai situasi darurat
kesehatan lingkungan.
Informasi Publik Tersedia Setiap Saat - Informasi yang harus tersedia
dan dapat diberikan segera saat dimohonkan oleh publik. Meliputi
seluruh dokumen regulasi, prosedur kerja (SOP), daftar aset, hingga
rencana strategis organisasi yang tidak bersifat rahasia.
Informasi yang Dikecualikan - Informasi yang bersifat rahasia dan
tidak dapat diakses oleh publik berdasarkan hasil Uji Konsekuensi. Hal
ini mencakup informasi yang apabila dibuka dapat menghambat
proses penegakan hukum (penyidikan tindak pidana obat dan
makanan), mengganggu hak kekayaan intelektual, atau
membahayakan pertahanan keamanan negara.

Standar Klasifikasi Informasi Publikd.

Optimalisasi Layanan dan Aksesibilitase.
Untuk mendukung akuntabilitas, PPID Pelaksana Balai Besar POM di
Bandar Lampung menyediakan berbagai kanal akses guna
memudahkan masyarakat:

Layanan Tatap Muka: Ruang Pelayanan Publik yang representatif
dengan petugas yang kompeten dalam menangani konsultasi dan
keberatan informasi.
Layanan Digital: Integrasi sistem permohonan informasi melalui
portal PPID Badan POM dan subsite lokal yang user-friendly.
Aksesibilitas Kelompok Rentan: Penyediaan sarana pendukung bagi
pemohon disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dan memastikan
bahwa hak atas informasi bersifat inklusif bagi seluruh lapisan
masyarakat.
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Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Capaian Kinerja dan Langkah Strategis Tahun 2025

Penguatan Aspek Legalitas dan Tata Kelola

Pemutakhiran Ekosistem Digital

f.

Melalui struktur PPID yang solid, Balai Besar POM di Bandar Lampung
memastikan bahwa transparansi bukan sekadar slogan, melainkan
standar operasional yang memberikan perlindungan maksimal bagi
konsumen dan pelaku usaha di Provinsi Lampung.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPID Pelaksana Balai Besar
POM di Bandar Lampung senantiasa berpedoman pada Peraturan
Badan POM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi
Publik dan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun
2024. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, sejumlah langkah strategis telah
diimplementasikan guna menjamin keberlanjutan keterbukaan
informasi:

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan
transformasi penyajian data melalui optimasi saluran komunikasi
digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan real-
time:

Subsite Resmi (lampung.pom.go.id): Melakukan pembaruan
rutin terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dengan siklus
harian hingga tahunan. Hal ini memastikan informasi yang
diunduh masyarakat merupakan data terkini (up-to-date).
Media Sosial: Pemanfaatan akun resmi sebagai kanal
penyebaran informasi serta-merta dan konten edukasi.
Hingga akhir tahun 2025, frekuensi publikasi ditingkatkan
untuk menjamin hak tahu masyarakat terpenuhi tanpa harus
melalui prosedur permohonan formal.

Guna menjamin kepastian hukum dalam pelayanan informasi,
dilakukan pembaruan instrumen kebijakan internal meliputi:

Restrukturisasi PPID Pelaksana: Revisi Keputusan Kepala Balai
Besar POM di Bandar Lampung mengenai Struktur Organisasi
PPID Pelaksana guna menyesuaikan dengan dinamika
organisasi dan peningkatan kompetensi petugas.
Maklumat Pelayanan: Peninjauan ulang dan publikasi
Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji layanan yang
transparan kepada publik.
Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP): Melakukan
inventarisasi dan klasifikasi ulang terhadap informasi berkala,
serta-merta, tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan
melalui mekanisme Uji Konsekuensi yang akuntabel.
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Indikator Layanan Capaian Tahun 2025

Jumlah Permohonan Informasi Masuk 6 Permohonan

Jumlah Permohonan yang Dipenuhi 6 Permohonan

Tingkat Kepatuhan/Penyelesaian 100%

Rata-rata Waktu Tanggap Sesuai SOP (Kurang dari 10 hari kerja)

Sengketa Informasi Nihil

Kualitas layanan PPID Pelaksana BBPOM di Bandar Lampung
sepanjang tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif,
tercermin dari data berikut:

Seluruh permohonan informasi yang diterima telah dilayani sesuai
dengan prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Standar
Operasional Prosedur (SOP). Nihilnya sengketa informasi
menunjukkan bahwa klarifikasi dan data yang diberikan telah
memenuhi ekspektasi serta kebutuhan pemohon. Detail rincian
layanan per periode dapat merujuk pada Tabel 16 C.

Tahun 2025 merupakan momentum penguatan reputasi bagi Balai
Besar POM di Bandar Lampung. Keberhasilan dalam mempertahankan
dan meraih berbagai penghargaan bergengsi menunjukkan komitmen
berkelanjutan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di
tingkat regional maupun nasional.

PID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil
mengukuhkan posisinya sebagai unit kerja terbaik dalam
aspek keterbukaan informasi di lingkungan internal Badan
POM.

Capaian: Meraih Predikat Informatif (Peringkat I
Terbaik) kategori PPID Pelaksana Balai Besar POM.
Skor Evaluasi: Perolehan nilai sebesar 98,73.
Catatan Historis: Prestasi ini menandai keberhasilan
PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung
dalam mempertahankan Peringkat I Terbaik selama
3 tahun berturut-turut (2023–2025). Konsistensi ini
membuktikan bahwa sistem pengelolaan informasi
dan dokumentasi telah terinternalisasi dengan baik
dan melampaui standar minimal yang ditetapkan
pusat.

Statistik dan Kualitas Layanan Informasi

Tingkat Internal Badan POM: Dominasi dan Konsistensi

Tabel 27. Statistik dan Kualitas Layanan Informasi

Prestasi dan Penghargaang.
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Di tingkat wilayah, PPID Pelaksana Balai
Besar POM di Bandar Lampung
dinobatkan sebagai tolok ukur
(benchmark) bagi Instansi Vertikal lainnya
di Provinsi Lampung.

Capaian: Meraih predikat Badan
Publik Informatif Kategori Instansi
Vertikal.
Skor Evaluasi: Meraih Nilai
Sempurna (100).
Proses Evaluasi: Nilai ini diperoleh
melalui tahapan penilaian yang
komprehensif oleh Komisi Informasi
Provinsi Lampung, meliputi:

Pengisian e-Monev: Akurasi
data pada portal mandiri.
Verifikasi & Validasi:
Pemeriksaan bukti dukung
secara administratif.
Visitasi Lapangan: Peninjauan
langsung sarana prasarana
serta wawancara komitmen
pimpinan dalam menyediakan
akses informasi yang inklusif
bagi masyarakat Lampung.

Tingkat Provinsi Lampung: Kepatuhan Sempurna

Gambar 124. Penerimaan Penghargaan
PPID untuk Anugerah Keterbukaan
Informasi Publik Provinsi Lampung
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Pengakuan atas kinerja Keterbukaan
Informasi Publik PPID Pelaksana Balai
Besar POM di Bandar Lampung juga
datang dari level nasional melalui ajang
Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025,
yang diikuti oleh lintas
Kementerian/Lembaga dan BUMN.

Gold Winner (Kategori Pelayanan
Informasi Publik Terinovatif):
Penghargaan tertinggi ini diraih
berkat keunggulan dalam Sub
Kategori Ruang Fisik Pelayanan.
Ruang Pelayanan Informasi Publik
Balai Besar POM di Bandar
Lampung dinilai tidak hanya
memenuhi standar aksesibilitas,
tetapi juga mengedepankan
kenyamanan, kemudahan akses
bagi kelompok rentan, dan
integrasi teknologi digital.
Bronze Winner (Kategori PPID
Pelaksana Terbaik): Penghargaan
ini merupakan pengakuan atas
tata kelola administratif dan
strategi komunikasi PPID dalam
mengelola permohonan informasi
serta sengketa informasi secara
profesional.

Tingkat Nasional: Inovasi dan Reputasi
(Anugerah Humas Indonesia 2025) 

Gambar 125.  Awarding Anugerah Humas
Indonesia 2025 oleh Humas Indonesia
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Triple Crown (Internal, Regional, Nasional) pada tahun 2025
mencerminkan bahwa PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar
Lampung tidak hanya patuh secara regulasi (compliance), namun juga
unggul dalam menciptakan nilai tambah melalui inovasi pelayanan fisik
dan digital.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa kinerja Keterbukaan Informasi
Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung telah dilaksanakan secara
maksimal, inovatif, dan akuntabel demi meningkatkan literasi serta
pelayanan bagi masyarakat.
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Pencapaian nilai sempurna di tingkat provinsi dan prestasi nasional pada
tahun 2025 merupakan standar baru bagi Balai Besar POM di Bandar
Lampung. Guna menjaga momentum tersebut dan menjawab tantangan
keterbukaan informasi yang semakin dinamis, institusi menetapkan
kerangka evaluasi dan rencana keberlanjutan sebagai berikut:

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Evaluasi efektivitas layanan dilakukan melalui mekanisme yang terukur
untuk memastikan kebutuhan publik terpenuhi secara substansial:

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Spesifik PPID : Selain SKM
umum, dilakukan pendalaman survei khusus bagi pemohon
informasi untuk mengukur parameter kecepatan, kemudahan
prosedur, dan kesesuaian jawaban. Hasil SKM periode 2025
menunjukkan tren positif yang akan dijadikan dasar
penyusunan standar layanan di tahun 2026.
Audit Internal Daftar Informasi : Melakukan review berkala
terhadap informasi yang dikecualikan untuk memastikan
bahwa klasifikasi rahasia masih relevan dan sesuai dengan
hasil uji konsekuensi terbaru.

Menyadari bahwa petugas PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar
Lampung adalah ujung tombak reputasi instansi, penguatan kapasitas
difokuskan pada aspek komunikasi dan teknis:

Pelatihan Public Speaking & Komunikasi Krisis : Membekali
petugas dengan kemampuan negosiasi dan penjelasan yang
persuasif, terutama dalam menghadapi permohonan informasi
yang bersifat sensitif.
Literasi Data dan Visualisasi : Melatih PPID Pelaksana dalam
teknik Data Visualization agar penyajian informasi publik
(seperti infografis statistik pengawasan) menjadi lebih menarik,
mudah dipahami, dan shareable di media sosial.

Evaluasi Mandiri dan Strategi Keberlanjutan

Penguatan Kualitas Layanan Berbasis Umpan Balik

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

h.
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Balai Besar POM di Bandar Lampung berkomitmen mengakselerasi
digitalisasi layanan informasi menuju ekosistem yang lebih cerdas:

Implementasi AI-Powered Virtual Assistant : Merencanakan
pengembangan asisten virtual berbasis kecerdasan buatan (AI)
yang terintegrasi pada subsite resmi. Inovasi ini diproyeksikan
dapat mempercepat pencarian Daftar Informasi Publik (DIP)
dan menjawab pertanyaan umum secara otomatis selama
24/7.
Digitalisasi Arsip Informasi : Penguatan sistem penyimpanan
dokumen elektronik yang lebih sistematis untuk memperpendek
response time (waktu tanggap) saat ada permohonan
informasi yang memerlukan data historis.

Untuk mempertahankan predikat "Informatif", BBPOM di Bandar
Lampung menyusun peta jalan (roadmap) mitigasi yang mencakup:

Penyegaran Konten Kreatif : Memastikan kanal digital tidak
hanya berisi dokumen kaku, tetapi juga konten edukasi yang
interaktif.
Kolaborasi Jejaring Keterbukaan Informasi Publik : Memperkuat
sinergi dengan Komisi Informasi Provinsi Lampung dan PPID
Utama Badan POM untuk melakukan benchmarking dan
adaptasi regulasi terbaru secara cepat.

Transformasi Digital Terintegrasi

Mitigasi Risiko dan Keberlanjutan Predikat

Forum Konsultasi Publik5.

Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
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Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di
daerah diperlukan Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan utama dari
Reformasi Birokrasi adalah untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik,
dan meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN). Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai
Institusi Pengawasan Obat dan Makanan dalam tugas dan fungsinya
melakukan pengawasan produk sebelum beredar dan setelah dalam
peredaran (pre dan post market). Pengawasan sebelum beredar dilakukan
sebagai langkah melakukan tindakan pencegahan untuk menjamin Obat
dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan
keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk sesuai dengan yang
ditetapkan, sedangkan pengawasan selama beredar dimaksudkan untuk
memastikan Obat dan Makanan yang ada dalam peredaran memenuhi
standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk
yang ditetapkan. Untuk itu Badan POM mempunyai kewenangan pula untuk
melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran
pelaksanaannya.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya
membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,
transparan, dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam kegiatan
penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama,
pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam
penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan
kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, Badan POM
sebagai institusi yang mengemban tugas sebagai penyelenggara layanan
dalam hal pengawasan produk obat dan makanan, perlu melakukan
koordinasi dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dan bentuk
koordinasi ini adalah dengan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik
(FKP) sebagai wadah yang mencerminkan keinginan Badan POM untuk
terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan.

Gambar 126.  Kegiatan Forum Komunikasi Publik
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Upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung
antara lain dengan melakukan berbagai inovasi pelayanan publik untuk
dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Berbagai
inovasi yang telah dilakukan tersebut telah berhasil meningkatkan
pelayanan publik, yang mana pada Tahun 2021 Balai Besar POM di Bandar
Lampung telah berhasil memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh
instansi bertujuan untuk memberikan
kemudahan kepada masyarakat
dalam rangka mendapatkan
informasi atau tujuan tertentu. Sesuai
amanat dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 serta Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelayanan Publik, Badan POM
selaku institusi yang memiliki fungsi
sebagai Pelayanan Publik diwajibkan
untuk mengikutsertakan masyarakat
dalam melaksanakan fungsinya
tersebut. Untuk itulah dalam rangka
meningkatkan pelayanan yang lebih
baik kepada masyarakat, Balai Besar
POM di Bandar Lampung
menyelenggarakan acara Forum
Komunikasi Publik Tahun 2025
dengan melibatkan stakeholder
terkait. 
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Kegiatan Forum Komunikasi Publik diselenggarakan dengan komunikasi
dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan
dan saran yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan pelayanan Balai
Besar POM di Bandar Lampung kepada masyarakat Lampung. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan menghadirkan stakeholder terkait seperti Dinas
Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung, Institusi Kepolisian, Dinas
Pendidikan, unsur media cetak dan elektronik, Perguruan Tinggi, dan
Pengguna Layanan dari kalangan dunia usaha.
 
Dari hasil Forum Konsultasi Publik yaitu pada tanggal 22 September 2025
diharapkan dapat menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik Balai Besar POM di Bandar Lampung, mewujudkan
akuntabilitas kinerja, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan meningkatkan kerja sama
dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, serta akademisi. Masalah
yang teridentifikasi dan rencana aksi dari Balai Besar POM di Bandar
Lampung dari hasil Forum Konsultasi Publik ini berupa :

Belum dimasukkannya dasar hukum mengenai pelayanan publik inklusif
dalam Standar Pelayanan (SP) yang ditetapkan oleh unit layanan
publik. Sebagai langkah perbaikan, direkomendasikan untuk melakukan
revisi Standar Pelayanan dengan menyisipkan dasar hukum terkait,
melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas layanan inklusif, serta
melibatkan perwakilan kelompok rentan, seperti disabilitas dan lansia,
dalam penyusunan standar tersebut dengan target penyelesaian
hingga September 2026. Sebagai bentuk tindak lanjut nyata, unit
layanan telah merevisi Standar Pelayanan dengan menambahkan
dasar hukum pelayanan inklusif, merencanakan serta melaksanakan
pelatihan teknis bagi petugas, dan memastikan keterlibatan kelompok
rentan dalam setiap forum konsultasi publik penyusunan Standar
Pelayanan.
Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengalami kesulitan dalam
melakukan konsultasi langsung dengan petugas layanan BBPOM di
Bandar Lampung akibat kendala jarak, padahal tingkat kepuasan
masyarakat lebih tinggi saat berinteraksi tatap muka. Sebagai langkah
solutif, telah disusun rekomendasi perbaikan berupa penempatan
petugas BBPOM secara rutin di Mal Pelayanan Publik (MPP) Lampung
Selatan dengan sistem jadwal bergilir agar pelayanan lebih merata,
yang disertai dengan penguatan sosialisasi jadwal layanan melalui
media sosial resmi serta pemasangan spanduk di lokasi.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, saat ini telah disusun
pelaksanaan piket rutin dan jadwal pelayanan di Lampung Selatan,
serta telah dilakukan publikasi layanan untuk memastikan informasi
tersebut tersampaikan dengan luas kepada masyarakat.



Masukan dari masyarakat mengenai tarif layanan sampel pihak ketiga
menggunakan instrumen GC-MS yang dinilai terlalu mahal.
Menanggapi hal tersebut, telah disusun rekomendasi perbaikan berupa
penyusunan brosur tarif layanan serta panduan pemilihan metode uji
yang mudah dipahami pelanggan, yang dibarengi dengan langkah
sosialisasi berkala melalui media sosial, situs web resmi, spanduk di
area front office, dan kegiatan customer gathering. Sebagai bentuk
tindak lanjut nyata, saat ini telah dilakukan penyusunan brosur dan
panduan pemilihan metode uji tersebut, serta telah terlaksana
sosialisasi berkala melalui berbagai kanal komunikasi dan pertemuan
pelanggan guna memastikan transparansi serta kemudahan akses
informasi bagi seluruh pengguna layanan.

Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan pengawalan terhadap
pelaksanaan Dana Alokasi Khusus non Fisik pada 10 kabupaten/kota di Provinsi
Lampung. Penggunaan anggaran berfokus pada kegiatan pengawasan
fasilitas layanan kefarmasian, PIRT, dan post market IRTP.

Pengawasan pada fasilitas pelayanan kefarmasian (fasyanfar) mencakup
berbagai kegiatan diantaranya yaitu pemeriksaan dan pengkajian izin fasilitas
pelayanan kefarmasian, pendampingan tindak lanjut temuan berupa
TPTP/CAPA pada apotek dan toko obat, serta pelaksanaan bimbingan teknis
bagi tenaga kefarmasian. Sementara itu, pengawasan terhadap Pangan
Industri Rumah Tangga (PIRT) meliputi kegiatan bimbingan teknis terkait
keamanan pangan, pembinaan sarana IRTP dalam rangka pemenuhan
komitmen, serta kaji ulang pada tahap pre-market. Adapun pengawasan
post-market terhadap IRTP dilakukan melalui pengawasan sarana produksi,
pemantauan iklan produk pangan, serta kegiatan sampling dan pengujian
produk. Berikut Rincian Realisasi dan Output masing-masing kabupaten/kota:
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Pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengawasan
Obat dan Makanan

P.

Tabel 28. Rincian Anggaran dan Target Output Kabupaten/Kota Penerima DAK
Nonfisik POM Provinsi Lampung Tahun 
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No. Kabupaten/Kota
Anggaran Output

Pagu Realisasi Target Capaian

1. Bandar Lampung 317.890.000 287.752.287 418 418

2. Metro 392.976.000 283.417.985 658 464

3. Kab. Lampung Selatan 363.347.000 360.074.011 421 421

4. Kab. Lampung Timur 580.140.000 281.093.900 758 534

5. Kab. Pringsewu 361.179.000 348.955.444 547 547

6. Kab. Way Kanan 375.412.000 339.907.950 396 396

7. Kab. Lampung Barat 392.106.000 357.965.357 391 391

8. Kab. Pesawaran 363.071.000 342.434.910 480 465

9. Kab. Tanggamus 295.776.000 249.464.000 236 236

10. Kab. Lampung Tengah 435.102.000 384.056.604 602 464 159
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Kebijakan efisiensi anggaran di tengah target kinerja yang tinggi
menuntut unit kerja untuk bekerja lebih efektif dengan sumber daya
yang terbatas. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi cakupan dan
kualitas pelaksanaan kegiatan. 
Data sarana belum update terutama untuk sarana UMKM sehingga
menyebabkan perencanaan dan penetapan prioritas pengawasan
kurang akurat.
Selain target rutin yang telah ditetapkan, terdapat penugasan
tambahan yang bersifat insidentil seperti pemeriksaan Cesium dan isu
keamanan lainnya. Penugasan di luar target rutin ini memerlukan
alokasi waktu, tenaga, dan anggaran tambahan di luar perencanaan
yang ditetapkan.
Terdapat penambahan parameter uji mikrobiologi pada semua
komoditi sedangkan sumber daya yang ada terbatas sehingga
mempengaruhi timeline pengujian.
Masih terdapat pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi
jabatan yang mensyaratkan minimal Diploma III.
Keterbatasan Alat Pengolah Data (APD) yang memenuhi spesifikasi
sesuai kebutuhan pengawasan dalam mendukung analisis dan
pelaporan secara cepat dan akurat.
Sarana prasarana laboratorium belum memadai seperti AC
laboratorium yang belum optimal, sistem grounding listrik yang belum
terstandar, serta atap yang mengalami kebocoran, sehingga
mengganggu stabilitas lingkungan pengujian, keselamatan kerja, dan
keakuratan hasil uji.
Kerusakan pada peralatan utama pada laboratorium seperti AAS, HPLC,
ICP-MS, serta peralatan pendukung seperti UPS berdampak langsung
pada pelaksanaan pengujian.
Terdapat pegawai yang rangkap jabatan dan tidak meratanya
pembagian tugas yang menyebabkan beban kerja tidak proporsional
dan mempengaruhi fokus serta produktivitas kinerja utama.

Masalah
Internal

A.
1.
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Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan
perundang-undangan tentang obat dan makanan serta rendahnya
kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
Pergantian/mutasi pegawai dan pejabat di Organisasi Perangkat
Daerah yang cukup sering terjadi, sehingga membutuhkan koordinasi
berulang.
Maraknya Kejadian Luar Biasa (KLB) berdampak pada jumlah sampel
yang diuji di laboratorium sehingga menambah beban kerja analis
laboratorium apalagi tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya
yang memadai.
Terbatasnya kuota yang tersedia untuk mengikuti pelatihan seperti
inspektur pangan, kosmetik, obat bahan alam, dan inspektur CDOB.
Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan yang mengedarkan
sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring karena sering
mengganti modus operandi, nama akun, platform, atau menggunakan
proxy/VPN untuk menghindari deteksi terhadap keberadaan dan
identitasnya.

Eksternal

Kesimpulan

2.

B.

Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat adalah: Obat
sebesar 99,75%; Obat Bahan Alam sebesar 92,69%; Obat Kuasi sebesar
84,21%; Suplemen Kesehatan sebesar 98,68%; Kosmetika sebesar 99,09%;
Pangan Olahan dikemas sebesar 95,49%.
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil pemeriksaan adalah : UKOT 100%; industri kosmetik 50%;
industri pangan non fortifikasi 63,33%, industri pangan fortifikasi 61,54% dan
IRTP 11,11%.
Persentase distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil pemeriksaan adalah : PBF 78,57%; Apotek 59,52%; Toko
Obat berizin 73,91%; Instalasi Farmasi Pemerintah 63,64%; Rumah Sakit
75,0%; Puskesmas 81,25%; Klinik 65,38%; sarana distribusi Obat Bahan Alam
66,67%; sarana distribusi Suplemen Kesehatan 94,12%; sarana distribusi
Kosmetik 67,32%; dan sarana ritel/distribusi Pangan 75,94%.
Persentase iklan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat berdasarkan
hasil pemeriksaan adalah: Obat 99,42%; Obat Bahan Alam 41,18%; Obat
Kuasi 76,19%; Suplemen Kesehatan 62,50%; Kosmetik 60,80%; dan Pangan
83,09% .
Persentase penandaan/label Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil pemeriksaan adalah : Obat 98,91%; Obat Bahan Alam
78,28%; Obat Kuasi 68,75%; Suplemen Kesehatan 91,07%; Kosmetik 79,34%;
Pangan 89,29% dan Produk Tembakau 81,37%.
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Jumlah konsumen yang memanfaatkan Unit Pelayanan Publik sebanyak
410 orang. Dua profesi yang paling banyak memanfaatkan layanan
adalah pelaku usaha (31,5%) dan masyarakat umum (25,1%).
Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan selama Tahun
2025 berhasil mengungkap 3 (tiga) perkara ke Tahap Pro Justitia, yaitu 3
(tiga) perkara obat bahan alam tidak ada ijin edar, 1 (satu) perkara
mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar secara daring, 1 (satu)
perkara memproduksi dan mengedarkan obat bahan alam tanpa izin
edar secara daring, dan 1 (satu) perkara mengedarkan obat bahan
alam tanpa izin edar secara offline. Total barang bukti yang diamankan
dari 3 (tiga) perkara tersebut sebanyak 210 item dengan nilai ekonomi
Rp. 327.356.000,-
Jumlah rekomendasi/sertifikasi yang diterbitkan pada tahun 2025
sebanyak 1327 sertifikat terdiri dari 120 Surat Keterangan Impor (SKI), 977
Surat Keterangan Ekspor (SKE), 118 Rekomendasi lainnya (IP CPPOB,
CDOB, CPOTB Bertahap, SPA CPKB, dan Rekomendasi Pemohon Notifikasi)
serta 112 Sertifikasi lainnya berupa sertifikat terkait pihak ketiga.
Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM produk pangan olahan,
Obat Bahan Alam, dan Kosmetik telah dilakukan pendampingan
terhadap 21 UMKM antara lain 19 UMK Pangan Olahan, 1 UMKM Obat
Bahan Alam, dan 1 UMKM Kosmetik. Berdasarkan kegiatan
pendampingan UMKM tersebut telah diterbitkan 19 Izin Penerapan
CPPOB, 1 rekomendasi CPOTB Secara Bertahap, dan 1 SPA CPKB
Program Nasional Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah
mengintervensi 14 pasar di Provinsi Lampung hingga 2025, dimulai pada
2020 dengan dua pasar yang pertama kali terintervensi. Program
Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman juga telah
mengintervensi 112 sekolah, terhitung sejak pertama kali dilaksanakan
pada tahun 2020. Selain itu, Program Nasional Desa Pangan Aman pada
2025 mengintervensi 5 desa di Kabupaten Lampung Selatan,
menjadikan total 47 desa yang terintervensi di kabupaten/kota di
Provinsi Lampung.
Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung
memperoleh nilai 92,71 yaitu efektif dengan target 89,6 dengan capaian
103,47 %. Sedangkan dari jumlah orang yang diintervensi KIEnya tercapai
sebesar target 2285, realisasi 3495 (153 %). Untuk Indeks kesadaran
Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan
bermutu di Balai Besar POM di Bandar Lampung tercapai 96,75 dengan
target 97.36 (100,63 %).
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Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah efisiensi
anggaran diperlukan penajaman prioritas berbasis risiko, optimalisasi
sumber daya, serta peningkatan inovasi dan kolaborasi agar capaian
kinerja tetap terjaga tanpa mengurangi mutu pengawasan dan
pelayanan publik.
Diperlukan penguatan mekanisme updating data sarana yang
terintegrasi sehingga data sarana lebih akurat dan dapat mendukung
efektivitas pengawasan.
Fleksibilitas perencanaan, penyesuaian prioritas berbasis risiko, serta
penguatan koordinasi agar seluruh tugas dapat dilaksanakan secara
optimal tanpa menurunkan kualitas pengawasan.
Sampling dilakukan secara bertahap, setiap komoditi memiliki jadwal
yang berbeda untuk dilakukan pengujian sehingga sampel tidak
bertumpuk dalam satu waktu.
Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai untuk
mengikuti pelatihan, mendapatkan penugasan tertentu, dan
melanjutkan pendidikan formal.
Dilakukan pengadaan baik pembelian maupun sewa untuk Alat
Pengolah Data (APD) yang memenuhi spesifikasi sesuai kebutuhan
pengawasan dalam mendukung analisis dan pelaporan secara cepat
dan akurat.
Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan dengan cara
pemberian edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media.
Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha dalam menindaklanjuti
hasil pengawasan dengan tepat waktu dapat dilakukan dengan upaya-
upaya seperti monitoring dan evaluasi secara berkala serta
memberikan coaching/mentoring kepada Pelaku Usaha dalam
membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan/Corrective
Action and Preventive Action (TPTP/CAPA) dengan adanya inovasi Klinik
CAPA.
Mengusulkan kuota tambahan untuk pelatihan seperti inspektur
pangan, kosmetik, obat bahan alam, dan inspektur CDOB.
Melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan secara berkala terhadap
sarana prasarana laboratorium sehingga meningkatkan stabilitas
lingkungan pengujian, keselamatan kerja, dan keakuratan hasil uji.
Diperlukan penataan SDM yang lebih tepat, baik melalui pemenuhan
kebutuhan pegawai maupun redistribusi tugas agar efektivitas dan
mutu kinerja tetap terjaga.
Peningkatan kompetensi petugas profiling siber agar petugas
pengawasan memiliki kompetensi teknis, analitis, dan digital forensik
yang memadai.
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	PENDAHULUAN
	A. Gambaran Umum Institusi
	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional, dengan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.
	Balai Besar POM di Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berada di Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
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	BBPOM di Bandar Lampung dalam struktur organisasinya terdiri dari Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas fungsi Ketatausahaan, fungsi Pengujian, fungsi Pemeriksaan, fungsi Penindakan dan fungsi Infokom (Informasi dan Komunikasi).
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
	KEPALA BAGIAN TATA USAHA
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


	STRUKTUR ORGANISASI
	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
	KEPALA BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
	Gambar 1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung

	Secara geografis, provinsi Lampung terletak pada 105°45’BT sampai 103°48’BT dan 3°45’LS sampai 6°45’LS, yang meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km², termasuk pulau-pulau kecil pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera. Provinsi Lampung dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara, Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat. Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi menjadi 15 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri
	BBPOM di Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung meliputi 10 Kabupaten/Kota dari total 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Cakupan wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat (Gambar 2).
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	Gambar 2. Cakupan Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung



	1. Tugas Pokok dan Fungsi
	Dalam melaksanakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
	Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
	Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
	Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
	Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
	Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
	Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
	Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
	Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
	Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
	Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;
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	Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
	Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
	Selain fungsi di atas, sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BBPOM di Bandar Lampung diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Hal ini tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yaitu dengan penerapan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi BBPOM di Bandar Lampung. BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya mengambil langkah-langkah signifikan dalam Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS), terutama dalam hal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penyediaan layanan publik yang aksesibel. Untuk mencapai hasil yang lebih substansial, BBPOM di Bandar Lampung senantiasa mempe
	Kontribusi BBPOM di Bandar Lampung terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BBPOM di Bandar Lampung membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.
	BBPOM di Bandar Lampung beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BBPOM di Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.
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	VISI
	2. Visi dan Misi
	Visi
	BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan wilayah kerja yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029, yaitu:

	"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”
	Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.
	Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
	a.
	b.
	c.
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	Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BBPOM di Bandar Lampung terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.
	d.
	Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

	MISI
	Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:
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	BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 3 di atas.
	Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
	Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.
	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
	BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.
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	Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
	Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.
	BBPOM di Bandar Lampung sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

	3. Budaya Organisasi
	Core Values ASN BerAKHLAK resmi diluncurkan dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Peluncuran ini dibarengi dengan employer branding "Bangga Melayani Bangsa" untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di seluruh Indonesia Penjabaran masing-masing nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).
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	Gambar 4. Core Values ASN BerAKHLAK
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	BAB II

	A. Lingkungan Eksternal
	Berbicara tentang pertumbuhan organisasi, analisis kondisi eksternal menjadi salah satu hal penting. Analisis kondisi eksternal ini berkonsentrasi pada apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan memahami kondisi eksternal, dapat teridentifikasi tantangan serta kesempatan yang dihadapi sehingga dapat merumuskan strategi apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.
	1. Data Umum Wilayah Kerja
	Provinsi Lampung adalah provinsi yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya PP Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Batas wilayah administratif Provinsi Lampung, yakni:
	Sebelah utara: Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
	Sebelah timur: Laut Jawa
	Sebelah selatan: Selat Sunda
	Sebelah barat: Samudera Indonesia
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	Gambar 5. Peta Provinsi Lampung



	Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung memiliki wilayah yang relatif luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan:
	Timur – Barat berada antara: 103°40’ - 105°50’ Bujur Timur
	Utara – Selatan berada antara: 6°45’ - 3°45’ Lintang Selatan

	a. Luas Wilayah Kerja
	Daerah Provinsi Lampung yang merupakan wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung meliputi area daratan seluas 20.805,28 km². Dengan rincian luas per Kabupaten/Kota seperti pada Tabel 1.
	Tabel 1. Luas Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

	No.
	Kabupaten/Kota
	Luas Wilayah
	Jumlah Penduduk
	Lampung Barat
	2.107,99 km²
	31,930
	Tanggamus
	2.947,59 km²
	67,802
	Lampung Selatan
	2.227,38 km²
	1.133,39
	Lampung Timur
	3.860,92 km²
	1.164,70
	Lampung Tengah
	4.559,57 km²
	1.541,43
	Pesawaran
	1.288,08 km²
	50,626
	Pringsewu
	617,19 km²
	42,974
	Pesisir Barat
	2.939,60 km²
	17,486
	Bandar Lampung
	183,75 km²
	1.226,21
	Metro
	73,21 km²
	17,752

	b. Jumlah kabupaten/kota
	Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota seperti terlihat pada Gambar 5 Cakupan kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung meliputi 8 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan dengan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.
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	Gambar 6. Peta Cakupan Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung



	c. Pola transportasi
	Topografi daerah Lampung dapat dibagi 5 unit topografi yaitu:
	Daerah berbukit sampai bergunung,
	Daerah berombak sampai bergelombang,
	Daerah dataran alluvial,
	Daerah dataran rawa pasang surut,
	Daerah river basin.
	Namun demikian, akses ke tiap-tiap ibukota Kabupaten dapat ditempuh melalui jalan darat.

	d. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja
	Lama waktu perjalanan ke seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung cukup bervariasi dengan waktu tempuh paling lama adalah 6 hingga 8 jam dan waktu yang paling singkat adalah 0,5 jam. Data tentang lama waktu perjalanan ke wilayah kerja selengkapnya ditampilkan pada lampiran Tabel 24.

	e. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja
	Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan pengawasan di satu wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung rata-rata adalah 5 jam, sedangkan waktu yang diperlukan paling lama adalah 3 hari dan waktu paling singkat adalah selama 3 jam.

	2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota
	Sarana produksi Obat dan Makanan yang berada di cakupan kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung terdiri dari Industri Farmasi Bahan Baku Obat (IF BBO), Unit Pengelola Darah (UPD), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), industri kosmetik, industri pangan olahan serta Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang terdata pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 2.
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	Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2025

	No.
	Kabupaten/Kota
	Jumlah
	1.
	Industri Farmasi Bahan Baku Obat (IF BBO)
	2.
	Unit Transfusi Darah (UTD)
	3.
	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	4.
	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	5.
	Industri Kosmetik
	6.
	Industri Pangan
	393
	7.
	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
	5351


	TOTAL
	5763
	Sedangkan sarana distribusi Obat dan Makanan dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah cakupan kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF), apotek, Toko Obat (TO), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Rumah Sakit (RS), Puskesmas, klinik kesehatan, sarana distribusi Obat Tradisional, sarana distribusi Suplemen Kesehatan, sarana distribusi kosmetik, klinik kecantikan dan sarana distribusi pangan olahan seperti pada tabel 6 di bawah ini.
	Tabel 3. Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025

	No.
	Kabupaten/Kota
	Jumlah
	1.
	Pedagang Besar Farmasi (PBF)
	2.
	Apotek
	1344
	3.
	Toko Obat
	4.
	Instalasi Farmasi Pemerintah
	5.
	Rumah Sakit
	6.
	Puskesmas
	221
	7.
	Klinik
	355
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	No.
	Kabupaten/Kota
	Jumlah
	8.
	Sarana Distribusi Obat Bahan Alam
	153
	9.
	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan
	10.
	Sarana Distribusi Kosmetik
	641
	11.
	Sarana Distribusi Pangan Olahan
	7896


	TOTAL
	10.900
	Sedangkan sarana distribusi Obat dan Makanan dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah cakupan kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF), apotek, Toko Obat (TO), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Rumah Sakit (RS), Puskesmas, klinik kesehatan, sarana distribusi Obat Tradisional, sarana distribusi Suplemen Kesehatan, sarana distribusi kosmetik, klinik kecantikan dan sarana distribusi pangan olahan seperti pada tabel 7 di bawah ini.
	Tabel 4. Jumlah Sekolah dan Siswa Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Wilayah Cakupan Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

	No.
	Kabupaten/Kota
	Jumlah Sekolah
	Jumlah Siswa
	1.
	Lampung Barat
	216
	28122
	2.
	Tanggamus
	404
	57035
	3.
	Lampung Selatan
	505
	99536
	4.
	Lampung Timur
	576
	84319
	5.
	Lampung Tengah
	758
	120311
	6.
	Pesawaran
	304
	42361
	7.
	Pringsewu
	268
	38409
	8.
	Pesisir Barat
	127
	18205
	9.
	Kota Bandar Lampung
	245
	91275
	10.
	Kota Metro
	16535


	TOTAL
	3.467
	596.108
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	B. Lingkungan Internal
	Memahami kondisi internal organisasi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, seperti yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung, pemahaman yang mendalam terhadap kondisi internal organisasi akan mempengaruhi efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
	Selain itu, memahami kondisi internal juga memungkinkan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Dengan mengetahui keterbatasan dan potensi yang ada, Balai Besar POM di Bandar Lampung dapat merancang strategi yang lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Hal ini juga penting untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam sistem pengawasan, serta memperkuat koordinasi antar departemen dalam organisasi.
	Secara keseluruhan, memahami kondisi internal organisasi menjadi dasar yang kuat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja yang lebih efektif. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, pemahaman ini akan sangat berpengaruh dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan yang terus berkembang.
	1. Luas Tanah dan Bangunan
	Balai Besar POM Bandar Lampung terletak di Jl. Dr. Susilo No. 101-105, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, menempati lahan seluas 8040 m2 sesuai Sertifikat Hak Pakai no 78 dan lahan rumah dinas seluas 755 m2 sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 7. Status Kepemilikan adalah Sertifikat Hak Pakai PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA.
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	Luas bangunan keseluruhan adalah 3436m2, terdiri dari gedung kantor 1553m2, laboratorium 1.576m2, dan Luas bangunan keseluruhan adalah 3853m2, terdiri dari gedung kantor seluas 1634m2, gedung laboratorium seluas 1.566m2, rumah dinas seluas 252m2, gedung ibadah seluas 55m2, gedung pertemuan seluas 278m2 , pos satpam seluas 12m2 dan bangunan lainnya seluas 56m2.
	Laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung, terdiri dari Laboratorium Kimia Pangan, Laboratorium Kimia Obat Tradisional, Laboratorium Kimia Kosmetik, Laboratorium Kimia Obat/NAPZA, dan Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Molekuler. Selain itu terdapat juga 2 (dua) ruang reagensia, 2 (dua) ruang penyimpanan sampel dan 2 (dua) ruang tempat penyimpanan barang bukti.
	Sarana penerangan Balai Besar POM di Bandar Lampung menggunakan fasilitas PLN dengan daya total 197 KVA, dan 2 mesin generator set dengan daya 100 KVA. Sumber air berasal dari air tanah yang dibor dengan kedalaman lebih kurang 50 meter dengan debit air yang cukup.
	Balai Besar POM di Bandar Lampung memiliki  beberapa sarana komunikasi, seperti saluran telepon, HP, e-mail, subsite, serta media sosial seperti instagram, facebook, X, Tiktok, dan Youtube. Sarana komunikasi Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
	Layanan Pengaduan Langsung ke Kepala BBPOM di Bandar Lampung (LANGSUNG KE BOSS)
	Layanan Sertifikasi
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	Kegiatan komunikasi melalui internet di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung didukung dengan akses Internet 400 Mbps 1:1 (dedicated).
	Untuk menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, tersedia kendaraan operasional 12 unit kendaraan roda empat dan 2 unit kendaraan roda dua. Kendaraan-kendaraan tersebut selain untuk menjalankan fungsi perkantoran, juga digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik dan laboratorium

	2. Sumber Daya Manusia
	Pada tahun 2024, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 113 orang yang terdiri dari 64 SDM Teknis, 16 SDM Administrasi, 11 PPPK, dan 20 Outsourcing.

	a. Penggolongan Berdasarkan Usia
	Dari jumlah ASN Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 91 orang, 14 orang (15%) diantaranya berusia 20-30 tahun, 28 orang (31%) berusia 31- 40 tahun, 23 orang (25%) berusia 41-50 tahun, dan 26 orang (29%) berusia 51-60 tahun. Berdasarkan profil tersebut, dimana banyak pegawai yang berada pada rentang umur mendekati purnabakti, maka Balai Besar POM di Bandar Lampung harus menyiapkan pegawai-pegawainya dengan kompetensi memadai untuk dapat bertugas pada posisi-posisi strategis. Tidak hanya kompetensi teknis tetapi kemampuan manajerial yang mumpuni untuk mempersiapkan leader di Balai Besar POM di Bandar Lampung.


	PROFIL SDM ASN MENURUT USIA
	Gambar 7. Profil SDM ASN Menurut Usia
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	Sementara itu pegawai Outsourcing di Balai Besar POM di Bandar Lampung seperti terlihat pada Gambar 7. memperlihatkan mayoritas berada pada rentang umur 20-40 tahun yakni sebesar 65% dari total pegawai Outsourcing yang berjumlah 20 orang.

	PROFIL SDM OUTSOURCING MENURUT USIA
	Gambar 8. Profil Outsourcing Menurut Usia
	b. Penggolongan Berdasarkan Unit Kerja
	Profil SDM di Balai Besar POM di Bandar Lampung berdasarkan unit kerja/substansi seperti terlihat pada Gambar 8. Penugasan SDM pada masing-masing substansi berdasarkan kompetensi pegawai serta kebutuhan organisasi.


	PROFIL SDM MENURUT UNIT KERJA
	Gambar 9. Profil SDM Menurut Unit Kerja
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	c. Penggolongan Berdasarkan Strata Pendidikan
	Dari 91 pegawai di Balai Besar POM di Bandar Lampung, 23 pegawai (25%) berpendidikan S2, 18 pegawai (20%) berpendidikan profesi apoteker, 27 pegawai berpendidikan S1 (29%), 13 pegawai (14%) berpendidikan D3, dan 11 pegawai (12%) berpendidikan SLTA/sederajat.


	PROFIL SDM MENURUT UNIT KERJA
	No.
	Pendidikan
	Jumlah
	1.
	SLTA/sederajat
	2.

	D3
	3.

	S1
	4.
	Apoteker
	5.

	S2
	Gambar 10. Profil SDM Menurut Strata Pendidikan

	d. Penggolongan Berdasarkan Jenis Kelamin
	Profil pegawai Balai Besar POM di Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin per substansi seperti terlihat pada Gambar 10.
	Gambar 11. Profil SDM Menurut Jenis Kelamin
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	Sementara itu, profil Outsourcing berdasarkan jenis kelamin. Dengan jenis kelamin perempuan, yakni 4 orang (20%). Sementara laki-laki berjumlah 16 orang (80%).


	PROFIL OUTSOURCING BERDASARKAN JENIS KELAMIN
	Gambar 12. Profil Outsourcing Menurut Jenis Kelamin
	3. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
	Berdasarkan jumlah sampel yang diuji oleh laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2025 sebanyak 5044 sampel dengan tenaga penguji 27 orang. Sehingga rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji yaitu 186,81 sampel/orang/tahun. Sedangkan total parameter dengan 5044 sampel tersebut yaitu 23.451 parameter, sehingga rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji sebanyak 868,56 parameter/orang/tahun. Profil kemampuan kerja tenaga penguji pada masing-masing laboratorium dapat dilihat pada Lampiran Tabel 29.

	4. Pelatihan Uji Profisiensi
	Uji profisiensi merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk membandingkan kinerja dan kompetensi laboratorium yang melakukan pengujian di bidang tertentu. Tujuan dari uji profisiensi adalah untuk mengevaluasi kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian dengan metode yang ditentukan dan menghasilkan hasil yang konsisten dengan tingkat akurasi yang tinggi.
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	Uji profisiensi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengujian laboratorium, karena menunjukkan bahwa laboratorium mampu menghasilkan data yang akurat. Uji profisiensi dilakukan untuk semua jenis produk, seperti Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Pangan, dan Mikrobiologi. Pada tahun 2025, laboratorium pengujian di Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melaksanakan 11 uji profisiensi/uji banding/kolaborasi yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN) dan Balai Besar POM di Serang. Selain itu juga melaksanakan uji profisiensi yang diselenggarakan oleh eksternal Badan POM seperti BQSF Thailand. Seluruh uji profisiensi yang dilaksanakan diperoleh hasil inlier/memuaskan. Uji profisiensi/uji banding/uji kolaborasi Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.
	Tabel 5. Pelaksanaan Uji Profisiensi dan Uji Banding Tahun 2024
	No.
	Laboratorium
	Judul Uji Profisiensi / Kolaborasi
	Penyelenggara (Provider)
	Jumlah peserta
	Waktu Pelaksanaan
	Hasil
	Pangan
	Penetapan Kadar NaCl dalam Garam
	PPPOMN
	Oktober 2025
	Memuaskan (Z score : 0,03)
	Pangan
	Penetapan Kadar BHA, BHT dan TBHQ dalam Minyak Goreng

	PPPOMN
	Juli 2025
	BHA : Memuaskan ( Z score -0,08)
	BHT : Memuaskan ( Z score: -0,94)
	TBHQ : Memuaskan ( Z score: 0,10)
	Pangan
	Penetapan Kadar Pb, Cd dalam Sirup

	PPPOMN
	Juli 2025
	Pb : Memuaskan ( Z score: 0,02)
	Cd : Memuaskan ( Z score: 0,24)
	Pangan
	Determination of Metals in Food (BQSF ME 01-68): total As, inorganic As, Cd, Fe, total Hg, Zn and Sn in Squid.
	BQSF Thailand
	Mei 2025
	Total As : Memuaskan ( Z score: 1,4)
	Cd : Memuaskan ( Z score: 1,0)
	Fe : Memuaskan ( Z score: -1,3)
	Hg : Memuaskan ( Z score: 1,6)
	Zn : Memuaskan ( Z score: 1,2)
	Sn : Memuaskan ( Z score: -0,3)
	Obat
	Penetapan Kadar Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol dalam sediaan cair oral

	PPPOMN
	Agustus 2025
	Etilen Glikol : Memuaskan (Z score : -0,3)
	Dietilen Glikol : Memuaskan (Z score : -0,01)
	Obat
	Penetapan kadar Zat Terlarut Hasil Disolusi Metformin HCl Tablet
	BBPOM Serang
	Juni 2025
	Hasil Uji Banding 7 laboratorium peserta tidak berbeda signifikan
	Obat
	Penetapan Kadar Zat Terlarut Hasil Disolusi Metronidazol Tablet
	BBPOM Serang
	Juni 2025
	Memuaskan (Z score : -1,45)
	Obat Bahan Alam
	Identifikasi Bahan Kimia Obat dalam Obat Bahan Alam sediaan padat (Difenhidramin HCl, Klorfeniramin Maleat, Prometazin HCl)

	PPPOMN
	Juli 2025
	Memuaskan (Nilai 100)
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	No.
	Laboratorium
	Judul Uji Profisiensi / Kolaborasi
	Penyelenggara (Provider)
	Jumlah peserta
	Waktu Pelaksanaan
	Hasil
	Kosmetik
	Identifikasi Bahan Dilarang Dalam Kosmetik Sediaan Untuk Kulit Berjerawat/Acne Skin Product (Resorsinol, Kloramfenikol, Betametason)

	PPPOMN
	Agustus 2025
	Memuaskan (Nilai 100)
	Mikrobiologi
	Deteksi Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa dan Candida albicans pada Sediaan Kosmetik

	PPPOMN
	Juni 2025
	Memuaskan

	NAPPZA
	Identifikasi Psikotropika dalam serbuk secara Kromatografi Lapis Tipis

	PPPOMN
	Juni 2025
	Baik (Nilai 83)



	5. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal        Laboratorium UPT BPOM
	Peran laboratorium pengujian harus selalu ditingkatkan, seiring dengan semakin beragamnya obat dan makanan yang beredar. Salah satu cara penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium yaitu dengan tersedianya peralatan laboratorium yang memadai. Dalam kegiatan pengujian, alat laboratorium merupakan unsur utama selain sumber daya manusia. Setiap tahun laboratorium mengadakan penambahan alat untuk memenuhi standar tersebut. Standar Minimum Peralatan Laboratorium disusun berdasarkan:
	Pengelompokan unit pelaksana teknis sebagai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Pengawas Obat dan Makanan,
	Sesuai dengan jumlah sampel yang diuji seperti tercantum pada Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023, dengan pembagian kelompok sebagai berikut:
	Kelompok I : Balai Besar POM dengan jumlah sampel lebih dari 3000.
	Kelompok II : Balai Besar/ Balai POM dengan jumlah sampel 2000 - 3000.
	Kelompok III : Balai POM dengan jumlah sampel 1000 - 2000.
	Kelompok IV : Balai POM dengan jumlah sampel kurang dari 1000
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	Jumlah peralatan laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung (termasuk sebagai Laboratorium kelompok II) sudah sesuai Standar Minimal Laboratorium. Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung telah dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk menunjang serangkaian proses pengujian yang dilakukan, sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Balai Besar POM di Bandar Lampung dapat dilihat pada Lampiran Tabel 31A dan 31B.

	6. Sertifikasi dan Akreditasi
	Sistem mutu ISO 9001 mengakomodasi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi organisasi dalam membentuk suatu sistem manamejen mutu. Dengan berpedoman pada ISO 9001:2015 sebuah organisasi/perusahaan dapat melakukan evaluasi apakah produk (barang/jasa) dan proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat memenuhi keinginan/persyaratan dari pelanggan secara konsisten. Selain itu, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 juga dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan perusahaan atau pun pelanggan serta mencegah terjadi kegagalan mutu produk atau jasa sepanjang proses produksi. Di Indonesia standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 diadopsi identik menjadi sebuah standar sistem oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 9001:2015

	7. Kerja Sama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja       Sama (PKS)
	Pengawasan obat dan makanan yang efektif membutuhkan kerja sama lintas sektor yang kokoh. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas tantangan dalam menjamin keamanan serta mutu obat dan makanan yang tidak dapat ditangani oleh satu lembaga atau sektor secara mandiri. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Bandar Lampung senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, hingga perguruan tinggi demi meningkatkan efektivitas pengawasan.
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	Kerja sama tersebut memungkinkan terciptanya sinergi antara Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan para pemangku kepentingan lainnya. Meski setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, kontribusi tersebut saling melengkapi dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan. Melalui hubungan lintas sektor yang harmonis, pengawasan obat dan makanan, edukasi kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat akan menjadi lebih terarah dan terkoordinasi, sehingga perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari produk beresiko tidak aman dapat dilakukan secara optimal. Sinergi ini merupakan kunci utama dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tepercaya bagi konsumen di Indonesia.
	Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tahun 2025, Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menyepakati Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman dengan berbagai pihak eksternal di Provinsi Lampung. Perincian mengenai bentuk kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat dilihat pada Lampiran Tabel 33A.

	a. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
	BBPOM di Bandar Lampung telah melaksanakan sinergi pengawasan dan pelayanan publik melalui Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Ruang lingkup kegiatan yang telah dijalankan meliputi pengawasan terpadu serta penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang obat dan makanan. Selain itu, dilakukan pula pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha, pertukaran data atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Lampung Selatan yang dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali pada hari Jumat.
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	Gambar 13. Layanan informasi BBPOM di Bandar Lampung di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan



	b. Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Lampung dalam rangka         Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penegakan Hukum di Bidang         Pengawasan Obat dan Makanan
	Dalam rangka memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di bidang obat dan makanan, Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menjalin perjanjian kerjasama strategis dengan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Kolaborasi ini mencakup ruang lingkup yang komprehensif, dimulai dari aspek pertukaran data serta informasi guna mendukung akurasi pengawasan di lapangan dan melalui pengawasan obat dan makanan secara terpadu, yang didukung oleh penguatan teknis berupa pengujian dan pengembangan laboratorium dan juga bantuan pengamanan dalam setiap proses pelaksanaan tugas risiko tinggi.
	Gambar 14. Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Lampung


	c. Kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu       Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
	Kerjasama ini merupakan perpanjangan dari Kerjasama sebelumnya, dilakukan dengan membuka layanan informasi BBPOM di Bandar Lampung di Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lampung Tengah (1 kali dalam sebulan/setiap hari Kamis pada minggu kedua).
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	Gambar 15. Layanan informasi BBPOM di Bandar Lampung di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Tengah



	8. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
	Sepanjang tahun 2025, Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sebagai berikut:

	a. Kerjasama dengan Badan Gizi Nasional
	BBPOM di Bandar Lampung telah terlibat dalam pendampingan bagi SPPG dan pelaku usaha mikro kecil dalam pemenuhan standar produksi yang baik. Fokus pengawasan juga diarahkan pada sarana produksi, rantai pasok dalam penanganan KLB Keracunan Pangan, serta pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan MBG. Selain itu, dilakukan pula upaya peningkatan kapasitas laboratorium pangan dan penguatan kompetensi melalui pendampingan atau bimbingan teknis kepada tenaga penjamah pangan pada SPPG guna menjamin keamanan pangan secara menyeluruh.
	Gambar 16. Kerjasama dengan BGN dalam kegiatan Pengarah dan Evaluasi kepada Kasatpel, Yayasan, dan Mitra SPPG
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	Gambar 17. Kerjasama dengan BGN dalam Kegiatan Pendampingan SPPG dan Pelaku Usaha Mikro Kecil


	Kerjasama ini juga diperkuat dengan dibentuknya Surat Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung, dan beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro di mana BBPOM di Bandar Lampung menjadi bagian dari Tim Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis ini.

	b. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait Tim Cepat Tanggap        Kejadian Luar Biasa
	BBPOM di Bandar Lampung bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan daerah di Lampung untuk meningkatkan kinerja, respons cepat, serta koordinasi dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan keracunan pangan melalui pembentukan Tim Cepat Tanggap. Keterlibatan Balai Besar POM dalam tim ini mencakup pengambilan atau penerimaan sampel pangan dari Dinas Kesehatan setempat, pengujian sampel beserta pelaporan hasilnya, serta pengkajian dan evaluasi untuk menyimpulkan agen penyebab. Selain itu, BBPOM di Bandar Lampung juga berperan dalam mengendalikan faktor risiko, melakukan pengawasan dan tindak lanjut jika KLB diduga berasal dari pangan olahan, serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan mengenai langkah penanganan yang diperlukan terhadap pangan olahan tersebut.
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	Data yang berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa bisa dilihat pada Tabel 19 pada bagian Lampiran.

	c. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi       Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM)
	BBPOM di Bandar Lampung juga telah melakukan koordinasi terkait Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di semua kab/kota di wilayah pengawasannya berupa :
	Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersama dengan Pemerintah daerah, seperti intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri serta Natal dan tahun baru.
	Advokasi/audiensi/pertemuan dengan Pemerintah daerah
	Koordinasi penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
	Koordinasi dan pengawasan KLB keracunan pangan MBG, dan
	Menjadi narasumber pada beberapa kegiatan Pemerintah Daerah
	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) sudah ada di beberapa kabupaten/kota dan tim jejaring keamanan pangan dan satuan tugas pangan pada kabupaten/kota yang lain.
	Selain kerjasama BBPOM di Bandar Lampung juga sepanjang tahun 2025 berhasil meraih berbagai penghargaan sebagai berikut:
	Penghargaan Pengarusutamaan Gender (PUG) atas Hasil Pemantauan Komitmen Unit Kerja dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Implementasi PUGIS Tahun 2025 Termin I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
	Penghargaan Balai Besar Terbaik 3 pada Kategori Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2025.
	Penghargaan Gold Winner Anugerah Humas Indonesia pada Kategori Pelayanan Informasi Publik Informatif, Subkategori Ruang Fisik Pelayanan Informasi Publik.
	Penghargaan Bronze Winner Anugerah Humas Indonesia pada Kategori PPID Terbaik, Subkategori PPID Pelaksana.
	Penghargaan PPID dengan nilai 100 pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung.
	Penghargaan PPID Terbaik 1 untuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan kategori Balai Besar.
	Penghargaan atas komitmen nyata dalam melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dalam Pengawasan Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
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	Penghargaan Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik II kategori Balai Besar di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
	Penghargaan Terbaik I Satuan Kerja dengan jumlah Transaksi Kartu Kredit Pemerintah dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi Lampung.
	Gambar 18. Beberapa Penghargaan yang diraih


	9. Kendaraan
	Roda empat : 9 (Sembilan)
	Roda dua  : 2 (Dua)

	10. Pengadaan Barang/Jasa
	BBPOM di Bandar Lampung melakukan pemanfaatan sistem pengadaan dengan mempertimbangkan 5 indikator yaitu Persentase Rencana Umum Pengadaan yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya, persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa, persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing), persentase penerapan proses non E- Tendering dan non E-Purchasing pada aplikasi SPSE, serta persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE.
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	11. Anggaran
	Pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung menggunakan anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar POM di Bandar Lampung berdasarkan Nomor: SP DIPA-063.01.2.432850/ 2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 31.915.508.000. Anggaran yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung sebesar Rp. 21.534.812.503  atau 67,47%. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
	Gambar 19. Rincian Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Sumber Anggaran


	12. Laporan Penerimaan
	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 yang berasal dari sampel kepolisian dalam rangka pro justitia, sampel sediaan farmasi dan pangan olahan dari pihak ketiga (sampel luar) dan penerbitan surat keterangan impor/ekspor sebesar Rp. 79.149.979 atau 17,77% dari target Rp. 445.450.000. Persentase capaian PNBP pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 50,5% dibandingkan tahun 2024. Adanya perubahan tarif uji untuk sampel kepolisian dalam rangka pro justitia di lingkungan BPOM membuat pihak luar memilih melakukan pengujian di tempat lain sehingga berdampak pada realisasi dan capaian penerimaan PNBP BBPOM di Bandar Lampung.
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	13. Implementasi PUG
	Sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Balai Besar POM di Bandar Lampung mengupayakan penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada kesamaan hak, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Balai Besar POM di Bandar Lampung terus berkomitmen mendukung pengarusutamaan gender sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik. Melalui kebijakan, tata kelola, dan budaya kerja yang responsif gender, Balai Besar POM di Bandar Lampung memastikan bahwa setiap layanan diberikan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Upaya ini diwujudkan dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

	1. Parkir Khusus
	Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menyediakan tempat parkir khusus difabel yang strategis dan mudah dijangkau. Fasilitas ini memastikan bahwa penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan laki-laki dengan keterbatasan fisik, dapat mengakses bangunan dengan lebih mudah dan aman. Area parkir khusus penyandang disabilitas terletak pada jalur terdekat dengan fasilitas yang dituju dengan jarak kurang dari 60 m dari pintu masuk.
	Gambar 20. Fasilitas Parkir Khusus Difabel
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	b. Jalur Pemandu (Guiding Block)
	Guiding block atau jalur pemandu bagi penyandang disabilitas merupakan elemen penting dalam mewujudkan aksesibilitas dan kemandirian di ruang publik. Fasilitas ini dirancang untuk membantu, khususnya bagi penyandang disabilitas netra, dalam mengenali arah, perubahan jalur, maupun potensi hambatan melalui pola dan tekstur permukaan yang khas. Kehadiran guiding block tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan mobilitas, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip inklusivitas dan kesetaraan hak. Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menyediakan jalur pemandu dari pintu masuk hingga ke meja layanan.
	Gambar 21. Fasilitas Jalur Pemandu (Guiding Block)


	c. Jalan Landai dengan Pegangan Rambat
	Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menyediakan jalan landai dengan pegangan rambat yang merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat melalui tangga dan sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terperosok keluar ram.
	Gambar 22. Fasilitas Jalan Landai dengan Pegangan Rambat
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	d. Ruang Tunggu Khusus
	Balai Besar POM di Bandar Lampung juga menyediakan ruang tunggu khusus untuk tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu.
	Gambar 23. Fasilitas Ruang Tunggu Khusus


	e.  Loket Khusus
	Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menyediakan jalan landai dengan pegangan rambat yang merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat melalui tangga dan sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terperosok keluar ram.
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	Gambar 24. Fasilitas Loket Khusus Layanan Prioritas



	f.Toilet Khusus
	Penyediaan toilet khusus bagi kelompok rentan merupakan bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan layanan publik yang ramah, aman, dan inklusif. Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menyediakan toilet khusus yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya dengan fasilitas pintu geser, ruang gerak untuk pengguna kursi roda, toiletries, pegangan tangan di sisi kloset, wastafel, serta penerangan cukup, ventilasi dan exhaust.
	Gambar 25. Fasilitas Toilet Khusus


	g. Arena Bermain Anak
	Balai Besar POM di Bandar Lampung juga menyediakan ruang bermain anak yang aman dan nyaman, memungkinkan anak-anak yang datang dengan orang tua mereka, baik laki-laki maupun perempuan dapat bermain dengan bebas dan tanpa hambatan. Arena bermain anak telah dilengkapi peralatan bermain yang aman, menarik, dan sesuai dengan usia dan kebutuhan anak-anak.
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	Gambar 26. Fasilitas Arena Bermain Anak


	Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menyediakan ruang laktasi untuk pemenuhan kebutuhan layanan bagi ibu menyusui dengan memperhatikan privasi, kenyamanan ibu dan bayi dengan lokasi yang layak, bersih, nyaman, mudah dilihat dan dicapai dilengkapi dengan penanda yang informatif. Ruang laktasi dilengkapi dengan lemari pendingin, meja, kursi dengan sandaran, AC, tempat sampah, tisu, bantal dispenser dan kebutuhan lainnya.
	Gambar 27. Fasilitas Ruang Laktasi


	i. Alat Bantu
	untuk mendukung layanan publik yang inklusif, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga menyediakan beberapa alat bantu seperti kursi roda, tongkat, kruk, alat bantu dengar, kacamata plus, serta buku Standar Pelayanan dengan huruf braille.
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	Gambar 28. Fasilitas Alat Bantu



	j. Petugas Pembantu
	Selain sarana dan prasarana, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga menyediakan petugas khusus yang dapat memandu pengguna layanan jika mengalami kesulitan.
	Gambar 29. Petugas Pembantu

	Berbagai fasilitas yang dihadirkan Balai Besar POM di Bandar Lampung mencerminkan upaya kepedulian terhadap keberagaman kebutuhan pengguna, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan layanan yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab institusi dalam menjamin kesetaraan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak setiap individu tanpa diskriminasi.
	Data distribusi gender per bidang di Balai Besar POM di Bandar Lampung, terlihat adanya kecenderungan dominasi gender di beberapa bidang serta komposisi yang lebih seimbang di bidang lainnya. Berikut ini adalah analisis terhadap kondisi tersebut:
	Tabel 6. Distribusi gender per bidang
	Kelompok Substansi
	Jumlah Laki-Laki
	Jumlah Perempuan
	Kepala Balai Besar
	1 (100%)
	Tata Usaha
	14 (54%)
	12 (46%)
	Pengujian
	5 (17%)
	25 (83%)
	Pemeriksaan
	8 (42%)
	11 (58%)
	Penindakan
	4 (57%)
	3 (43%)
	Infokom
	2 (25%)
	6 (75%)

	Total
	34 (37%)
	57 (63%)
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	Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dominasi perempuan di beberapa bidang teknis dan administratif seperti pengujian, pemeriksaan, dan infokom. Sementara bidang penindakan dan tata usaha cenderung didominasi oleh laki-laki. Meskipun demikian, penting untuk terus memastikan bahwa pengarusutamaan gender tidak hanya fokus pada distribusi gender secara kuantitatif, tetapi juga memastikan adanya kesetaraan dalam peluang pengembangan karir, akses ke posisi strategis, serta pemberdayaan perempuan dan laki-laki di semua bidang.
	Selain distribusi gender per bidang, Pengarusutamaan Gender berdasarkan pendidikan dan status pernikahan juga menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik serta pembagian tugas dan potensi karir. Tingkat pendidikan dan status pernikahan merupakan variabel sosial yang dapat mempengaruhi akses, peran, serta partisipasi individu dalam penugasan karier dalam lingkungan kerja. Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi perbedaan pengalaman, tantangan, maupun peluang yang dihadapi oleh setiap kelompok.

	1.   Tingkat Pendidikan dan Gender
	Tabel 7. Tingkat Pendidikan Berdasarkan Gender
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah Laki-Laki
	Jumlah Perempuan
	S2
	4 (19,1%)
	17 (80,9%)
	Profesi
	8 (42,1%)
	11 (57,9%)

	S1
	7 (25,9%)
	20 (74,1%)

	D3
	8 (61,5%)
	5 (38,5%)

	SLTA
	7 (63,6%)
	4 (36,4%)
	Total
	34 (37%)
	57 (63%)


	Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan S2, profesi, dan S1 didominasi oleh perempuan. Sedangkan tingkat pendidikan D3 dan SLTA didominasi oleh laki-laki. Data tersebut mengindikasikan bahwa akses dan keterwakilan perempuan dalam pendidikan tinggi relatif baik. Hal ini juga menggambarkan bahwa prinsip kesetaraan telah tercermin melalui keterwakilan perempuan yang kuat, khususnya pada pendidikan tinggi.
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	Balai Besar POM di Bandar Lampung memberi perhatian lebih dalam hal ini terutama memberikan motivasi, peluang, dan dukungan bagi laki-laki agar melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, demi menciptakan keseimbangan dalam pengembangan kapasitas pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

	2.   Status Pernikahan dan Gender
	Dari analisis berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menciptakan ruang yang lebih terbuka dan setara bagi perempuan dalam hal pendidikan, terutama di tingkat pendidikan tinggi dan profesi. Selain itu, meskipun perempuan banyak yang tetap aktif bekerja setelah menikah, data menunjukkan bahwa perlu ada lebih banyak perhatian terhadap kelompok perempuan dengan status pernikahan yang berbeda (belum menikah dan janda). Implementasi PUG di Balai Besar POM di Bandar Lampung terus diupayakan untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan, peluang karir, dan dukungan bagi perempuan dan laki-laki, serta kelompok rentan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh individu.
	Tabel 8. Status Pernikahan Berdasarkan Gender
	Status Pernikahan
	Jumlah Laki-Laki
	Jumlah Perempuan
	Kawin
	29 (40%)
	44 (60%)
	Belum Kawin
	5 (33,3%)
	10 (66,7%)
	Janda/Duda
	3 (100%)

	Total
	34 (37%)
	57 (63%)


	3.   Data Terpilah di Lingkungan Eksternal
	Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Lampung Wilayah Pengawasan BBPOM di Bandar Lampung Berdasarkan Umur
	Berdasarkan data yang tersedia jumlah penduduk mencapai 9.522,91 ribu jiwa, yang terdiri dari 4.857,47 ribu (51%) laki-laki dan 4.665,44 ribu (49%) perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan (Sumber: Badan Pusat Statistik).
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	Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, kelompok usia 0–4 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar yaitu sekitar 796,36 ribu jiwa, diikuti oleh kelompok 10–14 tahun (777,38 ribu jiwa) dan 5–9 tahun (772,83 ribu jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk didominasi oleh usia muda.
	Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
	No
	Kelompok Umur (tahun)
	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa)
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah
	0-4
	406.4
	389.97
	796.36
	5-9
	395.26
	377.58
	772.83
	10-14
	397.33
	380.05
	777.38
	15-19
	376.92
	354.67
	731.59
	20-24
	373.95
	353.62
	727.57
	25-29
	381.5
	365.23
	746.73
	30-34
	377.28
	362.32
	739.6
	35-39
	372.39
	359.33
	731.72
	40-44
	353.91
	341.77
	695.68
	45-49
	332.47
	321.64
	654.11
	50-54
	294.56
	284.82
	579.38
	55-59
	248.53
	239.79
	488.32
	60-64
	200.07
	193.47
	393.54
	65-69
	149.24
	142.73
	291.97
	70-74
	101.32
	98.25
	199.57
	75+
	96.35
	100.21
	196.56
	Jumlah
	4857.47
	4665.44
	9522.91


	Seiring bertambahnya usia jumlah penduduk cenderung menurun secara bertahap. Misalnya pada kelompok 40–44 tahun jumlahnya sekitar 695,68 ribu jiwa kemudian terus menurun hingga kelompok 70–74 tahun yang berjumlah 199,57 ribu jiwa. Pada kelompok usia 75 tahun ke atas jumlah penduduk tercatat 196,56 ribu jiwa.
	Dari sisi jenis kelamin pada sebagian besar kelompok umur jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada kelompok usia 75 tahun ke atas jumlah perempuan (100,21 ribu jiwa) sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki (96,35 ribu jiwa), yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki harapan hidup lebih.
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	Secara umum data ini menggambarkan struktur penduduk yang didominasi usia muda dengan penurunan jumlah penduduk pada kelompok usia yang lebih tua serta perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang panjang dapat dilihat di Tabel 8 di atas.
	Peserta Didik di Provinsi Lampung
	Berdasarkan data yang tersedia jumlah peserta didik di Provinsi Lampung mencapai 1.298.591 siswa yang terdiri dari 668.635 laki-laki dan 629.956 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan siswa perempuan.
	Dilihat dari sebaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah peserta didik terbesar yaitu sekitar 248.528 siswa, diikuti oleh Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 208.452 siswa serta Kabupaten Lampung Timur sekitar 192.308 siswa. Sementara itu jumlah peserta didik paling sedikit terdapat di Kabupaten Pesisir Barat dengan sekitar 34.463 siswa serta Kabupaten Lampung Barat sekitar 54.235 siswa.
	Berdasarkan jenjang pendidikan, Sekolah Dasar (SD) memiliki jumlah peserta didik paling banyak dibandingkan jenjang lainnya. Hal ini wajar karena jenjang SD menampung usia sekolah dasar yang jumlahnya relatif besar. Setelah itu diikuti oleh jenjang SMP, SMA, dan SMK, yang menunjukkan adanya penurunan jumlah peserta didik seiring meningkatnya jenjang pendidikan.
	Pada jenjang pendidikan anak usia dini seperti TK, KB, TPA, dan SPS jumlah peserta didik juga cukup signifikan yang menandakan adanya perhatian terhadap pendidikan usia dini di Provinsi Lampung. Sementara itu, SLB memiliki jumlah peserta didik yang relatif lebih sedikit karena diperuntukkan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
	Secara umum data ini menggambarkan sebaran peserta didik di Provinsi Lampung yang cukup merata antar wilayah dengan dominasi pada jenjang pendidikan dasar serta komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang dengan sedikit dominasi siswa laki-laki dapat dilihat di tabel 9.
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	Tabel 10. Peserta Didik di Provinsi Lampung
	No.
	Wilayah
	Total
	TK
	KB
	Jml
	Jml
	Jml
	Kab. Lampung Tengah
	248.528
	127.99
	120.538
	22.725
	11.837
	10.888
	4.584
	2.378
	2.206
	Kota Bandar Lampung
	219.14
	111.9
	107.24
	17.907
	9.234
	8.673
	4.384
	2.234
	2.15
	Kab. Lampung Selatan
	208.452
	107.826
	100.626
	11.889
	6.122
	5.767
	11.791
	6.022
	5.769
	Kab. Lampung Timur
	192.38
	99.135
	93.245
	17.986
	9.3
	8.686
	8.786
	4.484
	4.302
	Kab. Tanggamus
	112.437
	58.616
	53.821
	7.094
	3.685
	3.409
	5.868
	2.983
	2.885
	Kab. Pringsewu
	90.251
	46.293
	43.958
	5.991
	3.071
	2.92
	3.029
	1.579
	1.45
	Kab. Pesawaran
	82.939
	42.907
	40.032
	5.218
	2.688
	2.53
	4.31
	2.236
	2.074
	Kota Metro
	55.766
	28.333
	27.433
	4.859
	2.515
	2.344
	1.238
	636
	602
	Kab. Lampung Barat
	54.235
	27.77
	26.465
	3.755
	1.903
	1.852
	765
	413
	352
	Kab. Pesisir Barat
	34.463
	17.865
	16.598
	2.669
	1.387
	1.282
	644
	347
	297




	TOTAL
	1298.591
	668.635
	629.956
	100.093
	51.742
	48.351
	1452.99
	1417.916
	1271.836
	No.
	Wilayah
	TPA
	SPS
	PKBM
	Jml
	Jml
	Jml
	Kab. Lampung Tengah
	174
	103
	4.518
	2.811
	1.707
	Kota Bandar Lampung
	953
	475
	478
	5.473
	3.267
	2.206
	Kab. Lampung Selatan
	332
	165
	167
	5.769
	3.813
	1.956
	Kab. Lampung Timur
	129
	664
	332
	332
	2.461
	1.551
	910
	Kab. Tanggamus
	125
	516
	256
	260
	3.977
	2.446
	1.531
	Kab. Pringsewu
	630
	299
	331
	707
	484
	223
	Kab. Pesawaran
	472
	231
	241
	1.031
	612
	419
	Kota Metro
	124
	1.286
	834
	452
	Kab. Lampung Barat
	166
	464
	291
	173
	Kab. Pesisir Barat
	148



	TOTAL
	682
	344
	338
	3907
	1957
	1950
	1343.515
	2324.888
	2242.4
	No.
	Wilayah
	SKB
	SD
	SMP
	Jml
	Jml
	Jml
	Kab. Lampung Tengah
	462
	334
	128
	120.066
	62.115
	57.951
	51.151
	26.154
	24.997
	Kota Bandar Lampung
	207
	134
	90.71
	46.505
	44.205
	46.056
	23.495
	22.561
	Kab. Lampung Selatan
	359
	236
	123
	99.186
	51.191
	47.995
	37.991
	19.41
	18.581
	Kab. Lampung Timur
	84.272
	43.582
	40.69
	40.85
	20.837
	20.013
	Kab. Tanggamus
	151
	57.011
	29.659
	27.352
	19.147
	9.999
	9.148
	Kab. Pringsewu
	234
	152
	38.297
	19.773
	18.524
	18.199
	9.42
	8.779
	Kab. Pesawaran
	246
	144
	102
	42.099
	21.662
	20.437
	15.92
	8.338
	7.582
	Kota Metro
	434
	254
	180
	16.599
	8.552
	8.047
	12.328
	6.202
	6.126
	Kab. Lampung Barat
	243
	122
	121
	28.052
	14.413
	13.639
	10.187
	5.114
	5.073
	Kab. Pesisir Barat
	18.153
	9.402
	8.751
	6.654
	3.404
	3.25



	TOTAL
	2432
	1539
	893
	594.445
	306.854
	287.591
	258.483
	132.373
	126.11
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	No.
	Wilayah
	SMA
	SMK
	SLB
	Jml
	Jml
	Jml
	Kab. Lampung Tengah
	23.999
	9.92
	14.079
	20.634
	12.221
	8.413
	167
	Kota Bandar Lampung
	29.983
	13.486
	16.497
	22.818
	12.652
	10.166
	610
	400
	210
	Kab. Lampung Selatan
	19.814
	8.479
	11.335
	21.016
	12.201
	8.815
	241
	155
	Kab. Lampung Timur
	17.977
	7.468
	10.509
	19.029
	11.371
	7.658
	130
	Kab. Tanggamus
	9.954
	4.443
	5.511
	8.501
	4.929
	3.572
	Kab. Pringsewu
	10.584
	3.936
	6.648
	12.32
	7.436
	4.884
	224
	126
	Kab. Pesawaran
	8.086
	3.816
	4.27
	5.441
	3.118
	2.323
	Kota Metro
	9.124
	3.782
	5.342
	9.459
	5.305
	4.154
	315
	183
	132
	Kab. Lampung Barat
	6.758
	3.145
	3.613
	3.809
	2.255
	1.554
	Kab. Pesisir Barat
	4.22
	2.007
	2.213
	1.937
	1.203
	734




	TOTAL
	140.499
	60.482
	80.017
	124.964
	72.691
	785.539
	1853
	1142
	711
	Jumlah Guru di Provinsi Lampung
	Berdasarkan data yang tersedia jumlah guru di Provinsi Lampung mencapai sekitar 88.393 orang yang terdiri dari 25.477 guru laki-laki dan 65.013 guru perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru perempuan jauh lebih banyak dibandingkan guru laki-laki terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar.
	Jika dilihat berdasarkan wilayah Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah guru terbanyak yaitu sekitar 16.891 orang, diikuti oleh Kabupaten Lampung Timur sebanyak 12.920 orang, serta Kabupaten Lampung Selatan sekitar 12.417 orang. Sebaliknya wilayah dengan jumlah guru paling sedikit adalah Kabupaten Pesisir Barat dengan sekitar 3.105 orang, serta Kota Metro sekitar 3.889 orang.
	Berdasarkan jenjang pendidikan, Sekolah Dasar (SD) memiliki jumlah guru paling banyak dibandingkan jenjang lainnya. Hal ini disebabkan karena SD memiliki jumlah sekolah dan peserta didik yang lebih besar sehingga membutuhkan tenaga pendidik yang lebih banyak. Setelah itu diikuti oleh jenjang SMP, SMA, dan SMK yang juga memiliki jumlah guru cukup signifikan.
	Pada jenjang pendidikan anak usia dini seperti TK, KB, TPA, dan SPS, jumlah guru perempuan terlihat lebih dominan dibandingkan laki-laki. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah seperti SMA dan SMK komposisi guru laki-laki dan perempuan cenderung lebih seimbang.
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	Secara umum data ini menunjukkan bahwa sebaran guru di Provinsi Lampung cukup merata di berbagai kabupaten/kota dengan dominasi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar serta komposisi guru perempuan yang lebih besar dibandingkan guru laki-laki. Data tersebut juga menggambarkan pentingnya peran tenaga pendidik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang di Provinsi Lampung dapat dilihat di tabel 11.
	Tabel 11. Jumlah Guru di Provinsi Lampung
	No.
	Wilayah
	Total
	TK
	KB
	Jml
	Jml
	Jml
	Kab. Lampung Tengah
	574
	558
	474
	449
	Kota Bandar Lampung
	542
	519
	Kab. Lampung Selatan
	342
	328
	Kab. Lampung Timur
	687
	681
	Kab. Tanggamus
	982
	972
	Kab. Pringsewu
	681
	664
	640
	628
	Kab. Pesawaran
	473
	462
	240
	234
	Kota Metro
	250
	244
	Kab. Lampung Barat
	419
	418
	128
	128
	Kab. Pesisir Barat
	903
	228
	221




	TOTAL
	925
	3612
	158
	3544
	3168
	116
	3077
	No.
	Wilayah
	TPA
	SPS
	PKBM
	Jml
	Jml
	Jml
	Kab. Lampung Tengah
	Kota Bandar Lampung
	182
	Kab. Lampung Selatan
	214
	143
	Kab. Lampung Timur
	103
	Kab. Tanggamus
	218
	110
	108
	Kab. Pringsewu
	119
	Kab. Pesawaran
	Kota Metro
	Kab. Lampung Barat
	Kab. Pesisir Barat



	TOTAL
	342
	331
	1026
	465
	561
	LAPORAN TAHUNAN 2025
	No.
	Wilayah
	SKB
	SD
	SMP
	Jml
	Jml
	Jml



	TOTAL
	3697
	832
	2501
	4420
	4184
	No.
	Wilayah
	SMA
	SMK
	SLB
	Jml
	Jml
	Jml


	TOTAL
	3286
	3162
	3716
	2915
	3544
	3682
	393
	100
	293
	3.   Data Terpilah di Lingkungan Eksternal
	a.
	Balai Besar POM di Bandar Lampung selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inklusivitas dengan mengacu pada:
	Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
	Keputusan Kepala Badan POM nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
	Surat Keputusan Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS 2025-2029
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	b.
	Komitmen dalam hal pembentukan serta penugasan Sub Pokja PUG di lingkungan BBPOM di Bandar Lampung
	Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di BBPOM di Bandar Lampung bertujuan untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi secara sistematis dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan pengawasan obat dan makanan. Secara khusus, tujuan tersebut meliputi:
	Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan kerja, dengan memberikan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi pegawai laki-laki maupun perempuan dalam pengembangan karier, peningkatan kompetensi, serta pengambilan keputusan.
	Meningkatkan kualitas kinerja organisasi, melalui kebijakan dan program yang responsif gender sehingga mampu mengoptimalkan potensi seluruh sumber daya manusia secara adil dan proporsional.
	Memastikan layanan publik yang inklusif dan responsif gender, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan pelaku usaha, komunikasi informasi dan edukasi, serta pelayanan laboratorium, sehingga manfaat pengawasan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
	Mendukung kebijakan nasional tentang PUG, sebagai bagian dari komitmen instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
	Dengan implementasi PUG yang konsisten, BBPOM di Bandar Lampung diharapkan mampu membangun budaya kerja yang profesional, inklusif, serta berorientasi pada prinsip keadilan gender dalam mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Lampung.

	c.
	Implementasi pengarusutamaan gender di BBPOM di Bandar Lampung
	Sebagai wujud komitmen terhadap kebijakan nasional Pengarusutamaan Gender (PUG), BBPOM di Bandar Lampung telah membentuk dan menetapkan Sub Kelompok Kerja (Sub Pokja) PUG di lingkungan unit kerja.
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	Pembentukan Sub Pokja ini bertujuan untuk memastikan integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Sub Pokja PUG diberikan mandat untuk mengkoordinasikan penyusunan perencanaan responsif gender, pengelolaan data terpilah, serta pelaporan pelaksanaan PUG sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui langkah ini, BBPOM di Bandar Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inklusif, dan berkeadilan gender dalam mendukung efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
	Kepala BBPOM di Bandar Lampung telah membentuk tim PUG melalui Surat Keputusan Nomor HK.02.02.6A.10.25.235 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025.

	d.
	Komitmen Dalam Hal integrasi PUG pada 7 Proses Pembangunan
	Sebagai bentuk komitmen dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), BBPOM di Bandar Lampung mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tujuh proses pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengawasan.
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	Integrasi ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pengawasan Obat dan Makanan mempertimbangkan aspek kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan.
	Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, unit kerja mendorong penyusunan program yang responsif gender berbasis data terpilah. Pada tahap pelaksanaan hingga pengawasan, dilakukan pemantauan dan evaluasi yang memperhatikan dampak program terhadap kelompok sasaran secara adil dan proporsional. Selanjutnya, hasil pelaksanaan PUG didokumentasikan dalam pelaporan kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas institusi.

	e.
	Implementasi Data Terpilah dan Analisis Gender pada Proses Perencanaan Program
	Dalam proses perencanaan program, BBPOM di Bandar Lampung memanfaatkan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar identifikasi kebutuhan dan potensi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Data tersebut dianalisis melalui pendekatan gender untuk memastikan setiap program dan kegiatan dirancang secara responsif, tidak menimbulkan ketimpangan, serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh sasaran. Integrasi data terpilah dan analisis gender ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan perencanaan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan akuntabel.

	f.
	Daftar RO yang ditanggung Anggaran Responsif Gender (ARG)
	Berikut daftar kegiatan atau Rincian Ouput (RO) BBPOM di Bandar Lampung yang di tagging Anggaran Responsif Gender.
	Tabel 12.  Daftar RO yang di tagging ARG
	Kode
	Kegiatan/Rincian Output
	3165.BDC.001
	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE

	3165.QDB.002
	Desa Pangan Aman

	3165.QDB.003
	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

	3165.CAB.001
	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

	3165.CBV.001
	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia

	3165.PDD.001
	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai SKL

	3165.QDB.001
	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
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	g.
	Data Persentase ARG Terhadap Total Anggaran BBPOM di Bandar Lampung
	Data persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap total anggaran BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025 pada tabel berikut.
	Tabel 13. Data Persentase ARG
	Kode
	Kegiatan/Rincian Output
	Jumlah (Rp)
	3165.BDC.001
	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE
	2.824.155.000

	3165.QDB.002
	Desa Pangan Aman
	782.221.000

	3165.QDB.003
	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
	126.919.000

	3165.CAB.001
	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
	50.000.000

	3165.CBV.001
	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia
	1.318.662.000

	3165.PDD.001
	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai SKL
	2.187.493.000

	3165.QDB.001
	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 
	469.164.000




	Total
	7.758.614.000
	Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar POM di Bandar Lampung berdasarkan Nomor: SP DIPA-063.01.2.432850/ 2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 31.915.508.000 dan Rincian Ouput (RO) Balai Besar POM di Bandar Lampung yang di tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) sejumlah Rp. 7.758.614.000 atau sebanyak 24,3%.
	Penyajian persentase ARG adalah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengarusutamaan gender, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam mendukung pembangunan yang inklusif. Melalui informasi ini, dapat dilihat kecenderungan alokasi anggaran responsif gender serta perkembangannya dibandingkan dengan total anggaran yang tersedia.
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	h.
	Internalisasi dan implementasi PUGIS pada Kegiatan BBPOM di Bandar Lampung
	Internalisasi dan implementasi PUGIS (Pengarusutamaan Gender Inklusif dan Sosial) di BBPOM di Bandar Lampung dilakukan melalui penguatan pemahaman pegawai serta integrasi prinsip kesetaraan dan inklusivitas dalam setiap kegiatan unit kerja. Internalisasi dilaksanakan melalui sosialisasi, pembahasan dalam rapat kerja, serta penguatan peran Sub Pokja PUG sehingga perspektif gender menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.
	Implementasinya tercermin dalam pelaksanaan program dan layanan pengawasan yang mempertimbangkan kesetaraan akses, partisipasi, serta manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, prinsip PUGIS juga diterapkan dalam pengelolaan SDM, pembinaan pelaku usaha, serta kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Dengan pendekatan tersebut, PUGIS tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi terimplementasi secara nyata dalam kegiatan operasional unit kerja.
	Internalisasi PUGIS di BBPOM di Bandar Lampung dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai, baik pada saat apel pagi maupun dalam kegiatan Zoomba OCE. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian nilai-nilai kesetaraan gender, inklusivitas, serta pentingnya integrasi perspektif gender dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
	Melalui program internalisasi tersebut, pemahaman mengenai PUGIS diharapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi tertanam dalam budaya kerja organisasi. Implementasi ini sekaligus memperkuat penerapan nilai ASN BerAKHLAK, khususnya dalam aspek berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis, sehingga tercipta lingkungan kerja yang profesional, saling menghargai, dan berkeadilan.
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	BAB III
	A.  Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat
	Berbicara tentang pertumbuhan organisasi, analisis kondisi eksternal menjadi salah satu hal penting. Analisis kondisi eksternal ini berkonsentrasi pada apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan memahami kondisi eksternal, dapat teridentifikasi tantangan serta kesempatan yang dihadapi sehingga dapat merumuskan strategi apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

	1.   Sampling dan Pengujian
	Pengujian merupakan bagian penting dari sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung. Melalui pengujian, kami memastikan bahwa sediaan farmasi dan makanan yang beredar di wilayah Provinsi Lampung memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.
	Pengujian dilakukan terhadap sampel produk yang diperoleh melalui kegiatan pengawasan rutin, intensifikasi pengawasan, maupun tindak lanjut atas laporan masyarakat. Sampel tersebut kemudian dianalisis di laboratorium menggunakan metode pengujian yang tervalidasi dan sesuai standar nasional maupun internasional. Parameter yang diuji meliputi kandungan bahan aktif, cemaran mikroba, bahan kimia berbahaya, logam berat, hingga kesesuaian label dan komposisi produk. Hasil uji laboratorium menjadi alat bukti ilmiah untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi ketentuan atau mengandung bahan yang dilarang. Dengan demikian, pengujian tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko kesehatan.
	Sampel produk obat yang diterima dan diuji di laboratorium kimia berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai POM di Tulang Bawang, serta sampel program Regionalisasi Laboratorium dari Balai Besar POM di Palembang, Loka POM di Lubuk Linggau, Balai POM di Jambi, Loka POM di Bungo, Balai Besar POM di Pekanbaru, Loka POM di Dumai, Loka POM di Indragiri Hulu, Balai POM di Pangkal Pinang, dan Loka POM di Belitung. Sampel pengujian kimia sesuai regionalisasi laboratorium dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1D.
	Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian kimia sampel obat terdiri dari parameter fisika dan parameter kimia sesuai dengan pedoman sampling. Parameter fisika yang diujikan antara lain adalah pemerian, pH, waktu hancur, dan disolusi. Parameter kimia yang diujikan antara lain adalah identifikasi, keseragaman sediaan, penetapan kadar zat aktif, dan penetapan cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Grafik 8 dan Lampiran Tabel 2A.
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	Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat yang Diterima Tahun 2025

	402 SAMPEL
	401 MS
	1 TMS
	Gambar 30. Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat yang Diterima Tahun 2025
	Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat per UPT yang Melakukan Sampling
	Gambar 31. Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat per UPT yang Melakukan Sampling
	Sementara itu, sampel obat yang diterima di laboratorium mikrobiologi meliputi sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai POM di Tulang Bawang, serta sampel program Regionalisasi Laboratorium dari Balai Besar POM di Palembang, Loka POM di Lubuk Linggau, Balai POM di Jambi, Loka POM di Bungo, Balai Besar POM di Pekanbaru, Loka POM di Dumai, Loka POM di Indragiri Hulu, Balai POM di Pangkal Pinang, dan Loka POM di Belitung.
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	Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi sampel obat antara lain adalah Angka Lempeng Total (ALT), Uji Endotoksin Bakteri, Uji Potensi Antibiotik, Uji E.coli, dan Uji Angka Kapang Khamir (AKK). Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Gambar 30 dan Lampiran Tabel 2G.
	Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat yang Diterima Tahun 2025


	365 SAMPEL
	365 MS
	0 TMS
	Gambar 32. Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat yang Diterima Tahun 2025
	Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat per UPT yang Melakukan Sampling
	Gambar 33. Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat per UPT yang Melakukan Sampling
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	Selain sampel acak dan targeted, baik yang berasal dari hasil sampling BBPOM di Bandar Lampung maupun dari hasil sampling Regionalisasi, BBPOM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian terhadap sampel kasus penindakan maupun pihak ketiga. Data dapat dilihat pada Tabel 14 atau pada Lampiran Tabel 1B.
	Tabel 14. Pengujian Sampel Kasus Pihak Ketiga Obat
	Asal Sampel
	Jumlah Sampel
	MS (Memenuhi Syarat)
	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
	HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut)
	Kasus Penindakan
	Pihak Ketiga
	Jumlah



	2.  Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi
	Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Provinsi Lampung memiliki industri farmasi yang tersertifikasi Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) yaitu bahan baku obat PT Bromelain Enzym di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, di Provinsi Lampung juga terdapat sarana produksi produk biologi yakni Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
	Pada tahun 2025, meskipun tidak memiliki target pemeriksaan produksi obat namun BBPOM di Bandar Lampung melakukan pengawasan ke sarana UTD PMI Provinsi Lampung dan PT Bromelain Enzym di Kabupaten Lampung Tengah. Kendala dalam pelaksanaan inspeksi adalah karena belum tersedianya Inspektur CPOB di Balai Besar POM di Bandar Lampung yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk melakukan inspeksi mandiri. Pada saat pelaksanaan inspeksi dilakukan secara kolaborasi dengan Inspektur CPOB dari Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Obat NPP Badan POM sehingga pelaksanaan pengawasan industri farmasi dapat dilaksanakan.
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	3.
	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian
	a.
	Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
	Rantai distribusi obat memegang peran strategis dalam memastikan setiap produk yang sampai ke masyarakat tetap terjaga mutu dan keamanannya. Dalam konteks tersebut, pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) menjadi salah satu langkah penting untuk menilai kepatuhan sarana terhadap standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Sepanjang tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung melakukan pemeriksaan terhadap 14 sarana PBF sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas sistem distribusi obat.
	Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar sarana telah melakukan praktek Cara Distribusi Obat yang Baik, yaitu 11 sarana Memenuhi Ketentuan (79%) dan masih terdapat 3 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (21%) seperti terlihat dalam grafik dibawah ini.

	PEMERIKSAAN PBF TAHUN 2025


	14 SARANA
	11 MK
	3 TMK
	Sarana PBF tidak memenuhi ketentuan (TMK) pada umumnya disebabkan:
	Pelanggaran Administrasi
	Surat Pesanan (SP) dari pelanggan tidak ditandatangani penanggung jawab sarana, tidak ada dokumentasi SP di sarana, menerima SP kosong dari outlet.
	Faktur penerimaan tidak ditandatangani penerima.
	Pengisian kartu stok tidak konsisten.
	Perbedaan nomor bets yang tertulis di faktur dan di kemasan obat yang diterima/yang dikirimkan.
	Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga tidak mutakhir.
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	Penyimpanan obat tidak sesuai
	Penyimpanan obat tidak sesuai:
	Penyimpanan obat (CCP, suhu sejuk) tidak sesuai ketentuan.
	Sistem FIFO/FEFO tidak berjalan.
	Tidak ada pengendalian dan pemantauan suhu ruangan.
	Termometer pemantau suhu ruang atau chiller tidak dikalibrasi.
	Kapasitas gudang tidak sesuai dengan jumlah barang
	Kebersihan gudang tidak terjaga
	Penyimpanan obat di gudang bercampur dengan produk komoditi lain.
	Tidak memiliki gudang khusus untuk barang recall/produk retur dan produk rusak/ kadaluarsa.
	Oprasional
	SOP tidak lengkap
	PBF tidak mempunyai prosedur terkait kualifikasi pelanggan dalam hal evaluasi terhadap kewajaran jumlah pesanan
	PBF tidak memastikan pelanggan yang memesan CCP memiliki tempat menyimpan yang sesuai ketentuan
	Tidak dilakukan inspeksi rutin dan pelatihan personil secara berkala
	Tidak dilakukan validasi pengiriman vaksin dan CCP
	Melalui proses pengawasan yang berkesinambungan, pemeriksaan PBF tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan sarana, memperkuat rantai distribusi obat, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas obat yang beredar di Provinsi Lampung.
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	b.
	Pemeriksaan Instalasi Farmasi Pemerintah
	Instalasi Farmasi Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan dan pengelolaan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap sarana ini menjadi bagian strategis untuk memastikan proses perencanaan, penyimpanan, hingga pendistribusian obat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip pelayanan kefarmasian yang baik.
	Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan pemeriksaan ke 1 Instalasi Farmasi Provinsi dan 10 Instalasi/Gudang Farmasi Kabupaten/Kota. Hasil pemeriksaan yakni sarana Memenuhi Ketentuan berjumlah 8 sarana (73%) dan sarana  Tidak Memenuhi Ketentuan berjumlah 3 sarana (27%)  seperti terlihat pada Grafik dibawah ini.
	Hasil pemeriksaan menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan perbaikan berkelanjutan, sehingga pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Pemerintah semakin mampu mendukung layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat.
	Gambar 35. Pemeriksaan Instalasi Farmasi Pemerintah
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	c.
	Pemeriksaan Apotek
	Apotek merupakan garda terdepan dalam pelayanan kefarmasian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga penerapan standar pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian yang baik menjadi kunci dalam menjamin keamanan dan efektivitas terapi obat. Pemeriksaan apotek dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan obat yang diserahkan kepada pasien dikelola secara tepat, mulai dari penyimpanan, penyerahan, hingga pemberian informasi obat.
	Pemeriksaan apotek selama tahun 2025 telah dilakukan sebanyak 126 sarana dari total 1344 sarana yang ada di Provinsi Lampung. Hasil pemeriksaan yakni sarana MK berjumlah 75 sarana (60%) dan sarana TMK berjumlah 51 sarana (40%) seperti terlihat pada Gambar 34.


	PEMERIKSAAN APOTEK TAHUN 2025

	126 SARANA
	75 MK
	51 TMK
	Gambar 36. Hasil Pemeriksaan Apotek Tahun 2025
	Pemeriksaan apotek di tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar sarana telah berupaya menerapkan standar pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang bersifat administratif maupun teknis operasional. Temuan umum yang sering dijumpai meliputi ketidaktertiban pencatatan stok dan dokumentasi, penerapan prinsip FEFO/FIFO yang belum konsisten, serta pemantauan suhu penyimpanan yang belum dilakukan secara optimal.
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	Selain itu, pengelolaan obat-obat tertentu masih memerlukan penguatan, khususnya terkait kelengkapan pencatatan, penyimpanan terpisah, dan pelaporan. Pada aspek pelayanan kefarmasian, pemeriksaan juga menunjukkan bahwa praktik konseling dan dokumentasi pelayanan obat belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, serta kehadiran apoteker pada jam pelayanan masih menjadi perhatian di beberapa sarana.
	Temuan tersebut mencerminkan bahwa tantangan pengelolaan apotek tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga konsistensi penerapan praktik kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan tahun 2025 menjadi dasar pelaksanaan pembinaan berkelanjutan guna memperkuat kepatuhan sarana, meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, dan memastikan pengelolaan obat di tingkat pelayanan berjalan lebih tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
	Gambar 37. Pemeriksaan Apotek


	d.
	Pemeriksaan Toko Obat Berizin
	Toko Obat Berizin memiliki peran penting dalam menyediakan obat bebas dan obat bebas terbatas yang aman, bermutu, dan mudah diakses masyarakat. Sebagai salah satu titik distribusi obat di tingkat komunitas, pengelolaan obat di sarana ini perlu memenuhi ketentuan yang berlaku agar penggunaan obat oleh masyarakat tetap rasional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemeriksaan Toko Obat Berizin menjadi bagian dari upaya menjaga distribusi obat yang memenuhi ketentuan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.
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	BBPOM di Bandar Lampung melaksanakan pemeriksaan terhadap Toko Obat Berizin untuk menilai kepatuhan sarana terhadap aspek penyimpanan, penyaluran, serta penandaan obat yang diperbolehkan untuk diedarkan. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan agar pelaku usaha semakin memahami batas kewenangan penjualan obat dan penerapan praktek distribusi yang baik.
	Pada tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung melakukan pemeriksaan terhadap 23 sarana Toko Obat (TO) Berizin dari total sarana yang terdaftar di cakupan kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan yakni sarana MK berjumlah 17 sarana (74%) dan sarana TMK berjumlah 6 sarana (26%) seperti terlihat pada Gambar 38.

	PEMERIKSAN TOKO OBAT BERIZIN 2025

	23 SARANA
	17 MK
	6 TMK
	Gambar 38 Hasil Pemeriksaan Toko Obat Berizin Tahun 2026
	Secara umum, pelanggaran yang paling sering ditemukan meliputi ketidaktertiban penataan obat sesuai prinsip kedaluwarsa (FEFO/FIFO), pemantauan kondisi penyimpanan yang belum terdokumentasi secara konsisten, serta pencampuran obat layak edar dengan obat kedaluwarsa atau rusak. Selain itu, masih dijumpai praktik penjualan obat di luar kewenangan Toko Obat Berizin, seperti penyerahan obat keras tanpa resep atau penyediaan produk yang seharusnya hanya dapat disalurkan melalui sarana kefarmasian tertentu.
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	e.
	Pemeriksaan Rumah Sakit
	Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan penggunaan obat, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyimpanan, distribusi internal, hingga pelayanan kepada pasien. Kompleksitas layanan di rumah sakit menuntut penerapan standar pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian yang konsisten guna menjamin keselamatan pasien serta efektivitas terapi pasien.
	Jumlah rumah sakit di Provinsi Lampung sebanyak 66 sarana, dimana pada tahun 2025 ditargetkan dilakukan pemeriksaan sebanyak 20 sarana. Hasil pemeriksaan sarana MK berjumlah 15 sarana (75%) dan sarana TMK berjumlah 5 sarana (25%) seperti terlihat pada Gambar 39.


	20 SARANA
	15 MK
	5 TMK
	PEMERIKSAAN RUMAH SAKIT 2025
	Gambar 39. Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit 2026
	Berikut pelanggaran yang paling sering ditemukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dalam pemeriksaan pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian:
	Ketidaktertiban pencatatan dan pengendalian stok
	Ketidaksesuaian antara stok fisik dengan kartu stok/sistem.
	Dokumentasi penerimaan, distribusi internal, dan retur obat belum lengkap.
	Pemantauan obat kedaluwarsa belum dilakukan secara berkala.
	Penyimpanan obat belum memenuhi standar
	Pemantauan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan tidak konsisten atau tidak terdokumentasi.
	Obat rantai dingin tidak dipantau secara kontinu.
	Obat LASA/high alert belum dipisahkan atau diberi penandaan yang memadai.
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	Pengelolaan obat narkotika, psikotropika, dan obat tertentu
	Pencatatan penggunaan tidak lengkap atau tidak real time.
	Penyimpanan belum memenuhi persyaratan keamanan.
	Pelaporan SIPNAP secara berkala belum tepat waktu.
	Distribusi internal obat belum optimal
	Penerapan sistem unit dose atau floor stock tidak terdokumentasi dengan baik.
	Penelusuran obat hingga unit pelayanan belum memadai (traceability).
	Pengendalian obat retur dari ruangan belum tertib.
	Penanganan obat kadaluarsa dan rusak
	Pemisahan belum jelas.
	Proses pemusnahan belum terdokumentasi lengkap.
	Penarikan obat (recall) belum memiliki prosedur yang berjalan efektif.
	f.
	Pemeriksaan Puskesmas
	Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional di masyarakat. Pengelolaan obat di puskesmas mencakup proses perencanaan, penyimpanan, distribusi internal, hingga pelayanan kefarmasian kepada pasien, sehingga penerapan standar yang baik menjadi faktor kunci dalam mendukung mutu layanan kesehatan dasar.
	Dari total puskesmas sebanyak 221 sarana dilakukan pemeriksaan terhadap 32 sarana, melebihi target pada tahun 2025 yaitu 30 sarana.  Hasil pemeriksaan sarana MK berjumlah 26 sarana (81%) dan sarana  TMK berjumlah 6 sarana (19%)  seperti terlihat pada Gambar 38.


	PEMERIKSAAN PUSKEMAS 2026
	32 SARANA
	26 MK
	6 TMK
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	Gambar 40. Hasil Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2025

	Temuan ketidaksesuaian yang diperoleh selama pemeriksaan menjadi pengingat bahwa pengelolaan obat di puskesmas tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga konsistensi penerapan prosedur dan koordinasi antar unit pelayanan. Dinamika kebutuhan obat program, keterbatasan tenaga kefarmasian, serta tantangan logistik di wilayah pelayanan turut mempengaruhi praktik pengelolaan obat di puskesmas. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan tahun 2025 dimaknai sebagai pijakan untuk memperkuat pembinaan berkelanjutan, mendorong perbaikan sistem, dan memastikan pelayanan kefarmasian di tingkat primer semakin adaptif dalam mendukung kesehatan masyarakat.
	Gambar  41. Pemeriksaan Puskesmas

	g.
	Pemeriksaan Klinik Kesehatan
	Klinik kesehatan memegang peran penting sebagai fasilitas yang menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap tersedianya layanan medis yang cepat dan terjangkau. Pengelolaan obat di klinik kesehatan menjadi komponen penting karena berkaitan langsung dengan keberhasilan terapi, sehingga diperlukan sistem penyimpanan, pencatatan, dan penyerahan obat yang sesuai ketentuan.
	Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap 26 klinik kesehatan dari total klinik sebanyak 355 sarana. Hasil pemeriksaan sarana MK berjumlah 17 sarana (52%) dan sarana TMK berjumlah 9 sarana (48%) seperti terlihat pada Grafik 17.


	PEMERIKSAAN KLINIK KESEHATAN 2026
	26 SARANA
	17 MK
	9 TMK
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	Gambar 42. Hasil Pemeriksaan Klinik Kesehatan Tahun 2025
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	Pelaksanaan pemeriksaan tersebut tidak hanya bertujuan menilai kesesuaian terhadap regulasi, tetapi juga mengidentifikasi peluang perbaikan dalam praktik pengelolaan obat di klinik. Hasilnya diharapkan dapat memperkuat pembinaan, meningkatkan kesadaran kepatuhan, dan mendorong klinik kesehatan untuk menghadirkan pelayanan kefarmasian yang lebih aman, terstruktur, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

	4.
	Faktor yang Mempengaruhi Hasil Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan obat
	Pengawasan mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari sistem pengelolaan di sarana hingga perilaku penggunaan obat oleh masyarakat. Sepanjang pelaksanaan pengawasan tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung mengidentifikasi bahwa capaian kepatuhan sarana tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga kesiapan operasional dan kapasitas sumber daya yang tersedia.
	Beberapa faktor utama yang mempengaruhi hasil pengawasan antara lain:
	Sistem tata kelola di sarana, termasuk konsistensi penerapan standar distribusi, produksi, dan pelayanan kefarmasian serta kelengkapan dokumentasi dan ketertelusuran obat.
	Sumber daya manusia, terutama kompetensi tenaga kefarmasian, ketersediaan apoteker, dan pemahaman terhadap regulasi penggunaan obat yang rasional.
	Sumber daya manusia, terutama kompetensi tenaga kefarmasian, ketersediaan apoteker, dan pemahaman terhadap regulasi penggunaan obat yang rasional.
	Sarana dan prasarana penyimpanan, seperti pengendalian suhu dan kelembaban, fasilitas cold chain product, serta pengamanan obat-obat tertentu.
	Rantai pasok dan distribusi, mencakup kepatuhan terhadap jalur resmi, perencanaan kebutuhan, serta pengendalian stok untuk mencegah kedaluwarsa dan kekosongan obat.
	Praktik penggunaan obat di pelayanan kesehatan, termasuk ketepatan peresepan, konseling, monitoring terapi, dan pengendalian penggunaan obat berisiko tinggi seperti antibiotik.
	Faktor eksternal, seperti perkembangan penjualan obat secara digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta dinamika ketersediaan obat secara nasional.
	LAPORAN TAHUNAN 2025
	Secara keseluruhan, hasil pengawasan menunjukkan bahwa peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat memerlukan pendekatan yang komprehensif. Penguatan kapasitas sarana, pembinaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan sistem pengelolaan obat semakin tangguh dan responsif terhadap perubahan kebutuhan layanan kesehatan.



	B.
	Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)
	Pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPPZA merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Salah satu indikator penting dalam pengawasan tersebut adalah hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang diserahkan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian maupun instansi terkait lainnya.
	Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti kasus NAPPZA selama periode pelaporan, diketahui bahwa sebagian besar sampel yang diterima terbukti mengandung zat narkotika atau psikotropika yang dikendalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis sampel yang paling banyak diuji adalah shabu kemudian ekstasi, tembakau sintesis, alprazolam, trihexypenidil, dan rokok vape.
	Jumlah sampel NAPPZA yang diuji tahun 2025 sebanyak 96 sampel dengan hasil 74 sampel positif dan 22 sampel negatif.
	HASIL UJI NAPPZA
	96 SAMPEL
	22 NEGATIF
	74 POSITIF
	Gambar 43. Hasil Uji Nappza Tahun 2025
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	LAPORAN TAHUNAN 2025



	C.
	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi
	1.
	Sampling dan Pengujian
	a.
	Obat Bahan Alam
	Sampel obat bahan alam yang diuji secara kimia di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian kimia sampel obat bahan alam terdiri dari parameter fisika dan parameter kimia sesuai denganpedoman sampling. Parameter fisika yang diujikan antara lain adalah organoleptis dan kadar air. Parameter kimia yang diujikan antara lain adalah Cemaran Logam Berat, Kadar Etanol dan Metanol, Penetapan Kadar Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, Pengawet, Pemanis buatan, Etilen Glikol dan Dietilen Glikol), dan Identifikasi Bahan Kimia Obat. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2B.
	Sampel obat bahan alam yang diuji secara mikrobiologi di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi sampel obat bahan alam antara lain adalah Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), Uji E.coli, Salmonella sp, Shigella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridia, dan angka Enterobacteriaceae. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2G.
	Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian terhadap sampel kasus dan pihak ketiga, rinciannya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1B.
	LAPORAN TAHUNAN 2025




	HASIL PENGUJIAN KIMIA SAMPEL OBAT BAHAN ALAM TAHUN 2025
	260 SAMPEL
	241 MS
	19 TMS
	HASIL PENGUJIAN KIMIA SAMPEL OBAT BAHAN ALAM TAHUN 2025 BERDASARKAN UPT  YANG MELAKUKAN SAMPLING
	Gambar 44. Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat Bahan Alam Tahun 2025
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	LAPORAN TAHUNAN 2025

	HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SAMPEL OBAT BAHAN ALAM TAHUN 2025
	245 SAMPEL
	213 MS
	32 TMS
	HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SAMPEL OBAT BAHAN ALAM TAHUN 2025 BERDASARKAN UPT  YANG MELAKUKAN SAMPLING
	Gambar 45. Hasil Pengujian Mikrobiologi Sampel Obat Bahan Alam Tahun 2025 Berdasarkan UPT  yang Melakukan Sampling
	Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian terhadap sampel kasus dan pihak ketiga, rinciannya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1B.
	LAPORAN TAHUNAN 2025
	Tabel 15. Pengujian Sampel Kasus Pihak Ketiga Obat Bahan Alam Tahun 2025
	Asal Sampel
	Jumlah sampel
	MS
	TMS
	HPST


	b.
	Obat Kuasi
	Sampel obat kuasi yang diuji secara kimia di laboratorium BBPOM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian kimia sampel obat kuasi terdiri dari parameter fisika dan parameter kimia sesuai dengan pedoman sampling. Parameter fisika yang diujikan adalah organoleptis. Parameter kimia yang diujikan antara lain adalah Identifikasi dan Penetapan Kadar Asam Salisilat serta Identifikasi Metil Salisilat. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Tabel 2C. Sampel obat kuasi yang diuji secara mikrobiologi di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung juga berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang.
	Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi sampel obat kuasi terdiri dari Angka Lempeng Total, Angka Kapang Khamir, Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa.


	HASIL PENGUJIAN KIMIA SAMPEL OBAT KUASI TAHUN 2025
	19 SAMPEL
	16 MS
	3 TMS
	Gambar 46. Hasil Pengujian Kimia Sampel Obat Kuasi Tahun 2025
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	LAPORAN TAHUNAN 2025


	HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SAMPEL OBAT KUASI TAHUN 2025
	18 SAMPEL
	18 MS
	0 TMS
	Gambar 47. Hasil Pengujian Mikrobilogi Sampel Obat Kuasi Tahun 2025 per UPT yang Melakukan Sampling
	2.
	Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Bahan Alam
	Perkembangan penggunaan obat bahan alam mendorong meningkatnya kebutuhan akan jaminan mutu dan keamanan produk obat tradisional yang diproduksi di daerah. Proses produksi yang terstandar menjadi faktor penting agar manfaat produk tetap terjaga serta risiko terhadap konsumen dapat diminimalkan sejak tahap awal pembuatan. Penerapan standar produksi yang baik menjadi kunci untuk memastikan bahan baku, proses, hingga produk jadi memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
	Sarana produksi obat tradisional yang berada di provinsi Lampung dengan kategori usaha kecil obat tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Jumlah UKOT sebanyak 3 sarana dengan target yang diperiksa 3 sarana pada tahun 2024, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu 2 sarana UKOT dengan kesimpulan MK dan 1 sarana UMOT tutup.

	3.
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional
	Keberhasilan pemanfaatan obat bahan alam tidak hanya ditentukan oleh proses produksi, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan distribusinya. Sarana distribusi memiliki tanggung jawab menjaga kondisi produk selama penyimpanan dan penyaluran agar khasiat dan keamanannya tetap terpelihara hingga diterima oleh konsumen.
	LAPORAN TAHUNAN 2025

	Jumlah sarana distribusi obat tradisional 153 di cakupan kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan target pengawasan pada tahun 2025 adalah 57 sarana. Hasil pemeriksaan yakni sarana MK sebanyak 38 sarana (67%) dan sarana TMK sebanyak 19 sarana (33%) seperti terlihat pada grafik


	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OT TAHUN 2025
	57 SARANA
	38 MK
	19 TMK
	Gambar 48. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tahun 2025
	Sarana tidak memenuhi ketentuan karena:
	Mengedarkan produk Obat Bahan Alam  Tanpa Izin Edar/dilarang
	Mengedarkan produk dengan label yang tidak memenuhi ketentuan
	Ditemukan produk kadaluarsa/ rusak
	Gambar 49. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tahun 2025

	4.
	Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi
	Pengawasan obat bahan alam dan obat kuasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan proses produksi, hingga perilaku penggunaan masyarakat.
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	LAPORAN TAHUNAN 2025



	Kompleksitas komposisi bahan alam, variasi klaim produk kuasi, serta luasnya jalur distribusi menjadikan pengawasan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa faktor utama yang berpengaruh meliputi:
	Kualitas bahan baku dan standardisasi, termasuk konsistensi sumber bahan alam, proses sortasi, serta pengendalian cemaran kimia, mikroba, dan logam berat.
	Penerapan standar produksi, seperti konsistensi proses, validasi formulasi, pengendalian mutu antara dan produk jadi, serta pemenuhan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik.
	Penandaan dan klaim produk, terutama kesesuaian klaim manfaat obat tradisional dan klaim fungsi agar tidak menyesatkan konsumen.
	Sistem distribusi dan penyimpanan, yang mempengaruhi stabilitas produk, ketertelusuran, dan pencegahan peredaran produk tidak memenuhi ketentuan.
	Sumber daya manusia dan pemahaman regulasi, baik di sarana produksi maupun distribusi, termasuk kemampuan menjaga konsistensi mutu produk.
	Perilaku konsumsi masyarakat, seperti penggunaan mandiri (self-medication), preferensi produk herbal, serta pengaruh pemasaran digital.
	Perkembangan perdagangan daring dan inovasi produk, yang mempercepat peredaran produk namun meningkatkan tantangan pengawasan, khususnya terhadap klaim berlebih dan produk tanpa izin edar.
	Pembinaan dan intensitas pengawasan, termasuk tindak lanjut temuan, pengujian laboratorium, serta koordinasi lintas sektor.
	Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan obat bahan alam dan obat kuasi sangat bergantung pada keterpaduan antara standarisasi bahan, konsistensi proses, pengendalian distribusi, serta literasi pelaku usaha dan masyarakat. Pendekatan berbasis risiko dan pembinaan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan produk yang beredar tetap aman, bermutu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat..
	LAPORAN TAHUNAN 2025

	D.
	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan
	1.
	Sampling dan Pengujian
	Sampel suplemen kesehatan yang diuji secara kimia di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian kimia sampel suplemen kesehatan terdiri dari parameter fisika dan parameter kimia sesuai dengan pedoman sampling. Parameter fisika yang diujikan antara lain adalah organoleptis dan kadar air. Parameter kimia yang diujikan antara lain adalah Identifikasi Bahan Kimia Obat, Penetapan Kadar Vitamin, Penetapan Kadar Glukosamin, Penetapan Kadar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, serta Penetapan Kadar Etanol dan Metanol. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2D.
	Sampel suplemen kesehatan yang diuji secara mikrobiologi di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung juga berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi sampel suplemen kesehatan antara lain adalah Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Salmonella sp. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2G.
	HASIL PENGUJIAN KIMIA SAMPEL SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2025


	76 SAMPEL
	75 MS
	1 TMS
	HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SAMPEL SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2025

	76 SAMPEL
	19 MS
	0 TMS
	2.
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan
	Sarana distribusi suplemen kesehatan merupakan sarana dimana produk-produk suplemen kesehatan dapat diakses oleh konsumen, umumnya dapat berupa Distributor Resmi, fasilitas Penjualan Online, Apotek, Supermarket dan Minimarket. Pengelolaan penyimpanan, penyaluran, serta ketertelusuran produk menjadi aspek utama yang menentukan kualitas suplemen kesehatan ke tangan masyarakat. Jumlah sarana distribusi suplemen kesehatan adalah 65 sarana di cakupan kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan target pengawasan pada tahun 2025 adalah 17 sarana. Hasil pemeriksaan yakni sarana MK sebanyak 16 sarana (92%) dan 1 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (6%)




	E.
	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik
	1.
	Sampling dan Pengujian
	Sampel kosmetik yang diuji secara kimia di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian kimia sampel kosmetik terdiri dari parameter fisika dan parameter kimia sesuai dengan pedoman sampling. Parameter fisika yang diujikan adalah organoleptis, sedangkan untuk parameter kimia terdapat 58 jenis parameter uji. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2E.


	Sedangkan sampel kosmetik yang diuji secara mikrobiologi di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Jenis parameter uji yang dilakukan pada pengujian mikrobiologi sampel kosmetik antara lain adalah Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), Staphylococcus aureus, Candida albicans, dan Pseudomonas aeruginosa. Rincian jumlah dan hasil pengujian sampel dari tiap jenis parameter uji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2G.

	HASIL PENGUJIAN KIMIA SAMPEL KOSMETIK TAHUN 2025
	548 SAMPEL
	543 MS
	5 TMS
	Gamber 52. Hasil Pengujian Kimia Sampel Kosmetik Tahun 2025

	HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SAMPEL KOSMETIK TAHUN 2025
	510 SAMPEL
	505 MS
	5 TMS
	Gamber 53. Hasil Pengujian Mikrobiolgi Sampel Kosmetik Tahun 2025
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	LAPORAN TAHUNAN 2025

	Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian terhadap sampel kosmetik kasus dan pihak ketiga. Rincian dapat dilihat pada Gambar 54 dan Lampiran Tabel 1B.
	Gambar 54. Hasil Pengujian Sampel Kasus dan Pihak Ketiga Kosmetik Tahun 2025

	2.
	Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik
	Dalam rangka melindungi masyarakat dari resiko penggunaan produk kosmetik yang tidak bermutu dan berbahaya, Balai Besar POM di Bandar Lampung secara rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi kosmetik. Melalui pemeriksaan langsung ke sarana produksi, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga dapat memberikan pembinaan ataupun rekomendasi kepada pelaku usaha terkait penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB).
	Jumlah sarana produksi kosmetik yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah sebanyak 9 sarana.  Target pemeriksaan sarana produksi kosmetika pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 sarana dengan hasil sebanyak 2 sarana (50%) memenuhi ketentuan dan 2 sarana (50%) tidak memenuhi ketentuan.
	HASIL PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI KOSMETIK TAHUN 2025
	4 SARANA
	2 MK
	2 TMK

	Gambar 55. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2025
	LAPORAN TAHUNAN 2025

	Diatas ini adalah grafik hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi kosmetik pada tahun 2025.
	Gambar 56. Pemeriksaan Sarana Distibusi Kosmetik
	Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya disebabkan oleh :
	Sertifikat CPKB sudah tidak berlaku
	Pelaksanaan sanitasi dan higiene tidak konsisten
	Alat timbang yang digunakan dalam proses produksi belum terkalibrasi
	Ketidaksesuaian dalam penomoran bets produk jadi
	Tidak terdapat dokumen catatan produksi
	Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap bahan awal dan/atau produk jadi
	Ketidaksesuaian pada kondisi penyimpanan produk jadi

	2.
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik
	Seiring dengan semakin maraknya peredaran kosmetik di masyarakat, maka potensi ditemukannya produk kosmetik ilegal yang berbahaya dan tidak memenuhi standar mutu pun akan semakin meningkat. Dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi tersebut, Balai Besar POM di Bandar Lampung secara rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung.
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	LAPORAN TAHUNAN 2025


	Jumlah sarana distribusi kosmetik yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah sebanyak 641 sarana. Target pemeriksaan sarana produksi kosmetika pada tahun 2025 adalah sebanyak 193 sarana, namun realisasi jumlah sarana yang diperiksa selama tahun 2025 adalah sebanyak 205 sarana yang terdiri dari 18 sarana BUPN (Badan Usaha Pemilik Nomor Notifikasi Kosmetik) dan 187 sarana distribusi kosmetik Non BUPN dengan hasil yaitu sebanyak 138 sarana (67,3%) memenuhi ketentuan dan 67 sarana (32,7%) tidak memenuhi ketentuan. Dibawah ini adalah grafik hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik tahun 2025.
	HASIL PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI KOSMETIK TAHUN 2025
	205 SARANA
	138 MK
	67 TMK

	Gambar 57. Hasil Pemeriksaan Sarana Distibusi Kosmetik Tahun 2025
	Gambar 58. Pemeriksaan Sarana Distibusi Kosmetik
	Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya disebabkan oleh : 
	Ditemukan produk kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE)
	Ditemukan produk kosmetik rusak dan/atau kedaluwarsa
	Ditemukan produk kosmetik dengan label yang tidak memenuhi ketentuan
	LAPORAN TAHUNAN 2025

	F.
	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan
	1.
	Sampling dan Pengujian
	Sampel pangan yang diuji secara kimia di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai POM di Tulang Bawang, Balai Besar POM di Palembang, Loka POM di Lubuk Linggau, Balai POM di Jambi, Loka POM di Bungo, Balai Besar POM di Pekanbaru, Loka POM di Dumai, Loka POM di Indragiri Hulu, Balai POM di Pangkal Pinang dan Loka POM di Belitung. Sedangkan sampel pangan yang diuji secara mikrobiologi berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Tulang Bawang. Data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1D dan gambar 59.
	HASIL PENGUJIAN KIMIA SAMPEL PANGAN TAHUN 2025


	687 SAMPEL
	656 MS
	31 TMS
	HASIL PENGUJIAN KIMIA SAMPEL PANGAN PER UPT YANG MELAKUKAN SAMPLING
	HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SAMPEL PANGAN TAHUN 2025

	436 SAMPEL
	379 MS
	57 TMS
	HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SAMPEL PANGAN PER UPT YANG MELAKUKAN SAMPLING
	Pengujian Non-rutin
	3.
	Sampel Uji Cepat (Rapid Test)
	Balai Besar POM di Bandar Lampung juga memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan melalui laboratorium keliling. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rapid test. Parameter yang diuji antara lain kandungan formalin, boraks, rhodamin B, dan metanil yellow. Data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1C.


	143 SAMPEL
	143 MS
	0 TMS



	GAMBAR
	G.
	Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan
	Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar dimasyarakat, Balai Besar POM di Bandar Lampung secara rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan tersebut dilakukan terhadap Industri Pangan MD dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Jumlah Industri Pangan yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah sebanyak 393 sarana MD dan 5351 sarana IRTP.
	1.
	Pemeriksaan Sarana Industri Pangan MD
	Target pemeriksaan Sarana Industri Pangan MD pada tahun 2025 adalah sebanyak 120 sarana Industri Pangan MD Non Fortifikasi dan 24 sarana Industri Pangan MD Fortifikasi. Hasil pemeriksaan terhadap 120 sarana Industri Pangan Non Fortifikasi adalah sebanyak 76 sarana (63,3%) memenuhi ketentuan, 37 sarana (30,8%) tidak memenuhi ketentuan, 6 sarana (5,0%) tutup permanen, dan 1 sarana (0,8%) tidak dapat diperiksa.




	Hasil pemeriksaan terhadap 26 sarana Industri Pangan MD Fortifikasi adalah sebanyak 16 sarana (61,5%) memenuhi ketentuan dan 10 sarana (38,5%) tidak memenuhi ketentuan. Dibawah ini adalah gambar hasil pemeriksaan sarana Industri Pangan MD.
	Gambar 63. Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Pangan MD Fortifikasi Tahun 2025
	Gambar 64. Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Pangan MD Non Fortifikasi Tahun 2025
	Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya disebabkan oleh : 
	Higiene dan sanitasi yang masih kurang
	Belum menerapkan CPPOB secara tertib dan menyeluruh
	Ketidaksesuaian dalam penyimpanan bahan baku, bahan kemasan, ataupun bahan jadi
	Sarana dan prasarana produksi dalam kondisi tidak terawat
	Ketidaksesuaian pada label/kemasan produk jadi
	Program pengendalian hama tidak dilaksanakan dengan baik
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	2.
	Pemeriksaan Sarana Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP)
	Target pemeriksaan Sarana IRTP pada tahun 2025 adalah sebanyak 9 sarana. Hasil pemeriksaan terhadap 9 sarana IRTP adalah sebanyak 1 sarana (11,1%) memenuhi ketentuan dan 8 sarana (88,9%) tidak memenuhi ketentuan. Dibawah ini adalah grafik hasil pemeriksaan terhadap sarana IRTP pada tahun 2025.
	HASIL PEMERIKSAAN SARANA IRTP TAHUN 2025



	9 SARANA
	1 MK
	8 TMK

	GAMBAR
	Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya disebabkan oleh :
	Higiene dan sanitasi yang masih kurang
	Ketidaksesuaian dalam penyimpanan bahan baku, bahan kemasan, ataupun bahan jadi
	Ketidaksesuaian pada label kemasan produk jadi
	Tidak tersedianya dokumen catatan produksi
	Tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan yang bekerja di produksi
	LAPORAN 2025 TAHUNAN

	3.
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan
	Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pemeriksaan rutin di sarana distribusi pangan olahan seperti gudang distributor pangan, sarana ritel modern (supermarket/hypermarket/minimarket), dan sarana ritel tradisional (toko/warung/kios). Tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap sarana distribusi adalah untuk memastikan produk pangan olahan yang beredar tetap terjaga mutu dan keamanannya sampai ke tangan konsumen.
	Jumlah sarana distribusi pangan olahan yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah sebanyak 7896 sarana. Target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan tahun 2025 adalah sebanyak 128 sarana, namun realisasi jumlah sarana yang diperiksa selama tahun 2025 adalah sebanyak 133 sarana dengan hasil yaitu sebanyak 101 sarana (75,9%) memenuhi ketentuan dan 32 sarana (24,1%) tidak memenuhi ketentuan. Dibawah ini adalah grafik hasil pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan tahun 2025.
	Gambar 67. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan
	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN TAHUN 2025



	133 SARANA
	101 MK
	32 TMK
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	Gambar 68. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2025

	Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya disebabkan oleh : 
	Mengedarkan produk Tanpa Izin Edar (TIE)
	Ditemukan produk kedaluwarsa
	Ditemukan produk rusak/penyok
	Kurangnya kebersihan tempat penyimpanan produk
	Ketidaksesuaian dalam penyimpanan produk
	Tidak terdapat prosedur dan fasilitas pengendalian hama

	H.
	Pemetaan Data Kasus Keracunan
	Pada tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung mencatat 28 kasus keracunan yang dilaporkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mitra di Provinsi Lampung, hal ini menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai faktor penyebab keracunan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan yang diterima melalui aplikasi SPIMKer-KLB KP (Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan – Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan), berbagai komoditi menjadi pemicu utama dalam kejadian keracunan di Provinsi La
	Dua puluh delapan (28) kasus keracunan yang terjadi sepanjang tahun 2025, terdiri dari 1 kasus disebabkan oleh kosmetika, 20 kasus disebabkan oleh makanan, 2 kasus disebabkan oleh minuman, 1 kasus disebabkan oleh napza, dan 4 kasus disebabkan oleh obat. Adapun penyajian data kasus keracunan berdasarkan komoditi dapat dilihat pada gambar 65.
	Gambar 69. Distribusi Frekuensi Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebabnya

	Dari penyebab terbanyak yang menimbulkan keracunan adalah makanan, yaitu tercatat 20 dari 28 kasus yang dilaporkan. Hal ini menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum maupun kurang peduli dengan keamanan pangan atau bahkan tidak paham tentang keamanan pangan. Kondisi inilah yang mendorong BPOM berkomitmen untuk mengawal Pangan Aman melalui Penyebaran Informasi dan Edukasi yang masif tentang Keamanan Pangan kepada masyarakat.
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	Selain pencatatan laporan kasus keracunan, ada juga laporan insiden keracunan dari FasYanKes Mitra di Provinsi Lampung. Tahun 2025 tercatat ada 7 laporan insiden dari 4 Fasyankes dengan penyebab insiden keracunan yang terbanyak adalah makanan olahan Jasa Boga sebanyak 4 insiden. Penyebab lainnya adalah pangan olahan rumah tangga 2 insiden dan minuman ringan 1 insiden.
	Terkait Aplikasi SPIMKER, UPT BBPOM di Bandar Lampung juga bertugas menyampaikan laporan KLB-KP yang terjadi di wilayah kerjanya. KLB KP yaitu suatu kejadian ketika ada dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan yang sama, dan berdasarkan analisis pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan berdasarkan analisis epidemiologi.
	Pada tahun 2025 dilaporkan ada 14 Kejadian KLB-KP dengan rincian 10 kejadian disebabkan oleh pangan menu MBG, 2 kejadian disebabkan pangan jajanan di kantin sekolah, dan 2 kejadian disebabkan oleh masakan olahan rumah tangga. Agent penyebab hasil uji laboratorium mayoritas adalah mikrobiologi yaitu 12 Kejadian dan 2 lainnya karena cemaran kimia. Data lengkap terkait KLB dapat dilihat pada tabel (19D).
	Gambar 70. Salah satu berita kejadian keracunan makanan di Provinsi Lampung
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	I.
	Intervensi Desa Pangan Aman
	Badan POM menginisiasi Program Desa atau Kelurahan Pangan Aman yang merupakan program aksi nasional intervensi keamanan pangan dan melibatkan masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pemenuhan keamanan pangan di desa atau kelurahan. Pengembangan program ini dilatarbelakangi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa pembangunan keamanan pangan dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Pelaksanaan program Desa Pangan Aman sudah dilakukan sejak tahun 2020 sampai 2025 dengan mengandalkan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa serta seluruh lapisan masyarakat untuk menentukan keberhasilan program. Adapun tujuan dari pelaksanaan intervensi keamanan pangan di desa atau kelurahan ini, yaitu:
	meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat desa;
	mendorong kemandirian masyarakat dalam melakukan pengawasan keamanan pangan;
	memperkuat ekonomi desa melalui program Keamanan Pangan Desa.
	Sebaran Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan pelaksanaan program Desa Pangan Aman yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2020 sampai 2025 sebanyak 47 desa dapat terlihat pada Gambar 67 berikut.
	Sebaran Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman Tahun 2020 -2025
	2025
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	Gambar 71. Sebaran Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Provinsi Lampung Tahun 2020-2025 (2025 di Kab lampung selatan : Sidoharjo, Titiwangi, Margodadi, Bumidaya, Sripendowo)




	Program Desa Pangan aman memiliki indikator keluaran yang diharapkan akan terbentuk, yaitu:
	Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) aktif yaitu KKPD yang melaksanakan kegiatan keamanan pangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi secara berkelanjutan.
	Komunitas desa yang terpapar keamanan pangan meliputi masyarakat desa (ibu rumah tangga, remaja, komunitas sekolah (guru, penjaja kantin, dan siswa), pelaku usaha pangan di desa (industri rumah tangga pangan, warung makan, PKL, ritel/toko, Koperasi Usaha Desa (KUD), Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll).
	Dokumen rencana program keamanan pangan mandiri adalah dokumen yang disusun bersama oleh masyarakat desa yang pelaksanaannya menggunakan anggaran desa/ dana mandiri (swakelola masyarakat desa)/integrasi dengan program rutin di desa).
	Gambar 72. Kegiatan Desa Pangan Aman

	Capaian dari indikator keluaran program desa atau kelurahan pangan aman dapat dilihat pada tabel 15 dan gambar 73.
	Tabel 16. Jumlah Kader dan Komunitas Desa dari Tahun 2020-2025
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Kader (Orang)
	105
	135
	135
	120
	135

	Komunitas (Orang)
	331
	450
	450
	400
	450
	152
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	Gambar 73. Output Kader dan Komunitas yang Dilatih Keamanan Pangan


	Tahun 2025, Program Desa Pangan Aman diimplementasikan di Kabupaten Lampung Selatan dengan 5 lokus desa yaitu:
	Desa Sripendowo, Kecamatan Ketapang
	Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas
	Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro
	Desa Margodadi. Kecamatan Jati Agung
	Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji
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	Gambar 74. Berbagai Kegiatan dari Kader dan Komunitas Desa Tahun 2025


	J.
	Intervensi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
	Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, namun mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya program PJAS. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi satu dengan tahapan monev pemberdayaan kader.
	Gambar 75. Kegiatan Sosialisasi Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
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	Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan menyediakan pangan yang akan dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang dikonsumsi komunitas sekolah dapat berupa pangan jajanan yang tersedia di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Umumnya terdiri dari pangan siap saji, pangan segar, dan pangan olahan terkemas. Pangan olahan yang beredar saat ini, dihasilkan oleh produsen pangan, diantaranya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri besar (MD/ML) dan Jasa Boga. Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, praktik keamanan pangan pengelola kantin sekolah dan penjaja pangan di sekitar lingkungan sekolah, kesadaran memilih pangan dari komunitas sekolah serta pengawasan dan pembinaan aktif OPD terkait.
	Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orang tua siswa, pedagang) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan.
	Gambar 76. Beberapa Kegiatan Sertifikasi dan Sosialisasi Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025
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	Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah, sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah.
	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung memiliki komitmen tinggi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.
	Kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 ini difokuskan di Kabupaten Lampung Selatan. Pedoman pelaksanaan mengacu kepada Kerangka Acuan Kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 (advokasi, sosialisasi, bimtek, monev dan sertifikasi, serta pengawalan). Indikator keluaran dari Program ini adalah Jumlah Kader Keamanan Pangan Sekolah, terlaksananya bimtek keamanan pangan di sekolah serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman kader keamanan pangan sekolah.
	Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 diberikan kepada 12 sekolah. Sosialisasi perluasan juga dilakukan kepada 38 sekolah sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Lampung Selatan.
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	Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah, sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah.
	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung memiliki komitmen tinggi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.
	Gambar 77. Kegiatan Bimbingan Teknis Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025

	Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah, sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah.
	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung memiliki komitmen tinggi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.
	Kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 ini difokuskan di Kabupaten Lampung Selatan. Pedoman pelaksanaan mengacu kepada Kerangka Acuan Kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 (advokasi, sosialisasi, bimtek, monev dan sertifikasi, serta pengawalan). Indikator keluaran dari Program ini adalah Jumlah Kader Keamanan Pangan Sekolah, terlaksananya bimtek keamanan pangan di sekolah serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman kader keamanan pangan sekolah.
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	Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 diberikan kepada 12 sekolah. Sosialisasi perluasan juga dilakukan kepada 38 sekolah sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Lampung Selatan.
	Gambar 78. Kegiatan Sertifikasi Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025

	Daftar Sekolah yang telah di Intervensi pada Tahun 2025 di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 16. 
	Tabel 17. Data Sekolah Intervensi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Selatan
	Data Sekolah Intervensi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Selatan
	SD N 2 Jatimulyo
	SMP N 1 Jati Agung
	SD N 1 Tanjung Sari
	SMP N 1 Tanjung Bintang
	SD N 1 Way Urang
	SMP N 1 Kalianda
	SD N 2 Hajimena
	SMP N 1 Penengahan
	MIN 5 Lampung Selatan
	MTsN 2 Lampung Selatan
	MIN 1 Lampung Selatan
	MTs Al Furqon Rawi
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	Pemberian Sertifikat Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan pangan di sekolah dan memberdayakan Kader Keamanan Pangan Sekolah. Tujuan pelaksanaan sertifikasi tersebut adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan setelah sebelumnya sekolah melakukan evaluasi mandiri (self assessment) pemenuhan kriteria Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Seluruh sekolah intervensi di Tahun 2025 telah tersertifikasi dan telah menerima Sertifikat Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.
	Gambar 79. Pemberian Sertifikat Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025



	K.
	Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
	Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, yaitu pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
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	Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam setiap aktivitasnya dan melibatkan seluruh komunitas pasar serta aman dari bahan berbahaya. Kepala BPOM telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, untuk itu pelaku usaha (pedagang pasar) dihimbau untuk selalu mematuhi regulasi, menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik, dan memastikan protokol kesehatan diterapkan di tempat usaha.
	Dalam rangka memberdayakan komunitas pasar untuk melaksanakan pengawasan keamanan pangan secara mandiri, sekaligus sebagai strategi implementasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan survei dan advokasi pada tahun 2025. Berdasarkan hasil tersebut, Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung terpilih sebagai lokasi intervensi program untuk tahun 2025, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
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	1.
	Advokasi
	Sebagai langkah awal pelaksanaan program ini, diperlukan kegiatan audiensi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang dilanjutkan dengan advokasi serta penggalangan komitmen. Langkah ini penting untuk memastikan dukungan lintas sektor, memperkuat sinergi antar lembaga, dan menciptakan rasa kepemilikan bersama atas program keamanan pangan di daerah.
	Melalui pendekatan intervensi yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan Kabupaten Lampung Selatan dapat menjadi model pengembangan keamanan pangan berbasis masyarakat yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat jejaring pengawasan pangan di wilayah strategis Provinsi Lampung.
	Gambar 80. Advokasi Program Prioritas Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025

	Melalui pendekatan intervensi yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan Kabupaten Lampung Selatan dapat menjadi model pengembangan keamanan pangan berbasis masyarakat yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat jejaring pengawasan pangan di wilayah strategis Provinsi Lampung.
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	Kegiatan audiensi ini dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 bertempat di Aula Krakatau Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan audiensi ini dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan dan OPD lainnya. Pada kegiatan audiensi ini dilakukan penentuan lokus pasar yang akan diintervensi oleh Balai POM di Bandar Lampung dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan. Kriteria penentuan lokus pasar yang diinterevensi sebagai berikut :
	Ditemukan adanya potensi peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan di pasar tersebut berdasarkan survei Balai Besar/Balai POM dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling.
	Ditemukan peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan hasil sampling dan uji Balai Besar/Balai POM.
	Adanya dukungan/antusiasme dari Pemda dan pimpinan pasar setempat dan atau Pasar yang menjadi pilot project Pasar Sehat Kementrian Kesehatan.
	Pasar yang menjadi pilot project Pasar Sehat Kementrian Kesehatan.

	2.
	Survei Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
	Berdasarkan hasil penilaian atau survei pasar menggunakan form P01, yang dilakukan oleh Petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung, dari hasil rekapitulasi identifikasi pasar, Pasar Natar mendapatkan nilai YA dengan persentase 85,29 % , dan mendapatkan nilai tidak dengan persentase 14,70 % sehingga kesimpulan identifikasi pasar berkategori BAIK.
	Gambar 81. Survei Pasar Pangan Aman


	3.
	Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar
	Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar dalam bentuk pemberian materi dan edukasi yang disampaikan oleh Narasumber dari Balai Besar POM di Bandar Lampung.
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	Materi yang diberikan meliputi materi Program Pasar Sehat di Kab Lampung Selatan, Pengenalan Badan POM dan tugas fungsinya, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), 5 Kunci Keamanan pangan di Sarana Ritel, Bahan Berbahaya pada Pangan, NIE, Cek KLIK, dan Cara Menggunakan Aplikasi Bpom Mobile dan Aplikasi SPPIRT. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025 di Aula Pasar Natar, Lampung Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Selatan, Kepala dan Pengelola UPT Pasar Natar, UPT Pasar Kalianda, UPT Pasar Titiwangi, UPT Pasar Palas, Perwakilan paguyuban pasar dan Para pedagang Pasar Natar.
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas di Pasar Natar bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi pangan yang beredar di pasar serta meningkatkan partisipasi komunitas pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat. Kegiatan ini juga mendorong komunitas pasar dalam memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile sebagai sarana pengawasan mandiri. Melalui program ini, telah terbentuk kader pasar yang memiliki pemahaman dasar untuk melakukan edukasi serta pengawasan keamanan pangan di lingkungan pasar.
	Gambar 82. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Pasar Pangan Aman di Pasar Natar Kab. Lampung Selatan
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	3.
	Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar
	Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar Natar dilaksanakan diantaranya melalui pembuatan dan sosialisasi konten terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Keamanan Pangan melalui media sosial atau media grup whatsapp web. Konten terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Keamanan Pangan, Cek KLIK dan Aplikasi BPOM Mobile/Cek BPOM, Call Center BPOM, dan ULPK UPT BPOM.
	Kegiatan sosialisasi langsung dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 dan dihadiri oleh 28 peserta, pada kegiatan sosialisasi dilakukan juga sosialisasi dan demo tentang cara pengujian cepat terhadap empat bahan berbahaya (boraks, formalin, rhodamine b, dan methanyl yellow) menggunakan test kit kepada kader dan petugas pasar. Dilakukan juga sampling terhadap beberapa sampel dan diuji dengan test kit terhadap empat bahan berbahaya tersebut.
	Gambar 83. Kegiatan Sosialisasi Pasar Pangan Aman di Pasar Natar Kab. Lampung Selatan

	Kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan konten dan sosialisasi keamanan pangan ke pedagang pasar dan pengunjung pasar secara langsung, pada kegiatan sosialisasi langsung disampaikan penjelasan melalui alat peraga dan pembagian brosur terkait keamanan pangan (brosur cek BPOM Mobile, brosur empat bahan berbahaya yang sering ditambahkan ke dalam pangan). Kegiatan sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti penyebaran konten/materi tentang keamanan pangan, Cek KLIK, dan BPOM Mobile pada platform grup whatsapp komunitas atau paguyuban pasar dan media sosial seperti Instagram Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Istagram Pasar Natar.
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	Daftar konten yang telah dibuat pada kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar di Pasar Natar dapat dilihat pada tabel berikut :
	Tabel 18. Daftar konten yang telah dibuat pada kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan
	No
	Nama Kader / Komunitas
	Judul Konten
	Tanggal Share
	Metode
	Jumlah Penerima
	Komunitas Pasar Natar
	5 Kunci Keamanan Pangan Ritel di Pasar Tradisional
	11 Jun 2025
	Video Konten Instagram @uptdpasarnatar
	Like: 35, Jangkauan: 1323
	Komunitas Pasar Natar
	Bahan Berbahaya pada Pangan
	13 Jun 2025
	Video Konten Instagram @uptdpasarnatar
	Like: 30, Jangkauan: 1167
	Komunitas Pasar Natar
	Sosialisasi keamanan pangan di pasar Natar
	28 Mai 2025
	Sosialisasi keamanan pangan secara langsung
	28 orang komunitas pasar
	Gambar 84. Konten Kolaborasi antara UPTD Pasar Natar dan Balai Besar POM di Bandar Lampung


	Koordinasi teknis selanjutnya dilaksanakan dengan petugas pengelola pasar (Ka UPT Pasar dan staf) untuk mempertahankan keamanan pasar dari pangan yang mengandung bahan berbahaya di lokasi Pasar Natar Kabupaten Lampung Selatan.
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	4.
	Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Natar
	Dalam rangka melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri oleh pengelola pasar, maka BPOM melaksanakan kegiatan pengawasan Implementasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas melalui sosialisasi keamanan pangan oleh petugas pengawas pasar. Hasil pengawasan yang dilakukan bisa disampaikan kepada UPT BPOM setempat dan dilaporkan kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Kegiatan pengawasan keamanan pangan di pasar dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang keamanan pangan, bahan berbahaya dan Cek KLIK sebanyak 40 sampel pangan olahan serta mengisi Form P01. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh petugas pengelola pasar yang telah dilatih dan didampingi oleh petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung. Selain itu petugas pasar bersama dengan komunitas pasar didorong untuk membuat rencana aksi tahun 2026 untuk meningkatkan keamanan pangan di pasar. Kegiatan pengawasan telah dilakukan oleh Pengelola pasar meliputi kegiatan pengawasan sampling pangan oleh dan terhadap prod
	Gambar 85. Pengawasan Pasar Pangan Aman di Pasar Natar
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	5.
	Pengawalan Pasar Aman
	Dalam rangka kegiatan pengawalan program pasar pangan aman berbasis komunitas dan dalam rangka melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri, maka perlu dilakukan kegiatan pengawalan kepada pasar yang diintervensi tahun 2021- 2024 agar peredaran bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan serta kegiatan PPABK terus berjalan.
	Hasil pengawalan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) di tiga lokasi yaitu Pasar Cimeng dan Tamin di Kota Bandar Lampung dan Pasar Liwa di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan capaian positif. Pasar Cimeng mencatat antusiasme komunitas dalam pengawasan mandiri dengan rekomendasi penguatan kapasitas kader dan penyediaan media KIE visual. Di Pasar Liwa, tiga kader telah terlatih dan rutin melaksanakan sosialisasi keamanan pangan secara berkala. Sementara itu, pengawasan di Pasar Tamin memastikan seluruh produk pangan bebas dari empat bahan berbahaya, yakni boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberlanjutan pengawasan pangan di wilayah tersebut.
	Dari tahun 2020 hingga tahun 2025 sudah ada 14 pasar yang telah diintervensi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di provinsi Lampung.
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	L.
	Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
	Sertifikasi Produk serta Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan adalah salah satu kegiatan utama pengawasan pre-market yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa produk Obat dan Makanan yang akan diedarkan sudah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Melalui proses sertifikasi dan pemberian rekomendasi, BPOM memastikan bahwa fasilitas produksi dan distribusi telah menerapkan standar dan cara kerja yang baik, sehingga produk yang dihasilkan dan diedarkan aman bagi masyarakat.
	Gambar 86. Sertifikasi ke Pelaku Usaha

	Pada tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk serta Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang meliputi:
	Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB);
	Penerbitan Rekomendasi Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
	Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertahap;
	Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB);
	Penerbitan Surat Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik;
	Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE);
	Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
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	Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif, sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sebagai konsumen.

	1.
	Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB)
	Setiap pangan olahan yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU) berupa izin edar atau Nomor Izin Edar (NIE). Izin edar ini diterbitkan oleh BPOM setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, salah satunya memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). IP CPPOB adalah bukti bahwa sarana produksi sudah memenuhi prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), yaitu pedoman untuk memastikan proses produksi dilakukan sesuai ketentuan sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Penilaian terhadap pengajuan IP CPPOB dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kecukupan pemenuhan persyaratan tersebut. Layanan penerbitan IP CPPOB ini tidak dikenakan biaya (gratis).
	Pengajuan IP CPPOB dilakukan secara daring melalui sistem e-sertifikasi yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) pada laman e-sertifikasi.pom.go.id dengan mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan. Mekanisme penerbitan IP CPPOB dibedakan berdasarkan skala usaha.
	Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi pangan dengan tingkat risiko rendah dan sedang, IP CPPOB diterbitkan berdasarkan evaluasi dokumen tanpa pemeriksaan sarana terlebih dahulu. Pemeriksaan sarana akan dilakukan paling lambat 12 bulan setelah izin diterbitkan sebagai bentuk verifikasi komitmen penerapan CPPOB.
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	Gambar 87. Kegiatan Sosialisasi dan BIMTEK CPPOB
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	Sementara itu, bagi pelaku usaha menengah dan besar (non-UMK) dengan tingkat risiko rendah dan sedang, IP CPPOB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti serta dinyatakan memenuhi ketentuan oleh BBPOM di Bandar Lampung.
	Sepanjang tahun 2025, telah diterbitkan sebanyak 96 IP CPPOB, yang terdiri atas 75 untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta 21 untuk pelaku usaha menengah dan besar.
	2.
	Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
	Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), setiap Pedagang Besar Farmasi (PBF) maupun cabang PBF wajib menerapkan Pedoman Teknis CDOB. Penerapan pedoman tersebut dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat CDOB sebagai jaminan bahwa proses distribusi obat dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.
	Pengajuan Sertifikat CDOB dilakukan secara daring melalui laman www.sertifikasicdob.pom.go.id dan dievaluasi oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM. Dalam pelaksanaannya, BBPOM di Bandar Lampung bertugas melakukan pemeriksaan lapangan serta evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan (Corrective Action and Preventive Action/CAPA) berdasarkan surat pendelegasian dari Direktur terkait. Ketentuan tarif atas penerbitan Sertifikat CDOB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
	Selama tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung menerima pendelegasian pemeriksaan lapangan dalam rangka sertifikasi dan resertifikasi CDOB sebanyak 9 pengajuan yang berasal dari 5 sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF). Seluruh sarana tersebut (100%) telah menyelesaikan tindakan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan.
	Atas pemenuhan tersebut, BPOM telah menerbitkan 9 Sertifikat CDOB, yang terdiri atas 1 sertifikat kategori Narkotika, 5 sertifikat kategori Obat Lain, dan 3 sertifikat kategori Cold Chain Product (CCP).
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	3.
	Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional (CPOTB) Bertahap
	Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara bertahap bertujuan untuk memberikan kemudahan dan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Obat Bahan Alam (OBA) dalam memenuhi aspek CPOTB secara bertahap dan berkelanjutan. Skema ini memungkinkan pelaku usaha meningkatkan pemenuhan standar produksi secara progresif sebagai persyaratan dalam pendaftaran produk di Badan POM. Layanan penerbitan rekomendasi CPOTB Bertahap ini tanpa dikenakan biaya (gratis).
	Bagi sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), sertifikasi CPOTB dapat diperoleh melalui tiga tahap, sedangkan bagi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui dua tahap. Penerapan CPOTB secara bertahap tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat CPOTB Bertahap sesuai tahapan yang telah dipenuhi.
	Dalam rangka mendukung pemenuhan sertifikasi CPOTB Bertahap, pada tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung telah melaksanakan pendampingan kepada 1 (satu) UKOT untuk memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap Tahap I. Selama tahun 2025, 1 (satu) pengajuan Sertifikasi CPOTB Bertahap Tahap I dari UKOT telah ditindaklanjuti, dan Sertifikat CPOTB Bertahap untuk UMKM Obat Bahan Alam tersebut telah diterbitkan oleh BPOM.
	Gambar 88. Fasilitasi Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam (OBA)
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	4.
	Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)
	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) atau Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB adalah bukti bahwa suatu industri atau produsen kosmetik telah menerapkan standar CPKB dalam proses produksinya. Penerapan standar ini untuk memastikan bahwa kosmetik yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
	Sertifikat CPKB menjadi salah satu persyaratan bagi produsen dalam mengajukan notifikasi produk kosmetik ke Badan POM. Permohonan rekomendasi SPA CPKB diajukan secara daring melalui sistem yang dikelola oleh Badan POM, kemudian dilakukan evaluasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan. Layanan penerbitan rekomendasi SPA CPKB ini diberikan tidak berbiaya (gratis).
	Selama tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung menerima 2 (dua) pengajuan SPA CPKB. Seluruh permohonan tersebut telah ditindaklanjuti, dan SPA CPKB untuk 2 (dua) UMKM kosmetik telah diterbitkan oleh BPOM pada tahun 2025.

	5.
	Penerbitan Surat Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik
	Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik diberikan kepada importir kosmetik, pelaku usaha perorangan, maupun badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kerja sama produksi (maklon) dengan industri kosmetik yang telah memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Rekomendasi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaku usaha maklon dapat mengajukan notifikasi produk kosmetik ke BPOM.
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	Gambar 89. Audit Sarana Kosmetik
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	Pengajuan Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, permohonan tersebut diverifikasi dan dievaluasi oleh BBPOM untuk memastikan kelengkapan dokumen serta kesesuaian kerja sama produksi dengan industri yang telah tersertifikasi CPKB. Layanan penerbitan rekomendasi ini diberikan secara gratis tanpa biaya.
	Melalui rekomendasi ini, BBPOM memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi ketentuan administratif dan memiliki kerja sama produksi yang sah dengan industri yang telah tersertifikasi CPKB.
	Pada tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung menerima 6 (enam) pengajuan Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik. Seluruh permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dan rekomendasi diterbitkan pada tahun yang sama.
	6.
	Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)/ Surat Keterangan Ekspor (SKE)
	Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) diterbitkan sebagai instrumen pengawasan untuk mengendalikan produk yang masuk ke dan keluar dari wilayah Indonesia. Penerbitan surat keterangan untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan yang diperdagangkan lintas negara sudah memenuhi ketentuan keamanan, mutu, serta persyaratan regulasi yang berlaku.
	Pengajuan SKI dan SKE dilakukan secara daring melalui sistem e-BPOM (e-bpom.pom.go.id) yang terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW), sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan terintegrasi dengan instansi terkait lainnya.


	108
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	Pada tahun 2025, realisasi penerbitan SKI dan SKE menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Sepanjang tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 1.097 surat keterangan, yang terdiri atas 120 Surat Keterangan Impor (SKI) dan 977 Surat Keterangan Ekspor (SKE). Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 301 surat keterangan.
	Ketentuan tarif penerbitan SKI dan SKE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
	Gambar 90. Sosialisasi SKI/SKE Kepada UMKM

	7.
	Pendampingan UMKM
	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya produk obat dan makanan yang aman dan bermutu guna menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, UMKM turut berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat..
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	Gambar 91. Kegiatan Desk Mandiri Registrasi Pangan Olahan
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	Oleh karena itu, diperlukan dukungan melalui kemudahan berusaha serta peningkatan kapasitas UMKM agar mampu menghasilkan produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing secara berkelanjutan
	Sebagai bentuk dukungan tersebut, pada tahun 2025 BPOM melalui BBPOM di Bandar Lampung menyelenggarakan program pendampingan bagi UMKM di Provinsi Lampung yang meliputi:
	UMK pangan olahan dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
	UMKM kosmetik dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)
	UMKM Obat Bahan Alam (OBA) dalam penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). 
	Penerapan CPPOB, CPKB, dan CPOTB merupakan salah satu persyaratan penting bagi produsen untuk memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM. Program ini juga bersinergi dengan kegiatan magang mahasiswa melalui Program SAPA KAMPUS, di mana mahasiswa berperan sebagai fasilitator pendamping UMK Pangan Olahan di bawah supervisi petugas BBPOM. Kolaborasi ini memperkuat kapasitas UMKM sekaligus memberikan pengalaman praktik lapangan bagi mahasiswa.
	Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara komprehensif, meliputi:
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek)
	Fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB, CPKB, dan CPOTB
	Fasilitasi pengujian produk
	Pendampingan proses desk registrasi
	Pada tahun 2025, jumlah sarana yang didampingi sebanyak 21 pelaku usaha, terdiri atas:
	19 UMK Pangan Olahan
	1 UMKM Kosmetik
	1 UMKM Obat Bahan Alam (OBA)
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	Gambar 92. Bimtek Pendampingan Pelaku UMK Pangan Olahan (Daring)
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	8.
	Kesetaran Gender dan Layanan Inklusif
	a.
	Kesetaran Gender dan Layanan Inklusif Layanan Sertifikasi dan Pendampingan
	Dalam pelaksanaan seluruh layanan sertifikasi dan pendampingan seperti yang sudah diuraikan di subbab 7.1. sampai dengan 7.7, BBPOM di Bandar Lampung telah menerapkan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dan layanan inklusif dalam seluruh proses sertifikasi dan pendampingan, sehingga seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan.
	Layanan untuk Subbab 7.1 – 7.6 dilakukan dalam kerangka mata anggaran BAH.001 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT), sedangkan kegiatan pendampingan UMKM pada Subbab 7.7 dilaksanakan melalui mata anggaran QDG.001 (Fasilitasi/Pendampingan UMKM). Implementasi PUG dilakukan secara terintegrasi pada kedua mata anggaran tersebut.
	Dengan implementasi di mata anggaran BAH.001 dan QDG.001, BBPOM di Bandar Lampung berusaha memastikan bahwa layanan sertifikasi dan pendampingan terlaksana dengan baik. Selain memenuhi ketentuan teknis dan regulasi, layanan tersebut juga diupayakan agar dapat diakses oleh setiap kelompok masyarakat secara setara.
	Layanan Sertifikasi dan Keputusan Layanan Publik (BAH.001)
	Pelaksanaan layanan sertifikasi dan keputusan layanan publik sebagaimana diuraikan pada Subbab 7.1 sampai dengan 7.6 juga telah menerapkan prinsip kesetaraan gender dan layanan inklusif. Penerapan prinsip kesetaraan gender dan inklusivitas dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung dengan cara sebagai berikut:
	Penyediaan sarana dan prasarana ramah gender dan disabilitas, seperti parkir khusus perempuan dan disabilitas, guiding block, jalur landai, toilet terpisah dan toilet disabilitas, ruang laktasi, ruang bermain anak, area prioritas, kursi roda, alat bantu dengar, kruk, kacamata baca, serta SOP layanan dalam huruf Braille.
	Penggunaan logo “Setara Berdaya” pada media layanan serta penyediaan buku panduan Braille untuk registrasi pangan olahan.
	Pemberian opsi kepada pelanggan untuk berinteraksi dengan petugas laki-laki atau perempuan sesuai kenyamanan.
	LAPORAN TAHUNAN 2025



	111
	112
	Layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan WhatsApp dan chatbot sertifikasi, serta sistem daring (e-sertifikasi dan e-BPOM terintegrasi OSS dan INSW).
	Peningkatan kapasitas pegawai melalui Pelatihan E-Learning PUG dan kerja sama dengan tenaga ahli bahasa isyarat.
	Melalui berbagai fasilitas dan mekanisme tersebut, BBPOM di Bandar Lampung berupaya agar layanan benar-benar dapat digunakan oleh semua pihak tanpa terkecuali.
	Pendampingan UMKM (QDG.001)
	Berdasarkan data pendampingan UMKM Pangan Olahan Tahun 2022–2025, dari total 105 UMKM yang didampingi, sebanyak 78 pelaku usaha (74,3%) adalah perempuan dan 27 pelaku usaha (25,7%) adalah laki-laki. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, komposisi penduduk usia produktif di Provinsi Lampung relatif seimbang, yaitu 51% laki-laki dan 49% perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa peserta pendampingan masih didominasi oleh pelaku usaha perempuan dibandingkan laki-laki. Kondis
	Belum terintegrasinya perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) saat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
	Belum adanya kebijakan untuk proporsi target jumlah partisipasi peserta laki-laki dan perempuan.
	Materi bimtek dan sosialisasi belum memasukkan perspektif kesetaraan gender dalam isu keamanan pangan.
	Faktor eksternal, antara lain:
	Adanya persepsi bahwa bidang pangan dan keamanan pangan adalah domain perempuan.
	Struktur pelaku UMKM yang secara umum lebih banyak dikelola perempuan.Dalam beberapa kasus, perempuan sebagai pelaku usaha belum memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan usaha, sebagian besar menunggu persetujuan dari suami (pasangan).
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	Ke depan, perlu dilakukan beberapa perbaikan agar pelaksanaan Program Pendampingan UMKM semakin responsif terhadap isu kesetaraan gender, antara lain:
	Mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan Program Pendampingan UMKM
	Menyusun target partisipasi peserta yang seimbang baik jenis kelamin (antara perempuan dan laki-laki) maupun keterwakilan kelompok usia produktif dan kelompok lanjut usia/rentan (di atas 60 tahun)
	Melakukan pengumpulan dan analisis data berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia secara konsisten sebagai dasar monitoring dan evaluasi program
	Memperkuat materi sosialisasi dengan memasukkan perspektif kesetaraan gender
	Mendorong keterlibatan laki-laki dalam isu keamanan pangan
	Oleh karena itu, penentuan peserta pendampingan ke depan sebaiknya mempertimbangkan hasil analisis data tersebut agar keterwakilan peserta menjadi lebih seimbang. Selain itu, dalam kegiatan luring tetap diperhatikan fasilitas responsif gender dan ramah kelompok rentan, seperti toilet terpisah dan disabilitas, pengaturan tempat duduk yang nyaman, serta fasilitas bagi peserta yang membawa anak.

	b.
	Kesetaran Gender dan Layanan Inklusif Program Kegiatan Desa Pangan Aman
	Target Penerima Manfaat tahun 2025 adalah Masyarakat luas baik laki - laki maupun perempuan di Kab. Lampung Selatan terutama Kelurahan/desa dengan kader dan komunitas keamanan pangan di desa serta Stakeholder / dinas instansi terkait dengan proporsi sebanyak 35% laki-laki dan 65% perempuan.
	Sesuai dengan data pada Gender Analysis Pathway (GAP) dari data pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, Pihak - pihak yang terlibat dalam kegiatan Desa Pangan aman yang diselenggarakan Balai POM di Bandar Lampung didominasi oleh perempuan dengan persentase 72 % perempuan (110 orang) dan 28 % laki-laki ( 43 orang). Dalam Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman Tahun 2025 belum mencapai target yaitu 65% perempuan dan 35% laki-laki. Pihak - pihak yang dimaksud terdiri atas peserta dari kader, komunitas keamanan pangan dan Lintas Sektor terkait
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	c.
	d.

	114
	Jumlah Penduduk Desa Intervensi tahun 2025 di Kabupaten Lampung Selatan menurut data BPS Tahun 2025, yaitu 1.146.074 Jiwa , Laki-Laki : 582.291 Jiwa, Perempuan : 563.783 Jiwa.
	Kesetaran Gender dan Layanan Inklusif Program Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
	Berdasarkan data jumlah kader dan komunitas pada program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025, jumlah kader dan komunitas sebanyak 49 orang dengan jumlah perempuan sebanyak 27 orang (55,10%) dan laki-laki sebanyak 22 orang (45,90%).
	JUMLAH KADER DAN KOMUNITAS PROGRAM PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS


	49 ORANG
	22 LAKI-LAKI
	27 PEREMPUAN
	Kesetaran Gender dan Layanan Inklusif Program Kegiatan Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan
	Berdasarkan data jumlah kader dan komunitas pada program Sekolah yang membudayakan keamanan pangan pada tahun 2025, jumlah kader perempuan sebanyak 10 orang (41,67%) dan laki-laki sebanyak 14 orang (58,33%) dan untuk komunitas jumlah perempuan sebanyak 205 (89,52%) dan laki-laki sebanyak 24 (10,48%).
	JUMLAH KADER DAN KOMUNITAS PADA PROGRAM SEKOLAH YANG MEMBUDAYAKAN KEAMANAN PANGAN PADA TAHUN 2025



	24 ORANG
	14 LAKI-LAKI
	10 PEREMPUAN
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	Upaya yang telah dilaksanakan tentang PUG dalam program prioritas nasional tahun 2025 antara lain:
	Telah disusun Kerangka Acuan Kerja dengan Gender Budgeting statement dengan target peningkatan kesetaraan gender.
	Telah disampaikan dalam Advokasi Keamanan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan tentang PUG terhadap Kepala Desa dan lintas sektor terkait.
	Telah disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan tentang PUG dan ditekankan bahwa Keamanan Pangan bukanlah tanggung jawab Perempuan saja tetapi juga laki-laki harus berperan dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
	Telah disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan tentang PUG dan ditekankan bahwa Keamanan Pangan bukanlah tanggung jawab Perempuan saja tetapi juga laki-laki harus berperan dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
	Belum dicantumkan ketentuan PUG dalam Undangan Kegiatan Advokasi, Pelatihan Kader dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa
	Daftar Hadir telah menambahkan Kolom keterangan Jenis Kelamin dan Usia.
	Faktor Kesenjangan
	Partisipasi peserta masih didominasi oleh perempuan
	Materi dan informasi dalam Pelatihan kader dan Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan lebih ditujukan untuk ibu rumah tangga
	Anggapan Aparat Desa bahwa Kader dan Komunitas Perempuan lebih aktif dibandingkan laki-laki
	Sebab Kesenjangan Eksternal
	Belum tersampaikan Materi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada aparat Desa, sudah disampaikan saat Advokasi dengan Kepala Desa tetapi tidak tersampaikan kepada Sekretaris Desa yang mengurus teknis Pemilihan kader dan Komunitas Keamanan Pangan
	Anggapan Masyarakat bahwa urusan Keamanan Pangan atau dapur hanya tanggung jawab gender perempuan
	Sumber kader keamanan pangan salah satunya adalah anggota PKK yang sebagian besar terdiri dari gender perempuan
	LAPORAN TAHUNAN 2025


	115
	116
	Sebab Kesenjangan Internal
	Materi Desa banyak memuat tentang pemilihan bahan pangan dan aktivitas memasak di rumah yang tugasnya didominasi oleh gender perempuan pada sebagian besar rumah tangga
	Belum diatur strategi Desa Pangan Aman di dalam juknis mengenai Pengarusutamaan gender peserta kegiatan Desa Pangan Aman Kesadaran dan Pengetahuan Tentang PUG Aparat Desa yang mengurusi Teknis Pemilihan Peserta masih kurang


	M.
	Pemantauan Iklan dan Label
	Pemantauan iklan dan label produk menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan informasi yang diterima masyarakat mengenai obat, obat bahan alam, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, serta produk tembakau dan/atau rokok elektronik disampaikan secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi pada label dan materi promosi berperan langsung dalam membentuk persepsi serta keputusan konsumsi masyarakat, sehingga pengawasannya dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
	Realisasi Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 18.
	Tabel 19. Realisasi Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Terhadap Target Tahun 2025
	No.
	Komoditi
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)
	TOTAL
	Pengawasan iklan dilakukan pada berbagai media seperti media luar ruang, media cetak, media elektronik, dan media daring. Hasil pengawasan iklan selama tahun 2025 pada berbagai media dapat dilihat pada Lampiran Tabel 10.
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	Pengawasan iklan Obat dan Makanan dilaksanakan pada berbagai media, meliputi media luar ruang, cetak, elektronik, dan terutama media daring yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Dinamika promosi iklan melalui platform digital dan media sosial menjadi tantangan tersendiri karena faktor penyebaran informasi yang cepat, luas, dan sulit dikendalikan.
	Pelaksanaan pengawasan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai masing-masing komoditas. Pada tahun 2025, pelanggaran iklan obat masih ditemukan, terutama terkait penempatan dan tata cara penayangan yang tidak sesuai ketentuan. Sementara itu, pada iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, pelanggaran yang dominan berupa klaim berlebihan yang menyatakan dapat menyembuhkan penyakit tertentu, promosi produk Tanpa Izin Edar (TIE), penggunaan testimoni, pencantuman anjuran tenaga kesehatan, serta penyertaan logo instansi pemberi sertifikat seperti BPOM dan Majelis Ulama Indonesia secara tidak tepat.
	Pada iklan kosmetik, pelanggaran yang sering ditemukan meliputi klaim berlebihan atau menyesatkan, iklan produk Tanpa Izin Edar (TIE), serta pencantuman logo/nama instansi yang berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah telah mendapatkan persetujuan khusus. Adapun pada iklan pangan olahan, pelanggaran umumnya berupa klaim kesehatan yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan testimoni, pemakaian istilah yang dilarang, serta klaim yang melampaui ruang lingkup yang diizinkan.
	Pengawasan penandaan untuk produk pangan olahan minimal harus memuat informasi tentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau Isi bersih, nama dan alamat produsen/importir, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluarsa, nomor izin edar, asal usul bahan pangan tertentu. Pelanggaran yang sering ditemukan pada pengawasan penandaan pangan olahan MD, antara lain: tidak mencantumkan kode produksi dan label tidak sesuai dengan yang sudah disetujui oleh Badan POM pada saat registrasi. Pelanggaran yang sering ditemukan pada pengawasan penandaan pangan olahan PIRT, antara lain: komponen tidak lengkap, tidak mencantumkan kode produksi, netto, dan kadaluarsa.
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	Pelanggaran yang sering ditemukan pada pengawasan penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yakni karena tidak mencantumkan nomor bets dan tanggal kadaluarsa. Pelanggaran yang sering ditemukan pada pengawasan penandaan Kosmetik yakni pencantuman tanggal kadaluarsa tidak sesuai ketentuan, tidak mencantumkan barcode 2D, nomor bets, berat bersih, klaim berlebihan, alamat produsen tidak lengkap. Sementara itu, pelanggaran yang ditemukan pada pengawasan penandaan Obat yakni tidak mencantumkan interaksi obat. Hasil pengawasan penandaan tahun 2025 dapat dilihat di Lampiran Tabel 11.


	N.
	Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan
	Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah di Deputi Penindakan ada 4 Direktorat yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Siber, Direktorat Intelijen, dan Direktorat Penyidikan. Hal ini sebagai upaya Badan POM dalam memaksimalkan fungsi pencegahan dan menempatkan proses penindakan hukum sebagai upaya terakhir dengan lebih mengutamakan pembinaan (Ultimum Remidium). Namun demikian proses penegakan hukum juga dilakukan jika diperlukan untuk melindungi masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan ilegal dan tidak memenuhi persyaratan serta juga memberikan keadilan dan peluang berusaha bagi para pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
	1.
	Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
	Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, fungsi cegah tangkal dilakukan dalam bentuk kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dan penggalangan pemangku kepentingan.
	Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi, digunakan sebagai bahan dalam merumuskan strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan Obat dan Makanan. Data kerawanan kejahatan Balai Besar POM di Bandar Lampung didapatkan melalui berbagai sumber yaitu dari kegiatan intelijen dan penyidikan, hasil pengawasan, dari institusi lain, data permintaan hasil pengujian laboratorium dan permintaan ahli.
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	Data Kerawanan Kejahatan apabila dilihat berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota, trend kasus yang terjadi di wilayah Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 51 Kasus (30%). Berikut data kerawanan kejahatan per Kabupaten/Kota di wilayah Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2025.
	Gambar 95. Tren Kerawanan Kejahatan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2025

	Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2025 berdasarkan komoditi yaitu Obat sebanyak 74 kasus (43%), kosmetik sebanyak 49 kasus (29%), obat bahan alam sebanyak 36 kasus (21%), pangan olahan sebanyak 10 kasus (6%), dan suplemen kesehatan sebanyak 2 kasus (1%).
	Gambar 96. Data Kerawanan Kejahatan berdasarkan komoditi Tahun 2025

	Selain penyusunan dan pemutakhiran data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, strategi cegah tangkal juga diperkuat melalui pendekatan yang lebih proaktif dan kolaboratif, yaitu kegiatan penggalangan. Sepanjang Tahun 2025, Balai Besar POM di Bandar Lampung secara intensif membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan.
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	Upaya tersebut mencakup penguatan jejaring dalam lingkup Criminal Justice System, kolaborasi lintas sektor dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Pendekatan penggalangan dilaksanakan melalui mekanisme komunikasi dua arah yang konstruktif, antara lain dalam bentuk audiensi dan rapat koordinasi, guna menyamakan persepsi, memperkuat komitmen bersama, serta membangun dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan pencegahan.
	Adapun kegiatan audiensi dan koordinasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
	Gambar 99. Koordinasi dengan BNNP Lampung dalam rangka pemusnahan barang bukti tindak kejahatan narkotik pada tanggal 18 November 2025
	Gambar 100. Koordinasi dengan Asperindo DPW Lampung dalam rangka Musyawarah Wilayah pada tanggal 25 Oktober 2025
	Gambar 97. Audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung pada tanggal 23 Oktober 2025
	Gambar 101. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Lampung dalam rangka pemusnahan barang bukti tindak pidana umum pada tanggal 20 Agustus 2025
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	Gambar 98. Audiensi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung pada tanggal 06 November 2025
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	1.
	Pemantauan Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber
	BPOM melakukan perkuatan fungsi dan perannya terhadap perkembangan teknologi dan informasi dengan membentuk Direktorat Siber Obat dan Makanan. Pelaksanaan penjejakan digital berupa kegiatan Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan kemajuan teknologi yang mengakibatkan pergeseran pola promosi, pola konsumsi dan pola distribusi dalam peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan. Hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2025 menemukan sarana yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan yaitu tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya sebanyak 40 akun. Untuk mencegah atau mengurangi maraknya peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan di beberapa marketplace, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pemantauan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan melalui patroli siber dengan merekomendasikan takedown
	Tabel 20. Total Tautan yang telah Di-takedown
	No.
	Jumlah Hasil Kegiatan Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan
	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan Takedown
	Total Tautan yang telah  Di-takedown
	Persentase Tautan yang telah Di-takedown
	1.
	212
	205
	96.70%
	Gambar 102. Data Takedown Tahun 2025
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	2.
	Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
	Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas Intelijen dalam melakukan pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara mandiri dan memerlukan perencanaan khusus berdasarkan adanya laporan, data, informasi, hasil pemeriksaan, serta hasil pengamatan yang kejadiannya tidak dapat diprediksi sebelumnya secara tepat dan rinci waktu serta lokasinya. Peran Intelijen Obat dan Makanan dibutuhkan guna meningkatkan pengawasan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara premarket maupun postmarket.
	Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan kegiatan intelijen dengan sumber informasi awal baik dari informasi masyarakat, pengaduan dan juga dari hasil pengawasan daring atau melalui kegiatan patroli siber yang telah dilakukan. Pada tahun 2025 telah dilakukan kegiatan intelijen di bidang Obat dan Makanan dengan produk Laporan Informasi sebanyak 33 laporan dan Laporan Intelijen sebanyak 2 laporan. Operasi intelijen berupa pengamatan, pengumpulan bahan keterangan dan pengawasan secara terbuka. Dari 35 laporan tersebut, sebanyak 22 laporan (62,86%) dilakukan pengawasan dan 3 laporan (8,57%) dinaikkan ke tahap projusticia karena pelanggaran atau perbuatan telah dilakukan secara berulang.
	Gambar 103.  Hasil Pelaksaan Operasi Intelijen Tahun 2025
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	3.
	Penanganan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan
	Pada tahun 2025 telah dilakukan penindakan terhadap 3 (tiga) perkara ke Tahap Pro justitia. Perkara yang ditangani Balai Besar POM di Bandar Lampung yaitu :
	Perkara mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar melalui daring di Wilayah Kota Bandar Lampung pada bulan Mei 2025. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 21 item dengan nilai nominal ekonomi : Rp. 32.939.000. Perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari pengadilan yaitu pidana penjara waktu tertentu selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
	Perkara memproduksi dan mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar melalui daring di Wilayah Kabupaten Pesawaran pada bulan Juli 2025. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 131 item dengan nilai nominal ekonomi Rp.273.472.000,-.Perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari pengadilan yaitu pidana penjara waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan.
	Perkara mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar di Wilayah Kota Bandar Lampung pada bulan Oktober 2025. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 58 item dengan nilai nominal ekonomi Rp. 20.945 000,-. Perkara tersebut sedang dalam proses persidangan.
	Dari 3 perkara tersebut, dikenakan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
	Gambar 104. Operasi Penindakan pada sarana daring di Wilayah BBPOM di Bandar Lampung
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	Balai Besar POM di Bandar Lampung masih mempunyai 1 perkara carry over yaitu perkara tahun 2018 yang belum dapat diselesaikan karena tersangka melarikan diri (DPO).
	Tabel 21. Data Perkara carry over
	No
	Komoditi
	Bulan
	Status
	Ket
	Obat Tradisional  Tanpa Izin Edar
	Jul 2018

	SPDP
	Tersangka melarikan diri


	Selain penanganan perkara penyidikan oleh PPNS Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melayani permintaan ahli untuk perkara yang ditangani oleh Kepolisian di wilayah Provinsi Lampung dan Denpom II/3 Lampung. Permohonan ahli untuk perkara pada tahun 2025 sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) yaitu 14 (empat belas) perkara dari Polres Lampung Timur, 8 (delapan) perkara dari Polres Pringsewu, 7 (tujuh) perkara dari Polres Metro, 3 (tiga) perkara dari Direktorat Reserse Krimsus Polda Lampung, 1 (satu) perkara Polairud, 1 (satu) perkara dari Polres Lampung Tengah, 1 (satu) perkara dari Polres Lampung Selatan dan 2 (dua) perkara dari Denpom II/3 Lampung.
	Gambar 105. Data Permohonan Ahli Tahun 2025
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	4.
	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Substansi Penindakan
	Untuk mendukung pelaksanaan tugas penindakan baik pencegahan, siber, intelijen, maupun penyidikan diperlukan SDM yang kompeten. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan terstruktur yang diselenggarakan oleh PPSDM dan Deputi Penindakan secara terpadu pusat-balai, serta pelatihan mandiri sesuai kebutuhan Balai Besar POM di Bandar Lampung. BBPOM di Bandar Lampung menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan narasumber dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM dengan tema teknik penindakan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara daring pada 18 September 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam pengawasan dan penindakan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara online, sehingga perlindungan masyarakat dapat semakin optimal.
	Gambar 106. Bimtek Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

	Konferensi Forum Intelijen diadakan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada tanggal 11-12 November 2025 bertujuan untuk mengidentifikasi jaringan kejahatan trans nasional dalam peredaran obat palsu, narkotika dan pangan olahan ilegal pada gray market dan black market serta dampaknya terhadap ketahanan nasional. Peran intelijen tidak hanya mendukung penindakan, tetapi juga sebagai early detection system terhadap ancaman keamanan obat dan makanan. Deteksi dini dilakukan sejak tahap bahan baku, impor bahan aktif, hingga distribusi produk secara daring melalui kolaborasi internal dan lintas sektor, penyusunan database bahan berisiko tinggi, serta peningkatan kompetensi SDM.
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	Dalam pelaksanaannya, analisis intelijen menggunakan metode ilmiah untuk meminimalkan bias dan meningkatkan objektivitas, sehingga menghasilkan kesimpulan berbasis bukti. Intelijen harus mampu mengidentifikasi unsur ancaman yang meliputi niat, kapabilitas, dan peluang, serta tidak hanya memprediksi risiko, tetapi juga menyiapkan strategi antisipasi melalui skenario yang tepat guna mencegah terjadinya strategic surprise.
	Gambar 107. Bimtek Refreshment Operasional Siber

	Bimtek Refreshment operasional siber yang diadakan Direktotrat Siber Obat dan Makanan pada tanggal 13 November 2025 bertujuan untuk menghasilkan penguatan tata kelola pengawasan digital, antara lain melalui penetapan Pedoman Operasi Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, penataan fungsi Patroli, Profiling, dan Forensik Siber, serta penegasan definisi operasional untuk mendukung konsistensi pelaksanaan. Implementasi Engine Data Crawler 2025 dengan fitur AI Text Recognition, AI Image Matching, pengembangan dashboard termasuk Chat AI, dan integrasi sistem pengaduan Instansi KOMDIGI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi monitoring, serta sinergi lintas instansi.
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	O.
	Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen
	BPOM meyakini bahwa keterlibatan masyarakat melalui aspek pemberdayaan menjadi elemen krusial dalam menyokong pengawasan obat dan makanan demi meningkatkan level kesehatan publik. Langkah ini ditempuh agar tercipta konsumen berwawasan yang dapat melindungi diri, keluarga, hingga lingkungan sekitar dari risiko produk obat dan makanan yang tidak sesuai standar.
	Selaras dengan target tersebut, BPOM Pusat beserta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah memprioritaskan strategi preventif dalam menjalankan pengawasan berbasis risiko. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pencegahan lewat penerapan Risk Management Program oleh para pelaku usaha yang divalidasi oleh regulator, serta melalui penyampaian komunikasi risiko yang strategis.
	Implementasi konkret dari strategi ini telah dituangkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Balai Besar POM di Bandar Lampug meliputi :
	1.
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
	Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya dilakukan melalui kegiatan penyebaran informasi serta pemberdayaan masyarakat atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mampu membentengi diri serta memilih produk obat dan makanan yang aman bagi kesehatan melalui penyuluhan, baik secara daring maupun luring. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tahun 2025 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Kegiatan KIE di Balai Besar POM di Bandar Lampung meliputi KIE Rutin/Tatap Muka, KIE Media Sosial, KIE Non Media Sosial, dan KIE Tematik.
	Pada tahun anggaran 2025, kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat telah dilaksanakan di 10 lokasi bekerja sama dengan tokoh masyarakat Lampung, yang mana setiap lokasi dihadiri oleh 200 peserta. Materi yang disampaikan meliputi keamanan pangan, penggunaan obat secara cerdas, cara cerdas memilih kosmetik yang aman, cerdas memilih obat bahan alam dan juga pangan olahan yang aman, pencegahan stunting, anti hoaks dan cara menggunakan BPOM Mobile dan edukasi Cek KLIK guna mewujudkan konsumen yang cerdas.
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	Selain itu, KIE juga dilaksanakan di area car free day, pasar kuliner mingguan di wilayah Kota Bandar Lampung, pameran skala provinsi dan kabupaten/kota, serta tur edukasi GALAKSI terkait obat dan makanan serta tupoksi BPOM kepada pelaku UMKM pangan, pelajar/mahasiswa pada kegiatan tur edukasi GALAKSI ataupun memenuhi berbagai undangan eksternal seperti dari Pemerintah Daerah, Badan Gizi Nasional, Instansi lainnya ataupun berbagai komunitas seperti komunitas dari peserta kontes Beauty pageant seperti putri indonesia lampung atau kontes muli mekhanai di Provinsi Lampung.
	Berdasarkan hasil evaluasi KIE, KIE rutin secara tatap muka menggunakan DIPA dengan capaian 3495 orang ( 1495 KIE Rutin dan 2000 KIE bersama Tokoh Masyarakat) dengan Capaian sebelum efisiensi anggaran 37.65 % dan 153 % tercapai dengan target setelah efisiensi anggaran. Untuk KIE Non DIPA dengan capaian 16.177 Orang. KIE Media Sosial terlaksana dengan baik setiap bulannya secara NON DIPA dengan akun official, melalui platform Instagram, Facebook, Subsite, Youtube, X, Whatsapp dan Tiktok, sedangkan untuk Threads belum terlaksana optimal. KIE Non Media Sosial terlaksana dengan menggunakan kanal non media sosial berupa media digital/online, media elektronik, media cetak, dan media luar ruang. Hasil Survei Efektivitas KIE Secara keseluruhan mencapai 92,71 dengan capaian 103,47 %, dengan rincian KIE Tatap muka mencapai 91.69 dengan capaian 102,33 % dan KIE Media sosial dengan capaian 93.74 dengan capaian 104.62 %. Secara Keseluruhan hasil survei menunjukkan bahwa KIE BBPOM di Bandar Lampung telah efektif dalam meny
	Capaian jumlah KIE ini dipengaruhi oleh strategi pelaksanaan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif di tengah keterbatasan anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak menjadi hambatan signifikan, karena BBPOM di Bandar Lampung mampu mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, maupun dunia usaha. Lintas sektor antara lain Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Kwarcab dan Kwarda Pramuka, Perguruan tinggi dan komunitas budaya anak Lampung, Dinas Pendidikan, Bank Indonesia, Badan Gizi Nasional , Kejaksaan, ASDP Bakauheni , Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan lainnya. Pola kolaborasi ini memungkinkan pembiayaan bersama, pemanfaatan sarana dan prasarana mitra, serta integrasi kegiatan KIE dengan agenda besar yang telah direncanakan oleh mitra kerja, sehingga kegiatan edukasi tetap terlaksana secara masif dengan biaya yang relatif minimal.
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	Peningkatan Indeks Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2025 dipengaruhi oleh strategi pelaksanaan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif di tengah keterbatasan anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak menjadi hambatan signifikan, karena BBPOM di Bandar Lampung mampu mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, maupun dunia usaha. Lintas sektor antara lain Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Kwarcab dan Kwarda Pramuka, Perguruan tinggi dan komunitas budaya anak Lampung, Dinas Pendidikan, Bank Indonesia, Badan Gizi Nasional , Kejaksaan, ASDP Bakauheni , Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan lainnya. Pola kolaborasi ini memungkinkan pembiayaan bersama, pemanfaatan sarana dan prasarana mitra, serta integrasi kegiatan KIE dengan agenda besar yang telah direncanakan oleh mitra kerja, sehingga kegiatan edukasi tetap ter
	Keberhasilan pelaksanaan KIE juga didukung oleh luasnya jangkauan sasaran edukasi yang mencakup pelajar, mahasiswa, pemuda, pelaku usaha, tenaga kesehatan, komunitas budaya, pengguna sarana transportasi, hingga masyarakat umum di ruang publik. Partisipasi BBPOM di Bandar Lampung dalam berbagai kegiatan strategis, seperti festival pariwisata dan ekonomi kreatif, pameran ekonomi syariah, kegiatan kepramukaan, pameran bersama aparat penegak hukum, edukasi di perguruan tinggi, serta KIE langsung di pelabuhan dan kapal penyeberangan, menjadikan pesan keamanan obat dan makanan lebih mudah menjangkau masyarakat secara langsung dan kontekstual. Pendekatan ini meningkatkan visibilitas peran BPOM sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang aman, bermutu, dan berizin edar.
	Selain itu, inovasi metode dan media KIE menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja. Pelaksanaan KIE tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi dikembangkan melalui pendekatan kreatif dan tematik, seperti KIE Kosmetik Aman dalam festival estetika, edukasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan kepada pelaku usaha toko jamu, KIE Antimicrobial Resistance (AMR) bersama organisasi profesi kesehatan, KIE bertema stunting di daerah prioritas, serta inovasi BPOM Sunmorfe di area Car Free Day. Inovasi lainnya adalah penguatan fungsi Galeri dan Layanan Edukasi (Galaksi) melalui Tur Edukasi yang melibatkan Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi, sehingga KIE tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif dan berkelanjutan.
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	Pemanfaatan media komunikasi yang beragam turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Efektivitas KIE. Selain kegiatan tatap muka, BBPOM di Bandar Lampung secara aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial, media digital, media elektronik, media cetak, serta media luar ruang seperti baliho. Strategi multi-kanal ini memungkinkan pesan KIE menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif di media digital, sekaligus memperkuat pengulangan pesan (message reinforcement) agar informasi yang disampaikan lebih melekat dan mudah diingat. Rincian seluruh layanan KIE yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung, baik yang bersumber dari anggaran DIPA maupun Non-DIPA, tersedia pada lampiran Tabel 15A, 15B, 15C, dan 15D.
	a.
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat
	Upaya pengembangan komunikasi risiko strategis memerlukan partisipasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat dan komunitas sebagai target penerima manfaat. Kontribusi dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Daerah, berfungsi untuk memperkuat efektivitas program pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menjangkau wilayah kabupaten/kota yang terpencil. Di samping itu, peran tokoh masyarakat menjadi penggerak utama dalam mengoordinasikan kegiatan, khususnya dalam membangun sinergi dengan otoritas daerah setempat.
	Sebagai bentuk konkret, telah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai keamanan obat dan makanan dengan menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn sebagai narasumber. Rangkaian kegiatan ini berlangsung selama periode April dan Juni tahun 2025 yang tersebar di 10 lokasi di wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus. Dalam pelaksanaannya, setiap titik lokasi dihadiri oleh 200 peserta.
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	Gambar 108. Kegiatan KIE Bersama Anggota Komisi IX DPR RI
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	b.
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung kepada Masyarakat/Konsumen
	Kegiatan KIE Langsung kepada Masyarakat/Konsumen
	Pada tahun 2025 Kegiatan KIE Langsung kepada Masyarakat/Konsumen dilaksanakan sebanyak 18 kegiatan yaitu :
	Tabel 22. Kegiatan KIE Langsung kepada Masyarakat/Konsumen
	No
	Kegiatan
	Waktu
	KIE Kosmetik Aman SMP N 5 Tulang Bawang Barat
	8 Februari 2025
	Sosialisasi PJAS Aman untuk Kader Keamanan Pangan Junior
	14 Mei 2025
	KIE Cara Cerdas Memilih Kosmetik yang Aman pada Persiapan Muli Mekhanai Lampung
	19 Mei 2025
	Talkshow Interaktif tentang kesehatan kulit dan kosmetik aman di Pameran Aesthetic Clinic Wonderland Mall Boemi Kedaton
	23 Juli 2025
	KIE Stunting dan Keamanan Pangan, Peran Keluarga Dalam Mencegah Stunting dan melindungi generasi emas, Pemenuhan Gizi yang Seimbang untuk pencegahan Stunting
	16 Agustus 2025
	KIE Kegiatan Pembekalan Pemilihan Muli Mekhanai UNILA
	19 September 2025
	Sosialisasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjamin Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam serta Memahami Peran Badan POM dalam Pengawasan Obat Bahan Alam
	20 September 2025
	Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Peningkatan Layanan di Aula Galaksi
	22 September 2025
	Sosialisasi Saka POM, Keamanan Pangan dan Kosmetik, Cek KLIK, ING, KIE di Lanalike, Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran
	10 Oktober 2025
	Sosialisasi Keamanan Pangan di Pelabuhan Bakauheni ASDP Eksekutif dan Kapal ASDP Batu Mandi
	15 November 2025
	Press release Refleksi Kinerja dan Outlook Kinerja BBPOM di Bandar Lampung
	18 Desember 2025
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	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Melalui Pameran
	Kegiatan Pameran adalah aktivitas atau kegiatan dan komunikasi secara langsung dengan menyajikan hasil karya, kinerja dan program-program serta inovasi yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung kepada masyarakat/konsumen. Komunikasi secara langsung dengan masyarakat luas digunakan sebagai wahana untuk memperkenalkan Badan POM/Balai Besar POM beserta tugas pokok dan fungsinya. Dalam kegiatan tersebut juga menggugah kesadaran masyarakat mengenai efektifitas, kualitas dan keamanan produk serta cara penggunaan produk sehingga menjadi konsumen yang cerdas. Selain mendirikan stan Pameran, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga memajang produk Obat dan Makanan Ilegal hasil tangkapan di Provinsi Lampung, Membuka Layanan Uji Sampel Makanan secara Gratis, Layanan Pengaduan dan Informasi, dan Layanan Sertifikasi UMKM BERJAYA. Pada Tahun 2025 KIE melalui Kegiatan Pameran dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan yaitu :
	Tabel 23. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Melalui Pameran
	No
	Kegiatan
	Waktu
	Pameran Festival Ekonomi Syariah di Lampung City Mall
	20 - 25 Juni 2025
	Pameran UMKM Mitra Adhyaksa (UMA) di Bandar Lampung dengan menampilkan produk omka yang berbahaya, dialog interaktiif, Narasumber sertifikasi dan layanan PPID
	17 dan 19 Oktober 2025
	Pameran UMKM Mitra Adhyaksa (UMA) di Lampung Tengah dengan menampilkan produk omka yang berbahaya, dialog interaktiif, Narasumber sertifikasi dan layanan PPID
	20 dan 21 November 2025
	Pameran Pelindungan Usaha Mikro Kementrian UMKM RI di Kota Metro
	8 Desember 2025
	Gambar 109. KIE melalui Kegiatan Pameran
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	KIE pada Kegiatan Car Free Day BPOM SUNMORFE (Sunday/Saturday Morning Fun n Education)
	BPOM SUNMORFE merupakan Inovasi unggulan Balai Besar POM di Bandar Lampung dimana melakukan Kegiatan KIE dan mendirikan stan Pameran serta membuka Layanan di setiap hari Sabtu/Minggu pagi. Balai Besar POM di Bandar Lampung hadir di area terbuka publik/pusat keramaian seperti Car Free Day (CFD), Lapangan/Sentra UMKM, baik di dalam Kota Bandar Lampung ataupun di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung. Kegiatan BPOM SUNMORFE dikemas dengan mendirikan Stand KIE yang dibuat menarik untuk mengedukasi Masyarakat/Konsumen. Badan POM juga hadir dengan menampilkan produk informasi, membuka Layanan Informasi dan Pengaduan, Layanan Sertifikasi Gratis, Layanan Uji Cepat Makanan Gratis dan banyak Doorprize menarik untuk pengunjung, Balai Besar POM di Bandar Lampung hadir lebih dekat dengan Masyarakat/Konsumen. Pada Tahun 2025 BPOM SUNMORFE dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu yang pertama dalam rangka Kegiatan HUT BPOM ke 24, berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung di Tugu Adipura pada tanggal 19 Januri 2025.
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	Gambar 110. KIE melalui Inovasi BPOM SUNMORFE
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	134
	Tur Edukasi GALAKSI (Galeri Layanan Edukasi)
	Balai Besar POM di Bandar Lampung memiliki Galeri Layanan Edukasi (GALAKSI) yang merupakan Inovasi berkonsep pameran edukasi permanen yang instagramable, dengan memanfaatkan ruangan yang dulunya tidak terpakai atau gudang menjadi suatu tempat seperti Galaksi/luar angkasa yang menarik, dibuka untuk umum, dan merupakan bagian dari rangkaian dari Tur Edukasi masyarakat Lampung yang ingin berkunjung ke Balai Besar POM di Bandar Lampung. Tur Edukasi memiliki rangkaian kegiatan kunjungan ke GALAKSI, Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait penyampaian materi obat dan makanan yang aman, kunjungan ke Laboratorium, kunjungan keliling Kantor Balai Besar POM di Bandar Lampung dialog interaktir, diskusi dan tanya jawab, pembagian produk informasi.
	GALAKSI yang letaknya di bagian depan Gedung Layanan, dan langsung terkoneksi dengan Aula GALAKSI, Total Kunjungan dalam Tur Edukasi ini meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan adanya GALAKSI ini menjadikan Balai Besar POM di Bandar Lampung menjadi Tujuan Utama dalam Tur Edukasi anak sekolah, mahasiswa maupun komunitas masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang obat dan makanan aman. Pada Tahun 2025 Kegiatan Tur Edukasi GALAKSI dilaksanakan sebanyak 26 kali kunjungan dengan total peserta sebanyak xx orang, dengan daftar kunjungan sebagai berikut :
	Tabel 24. Data Tur Edukasi
	No
	Kegiatan
	Waktu
	Kunjungan Tur Edukasi Universitas Tulang Bawang
	16 Januari 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMK Yadika Pagelaran Pringsewu
	23 Januari 2025
	Kunjungan Tur Edukasi MI Mathlaul Anwar Sinar Gading
	4 Februari 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMPN 5 Tulang Bawang Barat
	5 Februari 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SD Xaverius 2 Panjang
	6 Februari 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMPIT Baitul Jannah
	11 Februari 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMP AL-Kautsar
	13 Februari 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMPN 3 Banjar Margo Tuba
	8 Februari 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMK Farmasi Cefada
	19 Februari 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SDN 5 Sukajawa
	20 Februari 2025
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	No
	Kegiatan
	Waktu
	Pembekalan Mahasiswa PKPA ITB & Unsri
	17 April 2025
	unjungan Tur Edukasi SMP Muh. Ahmad Dahlan Metro
	14 Mei 2025
	Kunjungan Tur Edukasi Prodi Pendidikan Ekonomi Unila
	23 Juli 2025
	Kunjungan Tur Edukasi Duta Universitas Terbuka
	30 Juli 2025
	Kunjungan Tur Edukasi Prodi Teknologi Pangan Itera
	19 Agustus 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMP IT Insantama
	4 September 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMA IT Da'arul Ilmi Bandar Lampung
	7 Oktober 2025
	Kunjungan Tur Edukasi Jurusan Farmasi Malahayati
	16 Oktober 2025
	Kunjungan Tur Edukasi MIN 2 Bandar Lampung
	30 Oktober 2025
	Kunjungan Tur Edukasi KKL Farmasi UTB
	31 Oktober 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMKS Taman Siswa Bandar Lampung
	8 Desember 2025
	Kunjungan Tur Edukasi MIN 5 Bandar Lampung
	9 Desember 2025
	Kunjungan Tur Edukasi MIN 5 Bandar Lampung
	10 Desember 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMP Xaverius 1 Bandar Lampung
	10 Desember 2025
	Kunjungan Tur Edukasi MIN 5 Bandar Lampung
	11 Desember 2025
	Kunjungan Tur Edukasi MIN 5 Bandar Lampung
	12 Desember 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMPN 1 Pubian Lampung Tengah
	15 Desember 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMK Yadika Pagelaran Pringsewu
	16 Desember 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SDIT Tunas Insan Lampung Selatan
	17 Desember 2025
	Kunjungan Tur Edukasi SMK Cefada Bandar Lampung
	18 Desember 2025
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	Gambar 111. Kegiatan KIE melalui Inovasi Tur Edukasi GALAKSI
	PIOM PINTAS (Pengawasan dan Pelayananan Informasi Obat dan makanan di Pintu Masuk Sumatera)
	PIOM PINTAS merupakan inovasi Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam melakukan Kegiatan Pengawasan dan Layanan Informasi dan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), bekerjasama dengan Lintas Sektor terkait seperti Pemerintah Daerah, ASDP, Bea Cukai, POLRI, Angkasa Pura dalam hal Pengawasan dan Pelayanan kepada Masyarakat. Saat ini Kegiatan PIOM PINTAS telah dilaksanakan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan di atas Kapal Fery penyeberangan Bakauheni - Merak. Kegiatan
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	Dengan adanya PIOM PINTAS ini menajdi sarana yang baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama pengunjung pelabuhan yang ingin menyeberang ataupun yang masuk ke wilayah Sumatera. Pada Tahun 2024 Kegiatan PIOM PINTAS dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan di bulan April, September dan Desember.
	Gambar 112. Kegiatan KIE melalui Inovasi PIOM PINTAS  di Pelabuhan Bakauheni dan Kapal Fery Rute Bakauheni - Merak

	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Melalui Media Sosial
	Balai Besar POM di Bandar Lampung memiliki akun media sosial resmi yaitu:
	@bpom.bandarlampung
	bpom.bandarlampung
	@bpom.bandarlampung
	@bpomlampung
	BBPOM Lampung
	lampung.pom.go.id
	bpom_lampung@pom.go.id
	0821-6008-8080
	LAPORAN TAHUNAN 2025
	Gambar 113. Beberapa contoh KIE melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok dan X
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	Jumlah konten yang ditayangkan melalui akun resmi tersebut selama Tahun 2025 yaitu sebanyak 575 non repost dan 93 repost. Tayangan konten terbanyak melalui Akun Instagram sebanyak 694 konten yang ditayangkan.
	JUMLAH KONTEN MEDIA SOSIAL BERBAGAI PLATFORM
	Gambar 114. KIE melalui Akun Media Sosial


	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Melalui Media Cetak dan Elektronik
	Sepanjang tahun 2026 Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melaksanakan KIE melalui media cetak sebanyak 7 tayangan (Koran), media elektronik sebanyak 18 tayangan (Talkshow/ Dialog Interaktif/ Live Report, Radio, Podcast), media digital (Artikel Berita Online, Subsite) sebanyak 82 tayangan, media luar ruang (baliho, spanduk, videotron) sebanyak 9 tayangan.
	Gambar 115. Kegiatan KIE Melalui Media Elektronik (TVRI dan Radio Sai Lampung)
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
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	Gambar 116. Kegiatan KIE Melalui Media Online dan Cetak
	Gambar 117. Kegiatan KIE Melalui Media Digital/Online (Subsite lampung.pom.go.id)
	LAPORAN TAHUNAN 2025
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	Gambar 118. Kegiatan KIE Melalui Media Luar Ruang (Videotron Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung)
	Live Bagi-Bagi ‘KOMISI’ (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
	Live Bagi-Bagi ‘KOMISI’ merupakan inovasi dengan menggunakan podcast sebagai alatatau media interaksi, disiarkan secara live melalui akun media sosial Instagram @bpom.bandarlampung dan Youtube BBPOM Lampung. Dilaksanakanan rutin setiap bulan, dan setiap acara menghadirkan Narasumber dari Internal Balai Besar POM di bandar Lampung, Lintas Sektor, Influencer/Selebgram sesuai dengan tema yang akan dibawakan, dan tema informasi yang berbeda beda, dan diselingi pemutaran video edukasi, performance musik dari ba
	Tabel 25. Data Live Bagi-bagi KOMISI 2025
	No
	Tema
	Waktu
	Dirgahayu BPOM - Hadirkan Inovasi dan Kolaborasi untuk Negeri, Wujudkan BPOM Mendunia yang Menjulang, Membumi dan Mengakar Raih Indonesia Emas 2025.
	30 Januari 2025
	Konsumsi Obat dan Makanan Aman, Konsumen Nyaman
	28 Februari 2025
	Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat, Mengawasi Sepenuh Hati di Bulan Suci, QnA Ask BPOM
	26 Maret 2025
	INOVASI QRIS-PUSAKA 3.0 PRO UMKM BERJAYA (BERKELAS, SEJAHTERA YANG MENDUNIA) bersama rora.store99
	28 April 2025
	Konsumsi Jamu Aman, Kearifan Lokal untuk Indonesia Sehat
	26 Mei 2025
	Wujud Nyata Pelayanan Publik Prima di BBPOM Bandar Lampung
	25 Juni 2025

	LAPORAN 2025 TAHUNAN


	140
	No
	Tema
	Waktu
	Sinergi untuk Edukasi, Bangun Inovasi, Gencarkan Edukasi
	30 Juli 2025
	Beauty Talk: Tips Aman Pilih Kosmetik
	28 Agustus 2025
	Bersama Masyarakat, Wujudkan Negeri Sehat dan Aman
	29 September 2025
	Kolaborasi Edukasi, Generasi Emas Berdaya, Jaga Pangan Jajanan Aman
	27 Oktober 2025
	Pengarusutamaan Gender dan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
	27 November 2025
	Refleksi Kinerja KIE Program Nasional Keamanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025
	11 Desember 2025
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	Gambar 119. Kegiatan KIE melalui Inovasi Live Bagi-Bagi ‘KOMISI’ di Instagram
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	Cawa-Cawa bareng BPOM (CCB)
	CCB merupakan inovasi yang Layanan Informasi dan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang bekerja sama dengan media elektronik seperti radio dan televisi. Cawa-cawa merupakan Bahasa Lampung yang artinya ngobrol-ngobrol, dengan menggunakan anggaran DIPA dan juga non DIPA, BPOM sebagai narasumber dan juga berkolaborasi dengan pihak eksternal dalam setiap topik informasi atau trending topik yang ingin didapatkan oleh Masyarakat/Konsumen. Kegiatan CCB rutin dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan. Pada Tahun 2025 Kegiatan Cawa-Cawa bareng BPOM dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan, sebagai berikut:
	Tabel 26. Data CAWA-CAWA BARENG BPOM (CCB)
	No.
	Kegiatan
	Tanggal
	1.
	Standar Kebijakan Layanan dan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
	17 September 2025
	2.
	BPOM Mengawasi Dengan Sepenuh Hati (Hasil pengawasan BPOM Tahun 2025)
	20 November 2025
	Gambar 120. Kegiatan KIE melalui Inovasi Cawa-Cawa bareng BPOM (CCB)

	2.
	Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
	Pesatnya perkembangan teknologi informasi berdampak pada semakin banyaknya jenis obat dan makanan yang diproduksi. Hal ini memicu beragamnya pertanyaan dari konsumen yang ingin memastikan produk pilihan mereka telah sesuai dengan kebutuhan. Di tengah kondisi tersebut, pemenuhan syarat utama produk yang beredar di Indonesia, yakni aman, berkhasiat atau bermanfaat, serta bermutu, tetap menjadi prioritas yang tidak boleh terabaikan.
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	Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen, baik di tingkat pusat maupun balai, untuk senantiasa menyajikan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan terkini kepada masyarakat.
	Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Badan POM telah membentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di pusat serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di Indonesia, yang juga diperkuat oleh layanan Contact Center HALO BPOM 1500533. Kehadiran unit-unit ini bertujuan memberikan akses seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan untuk mencari informasi maupun menyampaikan keluhan, baik yang bersifat ilmiah maupun masalah lain terkait pengawasan obat dan makanan yang menjadi kewenangan Badan POM.
	Balai Besar POM di Bandar Lampung, sebagai salah satu unit pelaksana teknis, turut menyelenggarakan layanan tersebut melalui berbagai kanal seperti tatap muka secara langsung, SMS, media sosial, surat, hingga inovasi unggulan berupa layanan WhatsApp Call Me Back (CMB) "Ulun Lampung" di nomor 082180806008. Sepanjang tahun 2025, Balai Besar POM di Bandar Lampung mencatatkan total 410 layanan informasi, 8 layanan pengaduan. Di Balai Besar POM di Bandar Lampung juga terdapat 6 layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
	Mengenai preferensi masyarakat dalam mengakses layanan informasi, tercatat sebanyak 234 layanan dilakukan secara langsung, 115 layanan melalui WhatsApp CMB Ulun Lampung, 44 layanan lewat telepon, dan 16 layanan melalui media sosial Instagram. Berdasarkan latar belakang profesi konsumen, layanan ini diakses oleh 129 pelaku usaha, 103 masyarakat umum, 80 anggota PNS/TNI/Polri, 48 pelajar atau mahasiswa, 28 karyawan, 11 apoteker, 4 tenaga kesehatan lainnya, 3 wartawan, 1 dokter, serta 1 perwakilan LSM. Dengan proporsi mencapai 31%, pelaku usaha menjadi kelompok yang paling banyak mengajukan permohonan informasi. Sementara itu, seluruh pengaduan yang masuk sebanyak 8 kasus telah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan serta penindakan dan kini statusnya telah dinyatakan selesai atau ditutup (closed).
	LAPORAN TAHUNAN 2025
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	Guna mengoptimalkan pelayanan, Balai Besar POM di Bandar Lampung menghadirkan inovasi CMB Ulun Lampung yang dirancang untuk memudahkan masyarakat. Melalui fitur ini, pengguna cukup mengirimkan pesan WhatsApp, SMS, atau melakukan panggilan tak terjawab (missed call) ke nomor 082180806008. Petugas kemudian akan menghubungi kembali pelanggan tersebut sehingga mereka tidak perlu khawatir mengenai biaya pulsa saat berkonsultasi. Layanan CMB Ulun Lampung ini beroperasi secara daring selama 24 jam nonstop setiap harinya.
	Gambar 121. Layanan Call Me Back Ulun Lampung

	3.
	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan di Mal Pelayanan Publik
	BBPOM di Bandar Lampung memiliki Indeks pelayanan Publik dengan predikat “ Pelayanan Prima” dengan motto Layanan “ Sikam Betik Melayani, Haga Kuti Bahagia “ Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
	Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
	Profesionalitas SDM (25%);
	Sarana Prasarana (18%);
	Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
	Konsultasi dan Pengaduan (10%);
	Inovasi (12%).
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	Balai Besar POM di Bandar Lampung
	Hasil Pengawasan Obat dan Makanan


	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
	Selain adanya ULPK di Ruang layanan Balai Besar POM di Bandar Lampung, Namun juga bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Bandar Lampung memaksimalkan kualitas pelayanan dengan menghadirkan layanan informasi di MPP Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan MPP Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung sudah ada sebelum tahun 2025. Program MPP ini sendiri dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagai bagian dari transformasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik.
	Melalui pengintegrasian berbagai jenis layanan kementerian secara terpadu di satu lokasi, MPP menyederhanakan prosedur sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara publik. Adapun jenis layanan yang disediakan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung di MPP meliputi layanan pengaduan dan informasi, serta layanan sertifikasi izin edar obat dan makanan. Adapun lokasi dan Jadwal Piket Mal Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung, sebagai berikut :

	MPP Kota Bandar Lampung
	4 kali dalam sebulan
	Setiap hari rabu & kamis
	Pukul 09.00 WIB - 15.00 WIB

	MPP Kota Metro
	1 kali dalam seminggu
	Setiap hari Rabu
	Pukul 09.00 WIB - 15.00 WIB

	MPP Kab. Lampung Tengah
	1 kali dalam sebulan
	Setiap hari Kamis
	Pukul 09.00 WIB - 15.00 WIB

	MPP Kab. Lampung Selatan
	2 kali dalam sebulan
	Setiap hari Jumat
	Pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB
	LAPORAN TAHUNAN 2025
	Balai Besar POM di Bandar Lampung
	Gambar 122. Jadwal Pelayanan Informasi di MPP
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	Gambar 123. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi di Mal Pelayanan Publik
	4.
	Keterbukaan Informasi Publik
	a.
	Landasan Filosofis dan Strategis Keterbukaan Informasi Publik
	Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, melainkan instrumen vital dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan, keterbukaan informasi berfungsi sebagai jembatan kepercayaan antara otoritas pengawas dan masyarakat.
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	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang prima bertujuan untuk:
	Mitigasi Risiko Integritas - Mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui mekanisme check and balances oleh publik, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
	Perlindungan Masyarakat - Memastikan informasi terkait keamanan produk obat dan makanan tersampaikan secara cepat, akurat, dan tidak menyesatkan, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kesehatan mereka.
	Partisipasi Publik - Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan melalui akses informasi yang mudah dan terintegrasi.
	b.
	Komitmen Terhadap Standar Pelayanan Publik
	Sebagai bentuk komitmen nyata, Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandar Lampung secara konsisten mengintegrasikan budaya keterbukaan ke dalam setiap aspek layanan. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi rutin dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi, baik di tingkat pusat maupun provinsi. Partisipasi ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana evaluasi mandiri (self-assessment) untuk mengukur:
	Kualitas Informasi: Apakah informasi yang disajikan sudah mutakhir dan relevan.
	Keragaman Akses: Kemudahan publik dalam menjangkau informasi melalui berbagai kanal (digital maupun non-digital).
	Komitmen Pimpinan: Sejauh mana dukungan manajerial dalam penguatan fungsi PPID di daerah.
	Dengan menjadikan Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari nilai organisasi, Balai Besar POM di Bandar Lampung memastikan bahwa setiap data publik yang dikelola adalah aset yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas demi terwujudnya visi pengawasan obat dan makanan yang andal.

	c.
	Peran Strategis PPID Pelaksana dan Mekanisme Akses Informasi
	Penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung merupakan manifestasi langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi, PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.
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	d.
	Standar Klasifikasi Informasi Publik
	PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung menjamin hak publik untuk tahu melalui pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) yang mutakhir. Berdasarkan ketentuan regulasi, informasi dikategorikan dan dikelola sebagai berikut:
	Informasi Publik Secara Berkala - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin tanpa adanya permohonan. Ini mencakup profil kelembagaan, ringkasan laporan kinerja, laporan keuangan yang telah diaudit, serta prosedur pelayanan pengawasan obat dan makanan. Informasi ini dipublikasikan secara transparan melalui subsite resmi dan papan pengumuman fisik.
	Informasi Publik Serta Merta - Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Dalam konteks Unit Pelaksana Teknis, ini mencakup public warning terkait temuan produk obat, kosmetik, atau pangan berbahaya/ilegal yang beredar di wilayah Lampung, serta informasi mengenai situasi darurat kesehatan lingkungan.
	Informasi Publik Tersedia Setiap Saat - Informasi yang harus tersedia dan dapat diberikan segera saat dimohonkan oleh publik. Meliputi seluruh dokumen regulasi, prosedur kerja (SOP), daftar aset, hingga rencana strategis organisasi yang tidak bersifat rahasia.
	Informasi yang Dikecualikan - Informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik berdasarkan hasil Uji Konsekuensi. Hal ini mencakup informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum (penyidikan tindak pidana obat dan makanan), mengganggu hak kekayaan intelektual, atau membahayakan pertahanan keamanan negara.

	e.
	Optimalisasi Layanan dan Aksesibilitas
	Untuk mendukung akuntabilitas, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung menyediakan berbagai kanal akses guna memudahkan masyarakat:
	Layanan Tatap Muka: Ruang Pelayanan Publik yang representatif dengan petugas yang kompeten dalam menangani konsultasi dan keberatan informasi.
	Layanan Digital: Integrasi sistem permohonan informasi melalui portal PPID Badan POM dan subsite lokal yang user-friendly.
	Aksesibilitas Kelompok Rentan: Penyediaan sarana pendukung bagi pemohon disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dan memastikan bahwa hak atas informasi bersifat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan transformasi penyajian data melalui optimasi saluran komunikasi digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan real-time:

	Statistik dan Kualitas Layanan Informasi
	Kualitas layanan PPID Pelaksana BBPOM di Bandar Lampung sepanjang tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif, tercermin dari data berikut:
	Tabel 27. Statistik dan Kualitas Layanan Informasi
	Indikator Layanan
	Capaian Tahun 2025
	Jumlah Permohonan Informasi Masuk
	6 Permohonan
	Jumlah Permohonan yang Dipenuhi
	6 Permohonan
	Tingkat Kepatuhan/Penyelesaian
	100%
	Rata-rata Waktu Tanggap
	Sesuai SOP (Kurang dari 10 hari kerja)
	Sengketa Informasi
	Nihil


	Seluruh permohonan informasi yang diterima telah dilayani sesuai dengan prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Nihilnya sengketa informasi menunjukkan bahwa klarifikasi dan data yang diberikan telah memenuhi ekspektasi serta kebutuhan pemohon. Detail rincian layanan per periode dapat merujuk pada Tabel 16 C.

	g.
	Prestasi dan Penghargaan
	Tahun 2025 merupakan momentum penguatan reputasi bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung. Keberhasilan dalam mempertahankan dan meraih berbagai penghargaan bergengsi menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat regional maupun nasional.
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	Tingkat Internal Badan POM: Dominasi dan Konsistensi
	PID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mengukuhkan posisinya sebagai unit kerja terbaik dalam aspek keterbukaan informasi di lingkungan internal Badan POM.
	Capaian: Meraih Predikat Informatif (Peringkat I Terbaik) kategori PPID Pelaksana Balai Besar POM.
	Skor Evaluasi: Perolehan nilai sebesar 98,73.
	Catatan Historis: Prestasi ini menandai keberhasilan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam mempertahankan Peringkat I Terbaik selama 3 tahun berturut-turut (2023–2025). Konsistensi ini membuktikan bahwa sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi telah terinternalisasi dengan baik dan melampaui standar minimal yang ditetapkan pusat.
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	Tingkat Provinsi Lampung: Kepatuhan Sempurna
	Di tingkat wilayah, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung dinobatkan sebagai tolok ukur (benchmark) bagi Instansi Vertikal lainnya di Provinsi Lampung.
	Capaian: Meraih predikat Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal.
	Skor Evaluasi: Meraih Nilai Sempurna (100).
	Proses Evaluasi: Nilai ini diperoleh melalui tahapan penilaian yang komprehensif oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung, meliputi:
	Pengisian e-Monev: Akurasi data pada portal mandiri.
	Verifikasi & Validasi: Pemeriksaan bukti dukung secara administratif.
	Visitasi Lapangan: Peninjauan langsung sarana prasarana serta wawancara komitmen pimpinan dalam menyediakan akses informasi yang inklusif bagi masyarakat Lampung.
	Gambar 124. Penerimaan Penghargaan PPID untuk Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung
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	Tingkat Nasional: Inovasi dan Reputasi (Anugerah Humas Indonesia 2025)
	Pengakuan atas kinerja Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung juga datang dari level nasional melalui ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025, yang diikuti oleh lintas Kementerian/Lembaga dan BUMN.
	Gold Winner (Kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif): Penghargaan tertinggi ini diraih berkat keunggulan dalam Sub Kategori Ruang Fisik Pelayanan. Ruang Pelayanan Informasi Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung dinilai tidak hanya memenuhi standar aksesibilitas, tetapi juga mengedepankan kenyamanan, kemudahan akses bagi kelompok rentan, dan integrasi teknologi digital.
	Bronze Winner (Kategori PPID Pelaksana Terbaik): Penghargaan ini merupakan pengakuan atas tata kelola administratif dan strategi komunikasi PPID dalam mengelola permohonan informasi serta sengketa informasi secara profesional.
	Gambar 125.  Awarding Anugerah Humas Indonesia 2025 oleh Humas Indonesia


	152
	LAPORAN 2025 TAHUNAN
	Triple Crown (Internal, Regional, Nasional) pada tahun 2025 mencerminkan bahwa PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung tidak hanya patuh secara regulasi (compliance), namun juga unggul dalam menciptakan nilai tambah melalui inovasi pelayanan fisik dan digital.
	Keberhasilan ini membuktikan bahwa kinerja Keterbukaan Informasi Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung telah dilaksanakan secara maksimal, inovatif, dan akuntabel demi meningkatkan literasi serta pelayanan bagi masyarakat.
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	Transformasi Digital Terintegrasi
	Balai Besar POM di Bandar Lampung berkomitmen mengakselerasi digitalisasi layanan informasi menuju ekosistem yang lebih cerdas:
	Implementasi AI-Powered Virtual Assistant : Merencanakan pengembangan asisten virtual berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi pada subsite resmi. Inovasi ini diproyeksikan dapat mempercepat pencarian Daftar Informasi Publik (DIP) dan menjawab pertanyaan umum secara otomatis selama 24/7.
	Digitalisasi Arsip Informasi : Penguatan sistem penyimpanan dokumen elektronik yang lebih sistematis untuk memperpendek response time (waktu tanggap) saat ada permohonan informasi yang memerlukan data historis.
	Mitigasi Risiko dan Keberlanjutan Predikat
	Untuk mempertahankan predikat "Informatif", BBPOM di Bandar Lampung menyusun peta jalan (roadmap) mitigasi yang mencakup:
	Penyegaran Konten Kreatif : Memastikan kanal digital tidak hanya berisi dokumen kaku, tetapi juga konten edukasi yang interaktif.
	Kolaborasi Jejaring Keterbukaan Informasi Publik : Memperkuat sinergi dengan Komisi Informasi Provinsi Lampung dan PPID Utama Badan POM untuk melakukan benchmarking dan adaptasi regulasi terbaru secara cepat.
	Forum Konsultasi Publik
	5.
	Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah diperlukan Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan utama dari Reformasi Birokrasi adalah untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Institusi Pengawasan Obat dan Makanan dalam tugas dan fungsinya melakukan pengawasan produk sebelum beredar dan setelah dalam peredaran (pre dan post market). Pengawasan sebelum beredar dilakukan sebagai langkah melakukan tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk sesuai dengan yang ditetapkan, sedangkan pengawasan selama beredar dimaksudkan untuk memastikan Obat dan Makanan yang ada dalam peredaran memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Untuk itu Badan POM mempunyai ke
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	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.
	Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, Badan POM sebagai institusi yang mengemban tugas sebagai penyelenggara layanan dalam hal pengawasan produk obat dan makanan, perlu melakukan koordinasi dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dan bentuk koordinasi ini adalah dengan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah yang mencerminkan keinginan Badan POM untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan.
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	Gambar 126.  Kegiatan Forum Komunikasi Publik
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	Upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung antara lain dengan melakukan berbagai inovasi pelayanan publik untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut telah berhasil meningkatkan pelayanan publik, yang mana pada Tahun 2021 Balai Besar POM di Bandar Lampung telah berhasil memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
	Pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan informasi atau tujuan tertentu. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, Badan POM selaku institusi yang memiliki fungsi sebagai Pelayanan Publik diwajibkan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Untuk itulah dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Balai Besar POM di Bandar Lampung menyelenggarakan acara Forum Komunikasi Publik Tahun 2025 dengan melibatkan stakeholder terkait.
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	158
	Kegiatan Forum Komunikasi Publik diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan pelayanan Balai Besar POM di Bandar Lampung kepada masyarakat Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan stakeholder terkait seperti Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung, Institusi Kepolisian, Dinas Pendidikan, unsur media cetak dan elektronik, Perguruan Tinggi, dan Pengguna Layanan dari kalangan dunia usaha.
	Dari hasil Forum Konsultasi Publik yaitu pada tanggal 22 September 2025 diharapkan dapat menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Bandar Lampung, mewujudkan akuntabilitas kinerja, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, serta akademisi. Masalah yang teridentifikasi dan rencana aksi dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dari hasil Forum Konsultasi Publik ini berupa :
	Belum dimasukkannya dasar hukum mengenai pelayanan publik inklusif dalam Standar Pelayanan (SP) yang ditetapkan oleh unit layanan publik. Sebagai langkah perbaikan, direkomendasikan untuk melakukan revisi Standar Pelayanan dengan menyisipkan dasar hukum terkait, melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas layanan inklusif, serta melibatkan perwakilan kelompok rentan, seperti disabilitas dan lansia, dalam penyusunan standar tersebut dengan target penyelesaian hingga September 2026. Sebagai bentuk tindak lanjut nyata, unit layanan telah merevisi Standar Pelayanan dengan menambahkan dasar hukum pelayanan inklusif, merencanakan serta melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas, dan memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam setiap forum konsultasi publik penyusunan Standar Pelayanan.
	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengalami kesulitan dalam melakukan konsultasi langsung dengan petugas layanan BBPOM di Bandar Lampung akibat kendala jarak, padahal tingkat kepuasan masyarakat lebih tinggi saat berinteraksi tatap muka. Sebagai langkah solutif, telah disusun rekomendasi perbaikan berupa penempatan petugas BBPOM secara rutin di Mal Pelayanan Publik (MPP) Lampung Selatan dengan sistem jadwal bergilir agar pelayanan lebih merata, yang disertai dengan penguatan sosialisasi jadwal layanan melalui media sosial resmi serta pemasangan spanduk di lokasi. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, saat ini telah disusun pelaksanaan piket rutin dan jadwal pelayanan di Lampung Selatan, serta telah dilakukan publikasi layanan untuk memastikan informasi tersebut tersampaikan dengan luas kepada masyarakat.
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	Masukan dari masyarakat mengenai tarif layanan sampel pihak ketiga menggunakan instrumen GC-MS yang dinilai terlalu mahal. Menanggapi hal tersebut, telah disusun rekomendasi perbaikan berupa penyusunan brosur tarif layanan serta panduan pemilihan metode uji yang mudah dipahami pelanggan, yang dibarengi dengan langkah sosialisasi berkala melalui media sosial, situs web resmi, spanduk di area front office, dan kegiatan customer gathering. Sebagai bentuk tindak lanjut nyata, saat ini telah dilakukan penyusunan brosur dan panduan pemilihan metode uji tersebut, serta telah terlaksana sosialisasi berkala melalui berbagai kanal komunikasi dan pertemuan pelanggan guna memastikan transparansi serta kemudahan akses informasi bagi seluruh pengguna layanan.


	P.
	Pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan
	Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus non Fisik pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Penggunaan anggaran berfokus pada kegiatan pengawasan fasilitas layanan kefarmasian, PIRT, dan post market IRTP.
	Pengawasan pada fasilitas pelayanan kefarmasian (fasyanfar) mencakup berbagai kegiatan diantaranya yaitu pemeriksaan dan pengkajian izin fasilitas pelayanan kefarmasian, pendampingan tindak lanjut temuan berupa TPTP/CAPA pada apotek dan toko obat, serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi tenaga kefarmasian. Sementara itu, pengawasan terhadap Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) meliputi kegiatan bimbingan teknis terkait keamanan pangan, pembinaan sarana IRTP dalam rangka pemenuhan komitmen, serta kaji ulang pada tahap pre-market. Adapun pengawasan post-market terhadap IRTP dilakukan melalui pengawasan sarana produksi, pemantauan iklan produk pangan, serta kegiatan sampling dan pengujian produk. Berikut Rincian Realisasi dan Output masing-masing kabupaten/kota:
	Tabel 28. Rincian Anggaran dan Target Output Kabupaten/Kota Penerima DAK Nonfisik POM Provinsi Lampung Tahun
	No.
	Kabupaten/Kota
	Anggaran
	Output
	Pagu
	Realisasi
	Target
	Capaian
	1.
	Bandar Lampung
	317.890.000
	287.752.287
	418
	418
	2.
	Metro
	392.976.000
	283.417.985
	658
	464
	3.
	Kab. Lampung Selatan
	363.347.000
	360.074.011
	421
	421
	4.
	Kab. Lampung Timur
	580.140.000
	281.093.900
	758
	534
	5.
	Kab. Pringsewu
	361.179.000
	348.955.444
	547
	547
	6.
	Kab. Way Kanan
	375.412.000
	339.907.950
	396
	396
	7.
	Kab. Lampung Barat
	392.106.000
	357.965.357
	391
	391
	8.
	Kab. Pesawaran
	363.071.000
	342.434.910
	480
	465
	9.
	Kab. Tanggamus
	295.776.000
	249.464.000
	236
	236
	10.
	Kab. Lampung Tengah
	435.102.000
	384.056.604
	602
	464
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	BAB IV

	A.
	Masalah
	1.
	Internal
	Kebijakan efisiensi anggaran di tengah target kinerja yang tinggi menuntut unit kerja untuk bekerja lebih efektif dengan sumber daya yang terbatas. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi cakupan dan kualitas pelaksanaan kegiatan.
	Data sarana belum update terutama untuk sarana UMKM sehingga menyebabkan perencanaan dan penetapan prioritas pengawasan kurang akurat.
	Selain target rutin yang telah ditetapkan, terdapat penugasan tambahan yang bersifat insidentil seperti pemeriksaan Cesium dan isu keamanan lainnya. Penugasan di luar target rutin ini memerlukan alokasi waktu, tenaga, dan anggaran tambahan di luar perencanaan yang ditetapkan.
	Terdapat penambahan parameter uji mikrobiologi pada semua komoditi sedangkan sumber daya yang ada terbatas sehingga mempengaruhi timeline pengujian.
	Masih terdapat pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan yang mensyaratkan minimal Diploma III.
	Keterbatasan Alat Pengolah Data (APD) yang memenuhi spesifikasi sesuai kebutuhan pengawasan dalam mendukung analisis dan pelaporan secara cepat dan akurat.
	Sarana prasarana laboratorium belum memadai seperti AC laboratorium yang belum optimal, sistem grounding listrik yang belum terstandar, serta atap yang mengalami kebocoran, sehingga mengganggu stabilitas lingkungan pengujian, keselamatan kerja, dan keakuratan hasil uji.
	Kerusakan pada peralatan utama pada laboratorium seperti AAS, HPLC, ICP-MS, serta peralatan pendukung seperti UPS berdampak langsung pada pelaksanaan pengujian.
	Terdapat pegawai yang rangkap jabatan dan tidak meratanya pembagian tugas yang menyebabkan beban kerja tidak proporsional dan mempengaruhi fokus serta produktivitas kinerja utama.
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	2.
	Eksternal
	Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan tentang obat dan makanan serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
	Pergantian/mutasi pegawai dan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah yang cukup sering terjadi, sehingga membutuhkan koordinasi berulang.
	Maraknya Kejadian Luar Biasa (KLB) berdampak pada jumlah sampel yang diuji di laboratorium sehingga menambah beban kerja analis laboratorium apalagi tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya yang memadai.
	Terbatasnya kuota yang tersedia untuk mengikuti pelatihan seperti inspektur pangan, kosmetik, obat bahan alam, dan inspektur CDOB.
	Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan yang mengedarkan sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring karena sering mengganti modus operandi, nama akun, platform, atau menggunakan proxy/VPN untuk menghindari deteksi terhadap keberadaan dan identitasnya.


	B.
	Kesimpulan
	Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat adalah: Obat sebesar 99,75%; Obat Bahan Alam sebesar 92,69%; Obat Kuasi sebesar 84,21%; Suplemen Kesehatan sebesar 98,68%; Kosmetika sebesar 99,09%; Pangan Olahan dikemas sebesar 95,49%.
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan adalah : UKOT 100%; industri kosmetik 50%; industri pangan non fortifikasi 63,33%, industri pangan fortifikasi 61,54% dan IRTP 11,11%.
	Persentase distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan adalah : PBF 78,57%; Apotek 59,52%; Toko Obat berizin 73,91%; Instalasi Farmasi Pemerintah 63,64%; Rumah Sakit 75,0%; Puskesmas 81,25%; Klinik 65,38%; sarana distribusi Obat Bahan Alam 66,67%; sarana distribusi Suplemen Kesehatan 94,12%; sarana distribusi Kosmetik 67,32%; dan sarana ritel/distribusi Pangan 75,94%.
	Persentase iklan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan adalah: Obat 99,42%; Obat Bahan Alam 41,18%; Obat Kuasi 76,19%; Suplemen Kesehatan 62,50%; Kosmetik 60,80%; dan Pangan 83,09% .
	Persentase penandaan/label Obat dan Makanan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan adalah : Obat 98,91%; Obat Bahan Alam 78,28%; Obat Kuasi 68,75%; Suplemen Kesehatan 91,07%; Kosmetik 79,34%; Pangan 89,29% dan Produk Tembakau 81,37%.
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	Jumlah konsumen yang memanfaatkan Unit Pelayanan Publik sebanyak 410 orang. Dua profesi yang paling banyak memanfaatkan layanan adalah pelaku usaha (31,5%) dan masyarakat umum (25,1%).
	Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan selama Tahun 2025 berhasil mengungkap 3 (tiga) perkara ke Tahap Pro Justitia, yaitu 3 (tiga) perkara obat bahan alam tidak ada ijin edar, 1 (satu) perkara mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar secara daring, 1 (satu) perkara memproduksi dan mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar secara daring, dan 1 (satu) perkara mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar secara offline. Total barang bukti yang diamankan dari 3 (tiga) perkara tersebut sebanyak 210 item dengan nilai ekonomi Rp. 327.356.000,-
	Jumlah rekomendasi/sertifikasi yang diterbitkan pada tahun 2025 sebanyak 1327 sertifikat terdiri dari 120 Surat Keterangan Impor (SKI), 977 Surat Keterangan Ekspor (SKE), 118 Rekomendasi lainnya (IP CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, SPA CPKB, dan Rekomendasi Pemohon Notifikasi) serta 112 Sertifikasi lainnya berupa sertifikat terkait pihak ketiga.
	Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM produk pangan olahan, Obat Bahan Alam, dan Kosmetik telah dilakukan pendampingan terhadap 21 UMKM antara lain 19 UMK Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Bahan Alam, dan 1 UMKM Kosmetik. Berdasarkan kegiatan pendampingan UMKM tersebut telah diterbitkan 19 Izin Penerapan CPPOB, 1 rekomendasi CPOTB Secara Bertahap, dan 1 SPA CPKB
	Program Nasional Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mengintervensi 14 pasar di Provinsi Lampung hingga 2025, dimulai pada 2020 dengan dua pasar yang pertama kali terintervensi. Program Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman juga telah mengintervensi 112 sekolah, terhitung sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020. Selain itu, Program Nasional Desa Pangan Aman pada 2025 mengintervensi 5 desa di Kabupaten Lampung Selatan, menjadikan total 47 desa yang terintervensi di kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
	Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung memperoleh nilai 92,71 yaitu efektif dengan target 89,6 dengan capaian 103,47 %. Sedangkan dari jumlah orang yang diintervensi KIEnya tercapai sebesar target 2285, realisasi 3495 (153 %). Untuk Indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Bandar Lampung tercapai 96,75 dengan target 97.36 (100,63 %).
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	C.
	Saran
	Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah efisiensi anggaran diperlukan penajaman prioritas berbasis risiko, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan inovasi dan kolaborasi agar capaian kinerja tetap terjaga tanpa mengurangi mutu pengawasan dan pelayanan publik.
	Diperlukan penguatan mekanisme updating data sarana yang terintegrasi sehingga data sarana lebih akurat dan dapat mendukung efektivitas pengawasan.
	Fleksibilitas perencanaan, penyesuaian prioritas berbasis risiko, serta penguatan koordinasi agar seluruh tugas dapat dilaksanakan secara optimal tanpa menurunkan kualitas pengawasan.
	Sampling dilakukan secara bertahap, setiap komoditi memiliki jadwal yang berbeda untuk dilakukan pengujian sehingga sampel tidak bertumpuk dalam satu waktu.
	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan, mendapatkan penugasan tertentu, dan melanjutkan pendidikan formal.
	Dilakukan pengadaan baik pembelian maupun sewa untuk Alat Pengolah Data (APD) yang memenuhi spesifikasi sesuai kebutuhan pengawasan dalam mendukung analisis dan pelaporan secara cepat dan akurat.
	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan dengan cara pemberian edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media.
	Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dengan tepat waktu dapat dilakukan dengan upaya-upaya seperti monitoring dan evaluasi secara berkala serta memberikan coaching/mentoring kepada Pelaku Usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan/Corrective Action and Preventive Action (TPTP/CAPA) dengan adanya inovasi Klinik CAPA.
	Mengusulkan kuota tambahan untuk pelatihan seperti inspektur pangan, kosmetik, obat bahan alam, dan inspektur CDOB.
	Melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan secara berkala terhadap sarana prasarana laboratorium sehingga meningkatkan stabilitas lingkungan pengujian, keselamatan kerja, dan keakuratan hasil uji.
	Diperlukan penataan SDM yang lebih tepat, baik melalui pemenuhan kebutuhan pegawai maupun redistribusi tugas agar efektivitas dan mutu kinerja tetap terjaga.
	Peningkatan kompetensi petugas profiling siber agar petugas pengawasan memiliki kompetensi teknis, analitis, dan digital forensik yang memadai.
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